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INDONESIA MELAWAN AMERIKA
Belum pernah terjadi sebelumnya, adanya semacam kebingungan 
besar di benak banyak orang berkenaan dengan soal politik luar 
negeri  Amerika Serikat. Hanya para sejarawan diplomatik—
yang bisa meluangkan waktu khusus dan mendalaminya secara 
leluasa, sambil mengambil jarak dari peristiwa-peristiwa yang 
terjadi—akan sanggup untuk mengurai benang kusut itu dan 
memperlihatkan aspek-aspek yang sebenarnya dari berbagai faktor 
dan persoalan yang ada.
— George Kennan*   
* George F. Kennan, Memoirs, 1925-1950 (Boston: Little, Brown and Company, 1967), 
500.
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Kita justru berharap bahwa A.S. dapat membantu meng-
konsolidasikan dan memperkuat kepemimpinan Indonesia 
yang ada sekarang ini. Kami yakin bahwa para pemimpin 
itu berhaluan sosialis dan bukan komunis, nasionalis dan 
bukan  Soviet-sentris. 
 Hugh S. Cumming dan Abbot Moﬀ at1
KETIKA Perang Dunia Kedua mendekati tahap-tahap akhir 
sikap  Amerika Serikat (A.S.) terhadap  perjuangan kemerdekaan 
bangsa- bangsa terjajah tampak mendua. Pada satu sisi negara 
itu tetap  menjunjung tradisi anti-kolonialnya untuk mendorong 
kemerdekaan negeri-negeri bekas jajahan, namun pada sisi lain 
terkesan menentang kehendak bangsa-bangsa tertentu untuk bisa 
menikmati kemerdekaan secara penuh.
“Jatuh”-nya Cina
Hal itu tercermin dengan jelas misalnya dalam ambiguitas Presiden 
Franklin D.  Roosevelt (1882-1945) ketika harus berhadapan 
dengan kehendak bangsa Indonesia untuk  merdeka dan bebas 
dari penjajahan kembali Belanda. Pada satu sisi, Presiden A.S. itu 




dinyatakan dalam Piagam Atlantik yang ia tanda tangani pada 
tahun 1941. Pada sisi lain dia tetap berusaha meyakinkan Den 
Haag bahwa Indonesia akan dikembalikan ke pemerintah kolonial 
Belanda setelah perang usai. 
Pengganti  Roosevelt, Presiden Harry S Truman (1884-1972), 
menunjukkan sikap serupa. Secara publik Truman memang 
mendukung gagasan penentuan nasib sendiri bagi negara-negara 
yang berada di bawah ancaman kekuasaan asing, tetapi diam-
diam dia juga menyokong upaya Belanda untuk menaklukkan 
kembali Indonesia, setelah sejak tahun 1942 negeri ini direbut 
oleh Jepang dari tangan pemerintah kolonial  Hindia Belanda. 
Sementara ambiguitas  Roosevelt pertama-tama bersifat personal, 
sebagaimana akan kita lihat, sikap Truman lebih dibentuk oleh 
berbagai perkembangan internasional menyusul berakhirnya 
Perang Dunia Kedua. Secara khusus, sikap Truman itu didorong 
oleh semakin seriusnya ketegangan Perang Dingin antara “Blok 
 Soviet” yang berideologi Komunis dan dipimpin oleh  Uni  Soviet di 
satu pihak, dan “Blok Barat” yang berhaluan kapitalis dan berada 
di bawah pimpinan  Amerika Serikat di lain pihak. Karena merasa 
bahwa Blok Komunis sedang berencana memperluas pengaruhnya 
secara internasional, dan dengan demikian akan mengancam 
kepentingan Blok Barat, pemerintahan Truman (1945-1953) 
memutuskan untuk “membendung” laju penyebaran pengaruh 
komunis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Dalam kaitan dengan Indonesia pemerintahan Truman 
memandang adanya potensi para pemimpin  RI menjauh dari 
Blok Barat dan sedikit demi sedikit masuk ke wilayah pengaruh 
Blok  Soviet. Dasar pandangan itu antara lain adalah provokasi 
Belanda bahwa para pemimpin Indonesia itu berideologi 
Komunis. Sebenarnya pandangan itu sudah ditentang. Dua orang 
pejabat dalam pemerintahan itu, misalnya, pernah mengingatkan 
Truman: “Kita justru berharap bahwa A.S. dapat membantu 
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mengkonsolidasikan dan memperkuat kepemimpinan Indonesia 
yang ada sekarang ini. Kami yakin bahwa para pemimpin itu 
berhaluan sosialis dan bukan komunis, nasionalis dan bukan 
 Soviet-sentris.2 Apa boleh buat, Truman lebih percaya pada Belanda 
daripada penasehatnya sendiri. Akibatnya, Amerika di bawah 
pemerintahan Truman tetap merasa perlu untuk untuk melakukan 
tindakan-tindakan guna mencegah agar Indonesia tidak condong 
ke Blok Komunis. Salah satu cara yang dipilih ialah membiarkan 
Indonesia dikuasai kembali oleh Belanda, yang nota bene adalah 
sebuah bangsa Barat dan merupakan partner penting bagi A.S. 
dalam perseteruan Perang Dingin. 
Lebih dari itu, pemerintahan Truman juga melihat bahwa 
dalam konteks Perang Dingin Indonesia memiliki arti sangat 
penting baik secara geografi s maupun ekonomis. Secara geografi s, 
letak Indonesia sangat strategis, sedang secara ekonomis Indonesia 
dikenal kaya akan sumber-sumber alam (lihat Peta 1).3  Untuk 
selanjutnya “kekhawatiran Perang Dingin” itu akan menjadi sangat 
kuat dan menjadi dasar dari berbagai kebijakan yang ditempuh 
A.S. terhadap Indonesia tidak hanya di bawah Presiden Truman, 
melainkan juga di bawah pemerintahan dua presiden berikutnya, 
yakni Presiden  Dwight D. Eisenhower (1890-1969) dan Presiden 
 John F. Kennedy (1917-1963). 
Di bawah pemerintahan Eisenhower, A.S.  sedang merasa 
risau oleh “kesalahan” Truman yang karena keliru perhitungan 
telah mengakibatkan “jatuh”-nya Cina kepada rejim komunis di 
bawah Mao Zedong pada tahun 1949. Bertolak dari kerisauan itu 
pemerintahan Eisenhower bertekad untuk secara aktif melawan 
penyebarluasan komunisme di manapun juga, termasuk di 
Indonesia. Melihat pesatnya perkembangan Partai Komunis 
Indonesia ( PKI) waktu itu Washington berusaha keras untuk 
menghentikan laju perkembangan komunisme di sini dan 
sedapat mungkin memutus hubungan Indonesia dengan Blok 
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Komunis. Sementara itu di bawah pemerintahan Kennedy, A.S. 
berperi-laku sedikit berbeda dari pemerintahan-pemerintahan 
sebelumnya. Pemerintahan Kennedy berusaha untuk bisa lebih 
terbuka terhadap aspirasi rakyat Indonesia serta negara-negara lain 
yang sama-sama baru  merdeka. Namun demikian, melanjutkan 
persepsi pemerintahan Truman dan Eisenhower bahwa Indonesia 
berada di bawah bayang-bayang Perang Dingin, kebijakan yang 
diambil pemerintahan Kennedy atas Indonesia juga didasari oleh 
kekhawatiran bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis.
Bermain dengan Bagus
Buku ini ingin mengajak Anda untuk mencermati berbagai wujud 
dan perkembangan kebijakan A.S. terhadap Indonesia selama masa 
Perang Dingin. Tekanan khusus diberikan pada masa pemerintahan 
Eisenhower  dan masa pemerintahan Kennedy.  Dalam Bab Satu 
Anda akan diundang untuk sejenak meninjau kembali akar-
akar keterlibatan Amerika di Indonesia, khususnya mulai dari 
hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua hingga saat Perjanjian 
Linggajati diselenggarakan dan ditandatangani. Dari peninjauan ini 
diharapkan bahwa kita bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana 
sikap paradoksal Amerika berhadapan dengan proses dekolonisasi 
pasca-perang.  Roosevelt menunjukkan itu dengan janjinya bahwa 
Indonesia akan diusahakan agar bisa kembali ke tangan Belanda.
Truman memperlihatkannya dalam sikap yang selalu pro-Belanda 
berkaitan dengan rangkaian pertikaian yang melibatkan konfl ik 
kepentingan antara Indonesia dan Belanda.
Melalui Bab Dua kita akan bersama-sama secara singkat 
mendiskusikan bagaimana Amerika di bawah pemerintahan 
Truman bersikap terhadap  perjuangan kemerdekaan Indonesia 
dari saat terjadinya Agresi Militer Belanda yang pertama hingga 
berlangsungnya Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Dalam bab 
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ini kita bisa mencermati bagaimana dengan berbagai dalih Amerika 
tetap lebih ingin mengedepankan kepentingan Belanda daripada 
aspirasi Indonesia. Salah satu alasannya, karena pemerintahan 
Truman percaya pada propaganda Belanda bahwa para pemimpin 
Indonesia itu sebenarnya adalah orang-orang komunis. Peristiwa 
Madiun tahun 1948 yang dipahami sebagai pemberontakan 
komunis yang dengan sukses dipadamkan oleh Pemerintah Pusat  RI 
sempat menyadarkan Washington bahwa para pemimpin Indonesia 
itu senyatanya bukan komunis, bahkan anti-komunis. Namun baru 
setelah terjadinya Agresi Militer Belanda Kedua, Amerika mulai 
berpikir ulang mengenai perilaku Belanda dan sedikit-demi sedikit 
memahami posisi dan aspirasi rakyat Indonesia.
Di Bab Tiga kita ingin membahas perkembangan hubungan 
Indonesia-Amerika selama masa pemerintahan Presiden Eisenhower 
yang pertama (1953-1957). Presiden yang berasal dari partai 
Republik ini pada awalnya menempuh kebijakan non-intervensi 
terhadap Indonesia. Namun demikian kebijakan itu segera berubah 
menjadi kebijakan yang penuh intervensi. Salah satu alasannya 
adalah karena Eisenhower tidak ingin Indonesia “hilang” atau 
“jatuh” ke tangan Komunis sebagaimana yang terjadi dengan Cina 
sejak tahun 1949. Kedekatan Indonesia dengan Cina dan  Uni 
 Soviet serta besarnya dukungan rakyat terhadap  PKI dalam Pemilu 
1955 menjadi bagian dari kekhawatiran Washington bahwa jika 
dibiarkan begitu saja, Indonesia bisa-bisa akan segera bergabung 
dengan Blok  Soviet dan menutup akses Blok Barat terhadapnya. 
Sedikit demi sedikit pemerintahan Eisenhower mulai tertarik untuk 
melibatkan diri secara militer di Indonesia. 
Peningkatan intervensi militer itu akan merupakan fokus 
kajian kita di Bab Empat. Seperti akan kita lihat, pada masa 
pemerintahan Presiden Eisenhower yang kedua (1957-1961), 
pemerintah A.S. banyak melibatkan Central Intelligence Agency 
( CIA) dalam merencanakan dan mengawali campur tangan 
6INDONESIA MELAWAN AMERIKA
militer rahasia Amerika di Indonesia. Hal ini kelihatan paling jelas 
dalam dukungan yang diberikan pemerintahan tersebut kepada 
para pemberontak daerah yang dipandang Washington memiliki 
kemampuan untuk menentang Pemerintah Pusat dan komando 
militer pusat di Jakarta, yang dicurigai condong ke kiri. Eisenhower 
berharap bahwa dukungan ini akan mencegah langkah negeri 
itu untuk semakin mendekatkan diri dengan pihak Komunis. 
Sejumlah faktor seperti kegagalan kaum pemberontak, salah-hitung 
Washington atas situasi yang ada, serta keberhasilan Pemerintah 
Pusat di Jakarta dalam menangani masalah  pemberontakan itu 
akhirnya mendorong pemerintahan Eisenhower untuk mengubah 
kebijakannya dan mendukung pemerintahan  Bung Karno. 
Meskipun tetap mengikuti dan memperjuangkan berbagai 
tujuan Perang Dingin dari pemerintahan-pemerintahan pendahulu-
nya, pemerintahan Kennedy (1961-1963) tidak lagi mengandalkan 
 CIA atau lembaga-lembaga militer A.S. Pemerintahan Kennedy lebih 
suka menggunakan cara-cara yang lebih lunak dalam usaha untuk 
membujuk Indonesia supaya berpihak kepada A.S. Seperti akan 
kita cermati dalam Bab Lima, dengan agak enggan pemerintahan 
Kennedy mengakui politik luar negeri Indonesia yang netral dan 
bebas aktif, dan membantu mencari suatu solusi bagi perselisihan 
antara Indonesia dengan Belanda atas wilayah  Irian Barat. Setelah 
melakukan serangkaian upaya diplomati, pemerintahan Kennedy 
berhasil membawa Belanda dan Indonesia untuk duduk di meja 
perundingan, dan perselisihan itu pun dapat diselesaikan dengan 
damai. Paradoksnya, pengakuan pemerintahan Kennedy terhadap 
kebijakan luar negeri Indonesia dan kepentingannya di dalam 
membantu menyelesaikan perselisihan tersebut tetap saja diwarnai 
oleh berbagai pertimbangan dan kepentingan Perang Dingin.
Dengan keberhasilannya dalam membantu Indonesia meme-
nangkan kendali atas  Irian Barat melalui suatu cara yang relatif 
damai, pemerintahan Kennedy mulai berusaha membina hubungan 
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yang makin erat dengan Jakarta. Demi tujuan itu, pemerintahan 
Kennedy merencanakan untuk meluncurkan serangkaian program 
bantuan ekonomi yang ditujukan untuk menstabilkan ekonomi 
Indonesia yang waktu itu tengah terpuruk. Namun demikian, 
upaya-upaya yang ditempuh untuk mengaitkan kepentingan 
Indonesia dan  Amerika Serikat secara lebih erat tidak membuahkan 
hasil. Kegagalan tersebut terutama disebabkan oleh penolakan 
keras Indonesia terhadap pembentukan negara federasi  Malaysia, 
yang mendapat dukungan dari  Amerika Serikat. Pada Bab Enam 
kita ingin bersama-sama menyaksikan bagaimana ketetapan hati 
pemerintahan  Bung Karno untuk menggunakan cara kekerasan di 
dalam menangani masalah  Malaysia semakin mempersulit upaya-
upaya Washington dalam membangun kembali hubungan A.S.-
Indonesia. Berakhirnya pemerintahan Kennedy secara tiba-tiba 
pada tahun 1963 membuat upaya tersebut tidak terselesaikan.
Dengan menggambarkan dinamika formulasi kebijakan luar 
negeri pada tiap-tiap pemerintahan kepresidenan A.S., buku Anda 
ini ingin menawarkan suatu paparan mengenai bagaimana proses 
dan cara kerja penyusunan kebijakan luar negeri A.S. terhadap 
Indonesia. Anda akan melihat bagaimana perubahan personalia di 
masing-masing pemerintahan turut pula mendorong perubahan 
tekanan dalam kebijakan luar negeri Amerika terhadap Indonesia. 
Tekanan itu sering kali berbeda, bahkan saling bertentangan. 
Sebagaimana akan Anda simak juga dalam bab-bab buku ini, 
formulasi kebijakan tersebut tidak selalu jelas dan linear. Tidak 
jarang bahkan samar dan berputar-putar. Hal itu mencerminkan 
kenyataan bahwa para pembuat kebijakan di  Amerika Serikat 
tidak senantiasa memiliki pemahaman yang jernih mengenai 
bagaimana mesti membina hubungan dengan Indonesia. Pada 
saat yang sama, paparan dalam buku ini juga merefl eksikan betapa 
kuat dan hebatnya pengaruh kepentingan Perang Dingin di dalam 
pembentukan kebijakan luar negeri A.S. terhadap Indonesia. Lebih 
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jauh, buku ini akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu 
contoh kasus de-kolonisai pasca-Perang Dunia Kedua dengan segala 
tarik-ulur dan dinamikanya. Akan kelihatan di hadapan Anda 
misalnya, meskipun tantangan yang dihadapi oleh para pendiri 
Republik ini dalam proses de-kolonisai itu amat besar, namun 
mereka telah mampu “bermain” dengan bagus dan telah berhasil 
dalam mewujudkan sebuah negeri baru yang  merdeka dan berdaulat 
sebagaimana dicita-citakan dalam Proklamasi Kemerdekaan.
Apa boleh buat, sebagaimana akan kita lihat dalam Epilog buku 
ini, kepiawaian para pendiri Republik untuk bermain di tengah 
ganasnya Perang Dingin itu nantinya akan dibelokkan oleh pihak-
pihak tertentu di dalam maupun di luar negeri untuk melayani 
kepentingan mereka. Kecenderungan mereka untuk berorientasi 
kerakyatan akan dipangkas, diganti dengan rejim baru yang anti-
rakyat dan pro-modal asing. Alhasil, periode yang kita bahas dalam 
buku ini, yakni periode 1953-1963, ternyata merupakan prelude 
atau pengantar saja dari apa yang kemudian terjadi pada tahun 
1965: sebuah Tragedi Kemanusiaan maha dahsyat. Tragedi itu akan 
mengorbankan ratusan ribu nyawa anak-anak negeri ini, dan akan 
mendorong lahirnya sebuah rejim otoriter yang jauh dari rakyat. 
Sejak itu modal asing, entah itu dari Amerika maupun negara-
negara maju lain, menjadi mudah masuk dan dengan leluasa akan 
malang-melintang di Republik tercinta ini.
Penelitian Kearsipan
Banyak buku telah ditulis tentang kebijakan  Amerika Serikat 
terhadap Asia selama Perang Dingin. Namun demikian, sebagian 
besar literatur tentang topik tersebut berfokus pada kebijakan 
 Amerika Serikat terhadap negara-negara Asia Timur seperti Cina, 
Taiwan, Jepang, dan Korea. Dengan Vietnam sebagai kekecualian, 
kajian-kajian historis atas politik luar negeri A.S. terhadap negara-
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negara di Asia Tenggara jumlahnya amat terbatas. Lebih terbatas 
lagi adalah jumlah kajian atas kebijakan A.S. terhadap Indonesia. 
Fakta bahwa antara tahun 1953 dan 1963  Amerika Serikat terlibat 
di dalam berbagai kebijakan penting terhadap Indonesia—baik 
yang diketahui umum maupun yang rahasia—kurang mendapat 
perhatian yang memadai dalam studi-studi mengenai politik luar 
negeri  Amerika Serikat pada kurun waktu tersebut. Hal ini sebagian 
disebabkan oleh kesulitan mengakses sumber-sumber penting, 
sebab selama bertahun-tahun sejumlah besar dokumen-dokumen 
pemerintah A.S. dari periode ini masih berstatus “rahasia”.
Dalam buku yang berjudul Subversion as Foreign Policy: The 
Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia,  Audrey Kahin dan 
 George Kahin mengamati kebijakan Amerika terhadap Indonesia, 
tetapi hanya berpusat pada pemerintahan Eisenhower.4 Secara 
khusus, Kahin bisa dikatakan hanya berfokus pada misi-misi rahasia 
yang diambil oleh Presiden Eisenhower, Dulles bersaudara, dan 
 CIA selama berlangsungnya pemberontakan daerah di Indonesia 
pada tahun 1957-1958—suatu tindakan yang pada akhirnya gagal 
total. Sebagaimana diakui oleh kedua penulis di bagian Addendum, 
naskah buku tersebut sudah terlanjur siap cetak ketika mereka 
menerima buku Foreign Relations of the United States, 1958-1960, 
Volume XVII, Indonesia5 yang baru saja terbit. Konsekuensinya, 
sebagian besar sumber utama yang diterbitkan di dalam volume 
tersebut tidak tersedia bagi mereka ketika mereka sedang menulis 
buku Subversion itu.6
Dalam disertasi yang berjudul United States Relations with 
Indonesia, 1953-1961, Soo Chun Lu dari Korea mengamati 
hubungan A.S. dengan Indonesia dalam konteks Perang Dingin.7 
Namun demikian, seperti halnya Kahin, Soo hanya mempelajari 
kebijakan-kebijakan pemerintahan Eisenhower. Disertasi Soo 
tidak mengamati bagaimana berbagai pergerakan pra-perang dan 
masa perang membentuk nasionalisme Indonesia pasca-perang; 
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bagaimana kebijakan pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia 
memiliki akarnya pada pemerintahan  Roosevelt dan Truman; serta 
apakah pemerintahan Kennedy melanjutkan atau memutuskan 
kebijakan-kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Eisenhower. 
Didasarkan hanya pada sumber-sumber yang ditulis dalam bahasa 
 Inggris, karya Soo ini hampir sama sekali tidak memasukkan atau 
menggunakan sumber tertulis atau yang diterbitkan dalam bahasa 
Indonesia.8 
Buku ini, sebaliknya, terutama didasarkan pada penelitian 
kearsipan di sejumlah perpustakaan kepresidenan Amerika—tempat 
penyimpanan dokumen-dokumen pemerintah dan memoar para 
pembuat kebijakan A.S.—dan di Indonesia. Penelitian dilakukan 
dengan memanfaatkan sumber-sumber berbahasa  Inggris maupun 
berbahasa Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan mencakup 
koleksi yang begitu lengkap yang tersimpan di  Harry S. Truman 
Library di Independence, Missouri;  Dwight D. Eisenhower Library 
di Abilene, Kansas; Kennedy Library di Boston, Massachusetts; 
 Lyndon B. Johnson Library di Washington, DC; dan National 
Archives II di College Parks, Maryland. Bahan-bahan berbahasa 
Indonesia yang diteliti untuk menyusun buku ini tersimpan di 
Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, dan Center for Strategic 
and International Studies (CSIS), yang semuanya berlokasi di 
Jakarta. Catatan-catatan yang diteliti termasuk nota rapat  National 
Security Council (Dewan Keamanan Nasional A.S.), laporan 
 CIA, korespondensi kepresidenan, serta surat-menyurat antara 
Washington dengan kantor-kantor perwakilan A.S. di negara-
negara lain. Meskipun banyak dari bahan yang dipakai di sini telah 
dipublikasikan dalam serial Foreign Relations of the United States, 
banyak pula bahan yang belum punah dan mungkin tidak akan 
pernah diterbitkan.
Walaupun publik dimungkinkan untuk mengakses bahan-
bahan tersebut, sejumlah besar dokumen yang digunakan dalam 
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buku ini tetap termasuk dalam kategori atau klasifi kasi “rahasia”, 
entah sebagian atau keseluruhan isinya. Sumber-sumber dari 
pemerintah Indonesia sering kali langka atau sulit diperoleh. 
Karena berbagai keterbatasan tersebut, sejumlah penilaian atau 
kesimpulan dari studi ini tidak jarang masih bersifat tentatif. 
Untuk mengimbangi sulitnya mendapatkan bahan-bahan tertentu 
karena masih dalam kategori tertutup, kajian ini memanfaatkan 
sumber-sumber yang terdapat di berbagai surat kabar dan majalah 
yang waktu itu terbit di Amerika, seperti The New York Times, The 
Washington Post, The Christian Science Monitor, dan Time, serta 
beberapa surat kabar yang waktu itu terbit di Indonesia. Surat 
kabar yang terbit di Indonesia itu misalnya Harian Nusantara, 
Suluh Indonesia, dan Times of Indonesia. Penulis juga membaca dan 
menggunakan banyak sumber sekunder yang dipandang relevan.
Agak Berbeda
Dengan menggunakan pendekatan historis atas serangkaian 
formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri A.S., kajian ini 
ingin menyoroti dinamika hubungan yang tidak jarang bersifat 
kompleks antara  Amerika Serikat dan Republik Indonesia, setelah 
berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Sebagaimana 
telah kita singgung dan nanti akan kita bahas dengan lebih mendalam, 
sebagai kelanjutan dari kebijakan pemerintahan Truman, kebijakan 
A.S. terhadap Indonesia selama masa pemerintahan Eisenhower dan 
Kennedy banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh pertimbangan-
pertimbangan Perang Dingin. Dengan mengamati kebijakan 
A.S. terhadap Indonesia sebagaimana diimplementasikan oleh 
pemerintahan para presiden tersebut, buku ini ingin menawarkan 
kepada Anda suatu studi kasus tentang usaha-usaha yang ditempuh 
oleh pemerintah Amerika untuk “memenangkan” Perang Dingin 
melawan kubu komunis di Asia Tenggara. Meskipun kebijakan 
A.S. di Indonesia mengalami akhir yang berbeda dan tidak se-
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”dramatis” seperti yang terjadi di Vietnam, dapat dikatakan bahwa 
pertimbangan-pertimbangan Perang Dingin yang sama pulalah 
yang memotivasi berbagai kebijakan Washington terhadap kedua 
negara tersebut.
Harap maklum jika apa yang dipaparkan dalam buku ini agak 
berbeda dengan pemahaman populer yang ada selama ini mengenai 
sejarah Indonesia selama masa Perang Dingin—atau mungkin 
agak lain dari buku-buku sejarah “resmi” yang dikeluarkan oleh 
para penguasa. Buku Anda ini hanyalah sekedar bagian dari upaya 
untuk coba merekonstruksi masa lalu bangsa ini, khususnya 
menyangkut periode yang menjadi fokus bahasannya. Tak ada 
kehendak tersembunyi untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan 
tertentu dalam penulisannya. Dengan menggunakan ketrampilan 
yang ada, secara heuristik sumber-sumber yang digunakan dalam 
penulisan buku ini dikumpulkan dan diolah, untuk kemudian 
secara deskriptif-analitis coba disusun kembali dengan bantuan 
teori-teori yang relevan, sehingga hasilnya diharapkan dapat 
dipertanggung jawabkan secara akademis.
Versi Indonesia
Sebagaimana Anda mungkin sudah menyadari, buku ini sangat 
erat terkait dengan buku penulis yang terdahulu, yakni buku Cold 
War Shadow: United States Policy toward Indonesia, 1953-1963 
(PUSdEP and Galangpress, 2007). Secara umum dapat dikatakan 
bahwa buku ini merupakan terjemahan atas buku tersebut. Namun 
demikian, sebenarnya lebih dari itu. Meskipun sebagian besar yang 
tertulis dalam buku ini memang merupakan terjemahan bahasa 
Indonesia atas apa yang ada dalam buku Cold War Shadow, namun 
sebenarnya format buku Indonesia Melawan Amerika ini cukup 
berbeda. Sejak semula, buku Cold War Shadow lebih dimaksudkan 
untuk pembaca non-Indonesia guna berbicara tentang sebuah 
negara lain yang bernama Indonesia dalam kaitannya dengan politik 
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luar negeri  Amerika Serikat terhadap negara itu. Sedangkan buku 
Indonesia Melawan Amerika yang Anda pegang ini dimaksudkan 
untuk mengajak bicara orang-orang sesama warga negara Indonesia 
untuk berbicara mengenai sejarah Indonesia, khususnya periode 
Perang Dingin, dalam kaitannya dengan politik luar negeri yang 
dilakukan oleh sebuah negara lain yang bernama  Amerika Serikat 
terhadap negeri kita ini. Dengan demikian perspektif dari kedua 
buku itu memang agak berbeda.
Dalam buku Cold War Shadow banyak istilah atau pemikiran 
yang berkaitan dengan Amerika tidak perlu diuraikan atau 
diterangkan lagi karena pembacanya diandaikan sudah tahu, 
Sementara itu dalam buku Indonesia Melawan Amerika istilah atau 
pemikiran itu perlu diterangkan dan diuraikan supaya pembaca 
di Indonesia bisa lebih  mengerti. Sebaliknya, banyak istilah atau 
pemikiran tentang Indonesia yang dalam buku Cold War Shadow 
perlu diterangkan dan diuraikan, dalam buku Indonesia Melawan 
Amerika ini tidak perlu dijelaskan lagi (atau seringkali bahkan 
tidak perlu disebut) karena para pembaca di sini sudah paham 
sekali. Itulah sebabnya, misalnya, mengapa dua bab pertama 
buku Indonesia Melawan Amerika amat berbeda dengan dua bab 
pertama Cold War Shadow. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa sebenarnya buku Indonesia Melawan Amerika ini bukan 
pertama-tama merupakan terjemahan dari buku Cold War Shadow, 
melainkan lebih merupakan “versi Indonesia” dari buku tersebut.
Perlu sedikit ditambahkan di sini, kalau Cold War Shadow 
merupakan sebentuk kecil sumbangan penulis untuk pembaca 
di luar tanah air supaya bisa lebih memahami sejarah Indonesia, 
buku Indonesia Melawan Amerika ini lebih dimaksudkan untuk 
mengajak rekan-rekan pembaca di tanah air agar mau bersama-sama 
menekuni dan mempelajari kembali sejarah kita sendiri, terutama 
dalam kaitannya dengan dinamika Perang Dingin. Dengan 
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kita tidak hanya akan semakin mampu memahami masa lalu kita, 
melainkan juga semakin sanggup untuk berpikir dan bersikap kritis, 
imajinatif, kreatif dan sinergis dalam bersama-sama merencanakan 
dan meng-konstruksi masa kini dan masa depan bangsa. Selamat 
menekuni. 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 Amerika Serikat dan Upaya Re-Kolonisasi atas Indonesia
Hindia Hilang, Bencana Menghadang!
C.G.S. Sandberg1  
KETIKA pada tanggal 17 Agustus 1945  Sukarno-Hatta mem-
pro klamasikan kemerdekaan Indonesia, tampaknya Amerika dan 
negara-negara Sekutu yang lain tidak terlalu peduli. Mereka tidak 
peduli bahwa rakyat Indonesia memang benar-benar berkehendak 
untuk  merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan asing. 
Itulah sebabnya ketika Perang Dunia Kedua mendekati akhirnya, 
negara-negara Sekutu bermaksud mengembalikan wilayah bekas 
jajahan Belanda dan Jepang ini ke pemerintah Belanda.  Amerika 
Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Franklin Delano 
 Roosevelt, sejak semula mendukung rencana tersebut.
Pemerintahan  Roosevelt dan Indonesia
Setelah menimbang-nimbang pentingnya Indonesia bagi kebutuh-
an ekonomi negara-negara Barat, sejak awal tahun 1942 pemerintah 
 Roosevelt merasa perlu bahwa wilayah bekas  Hindia Belanda 
ini akan dikuasai oleh sebuah kekuatan Barat.2 Para pejabat 
pemerintahan  Roosevelt yakin bahwa mempertahankan kontrol 
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Barat atas Indonesia, dan atas koloni-koloni pra-Perang Dunia 
Kedua yang lain seperti Vietnam,  Filipina, dan India, merupakan 
langkah penting untuk mempertahankan sumber bahan mentah 
dan potensi pasar bagi produk-produk Barat. Tentu saja langkah 
itu merupakan langkah yang juga penting bagi kemakmuran 
A.S. sendiri.3 Itulah sebabnya begitu perang usai, para pejabat 
itu langsung terlibat dalam perencanaan “masa depan” Indonesia. 
Mereka merasa bahwa setelah perang selesai Indonesia mesti 
diserahkan kepada suatu pemerintahan yang ramah terhadap A.S. 
dan dunia Barat pada umumnya. Misalnya kepada Belanda.
Bagi Belanda sendiri melanjutkan kontrol atas kepulauan 
Indonesia sebagai negeri jajahan amatlah penting baik sebagai 
sumber bahan mentah maupun sebagai pasar. Sistem  Tanam Paksa 
yang dipraktekkan pada abad kesembilan belas telah menghasilkan 
31 persen dari seluruh pemasukan nasional Belanda. Pada tahun 
1938, diperkirakan bahwa Indonesia telah menyumbang 13,7 
persen dari pendapatan nasional Belanda entah sebagai sumber 
bahan mentah atau pasar bagi industri Belanda. Judul pamfl et yang 
ditulis oleh C.G.S. Sandberg pada tahun 1914, yang kemudian 
menjadi slogan populer, mengangkat gagasan di balik upaya 
menentang pemisahan konstitusional  Hindia Belanda dari negeri 
induk secara bertahap: “Indie Verloren, Rampspoed Geboren” [Hindia 
Hilang, Bencana Menghadang].4 Banyak pemimpin Belanda 
merasa yakin bahwa merebut kembali Indonesia sebagai negeri 
jajahan akan membuat Belanda memiliki status sebagai salah satu 
kekuatan dunia. Sementara itu mereka takut bahwa hilangnya 
Indonesia akan membuat Belanda “sejajar dengan Denmark”.5
Secara ekonomis Indonesia juga penting bagi  Amerika Serikat. 
Meskipun nilai perdagangan Amerika dengan kepulauan Nusantara 
sepanjang abad kedelapan belas dan sembilan belas sebenarnya tidak 
begitu signifi kan—walaupun para pedagang maritim dari Salem, 
Massachusetts, pernah menguasai produksi dan perdagangan 
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lada Sumatra— pada permulaan abad sembilan belas volume 
perdagangan antara Amerika dan Indonesia mulai menunjukkan 
peningkatan.6 Pada awal tahun 1900-an Nederlandsche Koloniale 
Petroleum Maatschappij, sebuah anak perusahaan American 
Standard Oil Co., mulai memainkan peranan penting dalam 
industri minyak Indonesia.7 Menyusul tekanan yang berat dari 
A.S., pada tahun 1920 pemerintah kolonial Belanda mengijinkan 
sebuah perusahaan minyak Amerika, Standard Vacuum, untuk 
beroperasi di Indonesia. Pada tahun 1935 pemerintah membuka 
pintu bagi kehadiran sebuah perusahaan minyak Amerika yang lain, 
yakni Socal, yang kini dikenal sebagai Chevron. Peran Amerika 
dalam industri minyak Indonesia mengalami perkembangan yang 
pesat ketika pada tahun 1939 para peneliti hidrokarbon Amerika 
menemukan sebuah ladang minyak di dekat Minas, Sumatra Timur, 
yang kemudian disebut sebagai “ladang minyak terbesar di Asia 
Tenggara”.8 Menjelang meletusnya Perang Dunia Kedua Indonesia 
menjadi pemasok 33 persen dari kebutuhan karet Amerika, berikut 
10 persen timah, 80 persen minyak kelapa sawit, dan 90 persen kina 
yang dibutuhkan oleh negeri tersebut. Persentase itu menjadi lebih 
besar lagi bagi negara-negara sekutu  Amerika Serikat di  Eropa.9
Berbagai faktor ekonomi macam itulah yang mendorong 
para pembuat kebijakan Amerika pada akhir Perang Dunia Kedua 
untuk menyusun suatu rencana guna memastikan bahwa setelah 
perang rampung kepulauan Indonesia akan tetap berada di bawah 
kendali sekutu mereka. Rencana itu menjadi nyata pada tahun 
1944 dalam sebuah kesepakatan awal tentang masalah-masalah 
sipil antara Jenderal Douglas McArthur dan Pejabat Letnan 
Gubernur Belanda Hubertus van Mook. Kesepakatan tersebut 
mengatur bahwa “Pemerintah Belanda akan sesegera mungkin 
mengambil-alih tanggung jawab penuh atas pemerintahan sipil dari 
wilayah Belanda yang direbut kembali, termasuk daerah-daerah 
pertempuran.”10 Kesepakatan itu juga menetapkan bahwa para 
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pejabat Pemerintahan Sipil  Hindia Belanda ( NICA, Netherlands 
Indies Civil Administration) yang diketuai oleh van Mook akan 
memikul tanggung jawab ini. Dalam Pertemuan Postdam yang 
diadakan pada bulan Juli 1945, Kepala Staf Angkatan Bersenjata 
A.S. Jenderal  George C. Marshall setuju untuk menyerahkan 
yurisdiksi  Amerika Serikat atas bekas koloni Belanda dari Komando 
Pasifi k Barat Daya yang dipimpin oleh Jenderal McArthur kepada 
Komando Asia Tenggara  Inggris di bawah Laksamana Lord Louis 
Mountbatten.11
Meskipun secara resmi sering menyampaikan pernyataan-
pernyataan resminya anti-kolonial, dalam praktek ternyata sikap 
Amerika terhadap kolonialisme baik sebelum maupun selama 
Perang Dunia Kedua bersifat ambivalen dan paradoksal. Hal itu 
tampak sekali misalnya dalam sikap Presiden  Roosevelt. Pada satu 
sisi  Roosevelt tegas-tegas menentang penjajahan suatu bangsa 
oleh bangsa lain  dalam bentuk apapun, sebagaimana terungkap 
dalam Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang ditandatanganinya 
pada tanggal 14 Agustus 1941. Pada sisi lain, dia mendukung 
re-kolonisasi Indonesia. Pada tanggal 6 April 1942, misalnya, 
dia meyakinkan atas  Ratu  Wilhelmina bahwa setelah perang, 
kepulauan Indonesia akan diserahkan kembali kepada Belanda. 
“ Hindia Belanda mesti dikembalikan,” tulis  Roosevelt kepada Sang 
Ratu, “dan perasaan saya mengatakan bahwa hal itu akan segera 
menjadi kenyataan.”12 Sikap paradoksal  Roosevelt ini mungkin 
disebabkan oleh ketegangan pribadi antara hasrat anti-kolonialnya 
yang tulus dan kenyataan bahwa meskipun orang Amerika dia 
memiliki darah Belanda.13
Paradoks tersebut tercermin pula dengan sangat jelas dalam 
sikap para pembuat kebijakan luar negeri pemerintahan  Roosevelt 
terhadap Indonesia. Dipimpin oleh Asisten Menteri Luar 
Negeri James Clement Dunn, banyak dari antara para pejabat di 
Departemen Luar Negeri A.S. tidak memiliki pengetahuan dan 
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ketertarikan yang memadai tentang Asia pada umumnya, apalagi 
tentang Indonesia. Mereka lebih suka memusatkan perhatian pada 
kepentingan  Eropa, dan memandang pemulihan kolonialisme pra-
perang sebagai hal yang perlu dilakukan oleh Washington untuk 
menjaga persekutuannya dengan negara-negara  Eropa. Kelompok 
“ Eropa-sentris” ini tidak mau peduli terhadap keinginan bangsa-
bangsa terjajah untuk  merdeka. Pada saat yang sama terdapat pula 
sejumlah pejabat yang menaruh simpati terhadap cita-cita rakyat 
Asia yang terjajah untuk memerdekakan diri. Kelompok “Asia-
sentris” ini kebanyakan masih yunior dan merasa bahwa  Amerika 
Serikat mesti berpihak pada rakyat Asia untuk mencegah kembalinya 
kolonialisme  Eropa. Didukung oleh Menteri Luar Negeri Cordell 
Hull, mereka merasa yakin bahwa semua penguasa kolonial mesti 
membolehkan negeri-negeri bekas jajahan mereka untuk  merdeka.14 
Apa boleh buat, pada tahun 1944 posisi Hull sebagai Menteri Luar 
Negeri diganti oleh seseorang yang berpandangan  Eropa-sentris, 
yakni Edward R. Stettinius, Jr. Sejak itu pengaruh kelompok Asia-
sentris berkurang, sedang peran kelompok  Eropa-sentris di dalam 
pembuatan kebijakan luar negeri Amerika menjelang akhir Perang 
Dunia Kedua makin meningkat.
Apa yang terjadi selanjutnya hanyalah kelanjutan saja dari 
perkembangan tersebut. Pada satu sisi pemerintahan  Roosevelt 
gemar mengumumkan berbagai pernyataan anti-kolonial, 
menandatangani Piagam Atlantik, dan mendukung Piagam 
Perserikatan Bangsa-bangsa ( PBB). Pada sisi lain pemerintahan yang 
sama menunjukkan sikap lebih condong pada para penguasa kolonial 
 Eropa di Asia Tenggara. Penyerahan yurisdiksi militer Amerika 
kepada  Inggris di dalam Pertemuan Postdam sebagaimana telah kita 
singgung di depan dengan jelas menunjukkan kecondongan itu. 
Para pejabat pemerintahan  Roosevelt percaya bahwa kontrol Barat 
atas Asia Tenggara akan penting untuk mengamankan kepentingan-
kepentingan pasca-perang bangsa-bangsa Barat di kawasan tersebut. 
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Sebagaimana pemerintahan  Roosevelt tidak berencana untuk 
menarik kehadiran pasukan mereka dari  Filipina, Amerika pun 
tidak pernah punya maksud untuk menentang rencana bangsa-
bangsa Barat lain dalam upaya mereka mencaplok kembali bekas 
jajahan mereka di Asia Tenggara. Itulah sebabnya kebijakan resmi 
pemerintah  Roosevelt adalah mendukung kembalinya Indonesia ke 
tangan pemerintah kolonial Belanda. Ketika pada tanggal 12 April 
1945  Roosevelt meninggal dunia saat dia masih menjabat sebagai 
Presiden, orang yang menggantikannya, yakni Harry S Truman, 
melanjutkan kebijakan tersebut. Sementara itu, di tengah makin 
meningkatnya ketegangan internasional Timur-Barat pasca- Perang 
Dunia Kedua, pemerintahan Truman dengan segera dihadapkan 
pada masalah-masalah yang jauh lebih pelik dalam hal politik luar 
negeri A.S. terhadap Indonesia.
Mengharapkan Dukungan Amerika 
Ketika pemerintahan Truman masih sibuk mengevaluasi situasi 
internasional menyusul berakhirnya Perang Dunia Kedua, 
Indonesia sedang memasuki sebuah fase baru di dalam  perjuangan 
kemerdekaannya. Karena berbagai ketidakpastian politis pasca 
penyerahan diri Jepang kepada Sekutu pada bulan Agustus 
1945, dan juga karena adanya latihan-latihan militer dan politik 
yang dijalani rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang, 
Indonesia keluar dari perang sebagai sebuah negeri yang berbeda 
dengan periode sebelumnya. Kini secara militer dan politis rakyat 
Indonesia telah mengalami radikalisasi. Berbeda dengan periode 
sebelum perang, pada umumnya sekarang rakyat Indonesia telah 
siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan 
oleh para pemimpin mereka, bahkan bila hal itu berarti harus 
bertempur melawan kekuatan-kekuatan asing yang jauh lebih 
besar. 
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Dalam  perjuangan itu rakyat Indonesia berharap bahwa Amerika 
akan mendukung mereka. Bagi banyak orang Indonesia,  Amerika 
Serikat merupakan contoh negara penjunjung tinggi kebebasan 
dan kemerdekaan. Dalam  perjuangan demi kemerdekaan, banyak 
pemimpin Indonesia menimba inspirasi dari semangat anti-kolonial 
sebagaimana terungkap di dalam slogan-slogan revolusioner, 
Deklarasi Kemerdekaan, sistem politik demokratis, dan seruan 
penentuan nasib sendiri yang selalu didengung-dengungkan oleh 
Amerika. Mereka ingat betul  bagaimana setelah Perang Dunia 
Pertama  dengan gigih Presiden Amerika Woodrow Wilson 
memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-
bangsa yang hidup di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial, 
termasuk usaha pembentukan Liga Bangsa-bangsa tahun 1920. 
Mereka juga ingat bahwa semangat kebebasan dan kemerdekaan 
itu kembali digarisbawahi di dalam Piagam Atlantik tahun 1941 
yang ditandatangani oleh Presiden Franklin D.  Roosevelt bersama 
Perdana Menteri  Inggris Winston Churchill.15
Para pemimpin Indonesia tahu benar bahwa Belanda akan 
berusaha menegakkan kembali pemerintahan kolonialnya di 
Indonesia, tetapi mereka juga siap untuk menggagalkan usaha 
tersebut. Mereka tahu bahwa akan perlu waktu beberapa lama 
sebelum kekuatan militer Belanda sanggup melakukannya, sebab 
saat itu negeri Belanda sendiri sedang hancur akibat gempuran 
tentara Nazi selama perang. Lebih jauh mereka percaya bahwa 
pasukan Belanda di Indonesia tidaklah kuat, sebagaimana tampak 
dalam cepatnya penyerahan diri pemerintah  Hindia Belanda 
ketika diserbu Jepang pada tahun 1942. Para pemimpin itu juga 
percaya bahwa usaha Belanda untuk mengembalikan kekuasaan 
mereka atas Indonesia akan gagal, sebab Amerika Serikatlah yang 
akan memimpin pasukan Sekutu di Indonesia, mengingat peran 
penting yang dimainkan Amerika dalam memenangkan Sekutu di 
 Eropa dan Pasifi k selama Perang Dunia Kedua.16 Mereka percaya 
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bahwa  Amerika Serikat, negara yang anti-kolonial itu, tidak 
akan membiarkan Belanda atau negara asing mana pun untuk 
membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Mereka berharap 
bahwa sebagai pemimpin pasukan Sekutu, Amerika akan melucuti 
dan mengembalikan pasukan Jepang ke negaranya, membebaskan 
para tawanan  Eropa, dan sekaligus akan menghalangi Belanda 
untuk menguasai kembali bekas jajahannya.
Kita tahu, harapan itu tinggal harapan. Amerika yang mereka 
bayangkan tidak sama dengan Amerika yang ada dalam realitas. 
Tampaknya para pemimpin Indonesia tidak sadar bahwa dalam 
kenyataan retorika anti-kolonial Amerika tidak cocok dengan 
kepentingan global pasca-perangnya. Para pemimpin itu juga tidak 
sadar bahwa sejak tahun 1899  Amerika Serikat telah bertindak 
sebagai penguasa kolonial di  Filipina. Akibatnya, mereka lupa 
bahwa pada akhirnya bagi Amerika apa yang disebut sebagai 
“kepentingan nasional” itu lebih penting daripada cita-cita anti-
kolonial dan demokrasi yang sering didengung-dengungkannya. 
Singkat kata, pada titik ini bagi Amerika memperjuangkan 
kepentingan sendiri dan kepentingan sekutu-sekutunya jauh 
lebih penting daripada memenuhi harapan rakyat Indonesia akan 
dukungan dalam  perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 
Betapa paradoksal.
Pengalihan yurisdiksi militer atas Indonesia dalam Pertemuan 
Postdam dari Komando Jenderal Douglas McArthur kepada 
Laksamana Lord Louis Mountbatten, seperti telah kita lihat, adalah 
salah satu contoh dari sikap itu. Di situ tercermin sikap yang 
sesungguhnya dari para pejabat Amerika terhadap Indonesia.17 
Pengalihan yurisdiksi dari Amerika ke  Inggris itu jelas-jelas 
menguntungkan Belanda, karena hal itu akan membuat Belanda 
bebas dari kemungkinan mendapat tekanan anti-kolonial dari 
 Amerika Serikat. Kini Belanda bisa berharap bahwa  Inggris, yang 
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juga merupakan sebuah kekuatan kolonial di Asia, akan bersikap 
lebih lunak terhadap kepentingan kolonial mereka. Melihat 
perkembangan ini para pemimpin Indonesia menjadi sadar bahwa 
harapan untuk mendapatkan dukungan Amerika dalam  perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan tinggallah harapan.
Perang Dingin dan Implikasinya
Harapan akan dukungan Amerika semakin tinggal harapan 
ketika Presiden  Roosevelt meninggal dan digantikan oleh 
Wakil Presiden Truman. Tidak lama setelah berkuasa, Truman 
dan pemerintahannya harus berhadapan dengan pecahnya 
persekutuan yang telah terbangun selama Perang Dunia Kedua, 
yakni persekutuan antara negara-negara Barat dan  Uni  Soviet. 
Ketika para pemimpin  Soviet menolak kerjasama dengan Amerika 
untuk proyek rekonstruksi pasca-perang  Eropa—sebagaimana 
ditunjukkan dengan penolakan untuk bergabung dalam Rencana 
Marshall ( Marshall Plan)—pemerintahan Truman mulai curiga 
dan tidak percaya pada Kremlin. Pemerintahan Truman mulai 
memandang  Uni  Soviet sebagai sebuah kekuatan global yang licik, 
ekspansionis, agresif, dan berusaha untuk menguasai dunia dengan 
ideologi komunisnya. Para pejabat di Washington mulai takut 
bahwa setelah terlepas dari kehancuran ekonomi dan kemanusiaan 
luar biasa yang dialami selama perang,  Uni  Soviet akan sanggup 
membangun kembali dirinya sendiri dan berkembang sebagai 
sebuah negara yang kuat secara militer. Mereka khawatir bahwa 
ideologi komunis yang dianut  Uni  Soviet akan menarik banyak 
kalangan, khususnya kelompok-kelompok nasionalis radikal di 
negara-negara yang baru  merdeka dan di  Eropa sendiri, seperti 
Italia, Yunani, atau Belanda. Para pejabat itu bahkan khawatir 
bahwa Jerman dan Jepang, dua negara yang sebelum perang 
merupakan raksasa industri, akan ikut condong kepada Moskow. 
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Bisa diduga, mereka takut bahwa dominasi  Soviet atas negara-
negara itu akan menjadi ancaman serius bagi kepentingan ekonomi 
dan politik global Amerika.
Ketika pada tanggal 9 Februari 1946 Pemimpin  Soviet Joseph 
Stalin menyampaikan sebuah pidato di hadapan publik di Moskow, 
sesuatu yang sebenarnya jarang ia lakukan, pemerintahan Truman 
mencermati kata-katanya dengan sangat teliti. Meskipun tekanan 
utama pidato Stalin adalah pentingnya  Uni  Soviet membangun 
kembali ekonominya yang porak-poranda akibat perang melalui satu 
rencana ekonomi nasional lima tahunan, para pejabat pemerintahan 
Truman menafsirkan pidato tersebut sebagai sebuah “tantangan” 
terhadap Barat. Ketika Stalin menyerukan ditingkatkannya 
produksi untuk “membuat negara kita siap menghadapi segala 
kemungkinan”, para pejabat tersebut menginterpretasikannya 
sebagai sebuah perlawanan langsung terhadap Barat, khususnya 
Amerika, berikut sistem kapitalisnya. Waktu menyampaikan 
komentar atas pidato Stalin itu Ketua Mahkamah Agung A.S. 
Willian O. Douglas mengatakan bahwa pidato itu pada intinya 
adalah suatu “pernyataan Perang Dunia Ketiga”.18 
Semakin banyak pejabat di pemerintahan Truman melihat 
dunia melalui visi sempit antagonisme pasca-perang. Dalam 
pandangan mereka dunia itu terbelah menjadi dua kubu yang 
saling bermusuhan, yang keduanya ingin mendapatkan dominasi 
seluas mungkin atas urusan-urusan internasional. Para pejabat ini 
yakin bahwa negara-negara yang berada di bawah rejim komunis 
dan totaliter telah bersekongkol untuk melawan kapitalisme dan 
Barat, serta memiliki ambisi yang kuat untuk melakukan ekspansi 
dan memenangkan dominasi global. “Blok Timur” atau “Blok 
Komunis” ini terdiri dari  Uni  Soviet dan negara-negara komunis 
di  Eropa Timur seperti Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia, 
Hongaria, Romania, dan Bulgaria. Adanya dominasi  Soviet 
membuat persekutuan ini sering disebut sebagai “Blok  Soviet”. 
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Menurut para pejabat itu pada sisi yang berseberangan dari “blok” 
ini terdapat persekutuan negara-negara Barat yang “bebas dan 
independen”. Negara-negara itu mendasarkan ekonomi mereka 
pada prinsip-prinsip kapitalis dan diatur dengan sistem demokratis. 
Persekutuan negara-negara Barat ini menyebut diri “Free World” 
(dunia bebas)*, di mana Amerika menjadi tokoh utamanya. Free 
World beranggotakan bangsa-bangsa  Eropa Barat dan Amerika. 
Keyakinan mereka bahwa “Blok  Soviet” dan “Blok Barat” saling 
bertentangan, baik dalam sistem ideologis maupun politik 
praktisnya, mendorong para pejabat tersebut untuk menyimpulkan 
bahwa konfl ik besar antara  Amerika Serikat dan  Uni  Soviet beserta 
sekutu masing-masing adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang 
memang harus dan akan terjadi.
Sebuah telegram yang dikirimkan George E. Kennan, pejabat 
charge d’affaires A.S. di Kedutaan Besar Amerika di Moskow, 
tertanggal 22 Februari 1946 semakin meningkatkan kekhawatiran 
bahwa konfl ik A.S.- Uni  Soviet itu akan terjadi. Dalam apa yang 
sekarang dikenal sebagai “telegram panjang” (long telegram) yang 
kemudian menjadi landasan utama kebijakan A.S. terhadap  Uni 
 Soviet, Kennan memperingatkan bahwa para pemimpin  Soviet, 
yang dipengaruhi oleh dogma Marxis-Leninis, sedang berusaha 
memperluas pengaruhnya guna memenangkan dominasi atas 
dunia. Dia mengusulkan diambilnya sebuah kebijakan yang tegas 
untuk menjawab tantangan tersebut, kebijakan yang akan mampu 
“membendung” laju ekspansi komunis di dunia.19 Seakan-akan 
hendak menggarisbawahi peringatan Kennan, kurang dari dua 
minggu kemudian, pada tanggal 5 Maret, di Westminster College di 
Fulton, Missouri (A.S.), Mantan Perdana Menteri  Inggris Winston 
Churchill menyampaikan sebuah pidato yang juga menyiratkan 
*  Untuk selanjutnya istilah Free World ini tidak akan diterjemahkan menjadi “dunia 
bebas” dengan maksud menghindari kemungkinan untuk diterima secara lugas. 
Istilah free world lebih dimaksudkan untuk kepentingan propaganda sepihak saja.
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meningkatnya kekhawatiran Barat atas  Uni  Soviet. Kata Churchill: 
“Dari Stettin di Laut Baltik hingga Trieste di Laut Adriatik sebuah 
tirai besi telah diturunkan atas seluruh Benua [ Eropa]” di mana 
wilayah timurnya kini semakin lama semakin jauh berada di 
bawah kendali Moskow. Churchill kemudian menyerukan perlu 
bersatunya negara-negara demokrasi Barat guna  menghadapi 
makin meluasnya ekspansi komunis. Menanggapi pernyataan 
Churchill tersebut, Stalin mengatakan bahwa pidato itu adalah 
“sebuah pernyataan perang” antara negara-negara ( Eropa) Timur 
yang komunis melawan negara-negara Barat yang kapitalis.20
Karena Moskow menanggapi dengan cara yang sama terhadap 
kecurigaan dan rasa tidak percaya Barat, perbedaan Timur-Barat 
makin melebar dan membawa dunia pada ketegangan global pasca-
perang yang makin meruncing. Atas perkembangan internasional 
yang baru ini, sejarawan Melvyn Dubofsky dan Athan Theoharis 
menulis:
Para pejabat  Amerika Serikat dan  Soviet mulai saling menyerang tujuan 
pasca-perang lawan mereka. Pejabat-pejabat Amerika melihat bahwa 
 Soviet sedang berusaha mengamankan wilayah barat Rusia dengan 
mengendalikan wilayah Baltik,  Eropa Timur, dan negara-negara 
Balkan sebagai bagian dari rencana Kremlin untuk menyebarkan 
komunisme ke segala penjuru dunia. Sementara itu para pemimpin 
 Soviet memandang munculnya  Amerika Serikat sebagai kekuatan 
adidaya dunia sekaligus merupakan ancaman bagi keamanan Rusia. 
Sikap saling curiga ini menandai memburuknya hubungan antara dua 
negara yang selama perang [Dunia Kedua] merupakan sekutu. Kedua 
pihak saling menyerang tujuan pihak lawan, tetapi tanpa mengambil 
tindakan militer ...21
Meskipun kedua belah pihak tidak ada yang memiliki rencana 
jelas untuk menggunakan tindakan militer langsung, mereka 
terus-menerus menafsirkan setiap langkah yang diambil pihak 
lain sebagai ancaman yang perlu dibalas. Perbedaan ini tidak 
hanya terumuskan dalam istilah-istilah politis dan ekonomis yang 
dilontarkan oleh kedua belah pihak, melainkan juga dalam retorika 
ideologis dan moral mereka. Walaupun tidak sampai terjadi konfl ik 
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militer langsung, masing-masing pihak terus mempersiapkan diri 
untuk membalas jika sewaktu-waktu pihak lain menyatakan perang. 
Genderang Perang Dingin telah ditabuh.
Ketika Perang Dingin mulai sungguh-sungguh berlangsung, 
pemerintahan Truman merumuskan berbagai kebijakannya 
berdasarkan apa yang disebut “keamanan nasional” (national 
security), di mana  Uni  Soviet dipandang sebagai ancaman 
militer terdekat.22 Pada waktu itulah pemerintahan Truman 
merasakan perlunya membentuk sebuah persekutuan baru 
untuk “membendung” laju penyebaran Komunisme, khususnya 
di  Eropa Barat, di mana ekspansi komunis dipandang semakin 
cepat berkat bertambah populernya partai-partai komunis. Itulah 
yang kemudian disebut sebagai “Containment Policy” atau politik 
pembendungan yang merupakan bagian pokok dari Doktrin 
Truman untuk membendung laju komunisme internasional. 
Selanjutnya pemerintahan Truman juga meluncurkan sebuah 
program bantuan ekonomi yang disebut Program Pemulihan  Eropa 
( ERP, European Recovery Program). Program ini dikenal sebagai 
 Marshall Plan atau Rencana Marshall, karena untuk pertama kali 
secara publik diumumkan oleh Menteri Luar Negeri A.S. waktu 
itu, yakni  George C. Marshall, pada tanggal 5 Juni 1947.  Marshall 
Plan menyediakan bantuan dalam jumlah yang sangat besar untuk 
membangun kembali perekonomian  Eropa Barat yang hancur 
akibat perang. Hingga akhir tahun 1948, Belanda, misalnya, 
menerima bantuan senilai hampir US$300 juta bersama paling 
tidak US$300 juta dalam bentuk kredit Bank Ekspor-Impor, 
US$130 juta pinjaman untuk membeli persediaan surplus perang 
Amerika, US$190 juta untuk keperluan sipil, dan US$61 juta 
untuk kepentingan para pejabat kolonial Belanda di Indonesia.23 
Bantuan pemerintahan Truman kepada Belanda sangat 
penting bagi kebijakannya terhadap Indonesia. Mengingat bahwa 
bantuan ekonomi kepada Belanda menjadi bagian yang tak 
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terpisahkan dari upaya rekonstruksi ekonomi  Eropa. Akibatnya 
pemerintahan Truman merasa perlu mendukung usaha Belanda 
untuk menguasai kembali Indonesia. Dengan melakukan hal itu 
pemerintahan Truman berharap untuk mendapatkan dukungan 
Belanda untuk menghambat penyebaran komunisme di  Eropa 
Barat, dan sekaligus untuk dapat mengurangi jumlah bantuan 
ekonominya kepada Belanda. Sebaliknya, menentang upaya 
Belanda untuk mengklaim kembali kontrol atas Indonesia justru 
dapat menghalangi terwujudnya tujuan itu. Ketika dihadapkan 
pada pilihan apakah akan mendukung  perjuangan kemerdekaan 
Indonesia atau keberpihakan Belanda kepada A.S. di dalam 
antagonisme Perang Dingin, ternyata para pejabat pemerintahan 
Truman lebih memilih untuk berpihak kepada Belanda—meskipun 
ini berarti mengorbankan keinginan jutaan rakyat Indonesia 
untuk memperoleh kemerdekaan penuh. Namun demikian, dalam 
penampilan publik para pejabat pemerintahan Truman memberi 
kesan bahwa mereka menganut sikap “netral” dalam perselisihan 
antara Belanda dan Indonesia.24
Sikap pro-Belanda pemerintahan Truman semakin diperkuat 
oleh keraguan atas kemampuan para pemimpin nasional Indonesia 
untuk memimpin dan mengatur sebuah negara  merdeka. Banyak 
pejabat dalam pemerintahan Truman percaya bahwa sebagian 
besar rakyat Indonesia tidak tertarik pada dunia politik dan 
tidak akan sanggup untuk mengatur diri mereka sendiri selama 
beberapa dasawarsa ke depan.25 Mereka lebih jauh mengira 
bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan sesuatu yang akan 
sulit terwujud, sedang pemulihan kembali kekuasaan Belanda atas 
Indonesia lebih masuk akal.26 Keraguan ini menjadi semakin kuat 
oleh kekhawatiran pemerintahan Truman bahwa para pemimpin 
nasional Indonesia itu nantinya akan membawa Indonesia kepada 
komunisme. Laporan-laporan pejabat Belanda ke Washington 
terus-menerus mengobarkan ketakutan bahwa  Bung Karno, Hatta, 
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 Syahrir, dan para pemimpin Indonesia yang lain telah terpengaruh 
oleh ideologi komunis atau mungkin bahkan telah menjadi 
komunis sepenuhnya. Belanda, tentu saja, dengan sengaja tidak 
menjelaskan latar belakang politik para pemimpin itu, misalnya 
bahwa kecondongan kiri mereka pada dasarnya merupakan reaksi 
terhadap sejarah panjang penjajahan Belanda atas rakyat  Hindia 
Belanda. Belanda juga tidak menjelaskan bahwa, sementara 
gagasan-gagasan Marxis membantu para pemimpin Indonesia itu 
memahami penderitaan rakyat dengan lebih baik, sebagian besar 
dari para pemimpin tersebut sama sekali bukan komunis.
Banyak pejabat dalam pemerintahan Truman menerima begitu 
saja pernyataan Belanda bahwa para pemimpin Indonesia adalah 
orang-orang berhaluan komunis. Dengan pandangan dunia yang 
hitam-putih akibat pengaruh Perang Dingin, mereka melihat bahwa 
karena para pemimpin Indonesia itu berideologi kiri, mereka pasti 
juga komunis; dan karena mereka itu komunis, mereka tentu akan 
berpihak pada Blok  Soviet untuk melawan kepentingan Barat. 
Lebih jauh mereka percaya bahwa cara terbaik untuk menghadapi 
situasi di Indonesia adalah dengan mempersilakan para pemimpin 
kolonial Belanda—yang mereka pandang lebih mampu daripada 
para pemimpin Indonesia—merebut kembali bekas jajahan mereka. 
Walter Ambrose Foote adalah salah seorang pejabat Amerika yang 
memegang pandangan ini. Sebagai Konsul Jenderal A.S. di Batavia 
selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Foote mendukung 
posisi Belanda, sekaligus meragukan kemampuan para pemimpin 
Indonesia. Dia melukiskan para pemimpin Indonesia tidak lebih 
dari sekelompok orang radikal yang berhaluan komunis.27
Namun demikian, tidak semua pejabat A.S. memiliki pandangan 
seperti itu. Sejak paro kedua dasawarsa 1920-an, misalnya, sejumlah 
pejabat Amerika telah menentang penggambaran Belanda tentang 
para pemimpin Indonesia sebagai orang-orang komunis. Ketika 
menanggapi laporan bahwa sebuah pergolakan yang terjadi  Jawa 
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Barat merupakan pemberontakan komunis, Konsul Jenderal 
A.S. di Batavia, Chas L. Hoover, menulis kepada Menteri Luar 
Negeri Amerika bahwa rata-rata rakyat Indonesia “tidak memiliki 
pengetahuan sedikit pun tentang apa itu komunisme ...” Hoover 
selanjutnya mencurigai bahwa sebenarnya orang-orang Belanda 
“mengangkat isu komunisme dengan maksud untuk mengalihkan 
perhatian dari ketidakmampuan mereka sebagai penguasa.”28 
Konsul A.S. di Batavia yang lain, Albert E. Clattenberg, pada 
tahun 1930 mengkritik penggambaran Belanda bahwa setiap orang 
Indonesia yang menentang pemerintah kolonial adalah komunis. 
Di dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Menteri Luar 
Negeri A.S., dia menulis:
Jika di kantor ini ada seorang pegawai pribumi yang sedang belajar 
bahasa  Inggris dan mengartikan kata brute  sebagai “orang kulit putih”, 
itu tidak berarti bahwa si pribumi tersebut adalah seorang komunis. 
Hal itu semata-mata hanya berarti bahwa di sini orang kulit putih 
sedang kehilangan statusnya sebagai setengah-dewa, sebagaimana yang 
terjadi di  Filipina beberapa tahun yang lalu.29
Pada bulan April 1947, ketika menanggapi laporan Belanda ten .
tang kebangkitan kepemimpinan yang berorientasi pada  Soviet 
dan Komunisme di Indonesia, Kepala Divisi Urusan  Eropa Utara 
 Hugh S. Cumming, Jr. dan Kepala Divisi Urusan Asia Tenggara 
Abbot Low Moffat menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang 
perlu dikhawatirkan. Kata mereka: “Kita justru berharap bahwa 
A.S. dapat membantu mengkonsolidasikan dan memperkuat 
kepemimpinan Indonesia yang ada sekarang ini. Kami yakin 
bahwa para pemimpin itu berhaluan sosialis dan bukan komunis, 
nasionalis dan bukan  Soviet-sentris. Dukungan kita pada mereka 
akan menghapus kondisi-kondisi yang membuat efektifnya 
infi ltrasi komunis.”30
Meski ada pandangan-pandangan yang lebih lunak seperti 
ini, hingga tahun 1948 pemerintahan Truman tetap menerima 
penggambaran para pemimpin Indonesia sebagai komunis, dan 
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mengabaikan suara-suara yang menentangnya. Ketakutan akan 
dominasi komunis serta meluasnya pengaruh  Soviet di Indonesia 
terus menjadi landasan bagi kebijakan pemerintahan Truman 
terhadap Indonesia. Dengan mendasarkan berbagai kebijakannya 
terhadap Indonesia dari sudut pandang meningkatnya ketegangan 
global pasca-Perang Dunia Kedua antara Barat dan Timur, dan 
dengan memandang Belanda di Indonesia sebagai pendukung 
 perjuangan Blok Barat melawan komunisme, pemerintahan 
Truman mendorong Indonesia masuk ke dalam bayang-bayang 
Perang Dingin. Paradoksnya, walaupun Indonesia tidak pernah 
menjadi ajang utama bagi berlangsungnya Perang Dingin, 
kebijakan pemerintahan Truman terhadap Indonesia semakin tidak 
ditentukan oleh kondisi objektif yang ada di Indonesia sendiri, 
melainkan oleh hasrat Amerika untuk memenangkan Perang 
Dingin.
Kontroversi Perjanjian Linggajati
Sementara ketegangan antara Blok Komunis dan Blok Barat 
meningkat, bayang-bayang Perang Dingin yang menaungi Indonesia 
kelihatan semakin pekat. Dukungan pemerintahan Truman kepada 
Belanda semakin jelas tecermin dalam tanggapannya terhadap 
rangkaian peristiwa yang menandai upaya Indonesia untuk 
membangun bangsa sendiri tanpa kehadiran kembali sistem kolonial 
Belanda.31 Telah kita singgung, salah satu alasan penting sehingga 
A.S. mendukung Belanda adalah kecurigaan pemerintahnya bahwa 
para pemimpin nasionalis Indonesia adalah komunis dan condong 
kepada Blok Komunis. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan 
oleh peristiwa-peristiwa dari masa sesudahnya—terutama tindakan 
Jakarta atas Peristiwa Madiun 1948—kecurigaan ini secara umum 
tidak berdasar. Peristiwa-peristiwa tersebut juga menunjukkan 
bahwa kebijakan pemerintah A.S. terhadap Indonesia jauh lebih 
kompleks daripada sekadar merespons polarisasiTimur-Barat yang 
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muncul setelah Perang Dunia Kedua. Keinginan untuk melindungi 
kepentingan ekonomi A.S. dan sekutu-sekutunya ternyata juga 
memainkan peran penting.
Ketika Komando Pasukan  Inggris di Asia Tenggara menyerahkan 
wilayah Indonesia (kecuali  Jawa dan Sumatra) kepada Belanda pada 
tanggal 13 Juli 1946, Belanda bertekad untuk mempertahankan 
wilayah tersebut di bawah kekuasaannya. Hingga akhir tahun 1946 
Belanda berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah bekas 
koloninya. Wilayah Republik Indonesia yang semula meliputi 
seluruh wilayah bekas  Hindia Belanda kini tinggal mencakup 
Sumatra,  Jawa, dan Madura. Keputusan pemerintahan Truman 
untuk tidak menentang upaya Belanda dalam menduduki 
kembali Indonesia menunjukkan bahwa A.S. lebih memihak 
pada kepentingan Belanda dan mengabaikan aspirasi rakyat 
Indonesia.
Sikap pro-Belanda dari pemerintahan Truman juga tampak 
dalam keberpihakannya berkaitan dengan Perjanjian Linggajati. 
Pada tanggal 15 November 1946 wakil-wakil Indonesia dan 
Belanda mengadakan sebuah konferensi di Linggajati,  Jawa Barat, 
guna mencari jalan keluar bagi pertikaian yang ada antara keduanya. 
Dalam konferensi itu perwakilan Republik Indonesia dan 
pemerintah kolonial Belanda sepakat untuk membentuk sebuah 
negara federal atau negara serikat, dengan Republik Indonesia 
sebagai salah satu negara-bagiannya. Negara serikat ini akan berada 
dalam sebuah uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai 
kepala negara simbolisnya.32
Isi Perjanjian Linggajati ini ditolak oleh sebagian besar 
rakyat Indonesia. Mereka menolak gagasan tentang dibentuknya 
uni Indonesia-Belanda. Mereka percaya bahwa uni semacam 
itu akan mencederai kedaulatan penuh Indonesia. Mereka juga 
menolak pembentukan Indonesia menjadi negara serikat, karena 
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dikhawatirkan hal ini hanya akan memperpanjang kontrol Belanda 
atas Indonesia. Meminjam kata-kata Konsul Jenderal A.S. Foote, 
“dengan perkecualian [se]kelompok kecil pemimpin yang moderat, 
rakyat Indonesia tidak sudi tunduk [pada] perjanjian tersebut.”33 
Banyak rakyat Indonesia berpikir bahwa perjanjian itu terlalu 
menguntungkan Belanda.  Bung Karno sendiri mengibaratkan 
perjanjian tersebut sebagai “setetes hujan es di atas api Revolusi,” 
dan menganggap Perdana Menteri  Syahrir, yang memimpin 
perwakilan Indonesia di dalam konferensi tersebut, terlalu lemah 
di hadapan Belanda.34 Sejarawan Sartono Kartodirdjo berpendapat 
bahwa Perjanjian Linggajati tidak lebih dari taktik Belanda 
“untuk memecah belah Republik Indonesia menjadi dua kubu 
yang berlawanan, antara mereka yang mendukung dan mereka 
yang menentang [perjanjian Linggajati].” Perpecahan itu, masih 
menurut Sartono, menjadi sumber harapan Belanda karena akan 
melemahkan Republik dan memperbesar kesempatan Belanda 
untuk menancapkan kembali kekuasannya atas bekas negeri 
jajahannya.35
Pemerintahan Truman mengabaikan kekecewaan sebagian 
rakyat Indonesia, dan menanggapi isi perjanjian itu secara positif 
ketika secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.36 
Pada tanggal 3 April, Pejabat Menteri Luar Negeri,  Dean G.  Acheson, 
memberi instruksi kepada Konsul Jenderal Foote di Jakarta untuk 
menyampaikan terima kasih pemerintah A.S. kepada Presiden 
 Sukarno,  Syahrir, dan van Mook atas berhasil ditandatanganinya 
perjanjian tersebut.  Acheson menambahkan:
Anda … diminta untuk menulis surat kepada van Mook dan  Syahrir 
guna memberi tahu bahwa A.S. secara de facto mengakui yurisdiksi 
Republik Indonesia atas Sumatra,  Jawa, dan Madura. Sebagai 
konsekuensinya Anda diberi wewenang untuk membahas dengan 
Pemerintahan Republik [sic] mengenai berbagai masalah yang berada 
dalam wilayah tanggung jawab Pemerintahan tersebut berdasarkan 
landasan de facto atas nama Pemerintahan itu.37
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Menteri Luar Negeri A.S. Jenderal  George C. Marshall 
juga mengungkapkan tanggapan positif A.S. pada isi Perjanjian 
Linggajati. Katanya: “Pemerintahan kami [A.S.] menyambut 
dengan tangan terbuka penandatanganan Perjanjian Lingga Djati 
[Linggajati].” Meski mengakui adanya banyak kesulitan untuk 
mengimplementasikan isi perjanjian tersebut, Marshall “percaya 
bahwa pikiran jernih dan sikap saling menghargai yang ditunjukkan 
baik oleh Pemerintah Belanda maupun oleh Pemerintah Republik 
[Indonesia] akan dapat membantu menyelesaikan berbagai kesulitan 
yang ada.”38 Apa boleh buat, keyakinan ini runtuh ketika sebagian 
besar partai politik besar di Indonesia menarik dukungannya 
terhadap Perdana Menteri  Syahrir, sebagai pihak yang mewakili 
Indonesia dalam menandatangani perjanjian tersebut. Pada tanggal 
27 Juni  Syahrir dan kabinetnya mengundurkan diri.
Penolakan Indonesia pada Perjanjian Linggajati, pengunduran 
diri kabinet  Syahrir, berikut memburuknya hubungan Indonesia-
Belanda membuat was-was banyak pejabat di Departemen Luar 
Negeri A.S. Para pejabat itu mengusulkan diambilnya langkah 
lebih tegas guna memastikan diupayakannya penyelesaian damai 
atas masalah itu. Sehari setelah pengunduran diri  Syahrir, Menlu 
Marshall menyampaikan keprihatinannya kepada Kedutaan 
Besar A.S. di Den Haag atas memburuknya situasi, terutama 
atas indikasi bahwa Belanda berencana menempuh penyelesaian 
militer. Marshall memperingatkan, setiap tindakan militer yang 
diambil Belanda akan membahayakan kepentingan Belanda sendiri 
maupun kepentingan Amerika. Dia lantas mengirim telegram 
dan memerintahkan staf Kedutaan A.S. untuk memperingatkan 
Belanda bahwa bila situasi yang memburuk di Indonesia ditanggapi 
dengan tindakan militer Belanda dan taktik bumi-hangus pasukan 
Indonesia, pemerintah A.S. khawatir bahwa situasi semacam itu 
akan:
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...membahayakan nyawa warga Amerika dan menghancurkan aset-
aset Amerika, … [terutama aset milik] perusahaan tambang minyak 
Standard-Vacuum di ladang minyak yang terdapat di sebelah barat 
daya Palembang ... [K]arena karakteristik ladang tersebut yang 
bertekanan tinggi, [serangan terhadapnya akan] mengakibatkan 
kehancuran yang sifatnya total dan permanen, akan menghancurkan 
investasi Amerika dan merugikan Belanda, akan merugikan Indo 
[Indonesia] dan dunia yang membutuhkan minyak dan sumber daya 
alam yang berharga. A.S. khawatir bahwa, walaupun Indo mungkin 
memberi jaminan perlindungan, tindakan oleh unsur-unsur yang 
tidak bertanggung jawab yang muncul karena ancaman tindak militer 
Belanda bisa mengakibatkan kerugian yang mengerikan atas sumur-
sumur [minyak] di sana. Merusak satu saja katup pada sumur itu akan 
bisa menyebabkan berkobarnya api yang tak terkendalikan.39
Dengan jelas telegram Marshall tersebut menunjukkan 
besarnya kepentingan ekonomi A.S. di Indonesia, yang menjadi 
dasar dari sikap pro-Belanda pemerintahan Truman.
Abbot Moffat, kepala Divisi Asia Tenggara Departemen 
Luar Negeri A.S., juga memandang perjanjian Linggajati sebagai 
upaya kompromi yang positif antara keinginan rakyat Indonesia 
untuk  merdeka dan kebutuhan Belanda untuk menjadikan 
Indonesia sebagai sumber ekonomi mereka. Seperti Marshall, 
dia juga mengusulkan supaya Washington mencegah Belanda 
menggunakan kekuatan militer mengingat besarnya kepentingan 
Amerika atas penyelesaian damai di Indonesia. Ia yakin bahwa 
suatu penyelesaian damai akan menguntungkan  Amerika Serikat. 
Sebagaimana diketahui, A.S. bergantung pada sumber-sumber daya 
alam Indonesia, seperti gula, timah, minyak, karet, kapuk, rempah-
rempah, kopra, dan minyak kelapa sawit dan pada peningkatan 
investasi mereka di Indonesia, yang sekarang menjadi tidak 
produktif karena pertikaian tersebut. Suatu penyelesaian damai 
atas pertikaian Belanda-Indonesia akan memperbesar harapan 
untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk-produk 
Amerika. Dari sudut pandang geo-politik, A.S. juga memiliki 
kepentingan di Indonesia karena sebagai bagian dari Asia Tenggara, 
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wilayah Indonesia “membentang di barat daya Samudera Pasifi k 
dan menjadi sumber vital suplai yang penting bagi ekonomi 
Amerika di masa perang.” Dalam pandangan Moffat, bila A.S. 
gagal memastikan terpacainya penyelesaian damai bagi pertikaian 
Indonesia-Belanda, ada kemungkinan bahwa Indonesia, dengan 
tujuh puluh juta penduduknya dan perannya yang fundamental 
di Asia Tenggara, akan segera jatuh ke dalam “orbit  Soviet”.40
Keprihatinan Moffat atas sikap pasif A.S. dan ketakutan 
Marshall bahwa Belanda akan mengunakan kekuatan militer 
untuk menanggapi penolakan Indonesia terhadap Perjanjian 
Linggajati tampaknya sangat berdasar. Kepada pemerintah  Inggris 
dan Amerika, Belanda telah menunjukkan niat untuk memakai 
kekerasan guna mendesak Indonesia agar mengimplementasikan 
perjanjian tersebut. Pada tanggal 25 dan 26 Juni 1947, Letnan 
Gubernur van Mook memberitahukan kepada Deputi Konsulat 
Jenderal  Inggris di Jakarta, John L.M. Mitcheson, bahwa Indonesia 
tidak akan menerima Linggajati dan bahwa pemimpin Republik 
tidak sanggup mengendalikan rakyatnya. Atas situasi itu, tegas 
Van Mook, dia telah diberi wewenang oleh Den Haag “untuk 
mengambil tindakan militer” bila menurutnya tanggapan para 
pemimpin Indonesia terhadap situasi yang ada dirasa tidak 
mencukupi. Van Mook memberi isyarat bahwa ia telah siap untuk 
merealisasi wewenang itu.41
Pemerintahan Truman tetap menentang keras rencana militer 
Belanda. Bahkan sebelum pengunduran diri  Syahrir, Menlu 
Marshall telah memperingatkan Den Haag bahwa:
Pemerintah A.S. merasa prihatin atas indikasi bahwa kekuatan 
militer akan dipakai dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan di 
Indonesia. Pemerintah kami sekali lagi ingin menyampaikan pendapat 
bahwa penggunaan kekuatan militer akan dipandang buruk oleh 
pemerintah kami, akan membangkitkan reaksi negatif yang serius 
[dalam] opini publik A.S., dan akan menjadi sebuah strategi yang 
justru bisa merugikan diri sendiri.42 
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Marshall juga memperingatkan: “Jangan lagi menutup pintu 
untuk negoisasi.” Ia kemudian mendesak agar kedua belah pihak 
yang bertikai mencari satu titik-pijak yang sama untuk mencapai 
“kesepakatan yang cepat dan dapat dijalankan”.43
Namun demikian, ketika pemerintah  Inggris menawarkan 
maksud baiknya untuk membantu menengahi pertikaian Indonesia-
Belanda, pemerintahan Truman justru melangkah mundur. 
Sebagai tanggapan, Departemen Luar Negeri A.S. mengirimkan 
aide-memoire yang menyatakan bahwa “Pemerintah  Amerika 
Serikat tidak siap untuk bergabung dengan Pemerintah  Inggris 
dalam menawarkan maksud baiknya.” Satu-satunya tindakan 
pemerintahan Truman adalah menginstruksikan Duta Besar 
A.S. di Den Haag dan Konsul A.S. di Jakarta untuk menghadap 
pemerintah Belanda dan Indonesia dengan harapan “mengajak 
Belanda dan Indonesia untuk kembali bersama-sama” mencari 
penyelesaian yang damai dan memuaskan.44 Harapan itu tidak 
pernah terwujud. 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Kecuali bahwa suatu penyelesaian damai yang baik, yang 
hingga batas-batas tertentu memberi ruang bagi aspirasi 
rakyat Indonesia, disepakati oleh kedua belah pihak [Belanda 
dan Indonesia], Asia Tenggara dan Indonesia akan menjadi 
lebih rentan terhadap ekspansi komunis.
Dean Acheson1
KEENGGANAN pemerintahan Truman untuk campur tangan 
dalam konfl ik Indonesia-Belanda telah membuka pintu bagi 
Belanda untuk melanjutkan rencana militer mereka, sebagaimana 
telah diisyaratkan oleh van Mook. Setelah mempersalahkan para 
pemimpin Republik atas situasi yang memburuk, van Mook 
menyatakan bahwa “mengingat pelanggaran yang nyaris terus-
menerus dibuat oleh kaum Republik, Pemerintah Belanda tidak 
dapat lebih lama lagi mematuhi gencatan senjata dan perjanjian 
[Linggajati] sambil membiarkan saja mereka bertindak semau-
maunya.”2 Pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan 
militer sepihak terhadap Republik Indonesia. Belanda menyebut 
upaya tersebut “aksi polisionil” atau “aksi penertiban”. Indonesia 
menyebutnya sebagai “agresi militer”.
BAB 2
AMERIKA SERIKAT, 





Washington dan Agresi Militer Pertama
Serangan militer yang sangat meresahkan banyak pihak ter se-
but tampaknya dengan sengaja dirancang untuk menghancur-
kan Republik Indonesia. Sebagai pembenaran, Belanda 
menya takan bahwa pemerintah Republik telah gagal dalam 
mengimplementasikan butir-butir perjanjian Linggajati. Dengan 
alasan itu Belanda menyerang berbagai lokasi strategis Republik, 
yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri yang baru,  Amir 
Syarifuddin.3 Lewat “serangan tengah malam yang mengejutkan”, 
pesawat-pesawat perang Belanda membom posisi-posisi kunci 
milik Republik Indonesia mulai dari Jakarta dan wilayah-wilayah 
di sekitarnya hingga ke seluruh  Jawa dan Sumatra.4 Serbuan 
militer itu dilaksanakan di bawah komando Letnan Jenderal L.H. 
Spoor, dan didukung oleh 109.000 pasukan yang ditempatkan 
di Indonesia hingga bulan Juli 1947. Meski resminya serbuan itu 
disebut sebagai “upaya polisionil terbatas”, namun dalam praktek 
serbuan itu sama sekali tidak terbatas dan bukan sekedar bersifat 
“polisionil”. Serangan itu merupakan sebuah “serangan militer 
penuh, yang melibatkan pasukan dalam jumlah besar, pesawat 
tempur dan tank, dengan sasaran yang luas namun sekaligus 
terarah.”5 Dalam upaya untuk menghancurkan kekuatan militer 
dan perlawanan Republik sekaligus mengisolasi Republik Indonesia 
dalam wilayah yang sesempit mungkin di  Jawa tengah, pasukan 
Belanda menyerbu pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Jakarta, 
Surabaya, dan Cirebon. Di Sumatra, Belanda menyerang Medan, 
di mana para pejuang Republik menempatkan senapan anti-
pesawat tempur mereka. Belanda juga menyerang bagian-bagian 
lain dari Sumatra dengan tujuan untuk merebut wilayah yang kaya 
minyak, seperti Sumatra Timur dan Palembang. Di  Jawa Tengah, 
Belanda mengepung Semarang, dan dari sana merangsek ke Salatiga 
dengan maksud untuk merebut dari arah utara ibukota-sementara 
Republik, yakni Yogyakarta.6
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Kartodirdjo ingat bagaimana, sebagai seorang pemuda, dia 
menyaksikan Belanda menyerang Salatiga, yang terletak sekitar 
65 kilometer timur laut Yogyakarta:
Sungguh sangat mengejutkan bagi para penduduk Salatiga ketika pada 
suatu Minggu pagi yang tenang, pesawat-pesawat udara terbang di 
atas kota, menembaki dengan senapan mesin pusat kota di seputar 
hotel “Kalimantan” .... Pada waktu itu, [saya] sedang berkunjung ke 
seorang kawan sekolah, santai dan ngobrol mengenai berbagai hal 
yang dirasa menarik. Tidak lama setelah serangan udara berhenti, 
tank-tank muncul dari arah [sungai] Tuntang dan memposisikan diri 
di lapangan depan hotel. Dari balik tembok, orang dapat menyaksikan 
sendiri: Belanda telah datang kembali.7
Karena tidak sanggup menandingi mesin perang Belanda yang 
secara teknologi jauh lebih canggih, pasukan perlawanan Republik 
melarikan diri ke daerah-daerah pegunungan dan perbukitan ter-
dekat. Dari sana mereka melancarkan perang  gerilya, didukung 
oleh penduduk setempat.8
Berita-berita bahwa pesawat-pesawat udara buatan A.S. dipakai 
oleh Belanda dalam operasi militer ini tampak menimbulkan 
keprihatinan di antara masyarakat Amerika. James P. Cannon 
dari Partai Buruh Sosialis, misalnya, mengirim telegram kepada 
Presiden Truman untuk menyatakan keprihatinannya atas situasi 
yang berkembang di Indonesia. Cannon menulis kepada Presiden 
Truman bahwa, berdasarkan komunike resmi Belanda tanggal 22 
Juli, Associated Press melaporkan bahwa persenjataan dan pesawat 
terbang Amerika—P-51 Mustang dan pesawat tempur Mitchell—
telah digunakan oleh Belanda untuk melancarkan serangan militer 
terhadap Indonesia. Dia kemudian mendesak Truman supaya 
“secara publik menuntut pemerintah Belanda untuk menghentikan 
serangan dan tidak lagi menggunakan persenjataan, senapan, dan 
pesawat Amerika untuk maksud-maksud jahat terhadap Republik 
Indonesia.”9 Kalangan-kalangan lain dalam masyarakat Amerika 
juga menyampaikan keprihatinan yang sama atas situasi tersebut, 
seperti Dorothy Silman dari Pennsylvania dan Pdt. G.W. Pameroy 
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dari Louisana.10 Editorial berbagai surat kabar dan majalah 
terkemuka di Amerika seperti New York Times, Washington Post, 
dan American Century menyesalkan serbuan tersebut. Theodore 
H. White di dalam New Republic menyatakan bahwa “ sekali lagi, 
[umat] manusia telah dibunuhi karena ‘dosa’ memperjuangkan 
kemerdekaan.” Di  Jawa, di mana terjadi serangan yang paling 
mengerikan, menurut White, 100.000 pasukan Belanda yang 
dilindungi oleh P-51 dan B-25 buatan Amerika melancarkan 
suatu:
serangan berskala penuh terhadap pasukan Republik Indonesia yang 
bersenjata seadanya. Dengan bersenjatakan peralatan tempur buatan 
Amerika yang paling canggih, pasukan Belanda diberangkatkan dari 
pangkalan-pangkalan mereka di Batavia, Surabaya, dan Bandung 
dengan tiga tujuan: menghancurkan kekuasaan Republik yang dipilih 
oleh rakyat  Jawa; menggerakkan pasukannya ke bukit-bukit di atas 
ladang padi yang sedang menguning; dan melindungi harta milik 
dan investasi Belanda….11 
Secara umum dunia internasional berpihak kepada Republik 
Indonesia. Wakil Presiden Pemerintah Interim India Pandit 
 Jawaharlal Nehru mengirimkan pesan dukungan kepada para 
pemimpin Republik. Dia mendukung “kebijakan para pemimpin 
[ RI] untuk mempertahankan status de facto Republik Indonesia.”12 
Dia juga memperingatkan bahwa “Tidak ada negara  Eropa, 
negara manapun itu, boleh menggunakan kekuatan bersenjatanya 
di Asia untuk melawan rakyat Asia. Bila hal itu terjadi, Asia 
tidak akan membiarkannya.”13 Cina menyatakan “penyesalan 
yang mendalam” atas serangan tersebut. Para buruh  Australia 
memprotes agresi militer itu dengan mengeluarkan larangan 
bongkar-muat kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan negeri itu.14 
Walaupun Pemimpin Belanda Louis J.M. Beel mengklaim bahwa 
serangan tersebut adalah akibat dari ketidakmampuan Pemerintah 
Republik Indonesia dalam menjalankan tugas mengatur rakyatnya, 
Pemerintah  Inggris menolak berpihak pada Belanda. Sebaliknya, 
 Inggris mengutuk aksi militer Belanda itu dan mengungkapkan 
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“kekecewaan yang sangat mendalam”.15  PBB, yang telah memantau 
pertikaian Belanda-Indonesia sejak Januari 1946 tetapi hingga saat 
itu bersikap diam, kini secara langsung melibatkan diri di dalam 
krisis tersebut. Badan internasional itu dengan segera menjadi 
forum publik di mana negara-negara anggotanya menyampaikan 
dukungan mereka kepada Republik sembari menekan Belanda 
untuk mencari cara-cara yang lebih sesuai. Ketika melaporkan 
berbagai perkembangan internasional ini, para pejabat Departemen 
Luar Negeri A.S. menyampaikan kepada Menlu Marshall bahwa 
aksi militer Belanda telah “menimbulkan gelombang simpati bagi 
rakyat Indonesia yang meliputi segenap penjuru dunia.”16 
Menariknya, meskipun dari berbagai sudut dunia datang kritik 
yang bertubi-tubi terhadap agresi militer Belanda dan terha dap 
keengganan Amerika untuk mengecam serangan sepihak terse-
but, para pejabat Departemen Luar Negeri A.S. tetap tidak mau 
menyalahkan Belanda. Deplu A.S. menolak untuk mendengarkan 
Presiden  Sukarno yang tidak lama setelah serangan tersebut 
meminta kepada Presiden Truman dan rakyat Amerika “untuk 
berdiri di atas prinsip keadilan dan kebenaran yang sudah Anda 
sekalian perjuangkan dengan begitu gagah berani belum ada 
dua tahun yang lalu,” dan membantu rakyat Indonesia dalam 
 perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan.17 
Sebaliknya, pada tanggal 21 Juli Deplu A.S. justru mengeluarkan 
pernyataan lunak untuk sekedar mengungkapkan “penyesalan 
mendalam atas ditinggalkannya negosiasi sebagai sarana untuk 
mencapai persahabatan tulus antara Belanda dan rakyat Indonesia 
sebagaimana digambarkan dalam Perjanjian Linggajati.” Pernyataan 
pers tersebut tidak sedikitpun mengkritik penggunaan kekuatan 
sepihak oleh Belanda.18
Tanggapan macam itu tentu saja dipengaruhi oleh strategi 
geopolitis yang saat itu sedang dijalankan oleh pemerintahan 
Truman. Baru empat bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 
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12 Maret 1947, Presiden Truman menyatakan kesediaannya 
untuk membantu negara-negara yang dianggapnya berada dalam 
bahaya dikuasai oleh kelompok komunis. Di dalam pidatonya yang 
kemudian dikenal sebagai “Doktrin Truman”, Presiden A.S. itu 
mengungkapkan kekhawatirannya atas situasi ekonomi dan politik 
yang terus memburuk di Yunani dan Turki, dan meminta kepada 
Kongres untuk membantu kedua negara tersebut. Dalam rangka 
mempertegas permintaannya supaya Kongres memberikan bantuan 
senilai $400 juta, Presiden Truman menambahkan, “Menurut 
saya, adalah kebijakan  Amerika Serikat untuk mendukung rakyat 
yang bebas- merdeka yang menolak upaya penaklukan yang 
dilakukan oleh kelompok minoritas bersenjata atau oleh tekanan 
pihak luar.”19 Meskipun dirumuskan dalam ungkapan yang agak 
kabur, pernyataan ini jelas-jelas tidak hanya dimaksudkan untuk 
membantu kedua negara Laut Tengah tersebut, melainkan juga 
untuk melibatkan diri di negara manapun yang oleh Washington 
dianggap berada dalam bahaya ekspansi komunis, dan oleh 
kare na itu mengancam kepentingan  Amerika Serikat dan para 
sekutunya.
Salah satu sekutu A.S. di  Eropa Barat tentu saja adalah Belanda. 
Untuk memastikan bahwa Belanda akan tetap loyal kepada A.S., 
pemerintahan Truman bersedia melindungi kepentingan Belanda 
di Indonesia. Pemerintahan Truman semakin yakin bahwa 
mendukung upaya Belanda untuk mengambil-alih kekuasaan 
di Indonesia akan membantu mengurangi pengeluaran Amerika 
untuk program bantuan pemulihan pasca-perangnya kepada 
Belanda, dan pada saat yang sama akan membantu mencegah 
kelompok komunis berkuasa di  Eropa Barat. Sebagaimana diamati 
oleh seorang analis  CIA, “Bahaya terbesar bagi keamanan  Amerika 
Serikat adalah kemungkinan runtuhnya ekonomi  Eropa Barat dan 
masuknya unsur-unsur Komunis ke dalam struktur kekuasaan yang 
mengikutinya ...”20 Pernyataan ini dengan jelas menggarisbawahi 
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ketidakterpisahan kebijakan pemerintahan Truman terhadap 
Indonesia dengan kebijakan Perang Dinginnya secara umum.21 
Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa meskipun secara 
publik Washington menyatakan diri bersikap netral, sebenarnya 
secara diam-diam pemerintahan Truman memihak Belanda. 
Bagi pemerintahan Truman tidak penting bahwa negeri itu telah 
melancarkan aksi militer sepihak terhadap Republik Indonesia. 
Yang penting adalah kepentingan Amerika dan para sekutunya.
Satu-satunya kekhawatiran besar para pejabat Pemerintahan 
Truman berkaitan dengan soal aksi militer Belanda adalah adanya 
ke mung kinan bahwa sebuah negara yang tidak senang pada 
Belan da akan membawa masalah itu ke  PBB. Bila demikian, A.S. 
akan berada dalam posisi sulit, karena akan terpaksa secara terbuka 
me nya ta kan posisinya yang pro-Belanda.22 Pada tanggal 30 Juli, 
Dewan Keamanan  PBB mengabulkan permintaan pemerintah 
India dan  Australia untuk membuka perdebatan mengenai situasi 
di Indonesia. Baik  Australia maupun India mengungkapkan rasa 
prihatin atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan yang ada 
wak tu itu, berikut dampaknya atas situasi ketertiban internasional. 
 Australia kemudian mengusulkan suatu resolusi yang menyerukan 
di hen ti kannya permusuhan antara Belanda dan Republik Indonesia, 
dan membawa kasus mereka itu kepada arbitrasi pihak ketiga se-
bagai mana diatur di dalam Perjanjian Linggajati.23 Meskipun Rusia 
mendukung proposal  Australia tersebut,  Amerika Serikat hanya 
mendukungnya sesudah resolusi itu “diamandemen secara total”, 
hal mana semakin menguatkan kecurigaan banyak kalangan di 
Indonesia bahwa A.S. secara diam-diam berpihak kepada Belanda. 
Indonesia sendiri dengan cermat mengamati perdebatan di  PBB itu, 
terutama menyangkut posisi dari dua negara adidaya yang terlibat 
dalam Perang Dingin. Nantinya hasil pengamatan ini akan sangat 
mempengaruhi sikap Indonesia terhadap  Uni  Soviet dan  Amerika 
Serikat selama berlangsungnya Perang Dingin itu sendiri.24
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Pada tanggal 1 Agustus 1947, setelah melalui rangkaian 
per de bat an yang keras, Dewan Keamanan  PBB akhirnya me-
mu tus kan untuk menolak proposal Rusia yang menyatakan 
bahwa pihak-pihak yang bertikai hendaknya menarik pasukan 
mereka ke posisi sebelum dilancarkannya aksi militer Belanda. 
Sebaliknya Dewan Keamanan menerima proposal yang didukung 
oleh Amerika, yang menyerukan supaya Belanda dan Republik 
Indonesia: (a) menghentikan permusuhan sesegera mungkin, dan 
(b) menyelesaikan pertikaian dengan arbitrasi atau cara-cara damai 
lainnya.25 Pada tanggal 5 Agustus Belanda dan Indonesia secara 
resmi memulai gencatan senjata, walaupun dalam kenyataannya 
pasukan Belanda terus saja merangsek maju dan mengambil-alih 
wilayah-wilayah yang dikuasai Republik.26
Pada tanggal 6 Agustus, gencatan senjata tersebut diikuti oleh 
tawaran A.S. untuk menjadi penengah atas konfl ik yang ada. Para 
pemimpin Republik Indonesia tidak secara langsung menolak 
tawaran itu, namun karena curiga pada maksud Amerika yang 
pro-Belanda di balik tawaran tersebut, mereka menyatakan lebih 
memilih dibentuknya suatu komisi arbitrasi internasional.27 Para 
pejabat  Soviet pun sama curiganya pada maksud Amerika di balik 
usulan yang tampaknya baik itu. Melalui pemimpin delegasi mereka, 
Andrei Gromyko,  Uni  Soviet mengkritik tawaran A.S. sebagai 
sesuatu yang dimaksudkan untuk memaksa Indonesia menerima 
“jasa baik”-nya guna menengahi perselisihannya dengan Belanda 
meskipun sebenarnya Indonesia lebih menginginkan arbitrasi  PBB. 
Maksud macam itu, sergah Gromyko, “menunjukkan tiadanya 
penghargaan tidak hanya kepada Indonesia, yang meminta bantuan 
 PBB untuk mempertahankan kepentingan pokok mereka, tetapi 
juga kepada Dewan Keamanan.”28
Pada tanggal 14 dan 19 Agustus,  Sutan  Syahrir, kepala perwakil-
an Indonesia untuk  PBB, menyampaikan pandangannya mengenai 
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perselisihan Belanda-Indonesia kepada Dewan Keamanan.  Syahrir 
menggambarkan Belanda sebagai pihak yang tidak mempunyai 
niat baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara 
damai. “Bagaimana mungkin ada perundingan yang bebas bila 
salah satu pihak berdiri dengan pistol terarah ke kepala pihak 
lain?” tanya mantan Perdana Menteri tersebut kepada Dewan.29 
 Syahrir kemudian mengusulkan kepada Dewan Keamanan supaya 
mengirim komisi  PBB guna mengawasi pelaksanaan kesepakatan 
gencatan senjata. Dia juga menyerukan kepada  PBB untuk 
menengahi perselisihan tersebut dan untuk memerintahkan 
Belanda supaya menarik pasukannya ke posisi sebelum serangan 
militer yang mereka lancarkan.30 Hanya didukung oleh  Uni  Soviet 
dan Polandia, usulan  Syahrir itu ditolak. Pada tanggal 25 Agustus 
 PBB menyetujui usulan Amerika untuk membentuk sebuah 
komisi yang dikenal sebagai “Komisi Jasa Baik”. Tugasnya adalah 
“bertindak selaku mediator atau juru damai dalam mengupayakan 
cara-cara penyelesaian” atas konfl ik Indonesia-Belanda.31
Setelah menyatakan menerima usulan itu, Belanda memilih 
Belgia untuk mewakili kepentingannya di dalam komisi  tersebut, 
sementara Republik Indonesia meminta bantuan  Australia. 
 Australia dan Belgia kemudian meminta  Amerika Serikat untuk 
menjadi pihak ketiga di dalam komisi itu. Wakil Amerika 
untuk komisi  tersebut adalah  Dr. Frank Porter Graham, Rektor 
Universitas North Carolina yang dikenal luas karena keahliannya 
dalam arbitrasi perselisihan perburuhan.32 Meskipun wewenangnya 
terbatas, kurang mendapat dukungan yang memadai dari Dewan 
Keamanan, serta tidak sepenuhnya didukung oleh Departemen 
Luar Negeri A.S., Komisi Jasa Baik itu berani  mengusulkan supaya 
Belanda dan Republik Indonesia mengadakan perundingan.33 





Pada tanggal 8 Desember 1947 kedua belah pihak sepakat untuk 
me mu lai pembicaraan di “tempat yang netral”, yakni di atas 
ka pal transport milik Angkatan Laut  Amerika Serikat, Renville, 
yang membuang jangkar di Teluk Jakarta. Dalam perkembangan 
selanjutnya, Komisi Jasa Baik ( KJB atau GOC, Good Offi ces Comittee, 
dalam bahasa  Inggris) pada tanggal 26 Desember mengajukan suatu 
proposal untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. 
Dikenal sebagai “Pesan Natal”, proposal tersebut menyerukan: 
(a) diadakannya gencatan senjata di sepanjang apa yang dikenal 
sebagai “garis van Mook”; (b) ditariknya pasukan Belanda dari 
wilayah-wilayah yang dikuasai selama “aksi polisionil” pada bulan 
Juli 1947; dan (c) dipulihkannya pemerintahan Republik di 
wilayah-wilayah tersebut.34 Sementara perwakilan Republik setuju 
dengan isi usulan tersebut, Belanda justru membalasnya dengan 
daftar dua belas “prinsip politik”. Di dalam kontra-proposal itu 
Belanda menuntut diadakannya “pemungutan suara yang bebas” 
di wilayah-wilayah yang saat itu secara de facto berada di bawah 
kendali Belanda di  Jawa, Madura, dan Sumatra, guna menentukan 
hubungan dan posisi masing-masing wilayah dengan sebuah 
kesatuan politik yang disebut Republik Indonesia Serikat ( RIS, 
dalam istilah  Inggris USI, United States of Indonesia). Lebih jauh, 
kontra-proposal tersebut juga menuntut bahwa  RIS dijalankan 
selayaknya sebagai sebuah negara federal atau serikat—di mana 
Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagiannya—di 
dalam kesatuan dengan Kerajaan Belanda dan dengan koloni-koloni 
Belanda yang lain, yakni Suriname dan Antilles. Namun demikian, 
kontra-proposal yang sama menolak penarikan pasukan Belanda 
dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda maupun pemulihan 
pemerintahan Republik di wilayah-wilayah itu.35 Selanjutnya 
Belanda juga mengancam bahwa “bila tidak diterima tanpa syarat 
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oleh Republik, Belanda tidak lagi terikat oleh 12 prinsip itu, dan 
akan melaksanakan kembali kebebasannya untuk bertindak.”36
Pemerintahan Truman sangat tertarik pada “keberhasilan” 
perundingan Renville, khususnya dalam hal mengakomodasi 
kepentingan Belanda. Telegram Pejabat Departemen Luar Negeri 
A.S. Robert A. Lovett tertanggal 31 Desember mendesak Graham 
untuk memastikan bahwa kontribusinya kepada  KJB ditempatkan 
dalam konteks “keseluruhan kebijakan luar negeri A.S.”, secara 
khusus dalam kaitannya dengan kepentingan A.S. di  Eropa Barat. 
“Belanda adalah pendukung kuat kebijakan A.S. di  Eropa,” tulis 
Lovett kepada Graham. Dia melanjutkan:
Dept [Departemen Luar Negeri A.S.] merasa bahwa stabilitas 
pemerintah Belanda saat ini akan benar-benar terongrong jika Belanda 
gagal mendapatkan kembali pengaruh yang besar di HB [ Hindia 
Belanda], dan bahwa konsekuensi politis dari kegagalan macam itu 
kemungkinan besar akan merugikan posisi A.S. di  Eropa Barat. Oleh 
karena itu Dept merasa tidak senang terhadap solusi yang menuntut 
penarikan segera dan penuh Belanda dari  Hindia Belanda atau bagian-
bagian penting dari  Hindia Belanda.37
Pejabat Departemen Luar Negeri tersebut lebih lanjut 
memberitahu Graham bahwa berdasar pertimbangan di atas 
Deplu A.S. mendukung pembentukan Republik Indonesia Serikat 
( RIS) di dalam lingkup uni Indonesia-Belanda di bawah sistem 
persemakmuran. Uni semacam itu, demikian lanjut Lovett, akan 
mengurangi “beban yang luar biasa berat yang harus ditanggung 
A.S. untuk menyuplai barang-barang konsumsi seturut tuntutan 
Rencana Marshall.” Lovett menuturkan kepada Graham bahwa 
perhitungan terbaru yang cermat yang dibuat oleh Departemen 
Luar Negeri A.S. “menunjukkan betapa sentralnya peran HB 
[ Hindia Belanda] sebagai penyuplai makanan dan komoditas-
komoditas lain yang perlu dipenuhi menurut  ERP [European 
Recovery Program, Program Pemulihan  Eropa].”38 
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Berkat pengaruh Graham yang kuat,  KJB kemudian meleng-
kapi dua belas kontra-proposal Belanda itu dengan enam prinsip 
tambahan. Prinsip-prinsip tambahan tersebut menegaskan 
kedaulatan Belanda atas Indonesia hingga pengalihan kekuasaan 
kepada  RIS dilaksanakan di mana Republik Indonesia akan 
menjadi salah satu negara bagiannya. Menanggapi kekhawatiran 
para pemimpin Republik bahwa kekuasaan internal mereka akan 
berkurang selama masa peralihan, Dr. Graham dengan cerdik 
menyampaikan kata-katanya yang terkenal: “You are what you are.” 
Artinya,  RI akan tetap seperti sekarang ini, tanpa penjelasan lebih 
rinci mengenai apa maksudnya.39 Dia kemudian meninggalkan 
para pemimpin Republik dengan kesan bahwa  KJB akan mencari 
dukungan dari Dewan Keamanan  PBB dan  Amerika Serikat untuk 
menjamin pelaksanaan yang adil atas proposal itu.
Karena merasa yakin pada dukungan macam itu serta pada 
kemampuan Republik untuk tetap dominan di dalam negara serikat 
yang akan dibentuk, juga karena merasa khawatir bahwa suatu 
keengganan untuk menyetujui proposal tersebut akan mendorong 
Belanda untuk melancarkan aksi militer yang lain, para pemimpin 
Republik Indonesia setuju untuk menandatangani kesepakatan itu.40 
Pada tanggal 17 Januari 1948 Perdana Menteri  Amir Syarifuddin, 
yang mewakili Republik Indonesia, menandatangani Perjanjian 
Renville bersama dengan Raden Abdulkadir Wijoyoatmojo, 
Deputi Letnan Gubernur Belanda di Indonesia, yang mewakili 
pihak Belanda. Kedua pihak sepakat untuk menjadikan ketetapan-
ketetapan yang ada dalam Perjanjian tersebut sebagai landasan 
untuk menyelesaikan pertikaian antara keduanya.
Penandatanganan Perjanjian Renville mendapat pujian yang 
luar biasa dari pemerintahan Truman. Dalam memorandum yang 
ditujukan kepada kepada Menlu Marshall, disebutkan oleh Direktur 
Kantor Urusan  PBB A.S. ( Dean Rusk), Kantor Urusan Timur Jauh 
(W. Walton Buttenworth), dan Kantor Urusan  Eropa (John. D. 
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Hickerson) bahwa penandatanganan Perjanjian Renville merupakan 
“suatu prestasi penting Dewan Keamanan dalam situasi yang sulit 
dan, hingga sekarang, terus memburuk.”41 Pada saat yang sama para 
direktur itu mengakui bahwa Renville “jauh lebih menguntungkan 
Belanda”.42 Graham sendiri kelihatan merasa puas dengan Renville. 
Di dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Truman pada 
akhir masa tugasnya sebagai anggota  KJB, dia menggambarkan 
penandatanganan perjanjian gencatan senjata tersebut sebagai 
“penerimaan prinsip-prinsip dasar kebebasan, demokrasi, 
kemerdekaan, dan kerja sama dari pihak Belanda dan Republik 
Indonesia.”43 Truman sendiri melukiskan penandatanganan 
Renville tersebut sebagai sebuah keberhasilan dalam “menghentikan 
permusuhan dan dalam membantu merumuskan prinsip politik 
yang berdasarkan kebebasan, demokrasi, dan kemerdekaan” bagi 
Republik Indonesia Serikat.44
 Uni  Soviet, sebaliknya, dengan keras mengecam Renville. Pada 
tanggal 27 Februari 1948, Gromyko, ketua delegasi  Soviet di  PBB 
itu, menyebut perjanjian tersebut sebagai “sebuah dokumen yang 
memalukan”. Curiga bahwa para pemimpin Republik setuju untuk 
menandatangani perjanjian tersebut terutama karena tekanan 
Amerika dan karena ancaman bahwa Belanda akan melancarkan 
aksi militer lebih jauh, dia secara sarkastik mengatakan bahwa 
dokumen Renville “mestinya disimpan di museum saja”.45 Dia 
ingin bahwa anggota-anggota  PBB menyadari “... bagaimana 
sebuah dokumen yang memalukan dapat dihasilkan karena 
sejumlah anggota  PBB mengkhianati kepentingan rakyat Indonesia 
demi keuntungan penguasa kolonial.” Kekuatan Barat yang 
berada di balik penandatanganan perjanjian itu, lanjut Gromyko, 
mengingatkan dia pada seekor ayam dalam kisah yang ditulis oleh 
satiris Mark Twain, yang “sebenarnya cuma menelurkan sebutir 
telur berukuran biasa [tetapi] berkotek-kotek seakan-akan ia baru 
saja menelurkan sebuah planet kecil.”46 
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Sementara itu di Indonesia  Amir Syarifuddin harus berhadapan 
dengan situasi yang amat sulit. Banyak pemimpin Indonesia 
dengan tegas menolak Perjanjian Renville. Para pemimpin itu 
mengeluh bahwa Renville telah memberikan kepada Belanda 
kontrol atas wilayah kekuasaan Republik dan sangat menjatuhkan 
status Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Linggajati.47 Menyusul penarikan dukungan Partai  Masyumi—
yang saat itu merupakan partai politik terbesar di Indonesia—dari 
kabinetnya, pada tanggal 23 Januari 1948  Amir Syarifuddin 
mengundurkan diri dari posisi Perdana Menteri. Presiden 
 Sukarno lalu menunjuk Wakil Presiden  Mohammad Hatta untuk 
membentuk sebuah kabinet presidensial. Tanggal 29 Januari 
Hatta selesai menyusun kabinet tersebut. Pagi hari menjelang 
penandatanganan Perjanjian Renville, banyak pemimpin Indonesia 
menyempatkan diri untuk mengecam dukungan Amerika pada 
perjanjian dengan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap 
 perjuangan revolusioner mereka. Kecaman macam itu selanjutnya 
meningkatkan rasa tidak suka orang Indonesia kepada  Amerika 
Serikat sehingga kemudian justru menguntungkan  Uni  Soviet dan 
Partai Komunis Indonesia.48 
Dengan segera menjadi jelas bahwa Belanda tidak pernah 
sungguh-sungguh bermaksud melaksanakan ketetapan-ketetapan 
Perjanjian Renville secara konsekuen, walaupun perjanjian tersebut 
sebenarnya sudah sangat menguntungkan mereka. Dengan sengaja, 
Belanda menunda menunjuk perwakilan mereka untuk memulai 
diskusi politik yang disponsori  PBB sebagaimana diatur di dalam 
perjanjian. Di wilayah-wilayah Republik yang mereka duduki, 
seperti Madura dan  Jawa Barat, Belanda tetap saja mendirikan 
negara-bagian baru.49 Di wilayah Republik—yang sudah menderita 
karena masuknya sekitar satu juta pengungsi dari wilayah-wilayah 
yang diduduki pasukan Belanda—Belanda menerapkan blokade 
ekonomi, menghalangi perdagangan warga Republik dengan 
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penduduk di daerah-daerah di luarnya dengan akibat sebagian besar 
dari mereka sangat menderita. Dr. George McT. Kahin, yang tinggal 
di wilayah kekuasaan Republik dari tanggal 24 Agustus hingga 
tanggal 19 Desember 1948, melaporkan bahwa dia “terhenyak 
oleh banyaknya penduduk baik di pedesaan maupun di perkotaan 
yang hanya mengenakan gombal atau karung goni sebagai 
pakai an.”50  Selain menerapkan blokade ekonomi, Belanda juga 
melakukan blokade komunikasi, memutus akses Republik pada 
bacaan-bacaan dari luar. Akibatnya, orang-orang komunis dapat 
menyebarkan gagasan-gagasan mereka tanpa adanya hambatan yang 
berarti dari sumber-sumber lain. Uskup Katolik Semarang ( Jawa 
Tengah), Mgr. A. Sugiyopranoto, S.J.—yang berhasil mendapatkan 
majalah Amerika Commonweal berkat kebaikan hati Dr. Kahin—
melayangkan protes. Ia mengirim surat kepada editor majalah 
tersebut sembari menekankan bahwa “daya tarik gagasan Komunis 
akan tetap kuat selama blokade Belanda—sebagaimana yang 
berlangsung secara intensif sekarang ini—tidak memperbolehkan 
makanan, pakaian, surat, buku, majalah, atau gagasan masuk ke 
wila yah kami dari dunia luar.”51 Dengan kata lain, dampak blokade 
terse but tidak hanya bersifat ekonomis melainkan juga ideologis.
Namun demikian, betapapun tidak manusiawinya blokade 
tersebut dan betapapun banyaknya pelanggaran Belanda,  tetap 
saja tidak ada tindakan berarti yang diambil entah oleh  PBB atau 
 Amerika Serikat guna memperbaiki situasi. Sikap pasif semacam ini 
membuat banyak pemimpin Indonesia kecewa kepada A.S., yang 
sebelumnya mereka yakini sebagai kekuatan yang dominan dalam 
Dewan Keamanan  PBB dan dalam penandatanganan Perjanjian 
Renville. Bagi para pemimpin itu, menjadi semakin jelas bahwa 
A.S. tidak akan mau menekan Belanda supaya mematuhi Renville. 
Jelas pula bahwa melalui Rencana Marshall Washington akan terus 
memberikan dukungan dan bantuannya kepada Belanda. Mereka 
menduga bahwa A.S. akan terus membantu Belanda meskipun 
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sa dar bahwa sebagian dari bantuan tersebut akan digunakan oleh 
Belanda untuk membiayai perang kolonial melawan Republik 
Indonesia.
Dalam situasi semacam itu—di mana banyak orang Indonesia 
mengalami kesulitan ekonomi yang mencekik, merasa terkhianati 
oleh para pemimpin Republik yang ternyata salah ketika percaya 
kepada  Amerika Serikat, dan yang melihat  Uni  Soviet sebagai satu-
satunya kekuatan besar dunia yang peduli pada mereka—sejumlah 
pemimpin komunis Indonesia mengharapkan bahwa waktunya 
akan segera tiba bagi mereka untuk memainkan peranan lebih 
penting di dalam pemerintahan Republik. Walaupun hingga 
pertengahan 1948 anggota  PKI hanya berjumlah 3.000 orang, 
para pemimpin komunis merasa percaya pada kemampuan mereka. 
Dengan memanfaatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang 
ada di kalangan rakyat dan sejumlah faksi militer,  PKI berupaya 
memperoleh dukungan rakyat dan militer yang besar bila suatu saat 
nanti mereka harus melancarkan suatu pemberontakan terhadap 
pemerintahan Hatta.52 Konsul Amerika di Jakarta yang baru, 
Charles Livengood, sangat khawatir dengan terus meningkatnya 
popularitas  PKI itu hingga dia mendesak Menteri Luar Negeri 
Marshall untuk memberlakukan Doktrin Truman di Indonesia.53
Situasi yang memburuk dan meningkatnya popularitas komunis 
di Indonesia menjadi dilema bagi para pejabat di Washington. Di 
satu sisi, kebijakan A.S. di  Eropa Barat “memaksa” Amerika untuk 
mendukung Belanda dalam upayanya merebut kembali Indonesia. 
Di sisi lain, di dalam usaha itu Belanda terus-menerus melanggar 
ketetapan Perjanjian Renville dan dengan demikian menyebabkan 
meluasnya ketidakpuasan di antara rakyat Indonesia kepada 
pemerintahan Hatta, yang kalau tak hati-hati dapat dimanfaatkan 
oleh kelompok komunis untuk menggulingkan pemerintah. 
James F. Barco dari Divisi Urusan Politik  PBB memperingatkan 
Direktur Kantor Urusan  PBB A.S.,  Dean Rusk, bahwa jika tidak 
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ada kemajuan dalam upaya penyelesaian konfl ik Indonesia-Belanda, 
kejatuhan pemerintahan Hatta bisa dikatakan sudah “hampir pasti.” 
Kejatuhan macam itu, lanjut Barco, “niscaya akan menyebabkan 
naiknya pemerintahan Sayap Kiri ...” Dia meramalkan bahwa jika 
hal itu terjadi, suatu pemberontakan yang besar akan pecah, dan 
Belanda akan memanfaatkannya sebagai alasan untuk “memulihkan 
ketertiban” dengan jalan melancarkan aksi militer lain terhadap 
Republik. Aksi militer semacam itu, dalam pandangan Barco, akan 
memiliki konsekuensi berjangkauan jauh:
(a) Hal itu akan menguras sumber daya ekonomi Belanda dan 
tertumpuknya sumber daya manusia Belanda di Asia Tenggara dan 
bukannya di  Eropa sendiri; (b) Hal itu juga akan menstimulasi 
pertumbuhan komunisme tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di 
segenap penjuru Asia Tenggara; (c) Dewan Keamanan tidak akan 
sanggup menghentikan pertempuran tanpa menerapkan sanksi 
dengan akibat Indonesia akan lepas dari Barat baik secara ekonomis 
maupun politis.54
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Barco 
kemudian mendesak A.S. untuk menekan Belanda supaya 
mengupayakan negosiasi yang tulus dengan Republik menuju 
terbentuknya Republik Indonesia Serikat yang benar-benar 
 merdeka.
Peristiwa Madiun 1948
Sementara para pejabat Departemen Luar Negeri A.S. masih 
memikirkan kebijakan yang tepat untuk merespons peringatan-
peringatan yang dilontarkan Barco, situasi politik di Indonesia 
ber ge rak sangat cepat. Pada tanggal 26 Februari 1948  Front 
Demokrasi Rakyat, sebuah partai kiri yang didirikan oleh mantan 
Perdana Menteri  Amir Syarifuddin, menyerukan “pembatalan 
Perjanjian Renville” dan langkah-langkah sepihak lain untuk 
me la wan kehadiran Belanda di Indonesia.55 Amir, yang secara 
khusus merasa dikhianati A.S. setelah menandatangani Perjanjian 
Renville, menyebut pemerintahan Hatta “antek  Amerika Serikat”. 
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Dia memimpin Front bentukannya itu dalam menentang program 
“rasionalisasi” yang dijalankan pemerintahan Hatta dengan maksud 
untuk mengurangi jumlah personil militer Republik melalui 
demobilisasi. Amir khawatir bahwa demobilisasi macam itu akan 
memperlemah dukungan militer terhadap FDR.
Banyak orang Indonesia sempat merasa terkejut ketika men-
dengar kabar mengenai kembalinya Musso—seorang pemimpin 
 PKI yang telah lari ke  Uni  Soviet menyusul pemberontakan partai 
komunis yang gagal pada tahun 1926-1927—ke Indonesia pada 
tanggal 3 Agustus 1948. Kecuali untuk sebuah kunjungan singkat 
pada tahun 1935 guna mendirikan  PKI bawah-tanah, Musso tidak 
pernah menginjakkan kakinya di Indonesia semenjak pelariannya. 
Seorang Stalinis yang percaya bahwa hanya mungkin ada satu 
partai bagi kelas pekerja, Musso dengan segera memperoleh banyak 
pengikut dari berbagai kelompok kiri, termasuk  Amir Syarifuddin, 
yang menyatakan bahwa dia adalah seorang anggota rahasia partai 
 PKI bawah tanah sejak 1935.56  PKI, yang merupakan organisasi 
bawah tanah sejak dilarang oleh pemerintah Belanda pada 1927, 
kini mulai mendapat pengakuan dan dukungan publik. Pada 
tanggal 1 September, partai tersebut membentuk sebuah politburo 
dengan memasukkan para pemimpin muda mereka, seperti  Dipa 
Nusantara Aidit, M.H. Lukman, dan Sudisman. Untuk mendorong 
kebijakan-kebijakan kiri dan membangun hubungan yang lebih 
mesra dengan  Uni  Soviet,  PKI tidak segan-segan untuk menentang 
pemerintah pusat dengan mengerahkan kaum buruh dan tani 
untuk berdemonstrasi.
Dengan memusatkan kekuatan mereka di kota Madiun,  Jawa 
Timur, dan di Surakarta,  Jawa Tengah, yang letaknya tidak jauh 
dari Madiun dan sering disebut sebagai wilayah yang serba tak 
terduga atau”Wild West”, kelompok komunis terus melancarkan 
perlawanan mereka terhadap program demobilisasi pemerintah. 
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Di Surakarta, perlawanan tersebut mengakibatkan serangkaian 
konfl ik antara pasukan pemerintah dan faksi militer yang loyal 
kepada kelompok komunis, ditandai oleh menghilangnya para 
pegawai militer yang pro- PKI. Ketika ketegangan tersebut makin 
memuncak, para pemimpin  PKI menghadapi dua pilihan:
(1) mematuhi perintah demobilisasi pemerintah dan dengan begitu 
menyerahkan posisi kekuasaan yang kini sudah di tangan, berikut 
potensi militer revolusioner yang kini telah dimiliki  PKI yang 
baru, atau (2) mengambil inisiatif sendiri dan memulai sebuah 
tahap revolusioner berdasarkan strategi  PKI, dengan harapan akan 
mengamankan posisi mereka saat ini serta harapan untuk melancarkan 
revolusi  PKI ...57
Kemudian, ketika Musso, Amir, dan para pemimpin  PKI lain 
sedang melakukan perjalanan keliling untuk mempropagandakan 
 PKI di daerah Purwodadi,  Jawa Tengah, Sumarsono dan para 
pemimpin ko mu nis lain di Madiun mengambil inisiatif untuk 
mengawali perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Republik. 
Pada pagi-pagi sekali tanggal 18 September 1948, kekuatan  PKI yang 
dipimpin oleh Sumarsono menangkap para pemimpin pemerintah 
setempat, serta merebut pusat-pusat komunikasi dan berbagai barak 
militer.58 Begitu mendengar mengenai inisiatif Sumarsono tersebut, 
Musso dan Amir segera kembali ke Madiun, dan setelah secara 
sing kat diberitahu tentang hal-hal seputar peristiwa itu, keduanya 
bergabung dengan kelompok Sumarsono.59
Setelah menolak saran untuk mengambil tindakan yang lebih 
lunak, pemerintah pusat Republik memandang apa yang terjadi 
di Madiun itu sebagai pemberontakan dan memutuskan untuk 
memadamkannya. Presiden  Sukarno dan Wakil Presiden Hatta 
mengutuk Musso beserta rencananya untuk mendirikan sebuah 
pemerintahan bergaya  Soviet. Mereka kemudian mengirimkan 
pasu kan di bawah pimpinan Komandan Divisi  Jawa Barat 
(Siliwangi), Kolonel Abdul Harris  Nasution, untuk memadamkan 
pemberontakan itu.60 Pada tanggal 19 September malam,  Bung 
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Karno menyampaikan pesan melalui radio, mengumumkan bahwa 
“Partai Komunis pimpinan Musso sedang berusaha menghancurkan 
Republik Indonesia kita yang tercinta.” Dia kemudian meminta 
rakyat untuk memilih antara “Musso dan Partai Komunisnya, yang 
akan menghalang-halangi tercapainya Indonesia yang  merdeka” 
atau “ Sukarno-Hatta, yang, dengan pertolongan Yang Mahakuasa, 
akan memimpin Republik Indonesia menjadi suatu Indonesia yang 
 merdeka ...” Musso menjawab pernyataan ini satu setengah jam 
kemudian, menuduh  Sukarno, Hatta, dan para pemimpin Republik 
yang lain sebagai “pengkhianat” dan “pedagang  romusha” semasa 
pendudukan Jepang. “Dan sekarang,” lanjut Musso, “orang yang 
sama hendak menjual Indonesia dan rakyatnya sekali lagi, kepada 
kaum Imperialis Amerika.” Musso meminta kepada rakyat untuk 
menirukannya: “ Sukarno-Hatta, budak Jepang dan Amerika! 
Pengkhianat harus mati!”61 Beberapa hari kemudian, Musso 
mendirikan sebuah rejim revolusioner bernama “Pemerintah Front 
Nasional” yang bertujuan membela “Republik Proletariat kita”, dan 
memperluas kekuasaannya di kota-kota di seputar Madiun.62
Dengan cepat pemerintahan Hatta menanggapi apa yang 
terjadi di Madiun. Menyusul pemberlakuan keadaan darurat oleh 
Presiden  Sukarno untuk seluruh wilayah kekuasaan Republik, 
pemerintah mulai menangkapi para pemimpin  PKI di Yogyakarta 
dan kota-kota lain, serta mengirim pasukan ke pusat kekuatan 
pemberontak. Di bawah komando Lt. Kol. Sadikin, pasukan ini 
mendesak kekuatan bersenjata  PKI dari kota-kota tetangga, dan 
pada tanggal 30 September berhasil merebut kembali Madiun. Di 
bawah pimpinan  Amir Syarifuddin, kekuatan  PKI meninggalkan 
kota tersebut dan melancarkan perang  gerilya melawan kekuatan 
militer dan sipil pemerintah. Namun dengan  cepat mereka dapat 
dilumpuhkan oleh pasukan Republik.63 Sementara Aidit dan 
Lukman berhasil melarikan diri ke luar negeri, Musso terbunuh 
di dalam baku tembak pada tanggal 31 Oktober. Pada tanggal 1 
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Desember Amir berikut 300 pengikutnya tertangkap. Dia kemudian 
ditembak mati bersama para pemimpin  PKI lain. Setidaknya 8.000 
rakyat Indonesia meninggal dunia dalam Peristiwa Madiun.
Peristiwa Madiun merupakan salah satu titik-balik yang paling 
penting dalam Revolusi Indonesia. Langkah tegas pemerintah 
atas apa yang terjadi di Madiun berhasil menyingkirkan  PKI 
dan anggota-anggotanya sebagai ancaman bagi pemerintah 
pusat Republik. Kini pemerintah pusat bisa lebih leluasa dalam 
menghadapi Belanda.64 Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan 
hubungan Indonesia-Amerika, keberhasilan Jakarta memadamkan 
“pemberontakan komunis” itu membuat Amerika berpikir ulang 
dalam pandangan dan kebijakannya terhadap Indonesia. 
Di tengah meningkatnya ketegangan Perang Dingin—di mana 
kubu komunis tampak memenangkan pengaruh yang semakin besar 
di berbagai belahan dunia, mulai dari Berlin sampai Myanmar, 
dari Cekoslowakia hingga Cina—keberhasilan pemerintah pusat 
Republik Indonesia dalam menumpas “pemberontakan komunis” 
di Madiun disambut gembira oleh  Amerika Serikat. Keberhasilan 
itu menjadi semacam “berita gembira”, di mana sebuah negara yang 
baru saja  merdeka telah mampu berdiri tegak melawan penyebaran 
komunisme. Tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah Republik 
Indonesia terhadap kelompok komunis juga meyakinkan para 
pejabat A.S. bahwa para pemimpin Republik bukanlah orang-orang 
yang berhaluan komunis. Pada saat yang sama, peristiwa tersebut 
menunjukkan besarnya kekuasaan dan pengaruh Presiden  Sukarno 
atas tentara dan atas rakyat Indonesia pada umumnya.65
Tidak mengherankan, pemerintahan Truman menyambut 
penumpasan pemberontakan Madiun itu dengan penuh suka cita. 
Di dalam suratnya yang panjang kepada Menlu George Marshall, 
Konsul Amerika Jenderal Livengood memuji Republik karena 
“telah berhasil menumpas pemberontakan komunis pimpinan 
Musso tanpa bantuan dari Belanda.”66 Keberhasilan para pemimpin 
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Republik tersebut meyakinkan para pejabat pemerintahan Truman 
bahwa para pemimpin itu bukanlah komunis: mereka justru 
anti-komunis. Segera setelah itu Central Intelligence Agency ( CIA) 
mengirimkan agen pertamanya ke Yogyakarta guna membantu 
kampanye anti-komunis yang dijalankan oleh para pemimpin 
Republik.67 
“Terbuka”-nya fakta bahwa para pemimpin Republik bukanlah 
komunis merupakan pukulan telak bagi Belanda, karena sejak 
dikeluarkannya Doktrin Truman, Belanda selalu menggambarkan 
para pemimpin tersebut sebagai komunis atau pro-komunis, 
dengan maksud untuk mendapatkan dukungan Washington.68 
Para pejabat Amerika sekarang menjadi makin skeptis terhadap 
laporan-laporan Belanda. Namun demikian, dengan pertimbangan 
situasi Perang Dingin secara keseluruhan tampaknya secara umum 
Amerika masih harus tetap bersikap hati-hati terhadap kepentingan 
dan tindakan-tindakan Belanda di Indonesia.
Sebagaimana ditegaskan oleh catatan-catatan yang dipublikasi-
kan dalam Foreign Relations of the United States, pembicaraan 
dan surat-menyurat diplomatik selama beberapa minggu setelah 
Peristiwa Madiun belum menunjukkan adanya perubahan sikap 
tegas pemerintah Amerika terhadap Indonesia. Belum kelihatan 
adanya niat untuk mendukung Republik, atau untuk membujuk 
Belanda supaya mencari cara penyelesaian yang damai sambil 
menghindari cara kekerasan militer terhadap Republik.69 Secara 
umum nada yang terungkap dalam pembicaraan dan korespondensi 
yang ada menyiratkan bahwa pemerintahan Truman tetap 
lebih memihak kepada Belanda. Sikap memihak ini tampaknya 
merupakan bagian dari tuntutan kebutuhan pemerintahan A.S. 
untuk mempertahankan Belanda sebagai sekutu yang loyal di 
 Eropa Barat. Baru setelah krisis selanjutnya pecah, di mana Belanda 
secara terang-terangan melanggar berbagai ketetapan Perjanjian 
Renville dan mengabaikan keinginan masyarakat internasional 
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untuk mencari cara penyelesaian yang damai bagi p er tikai annya 
dengan Indonesia, pemerintahan Truman mulai mem pertimbang-
kan kembali sikap dan pendiriannya terhadap Belanda.
Washington dan Agresi Militer Kedua
Pembicaraan antara para pemimpin Republik Indonesia dan Belanda 
sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Renville yang disetujui oleh 
A.S. tidak berjalan dengan baik. Belanda terus melanggar ketetapan-
ketetapan perjanjian tersebut. Hal itu tentu saja membuat negosiasi 
yang adil antara kedua belah pihak hampir mustahil.70 Pada tanggal 
11 Desember para pejabat Belanda melaporkan buntunya negosiasi 
itu kepada  KJB. Setelah mengabaikan usulan kompromis yang 
ditawarkan oleh pemerintahan Hatta, pada tanggal 17 Desember 
Belanda mengeluarkan ultimatum supaya pemerintah Republik 
dalam waktu delapan belas jam menyetujui semua proposal yang 
diaju kan Belanda, walaupun mereka sadar bahwa pemerintah 
Repu blik tidak akan mampu memberikan tanggapannya dalam 
waktu sesingkat itu. Pada tanggal 18 Desember malam Belanda 
seca ra sepihak menyatakan pembatalan perjanjian gencatan sen-
jata Renville. Tidak sampai sepuluh jam kemudian, yakni pada 
dini hari tanggal 19 Desember 1948, kekuatan militer Belanda 
kem bali menyalak, melancarkan serbuan militer terhadap Republik 
Indo nesia.
Kahin, yang pagi itu sedang berada di ibukota Republik Indo-
nesia, Yogyakarta, menggambarkan penyerangan tersebut sebagai 
berikut:
Kabar pertama mengenai pembatalan Belanda atas Perjanjian Renville 
diterima di Yogyakarta pada pukul 5:30 pagi, dalam bentuk serangan 
pesawat pembom Belanda (pesawat jenis Mitchell buatan Amerika) 
di pelabuhan udara terdekat. Setelah kekuatan pertahanan Indonesia 
yang jumlahnya tak seberapa dihabisi dengan bom dan luncuran roket 
selama satu jam, sekitar 900 pasukan payung Belanda diterjunkan. 
Dengan cepat mereka menguasai daerah itu, dan tak lama kemudian 
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iring-iringan kendaraan tempur Belanda yang membawa pasukan dan 
logistik datang mengalir dari pangkalan udara Belanda di Semarang, 
yang jaraknya sekitar 130 kilometer. Setelah itu, pesawat pembom 
dan penembak roket P-51 dan Spitfi res membuat Yogyakarta gemetar 
menantikan serangan Brigade Marinir Belanda, yang kekuatannya 
tengah dipersiapkan di pelabuhan udara. Bom dan roket diluncurkan 
ke berbagai sasaran, terutama ke basis-basis militer di dalam kota, dan 
pesawat-pesawat udara memberondong jalanan baik secara searah 
maupun melintang.71
Setelah merebut Yogyakarta, Belanda menangkap dan memenja-
rakan Presiden  Sukarno, Wakil Presiden Hatta,  Syahrir, dan para 
pemim pin tertinggi Republik lain . Pada tanggal 22 Desember, mere-
ka diasingkan ke Sumatra dan Pulau Bangka.72
Aksi militer tersebut membuat masyarakat internasional ma-
rah. Bahwa agresi militer kedua, yang oleh Belanda disebut “aksi 
polisionil”, dilancarkan ketika perwakilan-perwakilan Komisi Jasa 
Baik yang disponsori  PBB sedang merundingkan cara penyelesaian 
damai di Kaliurang, yang jaraknya hanya sekitar 20 kilometer dari 
Yogyakarta, menunjukkan tidak adanya rasa hormat sedikitpun 
dari pihak Belanda pada niat baik dunia internasional untuk 
mencari penyelesaian diplomatik.73 Serangan tersebut dikutuk 
oleh pemerintah  Inggris, Liga Arab, dan Partai Komunis Belanda.74 
Masyarakat Amerika juga sangat marah dengan serangan itu. Surat 
kabar Chicago Tribune menggambarkan Ratu Belanda, Juliana, 
dan Letnan Jenderal S.H. Spoor, komandan militer Belanda di 
Indonesia, sebagai “penjahat perang”.75 Di dalam editorialnya, New 
York Times mengecam Belanda dan mengatakan bahwa tindakan 
militer semacam itu merusak “martabat Dewan Keamanan, 
martabat orang kulit putih di seluruh Asia, dan martabat negara-
negara demokratis di segenap penjuru dunia.”76 Baik  PBB maupun 
A.S. sepakat untuk menekan Belanda supaya membuang saja 
keinginannya untuk merebut kembali tanah jajahannya. Pada saat 
yang sama keduanya mendesak Belanda untuk segera berunding 
dengan Indonesia.
69
 Amerika Serikat, dari Agresi Pertama hingga ...
Namun demikian, ketika kasus tersebut secara resmi dibawa ke 
hadapan Dewan Keamanan  PBB, sikap para delegasi internasional 
tidak selantang sebelumnya.77 Akibatnya banyak pemimpin 
Indonesia berkesimpulan bahwa sebenarnya situasi di Indonesia 
tidak pernah dipikirkan dengan sungguh-sungguh oleh badan 
internasional tersebut, dan hanya dipandang relevan sejauh ada 
kaitannya dengan konteks antagonisme Perang Dingin antara  Ame-
rika Serikat dan  Uni  Soviet beserta sekutu masing-masing. Hal ini, 
dengan sangat bagus, dirumuskan oleh Kahin demikian:
Bagi sebagian dari mereka [para pemimpin Indonesia], tindakan  Soviet 
itu lebih didorong oleh keinginan untuk mempermalukan  Amerika 
Serikat dan  Inggris sekaligus untuk mendapatkan landasan propaganda 
yang kuat dalam melawan keduanya. Jadi bukan oleh keinginan untuk 
membantu Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. 
Namun demikian, nyaris semua pemimpin Indonesia melihat  Amerika 
Serikat begitu terobsesi dengan keinginan untuk tidak memusuhi 
sekutu-sekutunya yang berasal dari  Eropa Daratan (Perancis, Belgia, 
dan juga Belanda). Amerika tidak ingin mengusik kepentingan 
kolonial mereka, meskipun suka berteriak-teriak tentang pentingnya 
menghormati prinsip kedaulatan nasional.78
Kecewa pada sikap dunia internasional, banyak pemimpin 
Indonesia mulai meragukan efektivitas strategi  diplomasi. Mereka 
mulai memikirkan perlunya menjalankan kembali strategi 
 perjuangan bersenjata demi tercapainya kemerdekaan penuh. 
Mereka menjadi semakin yakin bahwa satu-satunya cara untuk 
mendapatkan kemerdekaan adalah dengan melawan agresi militer 
Belanda serta dengan menunjukkan tekad dan kemampuan dalam 
menentang penjajah secara militer pula. Di bawah kepemimpinan 
Syarifuddin Prawiranegara, kepala Pemerintah Darurat Republik 
Indonesia, di Ibukota  RI sementara Bukit Tinggi, Sumatra Barat, 
dan diilhami oleh keyakinan yang tidak pernah lekang kepada 
para pemimpin yang ditahan, rakyat Indonesia segera melancarkan 




Sebagaimana disaksikan Kahin, yang berhasil mengunjungi 
kembali Yogyakarta pada tanggal 6-10 Januari 1949, dan Quentin 
Pope dari Chicago Tribune, yang mengunjungi Surakarta dan 
Madiun pada minggu yang sama, Belanda harus menghadapi 
perlawanan bersenjata yang serius dari pasukan Republik dan sikap 
non-kooperatif yang kuat dari rakyat Indonesia pada umumnya.79 
Gerakan-gerakan perlawanan itu begitu meluas sampai sebuah 
laporan  CIA meramalkan bahwa “sabotase lewat perang  gerilya akan 
terus meningkat dan akan memaksa Belanda untuk menyokong 
kekuatan militernya yang besar di Indonesia.” Dalam jangka 
pan jang, lanjut laporan tersebut, sokongan semacam itu “akan 
menunda sumbangan Belanda pada sistem pertahanan  Eropa 
Barat dan akan menguras keuangan Pemerintah Belanda.”80 Sejalan 
dengan apa yang diramalkan oleh laporan  CIA, taktik  perjuangan 
Indonesia sebenarnya juga ditujukan ke Washington, dengan 
maksud mendorong Washington agar mau menekan Belanda. 
Meskipun awalnya enggan untuk mengambil tindakan tegas 
atas situasi di Indonesia, akhirnya pada tanggal 28 Januari 1949 
Dewan Keamanan  PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang 
menyerukan gencatan senjata dan dibukanya kembali negosiasi 
antara Belanda dengan Republik Indonesia. Resolusi itu juga 
mengubah Komisi Jasa Baik menjadi Komisi  PBB untuk Indonesia 
( UNCI atau UNCFI, United Nations Commission for Indonesia) yang 
memiliki wewenang lebih besar.81 Namun demikian, tampaknya 
Departemen Luar Negeri A.S. tetap bertekad untuk meneruskan 
prioritas kebijakannya terhadap  Eropa Barat. Washington tetap 
merasa yakin bahwa melanjutkan bantuan kepada Belanda lewat 
Rencana Marshall tetap diperlukan untuk menjamin dukungan 
Negeri Kincir Angin itu terhadap kebijakan Perang Dingin A.S. 
di  Eropa. Dalam sebuah “nota pribadi” kepada Pejabat Perwakilan 
A.S. di  PBB, Phillip C. Jessup,  Dean Rusk secara terbuka mengakui 
bahwa Departemen Luar Negeri A.S. “sepenuhnya sadar bahwa 
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Belanda salah ketika melancarkan aksi militer”, tetapi “A.S. tidak 
berencana untuk meninjau kembali masalah kekuasaan Belanda 
atas Indonesia.”82 
Namun demikian tak lama kemudian Departemen Luar Negeri 
A.S. segera mendapat tekanan yang semakin kuat untuk mengubah 
sikapnya itu. Pada tanggal 22 Desember para pejabat Administrasi 
Kerja Sama Ekonomi ( ECA, Economic Co-operation Administration) 
mengumumkan penangguhan pengucuran dana untuk penguasa 
Belanda di Indonesia dan penangguhan itu “berlaku segera”.83 Pada 
tanggal 7 Februari 1949 Senator Owen Brewster, bersama para 
senator lain dari Partai Republik, mengajukan sebuah resolusi yang 
menyerukan dihentikannya bantuan keuangan A.S. kepada Belanda 
sampai negara itu menghentikan tindakan kekerasannya terhadap 
Republik Indonesia dan membuka kembali negosiasi dengan para 
pemimpinnya, sebagaimana disyaratkan dalam resolusi  PBB tanggal 
28 Januari 1949.84 Sementara itu gerakan perlawanan Republik 
Indonesia terus menunjukkan keberhasilannya dalam merebut 
kembali wilayah-wilayah yang diduduki Belanda.85 Keberhasilan 
tersebut  memperlihatkan kepada dunia luar kemampuan tempur 
yang dimiliki Republik serta tekad untuk meraih kemerdekaan 
secara penuh. Lebih jauh hal itu mengisyaratkan bahwa meskipun 
telah melancarkan aksi-aksi militer dengan beaya mahal—dari segi 
fi nansial maupun dari segi korban jiwa—Belanda tetap saja tidak 
berhasil memaksakan kehendaknya atas negeri bekas jajahannya.
Berkat adanya perkembangan terbaru ini dan oleh karena 
adanya tekanan yang semakin kuat dari Konggres, akhirnya Menteri 
Luar Negeri A.S. yang baru, Dean  Acheson, memberitahu Menteri 
Luar Negeri Belanda yang tengah berkunjung ke A.S., Dirk Stikker, 
pada tanggal 31 Maret bahwa  Amerika Serikat mengharapkan suatu 
penyelesaian yang damai dan cepat atas situasi di Indonesia.86 Pada 
tanggal 14 April 1949, kedua belah pihak bertemu di Jakarta di 
bawah pengawasan  UNCI. Delegasi Republik Indonesia dipimpin 
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oleh  Mohammad Roem, sedangkan delegasi Belanda diketuai oleh 
J.H. van Royen. Ketika proses negosiasi tersebut hampir mencapai 
jalan buntu, Merle Cochran, perwakilan A.S. untuk  UNCI, secara 
lisan mencoba meyakinkan para pemimpin Republik bahwa jika 
mereka mau memberi konsesi kepada Belanda, mereka akan dapat 
mengharapkan bantuan ekonomi Amerika yang lebih besar setelah 
proses pengalihan kekuasaan terlaksana.87 Di bawah tekanan dan 
jaminan seperti itu pada tanggal 7 Mei 1949 delegasi Indonesia 
setuju untuk menandatangani Perjanjian  Roem-Roijen yang 
ketetapannya antara lain menyatakan: (a) akan dihentikannya 
perang  gerilya; (b) kesediaan Republik untuk bekerja sama dengan 
Belanda dalam memelihara ketertiban dan keteraturan; serta (c) 
kesepakatan untuk berpartisipasi di dalam sebuah konferensi 
meja bundar yang tujuannya adalah mendiskusikan pengalihan 
kekuasaan kepada Republik Indonesia Serikat.88 Konferensi 
tersebut, yang rencananya akan digelar di Den Haag, akan dihadiri 
oleh para delegasi dari Belanda, Republik Indonesia, negara-negara 
serikat bentukan Belanda (dikenal sebagai  BFO, yang anggota-
anggotanya juga disebut “Federalis”), dan negara-negara anggota 
 UNCI.89
Banyak pemimpin Indonesia, terutama yang duduk di 
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, merasa kecewa atas 
perjanjian tersebut. Mereka curiga, perjanjian itu ditandatangani di 
bawah tekanan kuat  Amerika Serikat. Meskipun begitu Pemerintah 
Darurat tetap memerintahkan dihentikannya perang  gerilya yang 
dilancarkan kekuatan bersenjata Republik. Pada tanggal 6 Juli 
 Bung Karno dan para pemimpin Republik yang lain kembali 
ke Yogyakarta, disambut lautan manusia yang penuh sukacita. 
Sambutan yang luar biasa itu menunjukkan kepada Belanda dan 
negara-negara serikat bentukan Belanda bahwa rakyat Indonesia 
tetap teguh dalam keyakinan dan dukungan mereka kepada para 
pemimpin itu.90 Tidak lama setelah perjanjian gencatan senjata 
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antara Belanda dan Republik Indonesia tercapai pada tanggal 1 
Agustus, para delegasi Konferensi Meja Bundar bertolak menuju 
Den Haag. Delegasi Republik dipimpin oleh Perdana Menteri 
Hatta, sementara delegasi Federalis dikepalai oleh Sultan Hamid II 
dari Kalimantan Barat. Merle Cochran, perwakilan Amerika untuk 
 KJB, juga bertolak ke Belanda untuk mewakili  Amerika Serikat 
sebagai salah satu anggota  UNCI. Chochran adalah seorang pejabat 
karir di Departemen Luar Negeri A.S. yang menggantikan Coert 
DuBois sebagai perwakilan A.S. di  KJB pada tanggal 13 Juli 1948. 
Ia dikenal pro-Belanda.91
KMB dan Upaya Menarik Indonesia 
Ketika dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949,  Amerika Serikat 
sangat berharap bahwa Konferensi Meja Bundar (KMB) Den Haag 
akan menghasilkan penyelesaian yang tuntas atas konfl ik Indonesia-
Belanda. “A.S. sangat berkepentingan dengan hasil akhir dari 
kontroversi ini dan pada kesepakatan damai yang dicapai di Den 
Haag,” ungkap Menteri Luar Negeri A.S. Dean  Acheson kepada 
delegasi Amerika dalam konferensi itu.92  Acheson  melanjutkan, 
sebaliknya gagalnya konferensi itu akan membahayakan kebijakan 
Perang Dingin A.S. Katanya: “Kecuali bahwa suatu penyelesaian 
damai yang baik, yang hingga batas-batas tertentu memberi ruang 
bagi aspirasi rakyat Indonesia, disepakati oleh kedua belah pihak 
[yang berseteru], Asia Tenggara dan Indonesia akan menjadi lebih 
rentan terhadap ekspansi komunis.” Mengutip retorika Perang 
Dingin, dia mengingatkan delegasinya bahwa “bahaya ini akan 
menjadi sumber masalah yang besar bagi A.S. dan negara-negara 
non-komunis.”93 Di luar itu semua tampak bahwa Menteri Luar 
Negeri A.S. tersebut benar-benar ingin mendukung  perjuangan 
Indonesia, sekaligus berharap bahwa sebuah negara Indonesia 
yang sungguh-sungguh  merdeka akan lahir dari konferensi Den 
Haag.94 Dia juga mengharapkan bahwa struktur dan jalannya roda 
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pemerintahan Indonesia nantinya akan ditentukan oleh rakyat 
Indonesia sendiri, dan bukan oleh pihak lain mana pun.
Pernyataan Asisten Menteri Luar Negeri  Dean Rusk menjelang 
KMB mengisyaratkan suatu perubahan sikap pemerintahan Truman 
terhadap  perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun dalam 
kebijakan-kebijakannya pada waktu sebelumnya pemerintahan 
Truman secara umum cenderung memihak kepentingan Belanda, 
kini tampaknya mulai bersedia mendukung suatu penyelesaian 
langgeng yang akan memuaskan rakyat Indonesia. Sekarang 
pemerintahan Truman bertekad untuk turut  menyelesaikan 
perseteruan antara Belanda dan Indonesia dengan cara mengakui 
kemerdekaan Indonesia dan membiarkan Indonesia menata masa 
depannya sendiri sebagai negara baru. Menarik untuk dicatat 
bahwa perubahan kebijakan semacam itu sangat berbeda dari 
yang ditunjukkan pemerintahan yang sama kepada bangsa-
bangsa bekas koloni lain yang saat itu juga tengah berjuang demi 
kemerdekaan. Di kawasan Indocina, misalnya, pemerintahan 
Truman sepenuhnya mendukung kehadiran militer Perancis di 
Vietnam. Bahkan semakin hari keterlibatan politik dan militer A.S. 
sendiri semakin jauh. Washington khawatir bahwa kalau dibiarkan, 
Vietnam akan menjadi komunis menyusul kejatuhan rezim  Chiang 
Kai-shek di Cina pada tahun 1949.95 Dalam berhadapan dengan 
Indonesia pemerintahan Truman mengambil sikap yang berbeda. 
Pemerintahan itu kini ingin menyaksikan rakyat Indonesia sungguh 
bebas dan berdaulat.
Dalam kaitannya  dengan soal kehadiran A.S. dalam KMB, 
Menteri  Acheson menetapkan sebuah pedoman yang mengatur 
bahwa perhatian utama Amerika adalah “membantu memastikan 
bahwa tidak ada sesuatu pun yang menghalangi terlaksananya 
negosiasi yang cepat,” yang tujuannya adalah peralihan kekuasaan 
dari Belanda ke Indonesia.96 Namun demikian, dalam kenyataannya 
selama konferensi berlangsung, perwakilan Amerika Merle Cochran 
75
 Amerika Serikat, dari Agresi Pertama hingga ...
melangkah lebih jauh dari pedoman tersebut dengan maksud 
melindungi posisi Belanda. Tindakan ini menjadi sangat kentara 
ketika konferensi tersebut nyaris menemui jalan buntu di tiga soal 
penting: pengalihan tanggung jawab hutang kolonial, bentuk Uni 
Indonesia-Belanda, dan status  Irian Barat.97
Mengenai soal hutang kolonial, Belanda menuntut bahwa 
negara Indonesia yang baru—secara resmi disebut Republik 
Indonesia Serikat ( RIS) atau Republic of United States of Indonesia 
(RUSI)—berkewajiban menanggung seluruh hutang pemerintah 
 Hindia Belanda yang jumlahnya mencapai 6,1 miliar gulden (atau 
setara dengan 1,73 miliar dolar A.S.).98 Atas tuntutan itu delegasi 
Indonesia menyatakan setuju untuk menanggung hutang  Hindia 
Belanda sebelum tahun 1945, tetapi menolak untuk menanggung 
hutang setelah tahun 1945, sebab menurut mereka sebagian besar 
pengeluaran Belanda setelah 1945 digunakan untuk menumpas 
 perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perdebatan soal hutang ini 
berjalan sangat alot dan nyaris menggagalkan seluruh konferensi. 
Melihat adanya bahaya itu Cochran melangkahi kapasitasnya 
sebagai delegasi  UNCI dan memutuskan untuk turut campur 
tangan. Setelah meyakinkan Belanda bahwa dia akan mendukung 
posisi mereka, Cochran lantas menekan Indonesia supaya 
menerima tuntutan Belanda itu.99 Karena takut bahwa menolak 
usulan Cochran bisa berarti hilangnya harapan untuk memperoleh 
bantuan ekonomi Amerika setelah diadakan peralihan kekuasaan, 
delegasi Indonesia mengalah. Mereka sepakat untuk menanggung 
hutang  Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden atau sekitar 1,3 
miliar dolar A.S.100
Tentang masalah Uni Indonesia-Belanda, delegasi Belanda 
mengusulkan supaya Ratu Belanda dan para penerusnya menjadi 
kepala Uni. Delegasi Indonesia menolak usulan tersebut. Mereka 
menuntut supaya Ratu “tidak memegang fungsi apapun baik 
dalam arti hukum internasional maupun konstitusional.”101 Ketika 
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kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan, Cochran sekali lagi 
memutuskan untuk melakukan campur tangan. Dia mengajukan 
rumusan kompromi yang menyatakan bahwa “Kepala Uni menjadi 
simbol dan perwujudan kerja sama yang sifatnya sukarela dan ber-
kesinambungan antara para anggota Uni.”102 Rumusan ini akhir nya 
diterima oleh seluruh delegasi.
Mengenai masalah krusial yang ketiga, yakni masalah status 
dan masa depan  Irian Barat, Belanda bersikeras supaya wilayah 
ini tidak diikutsertakan di dalam proses peralihan kekuasaan. 
Alasannya, karena secara etnis, kultural maupun religius  Irian 
Barat sama sekali berbeda dari wilayah-wilayah lain dari kepulauan 
Indonesia.103 Dengan mengutip perjanjian Linggajati dan Renville, 
delegasi Indonesia menegaskan bahwa tuntutan Belanda itu tidak 
dapat diterima.104 Ketika pihak-pihak yang bersengketa hampir 
mencapai jalan buntu terkait masalah ini, Cochran mengajukan 
sebuah rumusan di mana  Irian Barat akan tetap berada di bawah 
wewenang Belanda, tetapi dalam kurun waktu satu tahun setelah 
peralihan kekuasaan, akan diadakan perundingan lagi untuk 
menentukan status fi nal wilayah tersebut.105 Meski kecewa dengan 
kompromi tersebut, delegasi Indonesia terpaksa menerimanya, 
sekali lagi karena takut bahwa menolak usulan Cochran akan berarti 
hilangnya harapan untuk memperoleh bantuan ekonomi Amerika 
di masa mendatang.
Setelah tiga hambatan utama tersebut diatasi, pada tanggal 
2 November 1949 delegasi Belanda, Republik Indonesia, dan 
negara-negara boneka buatan Belanda ( BFO) menandatangani 
Perjanjian Den Haag yang menetapkan bahwa Belanda akan 
menyerahkan kedaulatan atas bekas koloninya (kecuali  Irian Barat) 
kepada Republik Indonesia Serikat.106 Pada tanggal 27 Desember 
1949, dalam sebuah upacara yang secara bersamaan dilaksanakan 
di Den Haag dan di Jakarta, dilakukan peralihan kekuasaan 
secara resmi dari Belanda kepada Indonesia.107 Pada tanggal 28 
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Desember 1949  Bung Karno—yang pada tanggal 16 Desember 
telah terpilih sebagai Presiden  RIS—meninggalkan Yogyakarta dan 
kembali dengan penuh kemenangan ke Jakarta, ibukota Republik 
Indonesia Serikat yang baru.108 Setelah berabad-abad berada di 
bawah kekuasaan kolonialisme, setelah beberapa tahun merunduk 
di bawah pemerintah pendudukan, dan setelah menempuh 
 perjuangan kemerdekaan yang memadukan strategi  diplomasi dan 
strategi  perjuangan bersenjata, kini rakyat Indonesia secara resmi 
telah menjadi  merdeka dan berdaulat. Menyusul pengakuan A.S. 
terhadap kemerdekaan Indonesia,  H. Merle Cochran diangkat 
menjadi Duta Besar pertama Amerika untuk  RIS.109  
Sementara pemerintahan Truman sedang berusaha membangun 
hubungan yang lebih erat dengan  RIS, Indonesia sendiri mengalami 
perubahan politik yang sangat cepat. Sebagian besar rakyat 
Indonesia segera menyadari bahwa bentuk pemerintahan serikat 
adalah semata-mata buatan Belanda, dan karenanya merupakan 
kelanjutan dari masa kolonial. Oleh karena itu mereka berusaha 
kembali ke bentuk negara kesatuan sebagaimana dicita-citakan 
dalam Proklamasi Kemerdekaan 1945.110 Pada tanggal 19 Mei 
1950, para pemimpin  RIS dan Republik Indonesia sepakat untuk 
membentuk sebuah negara kesatuan.111 Ketika bangsa Indonesia 
merayakan ulang tahun kelima Proklamasi Kemerdekaan tanggal 
17 Agustus 1950, pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan 
secara resmi dinyatakan. Negara baru tersebut dinamakan Republik 
Indonesia, sebuah nama yang dimaksudkan untuk menghormati 
Republik lama, yang telah menunjukkan tekad dan pengorbanan 
yang besar dalam  perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. 
Insinyur (Ir.)  Sukarno dipilih sebagai Presiden dan Dr.  Mohammad 
Hatta sebagai Wakil Presiden. Jakarta ditetapkan sebagai ibukota 
Republik Indonesia yang baru.
Terhadap perkembangan yang sangat cepat yang terjadi di 
Indonesia itu semula pemerintahan Truman memilih untuk 
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bersikap netral. Namun demikian, karena kurang bisa menangkap 
semangat nasionalisme Indonesia, ditambah dengan pandangan 
yang terpatok kuat bahwa dunia merupakan suatu medan pertem-
puran Perang Dingin antara “Blok  Soviet” dan “Blok Barat”, para 
pejabat pemerintahan Truman perlahan-lahan mulai menilai-
ulang kebijakan netral mereka terhadap Indonesia. Menyusul 
kemenangan Komunisme di Cina pada tahun 1949 dan pecahnya 
Perang Korea pada tahun 1950, mereka takut bahwa Indonesia akan 
segera menjadi sasaran kekuatan komunis di Asia Tenggara untuk 
ditaklukkan. Selanjutnya ketakutan bahwa Indonesia akan “jatuh” 
ke dalam pelukan komunis mendominasi kebijakan pemerintahan 
Truman atas Indonesia selama tahun-tahun sisa masa jabatannya. 
Akibatnya, meskipun Hatta telah menyatakan bahwa di dalam 
kebijakan luar negerinya Republik Indonesia akan menganut politik 
bebas-aktif, pemerintahan Truman tetap saja mencoba menarik 
Indonesia supaya berpihak pada Amerika dalam Perang Dingin.
Tidak seperti keengganannya ketika mendukung Indonesia 
mem per juangkan kemerdekaan, pemerintahan Truman kini sangat 
antusias untuk membantu. Antusiasme itu dimaksudkan untuk 
mempengaruhi Indonesia supaya bergabung dengan Blok Barat 
dalam permusuhannya melawan Blok  Soviet.112 Namun demikian, 
para pemimpin  RI bertekad untuk tetap bersikap netral di dalam 
konflik Perang Dingin dan akan bersikap hati-hati terhadap 
setiap  tawaran bantuan asing. Sebagai misal, pada Oktober 1950, 
mereka memutuskan untuk tidak menerima bantuan militer 
Amerika di bawah Program Bantuan Pertahanan Bersama (Mutual 
Defense Assistance Program) karena khawatir bila bantuan itu 
diterima mereka akan mengkhianati nasionalisme Indonesia dan 
akan membahayakan politik bebas-aktif yang selama ini sudah 
dianut.113
Namun, pemerintahan Truman tidak mau menyerah. Menyu-
sul pelantikan kabinet anti-komunis yang pro-Barat yang dipimpin 
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oleh Perdana Menteri  Sukiman  Wiryosanjoyo pada bulan April 
1951, pemerintahan Truman berusaha membangun hubungan-
hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Indonesia di 
bawah Ketetapan Keamanan Bersama (Mutual Security Act) tahun 
1951.114 Upaya ini gagal. Lebih dari itu, upaya tersebut bahkan 
turut menyebabkan jatuhnya kabinet Sukiman. Jatuhnya kabinet 
Sukiman itu menandai usaha besar terakhir pemerintahan Truman 
untuk menarik Indonesia ke kubu Amerika dalam Perang Dingin. 
Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa Amerika tidak lagi 
berupaya menarik Indonesia ke kubunya. Usaha lebih besar akan 
dilakukan oleh Amerika setelah masa pemerintahan Presiden 
Truman berakhir dan diganti oleh Presiden yang baru, yakni 
Presiden  Dwight D. Eisenhower.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pertahanan militer. McMahon, 319. Lihat juga, “Indonesia: Information Desired by 
Survey Mission,” sebuah lampiran surat Duta Besar  H. Merle Cochran kepada John 
F. Melby, 28 September 1950. Papers of John F. Melby, 1950 (Chronological File), 
Mei-Desember. Box 12, Folder: Melby—Chron. File 1950 (Sept. 16-30), Truman 
Library. Mengenai hasil survei tersebut, silakan lihat G.B. Erskine, Mayor Jenderal, 
USMC, “Military Group Joint MDAP Survey Mission to Southeast Asia, Summary 
Report no. 5, Jakarta, Indonesia, 24 October 1950.” Papers of John F. Melby, 1950 
(Chronological File), Mei-Desember, Box 12, Folder: Melby—Chron. File, 1950 
(Oct). Truman Library.
113  Lihat surat Cochran kepada Menteri Luar Negeri A.S., Jakarta 10 Oktober 1950, 
dalam Papers of John F. Melby, 1950 (Chronological File), Mei-Desember. Folder: 
Melby—Chron. File, 1950 (Oct.) Truman Library, Box. 12. Lihat juga “Summary 
of Telegrams. Indonesia,” 11 Oktober 1950, Papers of  Harry S. Truman, Naval Aide 
Files, Box 12, Folder: State Department Briefs, Agustus-Oktober 1950, Truman 
Library. Untuk pandangan Hatta mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, silakan 
lihat  Mohammad Hatta, “Indonesia’s Foreign Policy,” Foreign Affairs, vol. XXXI, no. 
3 (April 1953), 440-452.
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114  Pada bulan Januari 1952, dengan dukungan Departemen Luar Negeri A.S., Duta 
Besar Cochran hampir mencapai sebuah kesepakatan rahasia mengenai pakta 
keamanan bersama dengan Menteri Luar Negeri kabinet Sukiman, Ahmad Subarjo. 
Namun, beberapa saat sebelum ditandatangani, kesepakatan tersebut terkuak oleh 
publik. Timbullah gelombang kritik di masyarakat, yang melihatnya sebagai sebuah 
pengkhianatan terhadap nasionalisme Indonesia dan netralitasnya dalam masalah-
masalah internasional. Kesepakatan itu akhirnya tidak jadi ditandatangani, dan 













Ngomong-omong, dengan uang beberapa juta dolar, kira-
kira huru-hara apa yang kita bisa timbulkan di Indonesia 
sekiranya negara itu makin condong ke kubu Komunis?
Presiden Dwight D. Eisenhower1
KETIKA  Dwight D. Eisenhower mengawali tugasnya untuk masa-
jabatan kepresidenan yang pertama tahun 1953, pemerintahannya 
melanjutkan kebijakan Perang Dingin melawan kubu Komunis 
Sino- Soviet warisan pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan 
Presiden Truman. Upaya membendung laju penyebaran komunisme 
di dunia tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri Amerika di 
ba wah Presiden Eisenhower. Namun demikian, berbeda dengan 
pemerintahan Truman, pemerintahan Eisenhower dengan tegas 
meman dang sikap netral dalam percaturan internasional tidak dapat 
diterima. Lain dengan pendahulunya, kebijakan membendung 
laju komunisme yang ditempuh pemerintahan Eisenhower tidak 
sebatas pada langkah-langkah politik dan ekonomi sebagaimana 
yang dijalankan oleh pemerintahan Truman atas Yunani dan 
Turki pada tahun 1947. Kebijakan yang ditempuh pemerintahan 
Eisenhower ingin mencakup penggunaan kekuatan militer. Lebih 
dari itu, Eisenhower dan pemerintahannya ingin secara eksplisit 
memperluas jangkauan geografis kebijakan Amerika hingga 







Sikap Netral terhadap Indonesia
Ketika merumuskan kebijakan luar negeri Amerika selama masa 
jabatannya yang pertama, Presiden Eisenhower amat dipengaruhi 
oleh para perumus kebijakan luar negeri yang cara berpikirnya 
adalah cara berpikir Perang Dingin. Mereka itu antara lain Wakil 
Presiden  Richard M. Nixon, Menteri Luar Negeri  John Foster 
Dulles, dan Direktur Central Intelligence Agency ( CIA)  Allen W. 
Dulles. Apapun fungsi dan posisi orang-orang itu, mereka semua 
memandang dunia sebagai sebuah “arena” yang secara ideologis 
terbelah dua, yakni kubu Komunis yang dipimpin oleh  Uni  Soviet 
dan  Republik Rakyat Cina, dan negara-negara “Free World” (Dunia 
Bebas) yang berada di bawah pimpinan  Amerika Serikat. Mereka 
percaya bahwa tujuan utama kebijakan luar negeri Amerika adalah 
membendung pesatnya penyebaran komunisme di mana pun 
komunisme berada. Mereka juga sama-sama yakin bahwa dalam 
Perang Dingin, yang telah membuat dunia terbelah dua itu, sikap 
netral adalah “amoral”. Di mata mereka, sikap netral dalam konteks 
Perang Dingin hanya akan menguntungkan Blok Komunis, dan 
oleh karena itu negara mana pun yang menjalankan politik luar 
negeri yang netral berarti sedang menentang  Amerika Serikat dan 
sekutu-sekutunya.2
Ketika merumuskan kebijakan-kebijakannya terhadap 
Indonesia, Presiden Eisenhower juga mendapatkan saran dari 
para penasehat kebijakan luar negeri yang memfokuskan diri pada 
wilayah-wilayah tertentu, seperti misalnya  Hugh S. Cumming, 
Jr. Seorang diplomat karir, Cumming menjadi Duta Besar A.S. 
untuk Indonesia mulai tanggal 3 September 1953 hingga tanggal 
3 Maret 1957. Ia menggantikan  H. Merle Cochran, Duta Besar 
pertama Amerika untuk Indonesia.3 Selain itu Eisenhower juga 
mendengarkan saran dan masukan dari para pejabat Departemen 
Luar Negeri A.S. seperti Asisten Menteri Luar Negeri  Walter 
S. Robertson. Meskipun demikian, seiring dengan berjalannya 
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waktu akan menjadi jelas—terutama pada masa jabatan yang 
kedua—bahwa Presiden Eisenhower tidak selalu mendengarkan 
staf kedutaan Amerika di Jakarta atau para pakar tentang Indonesia 
dari Departemen Luar Negeri. Resminya kebijakan luar negeri 
Eisenhower didasarkan pada masukan dari kalangan militer dan 
sipil Dewan Keamanan Nasional (NSC,  National Security Council), 
namun dalam praktek,  perumusan kebijakan terhadap Indonesia 
Sang Presiden semakin dipengaruhi oleh Dulles bersaudara. 
Sebagaimana dikatakan oleh Paul F. Gardner, “mengenai isu-isu 
Indonesia, ... Menteri Luar Negeri  John Foster Dulles dan adiknya 
Allen Welsh Dulles, yang adalah Direktur  CIA, hampir selalu 
menjadi penentu dalam pengambilan keputusan.”4 
Tidak ingin mengulangi kegagalan pemerintahan Truman pada 
tahun 1952 dalam upayanya untuk menarik Indonesia ke pihak 
Amerika, pemerintahan Eisenhower berusaha menghindari campur 
tangan yang tidak perlu atas politik dalam negeri Indonesia.5 Para 
pejabat pemerintahan Eisenhower lebih ingin mengikuti dengan 
saksama rekomendasi Duta Besar Amerika untuk Indonesia dari 
masa pemerintahan sebelumnya, yakni Merle Cochran, yang sesaat 
sebelum mengakhiri tugasnya sempat berpesan: 
Kita perlu menunjukkan sikap sabar penuh pengertian, meskipun 
memang perlu juga bersikap tegas. Itu semua penting, kalau kita 
memang ingin ... membantu Indo[nesia] yang kini sedang berusaha 
sungguh-sungguh untuk memahami posisi kita sebagai negara 
adikuasa. Kita tidak boleh terlalu memaksa Indo[nesia] agar masuk 
ke kubu kita. Terhadap keinginan macam itu kita mesti selalu 
mempertimbangkan untung/ruginya.6
Berdasarkan peringatan macam itu pemerintahan Eisenhower 
menganut garis politik non-intervensi terhadap Indonesia. 
Eisenhower dan orang-orangnya percaya bahwa selama masih meng-
andal kan negara-negara Barat sebagai partner dagang utamanya, 
Indonesia tidak akan gampang terbujuk untuk mengikuti kubu 
 Soviet.7 Garis politik non-intervensi itu antara lain tercermin 
dalam sikap pemerintahan Eisenhower terhadap masalah  Irian 
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Barat. Sebagaimana diketahui, pemerintah  RI menentang ketetapan 
Konferensi Meja Bundar Den Haag bahwa Belanda memiliki hak 
untuk menguasai wilayah tersebut. Indonesia mengklaim bahwa 
 Irian Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Republik dan oleh 
karena itu  Irian Barat harus “kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi”. 
Ketika  Bung Karno meminta dukungan Amerika untuk klaim 
tersebut, pemerintahan Eisenhower menolak.  Amerika Serikat 
mengambil posisi resmi netral.8 Demikian pula ketika pemerintah 
Indonesia membawa kasus tersebut ke Perserikatan Bangsa-bangsa. 
Pemerintahan Eisenhower memilih untuk bersikap abstain dalam 
pemungutan suara untuk menentukan apakah kasus  Irian Barat 
akan dimasukkan dalam agenda Majelis Umum  PBB atau tidak.9
Dari Sikap Netral ke Intervensi
Salah satu faktor yang mendorong kemenangan Eisenhower dari 
Partai Republik dalam pemilihan presiden A.S. tahun 1952 adalah 
kekecewaan rakyat Amerika atas “jatuh”-nya Cina ke tangan 
komunis di bawah pimpinan Mao Zedong pada tahun 1949. 
Padahal selama berada di bawah kekuasaan rejim Nasionalis, 
Cina merupakan sekutu dekat  Amerika Serikat di Asia. Banyak 
orang Amerika merasa bahwa pemerintahan Truman—dan dalam 
arti tertentu seluruh Partai Demokrat—bertanggung jawab atas 
ketidakmampuan mempertahankan pemerintahan Nasionalis 
 Kuomintang pimpinan Chiang Kai-sek sehingga Cina diambil 
alih dan dikuasai oleh kelompok komunis. Presiden Eisenhower 
dan pemerintahannya sadar bahwa persepsi macam itu telah turut 
menyumbang bagi kemenangan Partai Republik dalam Pemilu 
AS tahun 1952. Selama masa kampanye Partai Republik berdiri 
di belakang Senator Joseph McCarthy dan para pendukungnya 
dalam menyerang pemerintahan Presiden Truman dari Partai 
Demokrat dan menganggapnya “lunak terhadap komunisme”. 
Pemerintahan Truman dipandang bertanggung jawab atas “hilang”-
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nya Cina dari kubu Free World. Selama masa kampanye, Partai 
Republik memanfaatkan kekhawatiran rakyat Amerika bahwa 
pemerintahan  Roosevelt-Truman telah membuka pintu bagi 
“subversi komunis” dalam pemerintahan A.S. maupun negara-
negara yang pro-A.S. Banyak orang Amerika percaya bahwa di 
bawah Partai Republik Amerika akan bersikap lebih tegas dan keras 
terhadap komunisme.
Setelah memenangkan pemilihan presiden dan sepenuhnya 
menjalankan roda pemerintahan Amerika, pemerintahan 
Eisenhower, berikut para politisi Partai Republik pada umumnya, 
ditantang untuk “membuktikan diri” bahwa mereka sanggup 
membendung laju penyebaran komunisme internasional. Mengacu 
pada “pelajaran dari Cina”, mereka kini menyadari bahwa 
kegagalan dalam mencegah jatuhnya suatu negara non-komunis 
ke tangan komunis (khususnya di Asia) dapat mengakibatkan 
hilangnya kepercayaan dan dukungan publik Amerika. Kegagalan 
macam itu akan dapat membuat masyarakat Amerika menilai 
mereka sebagai “sama lunaknya” dengan Partai Demokrat dalam 
menghadapi komunisme. Mudah dimengerti, keinginan untuk 
mempertahankan negara-negara non-komunis supaya tidak jatuh 
ke tangan komunis menjadi landasan utama bagi politik luar negeri 
pemerintahan Eisenhower, terutama terhadap Asia.
Pada tingkat internasional, awal masa jabatan Eisenhower 
yang pertama ditandai dengan munculnya perkembangan baru 
dalam ketegangan Perang Dingin. Pada bulan Januari 1953, kantor 
berita resmi  Soviet TASS mengumumkan berita tentang adanya 
apa yang disebut sebagai “komplotan dokter”, di mana menurut 
TASS sekelompok dokter yang disponsori oleh Amerika dan 
Yahudi telah bersekongkol untuk membunuh beberapa pemimpin 
 Soviet. Sementara itu meninggalnya pemimpin  Soviet Joseph V. 
Stalin dalam usia tujuh puluh tiga tahun pada tanggal 5 Maret 
1953 telah menciptakan semacam ketidakpastian mengenai arah 
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 Uni  Soviet selanjutnya. Georgi M. Malenkov, anak didik sekaligus 
pewaris setia Stalin, menggantikannya sebagai Premier (ketua 
Dewan Menteri) dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Namun 
demikian, pada 14 Maret Malenkov dipaksa untuk menyerahkan 
jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal partai kepada seorang 
politikus kawakan  Nikita S. Khrushchev. Manuver Khrushchev 
sendiri menunjukkan adanya suatu perebutan kekuasaan yang 
sedang berlangsung dalam kepemimpinan tertinggi  Soviet.10 
Kemudian, pada tanggal 10 Maret, sebuah pesawat tempur jet 
Amerika ditembak jatuh oleh dua pesawat tipe MIG-15 milik 
Cekoslowakia di wilayah udara Jerman Barat.11 Pada tanggal 16 
April 1953, dalam pidatonya kepada Asosiasi Editor Surat Kabar 
Amerika (American Society of Newspapers Editors) di Washington, 
Presiden Eisenhower menyampaikan sejumlah usulan bagi para 
pemimpin  Soviet agar menunjukkan niat baik memperjuangkan 
perdamaian dunia, termasuk “perdamaian yang langgeng” di Asia.12 
Menanggapi pidato tersebut, surat kabar resmi  Soviet, Pravda, 
memuat sebuah artikel yang intinya mempertanyakan ketulusan 
usulan Eisenhower dalam pidatonya itu.13
Selain itu semua pemerintahan Eisenhower juga baru saja 
mengakhiri keterlibatan Amerika di dalam pertempuran melawan 
komunis dalam Perang Korea. Pengalaman pemerintahan 
Eisenhower dalam mengakhiri Perang Korea turut mempengaruhi 
perubahan dalam politiknya terhadap Indonesia. Sebelumnya, 
pada masa kepresidenan Truman, para pejabat di Washington telah 
memandang serangan Korea Utara yang komunis atas Korea Selatan 
yang pro-Barat pada bulan Juni 1950 sebagai semacam peringatan 
bahwa mereka harus makin waspada. Bagi mereka Perang Korea 
menunjukkan bahwa kekhawatiran atas menyebarluasnya komunis-
me di Asia bukan lagi sekedar sebuah teori politik, melainkan suatu 
realitas militer. Pemerintahan Eisenhower memang berhasil dalam 
menyelesaikan konfl ik itu melalui gencatan senjata yang disepakati 
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pada Juli 1953. Namun demikian perang tersebut merupakan 
sebuah peringatan bahwa bila kebijakan antikomunis Amerika di 
Asia tidak diperkuat, negara-negara lain bisa ikut jatuh ke Blok 
Komunis.14 Indonesia tak terkecuali.
Keterlibatan A.S. di Indocina, khususnya di Vietnam, juga 
turut mempengaruhi perubahan politik luar negeri pemerintahan 
Eisenhower terhadap Indonesia. Bulan-bulan pertama pemerintahan 
Eisenhower ditandai dengan makin lemahnya kekuasaan 
pemerintah kolonial Perancis atas Vietnam, sekaligus makin 
meningkatnya kekuatan kelompok nasionalis-komunis lokal. 
Kekalahan Perancis dalam pertempuran Dien Bien Phu pada 
bulan Mei 1954 berikut penandatanganan Perjanjian Jenewa pada 
bulan Juli tahun yang sama mendorong perubahan besar dalam 
keterlibatan A.S. di Vietnam. Tak lama setelah penandatanganan 
Perjanjian Jenewa pemerintahan Eisenhower memutuskan untuk 
terlibat langsung di Vietnam dan menggantikan Perancis sebagai 
kekuatan militer asing di negeri tersebut. Pemerintahan Eisenhower 
bertekad untuk menghadang laju penyebaran komunisme dari 
utara dengan mendirikan sebuah pemerintahan non-komunis di 
bagian selatan negeri itu.15 Dalam kaitannya dengan Indonesia, 
para pejabat dalam pemerintahan Eisenhower sadar, sementara 
Cina dan Korea cukup jauh, Vietnam lebih dekat letaknya. Artinya, 
konfl ik antara kekuatan komunis dan non-komunis di Vietnam 
dapat dengan mudah meluas ke Indonesia. Kebetulan waktu itu 
Indonesia dipimpin oleh tokoh-tokoh politik yang berhaluan kiri 
dan memiliki sebuah partai Komunis yang mendapat dukungan 
luas. Bagi mereka, membiarkan Indonesia menentukan sendiri 
politik luar negerinya berarti membuat negeri ini rentan terhadap 
komunisme internasional.
Para pejabat urusan luar negeri pemerintahan Eisenhower 
per caya bahwa sebenarnya kemenangan komunis di Cina dapat 
dimini malisir seandainya pemerintahan Truman mempunyai 
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pandangan yang lebih realistik atas masalah-masalah Cina. 
Menurut mereka, Pemerintahan Truman terlalu sibuk menekankan 
“kesatuan teritorial Cina” ketika pemerintah Nasionalis Cina 
tengah berhadapan dengan ancaman kekuatan komunis. Kesatuan 
teritorial Cina memang dapat diselamatkan, masih menurut 
mereka, tetapi hanya demi keuntungan kubu komunis yang 
akhirnya merebut seluruh wilayah Cina kecuali Taiwan. Menteri 
Luar Negeri A.S. dalam pemerintahan Eisenhower,  John Foster 
Dulles, membahasakannya demikian: “Kesatuan teritorial Cina 
terlanjur menjadi semacam semboyan yang dijunjung tinggi. 
Dan kita memang mampu mempertahankan kesatuan teritorial 
Cina. [Tetapi] demi keuntungan siapa? Demi keuntungan kubu 
Komunis.”16 Para pejabat pemerintahan Eisenhower berpendapat 
bahwa semestinya  Amerika Serikat mendorong  Chiang Kai-shek 
memusatkan kekuatan pemerintahan Nasionalisnya di wilayah-
wilayah yang paling mudah untuk dipertahankan. Sementara itu 
wilayah-wilayah yang dirasa sulit dipertahankan biar saja dikuasai 
oleh kelompok komunis, untuk nantinya direbut kembali. Bagi 
mereka, alih-alih menekankan kesatuan teritorial Cina, A.S. 
mestinya membiarkan saja terjadinya perpecahan wilayah negeri 
itu, setidaknya untuk sementara waktu, untuk kemudian disatukan 
lagi.17 Menurut para pejabat pemerintahan Eisenhower, gara-
gara pemerintahan Truman salah strategi dalam menjalankan 
kebijakannya atas Cina akibatnya kebijakan anti-komunis menjadi 
lemah. Hal itu merupakan suatu kekeliruan yang tidak boleh 
terulang. 
Tak perlu dikatakan lagi, gagasan mengenai pelajaran yang 
dapat ditarik dari hilangnya Cina ke tangan komunis turut 
mempengaruhi kebijakan pemerintahan Eisenhower terhadap 
Indonesia. Pemerintahan Eisenhower semakin hari semakin 
khawatir bahwa Indonesia akan dikendalikan oleh kelompok 
komunis. Tak lama menjelang keberangkatan Duta Besar pertama-
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nya untuk Indonesia ( Hugh S. Cumming), Presiden Eisenhower 
mengungkapkan kekhawatirannya mengenai meningkatnya 
pengaruh komunis di Indonesia. Kepada Cumming dia mengatakan 
bahwa dia tidak keberatan bila Indonesia pecah menjadi beberapa 
wilayah kecil-kecil, daripada tetap utuh tetapi semuanya jatuh ke 
tangan komunis.18 Secara lebih personal, Menteri Luar Negeri 
A.S. Dulles memberi masukan kepada sang Duta Besar: “Hugh, 
tentu saja saya berharap darimu laporan yang objektif.” Dia 
kemudian menambahkan, “Tolong jangan ikatkan dirimu pada 
suatu kebijakan untuk menjaga kesatuan Indonesia ...” Menteri 
Luar Negeri A.S. itu kemudian secara terus-terang menjelaskan 
keinginannya tentang Indonesia:
Ada sesuatu yang tak dapat saya sampaikan secara tertulis, namun 
Anda pasti tahu apa yang saya maksud.... Antara satu Indonesia yang 
secara teritorial utuh tetapi condong ke arah komunis dan pecahnya 
negara tersebut ke dalam kelompok-kelompok etnis dan geografi s, saya 
lebih memilih yang kedua. Melalui kelompok-kelompok itu Amerika 
akan dapat membantu memusnahkan komunisme. Setelah itu, kalau 
memang dikehendaki, kelompok-kelompok itu bisa dipersilakan 
untuk bergabung kembali sebagai Indonesia yang satu.19
Tampak sekali apa yang disebut sebagai “pelajaran dari Cina” 
telah turut memainkan peran penting dalam pergeseran politik luar 
negeri pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia.
Di Indonesia sendiri terdapat sebuah perkembangan politik 
yang turut mendorong perubahan politik luar negeri AS itu, dari 
non-intervensi ke intervensi. Perkembangan dan politik itu adalah 
adanya arah baru yang ditempuh oleh Pemerintah  RI dalam politik 
luar negerinya. Pada bulan Agustus 1953, terbentuklah kabinet 
baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri  Ali Sastroamijoyo. 
Kabinet ini—dikenal sebagai Kabinet Ali—ingin menempuh suatu 
kebijakan luar negeri di mana Indonesia bermaksud memainkan 
peran lebih aktif dalam masalah-masalah internasional, terutama 
di antara negara-negara yang baru  merdeka di Asia dan Afrika.20 
Kepada negara-negara itu, Indonesia ingin mengajak untuk meng-
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ambil posisi netral atas kedua blok dalam perseteruan Perang 
Dingin. Tindakan Indonesia itu seakan membenarkan ramalan 
sebuah laporan yang diserahkan kepada Departemen Luar 
Negeri A.S., yang menyatakan bahwa Indonesia sedang mencoba 
“memimpin Asia untuk bersikap netral”.21
Sebagaimana kita tahu, sejak awal kemerdekaannya Indonesia 
ingin memegang prinsip “bebas-aktif” dalam politik luar negerinya. 
Di bawah Kabinet Ali Indonesia ingin mempertegas prinsip itu 
dengan menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin memihak ke 
salah satu kubu Perang Dingin. Pada saat yang sama, Kabinet 
Ali ingin menjalankan peran yang lebih aktif dalam berbagai 
permasalahan dunia. Menurut Herbert Feith yang secara langsung 
mengamati dinamika politik Indonesia pada masa itu:
Pandangan Kabinet Ali mengenai situasi di Indonesia agak lain 
daripada yang lain. Kabinet ini melihat persoalan-persoalan dalam 
negeri Indonesia sebagai persoalan-persoalan yang serius namun 
menolak untuk menganggapnya sebagai beban. Sekaligus kabinet 
ini memandang dunia luar dengan kepercayaan diri yang tinggi, 
yang lahir dari keyakinan akan kebangkitan kembali Asia. Indonesia 
adalah negara yang sangat anti-kolonial dan bercita-cita memimpin 
gerakan anti-kolonial dunia. Lebih dari itu kabinet ini sadar bahwa 
suatu politik luar negeri yang aktif akan memiliki fungsi integratif, 
sekaligus dapat mendatangkan berbagai manfaat politik dalam negeri. 
Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan yang lugas dari seorang 
Perdana Menteri yang adalah seorang mantan diplomat, kabinet ini 
ingin menjadikan politik luar negeri Indonesia benar-benar aktif.22
Bisa diduga, gagasan tentang politik luar negeri yang netral 
dan bebas tetapi aktif ini membuat gelisah banyak pejabat dalam 
pemerintahan Eisenhower.
Menteri Luar Negeri Dulles adalah salah satu contohnya. Dia 
memandang politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak 
atau netral sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Menurut dia, 
di tengah dunia yang terbagi menjadi dua kutub Perang Dingin, 
Indonesia harus memilih salah satu dari keduanya. Indonesia 
harus memilih untuk menjadi sekutu Amerika atau sekutu  Soviet. 
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Menyitir apa yang pernah ditulis oleh Ide  Anak Agung Gde 
Agung—Duta Besar Indonesia untuk Perancis yang nantinya akan 
menjadi Menteri Luar Negeri  RI—pikiran Dulles “penuh dengan 
konsep-konsep mengenai persekutuan dan pakta militer untuk 
menghadang Komunisme di setiap sudut dunia.” Konsekuensinya, 
Menlu A.S. tersebut menanggapi politik luar negeri Indonesia 
yang tidak memihak itu “dengan penuh kekhawatiran dan 
kecurigaan”.23 Dulles khawatir, sikap netral Indonesia hanya 
akan menguntungkan kubu Komunis. Rasa khawatir dan curiga 
ini selanjutnya menjadi salah satu pendorong bagi perubahan 
po litik pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia dari sikap 
netral atau non-intervensi menjadi politik penuh intervensi. Akan 
segera menjadi jelas bahwa dalam banyak hal politik luar negeri 
pemerintahan Eisenhower yang pertama terhadap Indonesia jadinya 
merupakan kelanjutan saja dari kebijakan pemerintahan Truman 
terhadap Indonesia. Pada saat yang sama, sembari meneruskan 
kebijakan pendahulunya dalam mencegah jatuhnya Indonesia 
ke tangan komunis, pemerintahan Eisenhower juga meneruskan 
gagasan untuk membendung penyebaran komunisme di dalam 
negeri Indonesia sendiri. Untuk itu pemerintahan Eisenhower 
tidak segan-segan turut campur tangan dengan maksud untuk 
mempengaruhi politik luar negeri maupun dinamika politik dalam 
negeri Indonesia.
Kebangkitan Kembali  PKI
Usaha untuk menghadang penyebaran komunisme di Indonesia 
sema kin gencar ketika pemerintahan Eisenhower menyadari pesat-
nya kemunculan kembali dan perkembangan Partai Komunis 
Indonesia ( PKI). Seperti diketahui, mulai awal dekade 1950-an 
 PKI secara mengejutkan berhasil tampil kembali ke atas panggung 
politik Indonesia. Salah satu pendorong keberhasilan tersebut 
adalah munculnya para pemimpin muda  PKI mulai bulan Januari 
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1951. Salah seorang di antaranya adalah  Dipa Nusantara Aidit. Ia 
ber hasil mengambil-alih kepemimpinan Politbiro partai dari para 
pemim pin lama yang selamat setelah Peristiwa Madiun tahun 
1948.
Dengan menekankan Marxisme sebagai pedoman aksi  dan 
bukan sebagai dogma yang kaku, kepemimpinan yang baru di 
bawah Aidit berhasil menarik sejumlah besar pengikut, terutama 
dari kalangan masyarakat Indonesia yang kurang terpelajar. Pada 
awalnya, sasaran yang dibidik  PKI adalah penduduk urban dan 
pekerja bangunan yang diorganisasi dalam sebuah serikat buruh 
bernama  SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). 
Setelah mendapat banyak pengikut melalui organisasi tersebut  PKI 
kemudian memperluas pengaruhnya di antara kelompok-kelompok 
sosio-ekonomi yang lain, khususnya kaum tani.
Sebagaimana dilaporkan di dalam kertas kerja Dewan Keaman-
an Nasional A.S. (NSC,  National Security Council), banyak orang 
Indonesia tertarik pada  PKI karena adanya beberapa alasan seperti: 
serangan-serangan  PKI terhadap imperialisme Belanda dan 
pengaruh asing; tekanannya pada disiplin dan organisasi partai; 
dan pendekatannya yang langsung kepada kaum tani.24 Dengan 
cepat  PKI memperoleh anggota dalam jumlah yang besar di antara 
penduduk pedesaan, khususnya di  Jawa Timur dan  Jawa Tengah. 
Dengan gigih partai itu berusaha menanggapi kebutuhan dan 
keprihatinan rakyat sembari menuntut diperbaikinya infrastruktur 
umum seperti sekolah, jembatan, dan jalan raya. Dalam waktu 
yang relatif singkat pengaruh  PKI melampaui pengaruh partai-
partai politik lain, sekaligus melahirkan citra sebagai organisator 
masyarakat yang penuh dedikasi dan penuh komitmen untuk 
menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar sosial dan ekonomi rakyat 
di tingkat akar rumput. Sebaliknya, partai-partai lain terkesan hanya 
sibuk berebut posisi kabinet di Jakarta. Dengan bertambahnya 
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dukungan dari masyarakat,  PKI dengan mudah memperoleh 
keduduk an terhormat dalam sistem politik nasional.
Seorang anggota dari President Committee for Free Asia, 
Robert Blum, melaporkan pesatnya pertumbuhan  PKI pada 
periode ini. Laporan Blum mencatat bahwa sampai bulan 
Maret 1954  PKI memegang kendali penuh atas para anggota 
 SOBSI, dengan membawahi dan menyebarkan pengaruhnya 
atas 600.000 hingga 750.000 orang buruh. Selain itu,  PKI juga 
menanamkan pengaruhnya di antara 250.000 sampai 300.000 
anggota serikat-serikat buruh non-komunis.25 Lebih jauh laporan 
itu menggarisbawahi besarnya pengaruh  PKI atas para pelajar dan 
mahasiswa Indonesia. Dikatakan, para ahli propaganda  PKI mampu 
menanamkan “rasa nasionalisme yang berkobar-kobar” dalam diri 
pelajar dan mahasiswa. Propaganda-propaganda  PKI biasanya 
amat meyakinkan dan menarik ribuan orang, sehingga membuat 
“propaganda USIS [United States Information Service] bukan apa-
apanya.”26 Dibukanya hubungan diplomatik Indonesia dengan 
Cina pada tahun 1950, lanjut laporan tersebut, turut membantu 
meningkatkan jumlah pengikut  PKI dari antara warga keturunan 
Cina di Indonesia. Dikatakan lebih jauh, “ada petunjuk bahwa  PKI 
berada di bawah pengawasan Cina. ... Taktik-taktik agitasi  SOBSI, 
misalnya, mencontoh pola yang dijalankan di Cina.”27 Sementara 
itu merosotnya ekonomi Indonesia dan tiadanya sistem hukum 
yang kuat juga turut menyumbang bagi pesatnya  pertumbuhan 
 PKI. Laporan tersebut menambahkan bahwa  PKI juga diuntungkan 
oleh fakta bahwa meskipun Wakil Presiden Hatta lebih suka 
berpihak pada Partai  Masyumi (Majelis Syuro Alimin) dan PSI 
( Partai Sosialis Indonesia), Presiden  Sukarno cenderung lebih dekat 
dengan  PNI (Partai Nasional Indonesia) dan  PKI.28
Setelah mendapat pijakan yang kuat dalam politik dalam 
negeri,  PKI mulai menebarkan pengaruhnya dalam politik luar 
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negeri Indonesia.  PKI selalu bersikap kritis pada kebijakan-
kebijakan A.S. terhadap Asia Tenggara dan Indonesia. Sebagai 
contoh,  PKI mengecam keras  SEATO (South East Treaty 
Organization, Organisasi Pertahanan Asia Tenggara) yang digagas 
oleh A.S. pada tahun 1954 untuk membendung penyebaran 
Komunisme di Asia Tenggara. Sementara  Filipina dan Thailand 
mau bergabung dalam pakta militer tersebut, Indonesia menolak.29 
Dan sementara pemerintahan Eisenhower yakin bahwa sebuah 
sistem pertahanan bersama diperlukan untuk mencegah ekspansi 
Blok Komunis di Asia Tenggara,  PKI mengecamnya sebagai bukti 
campur tangan Amerika dalam masalah internal negara-negara di 
kawasan ini.  PKI memperingatkan bahwa meskipun pemerintah 
Indonesia telah menolak untuk bergabung dalam pakta pertahanan 
tersebut, A.S. dan sekutu-sekutunya akan terus berusaha menarik 
Indonesia. Kata Aidit:  “Penolakan Indonesia untuk bergabung 
dengan  SEATO tidak berarti bahwa anggota-anggota  SEATO 
akan berhenti [menarik Indonesia untuk masuk ke dalamnya].” 
Dengan dukungan Amerika, lanjut Aidit, negara-negara ini telah 
membentuk sebuah persekongkolan subversif di antara kekuatan 
imperialis dan kekuatan reaksioner yang ada di Indonesia untuk 
merongrong pemerintah Indonesia dan menariknya ke kubu 
mereka.30
Dalam sebuah rapat Komite Sentral partai, para pemimpin 
 PKI menegaskan bahwa kini mereka telah menjadi suatu “kekuatan 
nasional” yang besar, yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata 
“baik oleh kawan maupun lawan”. Para pemimpin itu mendesak 
anggota-anggotanya untuk bekerja sama dengan partai-partai lain, 
terutama partai-partai yang berasaskan Nasionalisme dan Islam.31 
Mengingatkan rakyat Indonesia akan bahaya campur tangan asing, 
Aidit secara terbuka menyerang Belanda dan A.S. dalam kaitannya 
dengan masalah  Irian Barat. “Selama  Irian Barat masih berada di 
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tangan kaum imperialis Belanda,” demikian pernyataan pemimpin 
 PKI itu:
kapan pun bagian-bagian lain yang sah dari Republik Indonesia ini 
akan dapat dijual oleh Belanda kepada [John] Foster Dulles guna 
melayani kepentingan pakta Asia Tenggara yang agresif itu. Jika hal 
itu terjadi, hal itu berarti akan ada satu bagian yang sah dari Republik 
Indonesia yang dipakai oleh suatu negara tertentu yang sebenarnya 
tidak berhak guna melayani kepentingan-kepentingannya sendiri yang 
agresif, dan untuk mengganggu keamanan dan kedamaian Asia dan 
dunia. Oleh karena itu dengan memperhatikan kepentingan kolonial 
Belanda dan strategi perang  Amerika Serikat, rakyat Indonesia harus 
mempersiapkan diri untuk suatu  perjuangan yang panjang dan berat 
guna mengembalikan  Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Rakyat 
Indonesia kini tidak hanya menghadapi Belanda tetapi juga sebuah 
kekuatan yang lebih besar dan lebih keji di belakangnya, yakni 
imperialisme Amerika yang selalu haus akan perang.32
Bisa diduga, retorika anti-Amerika  PKI dan keberhasilan partai 
tersebut untuk bangkit kembali membuat para pejabat dalam 
pemerintahan Eisenhower merasa khawatir. Pada pertengahan 
1953 sebagian dari mereka menyambut gembira adanya serangan 
beberapa kelompok Islam dan Sosialis terhadap  PKI, walaupun 
sebenarnya meragukan efektivitasnya. Meringkas pandangan 
Departemen Luar Negeri A.S., Asisten Menteri Luar Negeri  Walter 
S. Robertson menyatakan bahwa “secara umum, Indonesia sedang 
menghadapi masalah yang sangat berat.”33 Ketika waktu itu rakyat 
Aceh menunjukkan perlawanan terhadap Jakarta, Direktur  CIA 
Allen Dulles mengaitkannya dengan perkembangan komunis di 
Indonesia. Pemberontakan tersebut menurutnya dapat berkembang 
menjadi sebuah “perang sahid” dan dapat “membuat pemerintah 
[Indonesia] semakin bergeser ke kiri guna mendapatkan dukungan 
dari kelompok komunis.”34 Sebaliknya, Wakil Presiden Richard 
Nixon tampaknya belum merisaukan pesatnya perkembangan 
 PKI pada periode ini. Dalam kunjungannya ke Jakarta pada tahun 
1953—sebagai bagian dari rangkaian lawatannya ke kawasan 
Asia dan dalam rangka “menilai sikap [negara-negara di Asia] 
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terhadap kemenangan komunis di Cina”—dia menemukan bahwa 
di bawah gaya kepemimpinan “tangan besi” Presiden  Sukarno, 
“kelompok Komunis tidak akan mampu bergerak terlalu jauh di 
Indonesia.”35
Menteri Luar Negeri Dulles mengakui adanya kesulitan untuk 
bisa menilai bahaya Komunis di Indonesia. Salah satu kesulitan 
tersebut, demikian dikatakannya kepada peserta salah satu rapat 
NSC, adalah karena Indonesia menganut sistem pemerintahan 
yang terpusat dan bukan sistem federal. Lebih jauh Dulles 
mengungkapkan kekhawatirannya akan adanya orang-orang pro-
komunis di tubuh pemerintah pusat Indonesia. Dari dua puluh 
anggota kabinet, kata Menteri Luar Negeri A.S. itu, delapan di 
antaranya adalah pro-komunis. Penolakan terhadap kehadiran 
orang-orang yang pro-komunis tidak terlalu kuat, lanjutnya, 
sedangkan Presiden  Sukarno, “sangat yakin bahwa dia akan 
[mampu] mengendalikan dan memanfaatkan kelompok Komunis 
untuk melayani kepentingan-kepentingannya.”36
Kekhawatiran pemerintahan Eisenhower terhadap komunisme 
di Indonesia semakin meningkat ketika disadari bahwa kelompok 
anti-komunis yang paling kuat, yakni militer, sedang mengalami 
tekanan politik dan perpecahan internal yang serius. Menyusul 
kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh berakhirnya Perang 
Korea—sebuah perang yang telah turut membantu ledakan 
ekonomi di Indonesia—pemerintah berencana memotong 
anggaran belanjanya hingga 25 persen. Sebagai bagian dari program 
pemotongan anggaran ini Menteri Pertahanan Indonesia, Sultan 
 Hamengku Buwono IX, merencanakan untuk “merasionalisasi” 
militer Indonesia dengan mengurangi personilnya dari 200.000 
menjadi 100.000, sekaligus mengurangi jumlah pegawai negeri 
sipil dalam jumlah yang sama. Kepala Staf Angkatan Bersenjata, 
Mayor Jenderal Tahi Bonar Simatupang, dan Kepala Staf  Angkatan 
Darat Kolonel  Abdul Haris  Nasution mendukung rencana Sultan 
111
Amerika dan Kecenderungan Indonesia ke Kiri
tersebut. Baik Simatupang maupun  Nasution memiliki gagasan 
tentang Angkatan Bersenjata yang profesional, ramping dalam 
jumlah, dan bersikap non-politis. Namun demikian, rencana 
rasionalisasi ini mendapat perlawanan yang kuat dari banyak 
komandan militer  Luar  Jawa, yang sebagian besarnya dekat dengan 
 PNI dan Presiden  Sukarno.
Rencana tersebut selanjutnya memecah kelompok-kelompok 
politik di Indonesia menjadi dua kubu. Kubu pertama terdiri 
dari  PNI,  PKI, dan Presiden  Sukarno yang didukung oleh para 
komandan militer daerah menentang rencana itu. Kubu kedua 
terdiri dari Menteri Pertahanan, komando militer pusat, dan partai-
partai politik lain, mendukung gagasan rasionalisasi militer. Ketika 
ketegangan antara kedua kubu tersebut memuncak, pada tanggal 17 
Oktober 1952  Angkatan Darat,  diikuti oleh para pendukungnya 
dari kalangan masyarakat sipil, mengadakan sebuah demonstrasi 
besar di dekat istana negara. Mereka menuntut pembubaran 
parlemen dan diadakannya pemilihan umum. Ketika  Bung Karno 
berusaha menenangkan massa,  Angkatan Darat menanggapinya 
dengan menggelar unjuk kekuatan, dengan tank-tank yang 
moncongnya terarah langsung ke istana.  Bung Karno tidak takut 
terhadap ancaman ini. Dia mengumpulkan para pemimpin militer, 
dan memecat  Nasution.
Dikenal sebagai “Peristiwa 17 Oktober”, kegagalan unjuk 
kekuatan yang digelar  Angkatan Darat tersebut membuat militer 
Indonesia rentan terhadap campur tangan sipil dan terpecah 
secara internal. Akibatnya, ketika pemerintah memutuskan untuk 
mengurangi anggaran belanja Angkatan Bersenjata, para petinggi 
 Angkatan Darat tidak dapat berbuat banyak. Pemotongan anggaran 
belanja ini sangat memukul personil militer di  Luar  Jawa yang 
notabene sudah sangat kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Banyak dari mereka hidup dalam keadaan yang secara 
ekonomis sangat memprihatinkan. “Kondisi hidup mereka sangat 
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tidak manusiawi,” kenang  Nasution beberapa tahun kemudian.37 
Dalam kondisi seperti itu banyak komandan di daerah lantas 
menggunakan cara-cara yang “tidak biasa” untuk mendapatkan 
pemasukan. Mereka melakukan perdagangan langsung dengan 
negara lain. Para komandan tersebut menyebutnya “barter”, 
tetapi pemerintah pusat di Jakarta menggolongkannya sebagai 
“penyelundupan”. Meski ada peringatan dari pemimpin tertinggi 
militer, praktek perdagangan ini terus berlanjut dan memang 
menghasilkan pemasukan baik bagi para komandan militer di 
daerah maupun penduduk setempat, terutama di Sumatra Utara 
dan wilayah selatan Sulawesi.38
Situasi di atas membuat para pejabat dalam pemerintahan 
Eisenhower makin khawatir. Mereka sadar betul akan pentingnya 
Indonesia bagi A.S. dan negara-negara non-komunis lain. Nilai 
penting Indonesia erat terkait dengan letaknya yang strategis dan 
besarnya sumber-sumber alam yang dimiliki. Kekuasaan komunis 
atas Indonesia, demikian mereka khawatir, akan  merupakan 
kehilangan besar bagi Blok Barat. Sebagaimana dinyatakan Dewan 
Keamanan Nasional A.S.:
Indonesia secara strategis penting bagi  Amerika Serikat dan negara-
negara Blok Barat lain sebab sebagai negeri kepulauan yang terletak 
antara Samodera Pasifi k dan Samodera Hindia, antara Benua Asia 
dan Benua  Australia, negeri itu memiliki 80.000.000 penduduk dan 
merupakan penghasil karet, timah, dan minyak. Jatuhnya Indonesia 
ke tangan ... Komunis akan menimbulkan dampak yang luas bagi 
keamanan  Amerika Serikat dan negara-negara Blok Barat yang 
lain.39
Menteri Luar Negeri Dulles menyampaikan peringatan dalam 
sebuah pertemuan NSC pada akhir 1954 bahwa pemerintah 
Indonesia sedang berada dalam bahaya jatuh ke kubu komunis 
atau didominasi oleh komunis. “Dalam keadaan seperti itu,” 
tutur Dulles, “ Amerika Serikat tidak akan ragu-ragu untuk 
menumbangkan pemerintahan yang sekarang ada sekiranya mereka 
benar-benar menunjukkan pertanda akan mengarah menjadi 
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negara Komunis.”40 Presiden Eisenhower, yang hadir dalam 
pertemu an itu, menyatakan “persetujuan penuh” atas usulan Dulles. 
Menurut dia jika perlu A.S. akan mengirimkan kekuatan militernya 
untuk mencegah Indonesia supaya tidak bergabung dengan Blok 
Komunis.41 Di akhir diskusi, antara serius dan bercanda, Presiden 
Eisenhower mengatakan: “Ngomong-omong, dengan uang 
beberapa juta dolar, kira-kira huru-hara macam apa yang kita bisa 
timbulkan di Indonesia sekiranya negara itu makin condong ke 
kubu Komunis?”42 Entah serius atau bercanda, ucapan macam itu 
menunjukkan adanya niat dari pemerintahan Eisenhower untuk 
menerapkan politik luar negeri yang penuh intervensi.
Konferensi Asia-Afrika
Politik intervensi pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia 
tecermin dalam reaksinya atas rencana Indonesia untuk menggelar 
sebuah konferensi internasional negara-negara yang mendukung 
gagasan untuk bersikap netral dalam permusuhan Perang Dingin. 
Diadakan pada bulan April 1955 di Bandung, Konferensi Asia-
Afrika (KAA) ini mencerminkan keinginan pemerintah Indonesia 
untuk bisa lebih berperan di panggung internasional, terutama 
di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika. Wakil-wakil dari dua puluh 
sembilan negara Asia dan Afrika hadir dan berpartisipasi dalam 
konferensi itu. Sejumlah nama besar turut hadir, seperti Zhou 
En-lai dari  Republik Rakyat Cina, Pandit  Jawaharlal Nehru dari 
India, Gammal Abdul Nasser dari Mesir, Pangeran Norodom 
Shianouk dari Kamboja, Pham Van Dong dari Vietnam, U Nu 
dari Myanmar, Mohammad Ali Jinah dari Pakistan, dan  Carlos 
Romulo dari  Filipina.43 KAA ini bertujuan membangun solidaritas 
dan kerja sama di antara bangsa-bangsa non-blok.
Namun demikian, oleh pemerintahan Eisenhower, KAA 
dipandang membahayakan keseimbangan internasional yang 
sedang ter-polarisasi oleh Perang Dingin, dan menguntungkan 
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Blok  Soviet. Secara khusus, Washington khawatir bahwa  Uni 
 Soviet dan Cina akan menggunakan KAA untuk menyebarkan 
pengaruh komunis di Dunia Ketiga. Ketakutan ini didasarkan 
pada asumsi bahwa para peserta dari negara-negara komunis 
memiliki ketrampilan organisasi yang lebih baik daripada peserta-
peserta lain.44 Para pejabat dalam pemerintahan Eisenhower 
segera menyusun sebuah rencana untuk mempengaruhi persiapan 
konferensi. Dibentuklah suatu dewan koordinasi khusus guna 
menjalankan rencana tersebut. Laporan Dewan Koordinasi Operasi 
tertanggal 15 Januari 1955 menunjukkan bahwa tujuan rencana 
tersebut adalah “mengamati persiapan dan pelaksanaan Konferensi 
Bandung serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat Blok Barat 
akan bahaya agresi dan imperialisme  Soviet-Cina di Asia Timur.” 
Lebih jauh, rencana itu dimaksudkan untuk membuat para 
peserta konferensi dari negara-negara komunis “secara psikologis 
tertekan”.45 Direncanakan, anggota-anggota dewan koordinasi 
tersebut akan bekerja melalui “saluran-saluran yang tepat”, yakni 
para delegasi dari negara-negara yang tergolong memiliki hubungan 
baik dengan A.S., seperti  Filipina, Thailand, Pakistan, dan Turki.46 
Lewat negara-negara ini pemerintahan Eisenhower berharap 
akan dapat memonitor dinamika konferensi dan “mempengaruhi 
jalannya konferensi sehingga akan menjadi sejalan dengan berbagai 
kebijakan dan kepentingan A.S.”47
Dewan koordinasi itu juga berencana menyebarkan informasi 
singkat melalui negara-negara tersebut untuk:
menciptakan pesan moral dan psikologis yang tidak baik bagi 
pihak Komunis dengan: (1) membeberkan kebobrokan moral rejim 
komunis Cina; (2) memaparkan pola kolonial-imperial  Soviet yang 
menggunakan Cina Komunis sebagai agen eksekutifnya di Asia; (3) 
mendiskreditkan motif di balik Lima Prinsip yang diajukan oleh 
[Menteri Luar Negeri  Republik Rakyat Cina]  Chou En-lai yang isinya: 
saling menghormati kesatuan dan kedaulatan wilayah masing-masing; 
tidak saling menyerang; tidak saling mencampuri urusan dalam 
negeri negara lain; kesetaraan dan keuntungan bersama; dan hidup 
berdampingan secara damai.48
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Dengan menjalankan rencana semacam itu para pejabat 
pemerintahan Eisenhower yakin bahwa mereka akan dapat 
menciptakan suatu kondisi yang nantinya akan mendorong banyak 
negara Asia-Afrika untuk mempertanyakan motiviasi di balik 
retorika antikolonialisme Blok Komunis. Singkatnya, pemerintah 
Eisenhower berhadap “akan dapat memanfaatkan langkah-langkah 
yang telah ditempuh oleh Blok Komunis dan membaliknya untuk 
menyerang mereka.”49 Lebih jauh mereka berharap bahwa rencana 
itu akan sanggup menghalangi upaya-upaya Blok Komunis untuk 
memanfaatkan KAA untuk mengecam  Amerika Serikat. Sekaligus 
mereka berharap akan memanfaatkan upaya-upaya itu untuk 
kepentingan A.S. dan sekutu-sekutunya.50
Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, para pejabat 
 CIA sempat mengusulkan sebuah rencana tersendiri, yakni upaya 
pembunuhan atas seorang tokoh penting dengan maksud untuk 
menggagalkan KAA. Rencana itu benar-benar pernah ada, namun 
untuk jangka waktu yang lama terkubur sebagai suatu rahasia. Baru 
pada tahun 1975, ketika Komisi Church—sebuah komisi Senat A.S. 
yang diketuai oleh Senator Frank Church untuk menginvestigasi 
operasi-operasi rahasia  CIA—menerima kesaksian menyangkut 
berbagai kegiatan rahasia  CIA di kawasan Asia Timur rahasia 
itu mulai terkuak. Menurut kesaksian itu para agen  CIA telah 
berencana untuk membunuh seorang “pemimpin Asia Timur” guna 
menggagalkan sebuah konferensi di Bandung, yang mereka sebut 
“Konferensi Komunis”.51 Selanjutnya, Komisi Church menemukan 
bahwa rencana untuk “menghilangkan” seorang pemimpin Asia 
Timur ini melibatkan rencana  CIA untuk membunuh Presiden 
 Sukarno. Rencana itu telah berjalan, demikian temuan Komisi 
Church, hingga tahap penentuan agen yang akan direkrut untuk 
melaksanakan pembunuhan. Laporan tersebut menyatakan:
Selain rencana-rencana [lain] yang dibahas di dalam bagian pokok 
laporan ini, Komisi mendapat petunjuk mengenai keterlibatan 
 CIA dalam rencana untuk membunuh Presiden  Sukarno dari 
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Indonesia ... Mantan Deputi Direktur Perencanaan [ CIA] Richard 
Bissel memberikan kesaksian bahwa rencana pembunuhan  Sukarno 
tersebut sudah sempat “dipikirkan” oleh  CIA, namun rencana itu 
baru sebatas penentuan “aset” [yang] diyakini akan dapat direkrut 
untuk membunuh  Sukarno. Persenjataan memang telah diberikan 
kepada kelompok-kelompok anti-pemerintah di Indonesia tetapi, 
menurut Bissel, senjata-senjata tersebut tidak dimaksudkan untuk 
melaksanakan rencana pembunuhan itu. (Bissel, 6/11/75. P.89).52
Namun demikian, pada akhirnya, Komisi tersebut menyimpul-
kan “Di markas  CIA orang-orang yang berkepala dingin ternyata 
lebih kuat pengaruhnya.” Rencana itu pun dibatalkan.53
Meski tidak jadi menjalankan rencana  CIA, pemerintahan 
Eisenhower terus mencari cara untuk mempengaruhi KAA dan 
tampaknya memang berhasil. Tuntutan Indonesia atas masalah 
 Irian Barat memang sempat dibicarakan, namun  mereka yang hadir 
dalam konferensi itu tidak pernah mengeluarkan kecaman terhadap 
imperialisme Barat atau campur tangan A.S. di negara-negara Asia 
dan Afrika. Sepuluh butir pernyataan akhir yang dihasilkan KAA 
hanya secara tidak langsung mengkritik dua negara adidaya dalam 
Perang Dingin karena telah menyebabkan “ketegangan internasional 
yang sekarang melanda dunia dengan bahaya meletusnya perang 
bom atom”. Pada saat yang sama, konferensi ini memberi peluang 
bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk bergabung dengan 
persekutuan militer mana pun guna mempertahankan diri “baik 
sendiri-sendiri maupun secara kolektif ” sejauh inisiatif tersebut 
masih sesuai dengan Piagam  PBB.
Pandit  Jawaharlal Nehru—Perdana Menteri India dan 
pemimpin “non-blok” dalam konferensi tersebut—berhasil 
meyakinkan bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk tetap tidak 
berpihak dalam Perang Dingin. Dalam pidatonya dia mengatakan: 
“Merupakan suatu kehinaan yang tak terperikan bagi bangsa 
mana pun di Asia dan Afrika untuk merendahkan dirinya sendiri 
dengan menjadi pengikut suatu kubu blok kekuasaan dunia ...” 
Dia lalu menambahkan, “Kita yakin kedua blok itu keliru [dan] 
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... sedang menjalankan kebijakan-kebijakan yang dapat menyeret 
kita ke jurang peperangan.”54 Pada kesempatan yang sama  Chou 
En-lai—Perdana Menteri Cina Komunis yang oleh para pejabat 
Departemen Luar Negeri A.S. dikhawatirkan akan mengecam 
A.S., khususnya menyangkut masalah Taiwan—tampak bersikap 
lunak. Menekankan kesiapan Cina untuk melakukan perundingan 
diplomatik, Perdana Menteri itu mengatakan dalam pidatonya, 
“Rakyat Cina tidak menghendaki perang melawan  Amerika 
Serikat.” Pemerintah Cina, lanjutnya, “bersedia duduk bersama 
dan berunding dengan  Amerika Serikat untuk membicarakan ... 
secara khusus hal-hal yang kiranya akan membantu meredakan 
ketegangan di wilayah Formosa [Taiwan].”55
Pemerintahan Eisenhower merasa senang dengan hasil 
konferensi. Evaluasi Departemen Luar Negeri A.S. menyatakan 
bahwa sebagaimana diharapkan, KAA telah “menghasilkan prinsip-
prinsip penting yang menguntungkan Blok Barat dan secara umum 
tidak mengandung pernyataan anti-Barat atau pro-Komunis.”56 
Menurut dokumen yang sama,  Chou En-lai telah memproyeksikan 
diri sebagai seorang pribadi yang moderat “dan yang dengan lihai 
menggunakan teknik Cicero, yakni dengan cara menyebutkan 
sentimen anti-Barat atau pro-Komunis, tetapi kemudian 
menyatakan bahwa demi harmoni dan persatuan, sentimen 
anti-Barat atau pro-Komunis itu tidak perlu diperpanjang.”57 
Pemerintahan Eisenhower merasa puas bahwa KAA tidak mengusik 
“keseimbangan” antara Blok Barat dan Blok Timur dalam 
kontestasi Perang Dingin. Media massa Amerika, terutama The 
New York Times, menggemakan reaksi positif ini. Menandakan 
betapa pentingnya pernyataan Chou bagi  Amerika Serikat, surat 
kabar tersebut memuat pidato  Chou En-lai secara utuh.58 Sambil 
menyebut Konferensi Bandung itu sebagai “konferensi pertama 
bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam sejarah”, editorial The New 
York Times dengan nada riang melaporkan bahwa “negara-negara 
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pro-Barat telah berhasil memukul komunisme dengan telak ...” 
Koran tersebut merasa senang bahwa negara-negara seperti Iran, 
Irak, Turki, Thailand, Pakistan, dan  Filipina telah “mengutuk 
komunisme sebagai sebuah bentuk baru kolonialisme” sembari 
mempertahankan sikap pro-Barat mereka.59
Pemilihan Umum 1955
Namun demikian, rasa puas Washington atas hasil Konferensi 
Bandung dan dampaknya bagi situasi di Indonesia tidak 
berlangsung lama. Pada tanggal 29 September 1955, pemerintah 
Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum anggota parlemen, 
yang memang sudah direncanakan sejak tahun 1953.60 Sebagai 
ungkapan “pesta demokrasi” pertama yang diselenggarakan di 
Indonesia, pemilu ini sukses besar. Sebesar 91,5 persen dari 39 juta 
pemilih yang terdaftar datang ke tempat-tempat pemungutan suara, 
menjadikan pemilihan ini pemilihan umum terpenting dalam 
sejarah bangsa Indonesia sejak  merdeka. Setelah diawali dengan 
hiruk-pikuk kampanye berbagai partai politik yang berpartisipasi 
dalam pemilu ini, empat partai muncul sebagai peraih suara 
terbanyak. Tiga partai yang meraup suara terbanyak adalah Partai 
Nasional Indonesia ( PNI), yang memenangkan 22,3 persen suara, 
partai  Masyumi dengan 20,9 persen suara, dan partai Islam lain 
yakni Partai   NU (Nahdlatul Ulama), dengan 18,4 persen suara. 
Yang membuat pemerintahan Eisenhower sangat kecewa adalah 
munculnya Partai Komunis Indonesia ( PKI) sebagai pemeroleh 
suara terbanyak keempat, dengan 16,4 persen suara. Partai-partai 
yang lain hanya memperoleh suara kurang dari tiga persen.
Pada tanggal 15 Desember 1955 pemilu yang lain digelar untuk 
memilih anggota Majelis  Konstituante, yang tugas utamanya adalah 
menyusun konstitusi negara yang permanen untuk menggantikan 
konstitusi sementara tahun 1950 (UUDS, Undang-undang Dasar 
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Sementara). Hasil pemilihan ini, yang diikuti oleh hampir 90 persen 
dari pemilih yang terdaftar, tidak berbeda jauh dari hasil pemilihan 
umum anggota parlemen yang diadakan pada bulan September. 
Seperti dalam pemilihan sebelumnya,  PNI mendapatkan suara 
terbanyak, diikuti berturut-turut oleh  Masyumi dan  NU.  PKI pun 
tetap berada di peringkat keempat, tetapi memperoleh 34.192 suara 
lebih banyak daripada yang dimenangkannya dalam pemilihan 
bulan September.61
Pemerintahan Eisenhower sedikit banyak memang sudah 
menduga bahwa ketiga partai besar yang disebut pertama akan 
mendapatkan suara yang banyak, tetapi terkejut dengan hasil yang 
ditunjukkan  PKI.62 Para pejabat di Washington terkejut bahwa 
 PKI memiliki dukungan rakyat yang begitu besar, mengingat 
bahwa mereka telah ditekan oleh pemerintah pada tahun 1948 
menyusul pemberontakan mereka di Madiun yang gagal. Pada 
saat yang sama, mereka juga khawatir bahwa karena popularitas 
tersebut, partai komunis itu akan mengancam stabilitas politik 
Indonesia. Setelah mengadakan pembicaraan mengenai hasil 
pemilu tersebut dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ide  Anak 
Agung Gde Agung, Menteri Luar Negeri A.S.  John Foster Dulles 
menyatakan keprihatinannya bahwa Indonesia “sedang dalam 
bahaya dikepung oleh komunisme.”63 Para pejabat yang lain 
juga merasa khawatir sebab partai  Masyumi, yang sudah mereka 
bantu dengan sumbangan kampanye senilai satu juta dolar, gagal 
memenangkan suara terbanyak.64 Tentang perolehan suara  PKI 
yang besar tersebut, seorang pegawai intelijen Amerika menulis, 
Kembalinya  PKI dengan cara yang spektakuler sungguh membuat 
kami khawatir. Partai itu nyaris musnah setelah mencoba mengkudeta 
pemerintahan  Sukarno dalam pemberontakan tahun 1948. Namun 
demikian, setelah itu  PKI memiliki pijakan yang kuat dalam gerakan 
buruh, dan ini menjadi basis kekuatannya. Pada tahun 1955 federasi 
serikat buruh Indonesia,  SOBSI, sepenuhnya berada di bawah kendali 
 PKI. Setelah krisis kabinet yang dipicu oleh  Angkatan Darat pada 
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Oktober 1952,  PKI memberi dukungan penuh kepada orang pilihan 
 Sukarno yang duduk sebagai Perdana Menteri, [Ali] Sastroamijoyo, 
yang kemudian membentuk kabinet yang seluruhnya berisikan orang 
 PNI pada awal tahun 1953. Akibatnya, terbentuklah kemitraan  PKI/
 PNI. Sejak saat itu hingga sekarang, Sastroamijoyo menjadi kawan 
dekat Komunis. Hasil yang diperoleh  PKI dalam Pemilu tahun 1955 
merupakan kejutan dan gangguan yang besar bagi mereka.65 
Washington khawatir bahwa perolehan suara  PKI yang besar 
itu akan meningkatkan pengaruh komunis dalam kehidupan politik 
Indonesia dan mendorongnya makin jauh ke kiri.
Sementara itu, para pemimpin  PKI menafsirkan perolehan 
suara mereka dalam dua Pemilu tahun 1955 sebagai suatu tanda 
bahwa waktunya telah tiba bagi mereka untuk memainkan peran 
yang lebih aktif dalam kehidupan politik nasional Indonesia. 
Mereka, misalnya, mulai mengangkat masalah-masalah publik 
dalam pidato mereka, seperti peringatan kepada rakyat Indonesia 
supaya mewaspadai “kaum reaksioner” dalam negeri yang mau 
dimanfaatkan oleh “kekuatan imperialis  asing” untuk merongrong 
kedaulatan negara. Sebagai cara untuk mendapatkan dukungan 
nasional yang lebih luas mereka juga mengecam Belanda yang 
mengulur-ulur waktu untuk duduk bersama membicarakan 
masalah  Irian Barat. Dengan mengangkat topik-topik semacam 
itu, mereka makin lama makin dekat dengan Presiden  Sukarno. 
Sebagaimana dinyatakan oleh sejarawan M.C. Ricklefs, semakin 
lama semakin menjadi jelas bahwa apa yang menjadi keprihatinan 
dan tantangan bagi  PKI juga menjadi keprihatinan dan tantangan 
Presiden  Sukarno.66
Khawatir akan semakin kuatnya posisi  PKI dalam politik 
nasional Indonesia, para pejabat di Washington merencanakan 
langkah-langkah balasan. Mereka mengakui sulitnya menghadang 
perkembangan partai komunis itu entah secara langsung atau lewat 
kelompok militer. Mereka berpikir, langkah yang lebih masuk akal 
yang dapat mereka ambil sekarang adalah “menyelamatkan”  Bung 
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Karno dari pengaruh lebih jauh kelompok komunis dengan cara 
membangun hubungan pribadi dengannya. Meskipun banyak dari 
kalangan pejabat ini merasa gusar dengan penolakan  Bung Karno 
untuk bergabung dengan pihak Amerika dalam perseteruan Perang 
Dingin, mereka memutuskan untuk mendekatinya secara pribadi 
guna mempengaruhinya sebelum dia terlalu jauh mendekat ke 
kubu Komunis.
Merebut Hati  Bung Karno
Demikianlah, mulai akhir tahun 1955 pemerintahan Eisenhower 
secara serius mendiskusikan cara-cara yang dirasa pas untuk 
mempengaruhi  Bung Karno. Namun, ternyata hal itu bukan 
merupakan sesuatu yang mudah. Alasannya antara lain karena 
latar belakang dan pandangan dunia yang dimiliki  Bung Karno 
serta tempat istimewa yang ia miliki di hati rakyat Indonesia. 
Sebagaimana kita tahu, ia dilahirkan dari sebuah keluarga  Jawa-Bali 
pada tahun 1901. Ayahnya seorang Muslim  Jawa dan ibunya Hindu 
Bali. Tradisi religius kedua orangtuanya sangat mempengaruhi 
bagaimana ia melihat dunia, khususnya dalam kecenderungannya 
untuk mencari inspirasi dari berbagai keyakinan religius dan 
pemikiran sosial yang berbeda—sebuah kecenderungan yang tentu 
saja biasa dalam budaya  Jawa.
Ketertarikan pribadi  Sukarno muda pada dunia politik 
diperolehnya ketika ia tinggal di rumah H.O.S. Cokroaminoto, 
seorang nasionalis Muslim yang terkemuka dan pemimpin 
 Sarekat Islam. Saat  Sukarno muda melanjutkan studinya di 
Institut Teknologi Bandung ketertarikannya pada dunia politik 
berkembang menjadi idealisme dan aktivisme nasionalis yang 
kuat. Hal ini antara lain disebabkan oleh diskusi-diskusi rutinnya 
dengan para mahasiswa nasionalis lain yang tergabung dalam 
berbagai kelompok studi di kota itu, seperti General Study Club yang 
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turut didirikannya pada tahun 1925. Dari para nasionalis inilah 
 Sukarno muda mempelajari berbagai gagasan yang nantinya akan 
memainkan peranan penting dalam hidupnya: martabat sebagai 
orang Indonesia, semangat nasionalisme dan anti-imperialisme, 
serta sosialisme. Lebih jauh, pemikiran-pemikiran sosialis  Sukarno 
muda yang unik mencerminkan suatu pandangan dunia khas 
 Jawa yang sinkretik, yang memadukan Marxisme, Hinduisme, 
dan Islam.67
Pada tahun 1926 dia mulai mempublikasikan sejumlah artikel 
tulisannya di mana dia menyatakan bahwa Islam, Marxisme, 
dan Nasionalisme semestinya menjadi landasan bagi  perjuangan 
kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme, Islam, dan Marxisme, 
demikian tulis  Bung Karno, “adalah konsep yang telah menjadi 
semangat pergerakan di Asia dan juga di sini, di Indonesia.”68 Pada 
1927 dia membentuk sebuah pergerakan kemerdekaan bernama 
Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian menjadi Partai 
Nasional Indonesia ( PNI). Ketika mendirikan  PNI  Bung Karno 
menekankan pentingnya persatuan segenap rakyat Indonesia untuk 
membangun sebuah bangsa yang baru dan  merdeka, bebas dari 
kekuasaan kolonial mana pun. Kedudukannya sebagai pemimpin 
 PNI memberinya posisi yang kuat di antara golongan nasionalis 
serta rakyat Indonesia pada umumnya. Dia makin sering dipanggil 
dengan sebutan akrabnya “ Bung Karno”.69 
Apa boleh buat, apa yang dilakukan oleh  Bung Karno ternyata 
membuat khawatir pemerintah kolonial Belanda. Iapun dipenjara 
dan dibuang ke pengasingan. Selama tahun-tahun sebagai tawanan 
itulah,  Bung Karno berusaha memperdamaikan berbagai teori-teori 
revolusioner dengan realitas kolonialisme di Indonesia. Hasilnya 
adalah sesuatu yang khas  Jawa: sintesis atas berbagai keyakinan dan 
pemikiran. Dia memadukan teori dialektika revolusioner Marxis, 
semangat pengingkaran diri Hindu, jihad Islam, dan Kotbah di 
Atas Bukit yang diucapkan Yesus Kristus.70
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Kemampuannya dalam mengilhami kalangan nasionalis 
Indonesia selama  perjuangan kemerdekaan pada masa pendudukan 
Jepang dari tahun 1942 sampai 1945 membuat banyak rakyat 
Indonesia memandangnya sebagai simbol  perjuangan, bahkan 
ketika mereka tahu bahwa dia pernah berkolaborasi dengan 
pemerintahan militer Jepang.71 Dia bahkan diyakini sebagai 
penggenapan atas mitos mesianik  Jawa mengenai datangnya 
seorang “Ratu Adil” yang akan membebaskan Indonesia dari beban 
penjajahan asing. Kita ingat, pandangan tentang  Bung Karno 
sebagai simbol nasional ini terus berlanjut selama masa  perjuangan 
revolusi melawan pemerintah kolonial Belanda yang ingin kembali 
ke Indonesia, mulai tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan 
pada tahun 1949.
Salah satu prestasi besar  Bung Karno dalam mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia adalah kemampuannya untuk mengikat 
keragaman penduduk Nusantara—yang membentang sekitar 5.000 
kilometer dan yang mencakup belasan ribu pulau—menjadi satu 
bangsa. Richard Straub, seorang koresponden BBC yang sempat 
mewawancarai  Bung Karno pada akhir tahun 1945 sempat berucap 
secara antusias: “Abraham Lincoln masih hidup di Indonesia.” 
Wartawan tersebut terkesan oleh kemampuan  Bung Karno dalam 
memimpin rakyat Indonesia dalam masa yang penuh pergolakan 
dan oleh visi republik demokratis  Bung Karno yang mengambil 
contoh dari  Amerika Serikat.72 Meskipun di kalangan tertentu 
 Bung Karno mendapat julukan sebagai “mata keranjang” dan 
“demagog kiri yang bising,” di antara rakyat Indonesia dia dikenal 
sebagai seorang pemimpin, pemersatu, dan simbol kebebasan 
serta kemerdekaan nasional. Namun demikian, pada pertengahan 
tahun 1950-an, sikapnya yang terbuka kepada  PKI telah membuat 
khawatir sejumlah komandan militer daerah di  Luar  Jawa dan 




Ketika harus menilai situasi politik Indonesia pada akhir tahun 
1955, Menteri Luar Negeri AS Dulles menyimpulkan bahwa 
spektrum politik yang ada telah mengerucut menjadi dua kubu, 
dengan  Sukarno,  PNI, dan  PKI di satu sisi dan Wakil Presiden 
Hatta, Partai  Masyumi, dan  Angkatan Darat di sisi lain. Dulles 
memperingatkan: “ Sukarno jelas-jelas memiliki kekuasaan yang luar 
biasa atas rakyatnya,” seraya menambahkan: “Sepertinya dia telah 
melemparkan taruhannya,  sebagaimana pernah dilakukan Nehru, 
untuk bermain dengan kelompok Komunis.”73 Wakil Presiden A.S. 
Nixon, sebaliknya, menilai  Bung Karno “lebih buruk daripada 
Nehru” dan “penuh dengan kebohongan”. Meskipun demikian 
Nixon percaya bahwa tetap pentinglah mempengaruhi dan bekerja 
sama dengan  Bung Karno. Kalau perlu bahkan mengundangnya 
ke  Amerika Serikat. Sebelumnya, dalam sebuah pertemuan 
Dewan Keamanan Nasional, Nixon pernah merekomendasikan 
supaya pemerintahan Eisenhower menggunakan kekuasaannya 
untuk mempengaruhi politik Indonesia melalui  Bung Karno. 
Menurut Nixon waktu itu, adalah merupakan hal yang penting 
bahwa “sekiranya kita tidak berhasil mengajak Presiden  Sukarno 
supaya berpihak kepada kita ... setidak-tidaknya kita berusaha 
menetralisir pengaruhnya yang luar biasa besar itu.” Sambil 
menggambarkan  Bung Karno sebagai salah seorang orator terbaik di 
Asia, Nixon yakin bahwa Presiden Indonesia tersebut “akan mampu 
menggunakan pengaruh istimewanya itu atas rakyat Indonesia.”74 
Menlu Dulles menyampaikan keberatannya atas saran Nixon untuk 
mengundang  Bung Karno. Dulles takut bahwa mengundang  Bung 
Karno ke A.S. akan  “membuat kita terperangkap oleh Indonesia 
dalam masalah  Irian Barat.”75
Dalam rangka menjembatani perbedaan pendapat ini, pada 
awal Januari 1956 Menteri Luar Negeri A.S. memutuskan untuk 
memanggil Duta Besarnya untuk Indonesia, Hugh Cumming, 
supaya datang ke Washington guna berkonsultasi mengenai 
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persoal an tersebut. Dalam konsultasinya, Cumming antara lain 
mengatakan:
Pertanyaannya adalah: apakah kita perlu mengundangnya ke sini 
sambil berharap bahwa hal tersebut akan mempengaruhinya, 
meskipun kita sadar bahwa undangan semacam itu akan menimbulkan 
kemarahan Belanda dan mereka yang pro-kolonial ... Atau mau kita 
abaikan saja dia [ Bung Karno] untuk kemudian kita biarkan dia 
mendekat pada Cina Komunis. Dan bila ternyata nantinya  dia benar-
benar dekat dengan Komunis, ... kita baru akan menyesal bahwa kita 
tidak mengundangnya ke sini.76
Seperti diakui Cumming sendiri kemudian, sebenarnya dia 
tidak pernah sepenuhnya yakin apakah pemerintahan Eisenhower 
mesti mengundang  Bung Karno atau tidak. Namun begitu, dia 
merekomendasikan supaya Washington “berani bertaruh”.77
Seakan mau memenuhi tantangan Cumming untuk “berta-
ruh”, pada tanggal 12 Maret 1956, Menteri Luar Negeri A.S. 
mengunjungi  Bung Karno di Jakarta. Dalam pembicaraan Dulles 
memperingatkan  Bung Karno akan usaha terus-menerus pihak 
 Uni  Soviet untuk memaksakan “sistem yang mereka yakini 
ke seluruh dunia”. Sembari mengingatkan bahwa A.S. telah 
mendukung Indonesia sejak akhir Perang Dunia Kedua, Menlu 
Dulles juga memperingatkan  Bung Karno—yang sebelumnya telah 
mengangkat masalah  Irian Barat—akan kelompok komunis yang 
menggunakan segala cara untuk mempertajam konfl ik internasional 
demi kepentingan mereka sendiri. Sebagai tanggapan,  Bung Karno 
mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Amerika selama 
 perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi lantas mengatakan:
masalah bangsa-bangsa Asia bukanlah masalah pro atau anti-Komunis, 
melainkan bahwa seluruh panggung Asia [sedang] menunjukkan 
“semangat nasionalisme”. ... Setiap sikap yang diambil oleh suatu 
negara diukur oleh rakyat Asia dalam kaitannya dengan cita-cita 
nasional [mereka]. .... Saat ini suara Amerika sama tidak jelasnya 
dengan kurun waktu antara 1945 dan Desember 1949 [ketika 
Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya]. 




Meskipun mendapatkan jawaban yang sangat tidak diharapkan, 
Menteri Luar Negeri Dulles tidak gusar. Ia tetap menyampaikan 
bahwa Presiden Eisenhower mengundang  Bung Karno ke  Amerika 
Serikat, guna mengunjungi Washington dan kota-kota lain di sana. 
 Bung Karno menanggapi undangan itu dengan sangat antusias.79
Pada tanggal 30 April 1956 Gedung Putih menyampaikan 
siaran pers, mengumumkan bahwa Presiden  Sukarno telah 
menerima undangan Presiden Eisenhower, dan bahwa pemimpin 
Indonesia itu beserta rombongan “[akan] tiba di Washington pada 
pukul 12:00 siang hari Rabu, 16 Mei, dengan pesawat pribadi 
Presiden Eisenhower, The Columbine.” Siaran tersebut juga 
memberitahukan bahwa  Bung Karno akan berada di Washington 
hingga 19 Mei, untuk kemudian melanjutkan kunjungannya ke 
kota-kota lain di A.S. selama dua minggu.80
Ketika benar-benar tiba di Washington pada tanggal 16 Mei 
1956,  Bung Karno mendapat sambutan hangat dari warga ibukota 
A.S. itu. Dia juga mendapatkan sambutan meriah di berbagai 
tempat lain di  Amerika Serikat yang dikunjunginya. Di New 
York, misalnya, dia disambut dengan parade pita dan dianugerahi 
gelar kehormatan oleh Columbia University. Di Michigan dia 
dianugerahi gelar kehormatan lain dan diajak berkeliling pabrik 
General Motors, Chrysler, dan Ford. Sambutan hangat serupa 
juga diterimanya dari Mormon Tabernacle di Salt Lake City, Utah 
dan di Disneyland, di California. Namun demikian, yang paling 
mengesankan dari kunjungannya ini adalah sambutannya di sidang 
Konggres A.S. pada 17 Mei 1956 di Washington. Dalam pidato 
yang berlangsung selama 45 menit—disampaikan dalam apa yang 
oleh The New York Times disebut “bahasa  Inggris yang jernih dan 
penuh semangat”— Bung Karno menampilkan diri sebagai seorang 
orator ulung yang sejati. Mengaitkan perkembangan politik di Asia 
dan Afrika saat itu dengan Revolusi Amerika, dia menyatakan:
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Tembakan yang diperdengarkan di Lexington pada tanggal 19 
April 1775 terdengar sampai ke seluruh penjuru dunia. Bunyinya 
masih bergaung di hati semua bangsa yang baru saja memenangkan 
kemerdekaan mereka, dan masih bergema di hati rakyat yang masih 
berjuang melawan jerat kolonialisme ... Di lebih dari separo belahan 
dunia, kata-kata membara yang mengobarkan Perang Kemerdekaan 
Amerika telah dipelajari dengan sangat cermat sebagai sumber inspirasi 
dan semangat  perjuangan. Ya, inilah saatnya Asia dan Afrika bangkit 
kembali.81
Menyebut Konferensi Asia-Afrika sebagai sebuah pertanda 
yang gamblang tentang “penolakan tiada henti bangsa-bangsa 
Asia-Afrika terhadap kolonialisme dalam segala bentuknya”,  Bung 
Karno sengaja memuji Amerika karena sikap anti-kolonialismenya 
yang konsisten. 
Ketika hendak mengangkat topik bantuan Amerika kepada 
Indonesia,  Bung Karno mendapat tepuk tangan sangat meriah. 
Pasalnya, sebelum menyinggung topik itu dia menyempatkan 
diri untuk bertanya kepada Pemimpin Sidang, apakah kali ini dia 
boleh bicara jujur apa adanya sebagaimana selayaknya seorang 
sahabat.  Bung Karno menyampaikan terima kasihnya atas bantuan 
teknis yang terus diberikan Amerika kepada Indonesia, namun 
sekaligus dia juga memperingatkan bahayanya bantuan militer 
kepada Indonesia dan bangsa-bangsa Asia lainnya. Bantuan 
militer, demikian  Bung Karno, hanya akan membuat bangsa-
bangsa penerimanya tergantung pada A.S., dan lama-kelamaan 
akan mengurangi kemampuan mereka untuk memperjuangkan 
kemerdekaan, perdamaian, dan kesejahteraan mereka sendiri. 
Berkaitan dengan masalah bantuan asing pada umumnya,  Bung 
Karno mengatakan:
dari belahan bumi mana pun... datangnya bantuan, kami bertekad 
bahwa tidak ada bantuan materiil apa pun yang bisa memisahkan 
kami dari kemerdekaan yang sudah kami peroleh dengan susah payah 
itu, sebab bagi kami kemerdekaan itu lebih penting daripada barang-
barang yang bisa diberikan atau dijual oleh negara lain kepada kami 
... Kami menerima bantuan atas dasar kepentingan bersama. Kami 
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menolak gagasan untuk mempertukarkan kemerdekaan lahir dan 
kebebasan batin kami dengan bantuan keuangan.82
 Bung Karno juga meyakinkan A.S. bahwa Indonesia mencoba 
menerapkan demokrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Pemilu 
tahun 1955. Dia meminta dukungan A.S. bagi  perjuangan 
Indonesia untuk mendapatkan kembali  Irian Barat dari tangan 
kekuasaan Belanda. Menyitir kata-kata Presiden Abraham Lincoln 
bahwa suatu bangsa tidak dapat hidup separo- merdeka dan separo-
terjajah,  Bung Karno mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak 
akan sepenuhnya  merdeka selama  Irian Barat masih berada di 
bawah kontrol sebuah kekuasaan asing. “Dalam segala hal, dan 
karena adanya ikatan pengalaman kolonial yang sama,” kata  Bung 
Karno, “ Irian Barat dari dulu sampai sekarang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari Indonesia.”83
Meski nadanya keras, pidato  Bung Karno diterima dengan 
hangat oleh para anggota Konggres. Mereka mengatakan kepada 
Duta Besar A.S. untuk Indonesia, Cumming, bahwa pidato Presiden 
Indonesia itu layak diberi tepuk tangan lebih dari pidato siapa 
pun sejak Perdana Menteri Winston S. Churchill menyampaikan 
pidatonya di Konggres.84 Walter Robertson, Asisten Menteri Luar 
Negeri A.S., menghadiri pidato tersebut. Ia berkomentar tentang 
pidato itu: “Di dunia ini sebenarnya tidak ada kelompok orang yang 
lebih malas mendengarkan pidato daripada Konggres Amerika. 
Namun setelah orang itu [ Bung Karno] selesai pidato, secara 
spontan mereka berdiri dan bertepuk tangan karena merasa kagum 
akan pidatonya.” Lanjutnya: “Hanya George Washington saja yang 
pidatonya kepada Konggress lebih bagus daripada  Sukarno.”85
Meskipun pidatonya berkobar dan sambutan terhadapnya 
luar biasa, tampaknya  Bung Karno sendiri tidak terlalu puas 
dengan kunjungan ke Amerika kali ini. Dalam wawancara dengan 
penulis otobiografi nya, Cindy Adams, ia sempat mengungkapkan 
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ketidaksukaannya pada substansi kunjungan tersebut. Selama 
kunjungan itu, kata  Bung Karno:
Saya berusaha menjelaskan posisi politis kami kepada [Menteri Luar 
Negeri]  John Foster Dulles. ‘Kami tidak punya keinginan untuk ikut 
begitu saja pada  Uni  Soviet atau secara ketat mengikuti jalan yang 
didesakkan oleh Amerika bagi kami. Kami tidak ingin menjadi satelit  
dari blok mana pun.’ Tetapi, sikap tidak ingin memihak seperti itu 
dengan mudah disalahmengerti oleh Amerika. Amerika menyukai kita 
hanya bila kita berada di pihak yang ditentukannya. Jika kita tidak 
sepenuhnya bersama dia, dengan sendirinya kita dianggap telah masuk 
ke dalam Blok  Soviet ... Jawaban Dulles adalah, ‘Politik Amerika 
bersifat global. Anda mesti memihak yang satu atau memihak yang 
lain. Sikap netral itu amoral.”86
 Bung Karno berusaha menjelaskan psikologi sosial pasca-
perang bangsa-bangsa Asia kepada Presiden Eisenhower. Namun 
kesan  Bung Karno, Eisenhower lebih tertarik berbicara tentang 
fi lm daripada tentang politik luar negeri  Amerika Serikat. Kata 
 Bung Karno lagi:
Setelah itu saya bertemu dengan Presiden Eisenhower dan kami pun 
segera membicarakan hal-hal yang lain dan tidak resmi. Di Gedung 
Putih, dia hanya mengajak saya berdiskusi tentang sesuatu yang 
kami sukai bersama, yakni fi lm... Di sela-sela berputarnya rol fi lm 
itu, saya mengatakan kepadanya: ‘Sikap pemerintah Anda sekarang 
ini seperti sikap orang yang tidak mampu menyelami alam pikiran 
rakyat Asia. Asia sedang berada dalam euforia kemerdekaan. Seluruh 
benua itu sedang diliputi sukacita besar kemerdekaan. Tolong ... 
tolong sampaikan kepada rakyat Amerika bahwa mereka mesti tahu, 
bila sepanjang hidupnya seseorang terus-menerus mengalami rasa 
sakit, ketertindasan, dan terus terancam kemerdekaannya, ia tidak 
akan menyerahkan kemerdekaan itu begitu ia mendapatkannya ... 
Bahwa sebagai seorang sahabat yang lebih bijak dan lebih tua, Amerika 
semestinya membantu kami, memang betul. Tetapi, mencampuri 
urusan kami? Tidak. Kami rasakan kapitalisme dan demokrasi Barat 
sedang digunakan untuk menindas kami melalui Belanda. Kami 
menolak sistem macam itu.87
 Bung Karno menduga, banyak kalangan di Amerika merasa 
gusar ketika mengetahui bahwa sepulangnya dari kunjungan 
ke Amerika dia melakukan kunjungan ke  Uni  Soviet dan 
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 Republik Rakyat Cina. Meskipun rakyat Amerika telah bersikap 
menyenangkan kepadanya selama kunjungannya ke negeri itu, 
kata  Bung Karno, “mereka merasa bahwa [pergi] ke Peking dan 
Moskow adalah [sebuah] langkah yang keliru.”  Bung Karno yakin 
bahwa banyak rakyat Amerika yang melihat kunjungannya ke 
kedua negara komunis tersebut sebagai “balasan yang tidak sopan” 
atas keramah-tamahan mereka. Ia juga yakin bahwa sejak itulah 
media massa Amerika mulai mencercanya, dan “mulai mengatakan 
bahwa orang yang ngakunya percaya pada Tuhan itu ternyata adalah 
seorang dedengkot Komunis.”88
Terlepas dari puas atau tidaknya kedua belah pihak berkaitan 
dengan kunjungan  Bung Karno ke Amerika, pemerintah Indonesia 
berusaha memanfaatkan kunjungan itu untuk mendapatkan 
bantuan ekonomi dan militer A.S. Namun demikian, tanggapan 
Amerika terhadap keinginan tersebut jauh dari yang diharapkan. 
Sebaliknya,  Uni  Soviet dan Cina Komunis sangat antusias untuk 
membantu pemerintah Indonesia. Selama kunjungan  Bung Karno 
ke Moskow, pemerintah  Soviet menjanjikan pinjaman sebesar $100 
juta, jauh lebih banyak daripada $15 juta yang diberikan Amerika. 
Dalam kunjungannya ke Cina,  Bung Karno mencapai kesepakatan 
kerjasama di bidang perdagangan, ekonomi dan teknik.89 
Minimnya bantuan Amerika kepada Indonesia terjadi ketika 
pemerintah Indonesia sedang menjalankan kebijakan luar negeri 
yang aktif. Tak mengherankan jika Indonesia merasa kecewa 
terhadap sikap Amerika dan sekutu-sekutunya. Banyak kalangan 
di Indonesia merasa gundah atas keengganan  Amerika Serikat dan 
negara-negara Barat untuk memberikan bantuan ekonomi yang 
berarti. Selain itu, lemahnya dukungan Amerika dan sekutunya 
terhadap upaya pembebasan  Irian Barat telah mendorong Indonesia 
untuk mencari dukungan dari negara-negara lain, terutama dari 
negara-negara yang sama-sama baru saja  merdeka.90 
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Sementara itu dalam rangka menjalankan politik luar negeri 
yang bebas-aktif pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke 
Belanda untuk memperbarui negoisasi atas masalah  Irian Barat. 
Negoisasi tersebut berakhir dengan kegagalan. Pada tanggal 16 
Februari 1956 pemerintah Indonesia secara sepihak mengumumkan 
pembatalan Uni Indonesia-Belanda dan berniat untuk mengambil 
tindakan-tindakan sepihak lebih jauh terkait kesepakatan yang telah 
dicapai dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949. 
Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1956 pemerintah Indonesia 
secara sepihak menyatakan ketidaksediaannya untuk membayar 
85 persen (3,661 miliar gulden) hutang Indonesia kepada Belanda 
sebagaimana disetujui dalam KMB. Alasannya, dana tersebut 
telah digunakan pemerintah kolonial Belanda untuk melawan 
Revolusi Indonesia.91  Semua tindakan itu merupakan ungkapan 
keinginan pemerintah Indonesia untuk membebaskan diri dari 
dominasi Belanda. Sekaligus hal itu juga menunjukkan semakin 
kuatnya politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif—sebuah 
perkembangan yang bisa diduga membuat para pejabat di 
Washington bertambah gelisah.92
Memanggang Kaki  Bung Karno
Sepulang  Bung Karno dari lawatan luar negeri, Indonesia mengalami 
perkembangan politik yang serba cepat. Banyak pihak, misalnya, 
merasa tidak puas dan kecewa dengan sistem pemerintahan 
parlementer dan sistem multipartai pada umumnya. Mereka merasa 
bahwa sistem macam itu hanya mampu menghasilkan kabinet yang 
terus-menerus berganti dan berlarut-larutnya berbagai konfl ik 
internal serta bertele-telenya kehidupan politik. Rakyat merasa 
muak atas berbagai skandal korupsi di kalangan pemerintah.93 
Banyak pula yang merasa kecewa pada para politikus yang tampak 
makin menjauh dari rakyat dan memanfaatkan kedudukan mereka 
hanya untuk mengejar kepentingan sendiri. Mereka menuduh 
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para politikus sedang “mabuk kekuasaan dan kedudukan”. Mereka 
merasa bahwa kepentingan pribadi telah menggeser semangat 
nasionalisme dan semangat kepahlawanan yang sebelumnya 
berkobar selama masa Revolusi Kemerdekaan.94
Presiden  Sukarno pun semakin merasa kecewa dengan situasi 
politik Indonesia. Ia mulai menyatakan keinginannya untuk 
memulai suatu sistem yang bisa menjadi alternatif terhadap sistem 
multipartai. Ia makin merasa enggan harus berbagi kekuasaan 
dengan parlemen dan para menteri dalam kabinet demi kabinet 
yang tidak efektif. Sebagai alternatif, dia memperkenalkan apa yang 
ia sebut sebagai  “demokrasi terpimpin”, sekaligus menyatakan 
keinginannya untuk memainkan peran pokok dalam politik 
Indonesia. Tentu saja dia sendirilah yang nantinya akan memimpin 
“demokrasi” itu.95
Salah satu konsekuensi dari sistem politik yang diusulkan  Bung 
Karno ternyata adalah semakin mengecilnya peran Bung Hatta. 
Sengaja atau tidak, kesannya  Bung Karno semakin mengabaikan 
Bung Hatta, baik sebagai Wakil Presiden maupun sebagai bagian 
dari Dwitunggal  Sukarno-Hatta yang sebenarnya merupakan 
simbol persatuan  Jawa- Luar  Jawa dalam Revolusi Kemerdekaan 
Indonesia. Upaya Hatta untuk mengajukan alternatif lain kepada 
 Bung Karno tidak digubris. Itulah sebabnya ketika  Bung Karno 
semakin kuat memaksakan pandangan-pandangannya sendiri 
atas sistem politik Indonesia, dan ketika perbedaan politis antara 
Presiden dan Wakil Presiden menjadi semakin tak terdamaikan lagi, 
pada tanggal 20 Juli 1956 Hatta mengumumkan pengunduran 
dirinya sebagai Wakil Presiden, berlaku mulai 1 Desember tahun 
itu juga.
Pernyataan pengunduran diri Hatta ternyata tidak menghalangi 
 Bung Karno untuk tetap mengubah sistem politik Indonesia. Dalam 
pidato di depan Konferensi Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1956, 
sebuah konferensi yang dimaksudkan untuk memperingati  Sumpah 
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Pemuda,  Bung Karno mengeluh tentang “penyakit partai-partai”. 
Dalam kesempatan itu ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia telah 
membuat kesalahan besar pada tahun 1945. Menurutnya:
ketika itu kita mendesak agar dibentuk partai, partai, dan partai ... 
Sekarang buah dari kesalahan itu sedang menimpa kita.  ... Sekarang 
ini apa yang saya impikan adalah bahwa para pemimpin partai-partai 
akan bertemu, akan berbicara satu sama lain, untuk kemudian sampai 
pada keputusan “Mari sekarang kita bersama-sama mengubur semua 
partai yang ada.”96
Dua hari setelahnya, pada tanggal 30 Oktober,  Bung Karno 
berbicara dalam konferensi Perhimpunan Guru. Pada kesempatan 
itu dia mengungkapkan keputusasaannya dengan korupsi yang 
dilakukan banyak politikus Indonesia dan kekagumannya pada 
sistem politik di  Uni  Soviet dan Cina. Diapun lantas mengulangi 
seruannya untuk mengganti sistem partai politik:
Saya tidak ingin menjadi seorang diktator, saudara dan saudari ... Itu 
berlawanan dengan semangat saya. Saya adalah seorang demokrat. 
Saya benar-benar seorang demokrat. Tetapi, demokrasi saya bukanlah 
demokrasi liberal ... Yang ingin saya lihat di Indonesia kita ini 
adalah demokrasi terpimpin, demokrasi yang diarahkan, tetapi tetap 
demokrasi.97
Kepada para pemimpin partai politik  Bung Karno menyerahkan 
langkah-langkah praktis yang mesti diambil untuk membubarkan 
partai-partai tersebut. Tetapi dia kemudian lalu menambahkan: “... 
tentu saja, saya mempunyai konsepsi saya sendiri.” Setelah itu ia 
menyatakan, bila diminta ia bersedia menjelaskan konsepsinya itu.98
Banyak pihak dari kalangan militer, terutama para komandan 
militer daerah di  Luar  Jawa, juga kecewa dengan kinerja sistem 
politik dan pemerintahan sipil pusat yang ada saat itu. Mereka 
merasa bahwa orang-orang yang duduk di pemerintahan pusat 
terlalu sibuk dengan usaha saling berebut kekuasaan, mengabaikan 
kesejahteraan daerah-daerah di  Luar  Jawa, dan kurang menghargai 
peran militer dalam pemerintahan. Tetapi sekaligus mereka juga 
sangat khawatir dengan kritik Presiden  Sukarno atas sistem 
parlementer yang ada. Meskipun memiliki keprihatinan yang 
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sama dengan Presiden, mereka takut bahwa kritiknya akan 
mengakibatkan terkonsentrasinya kekuasaan di tangan pemerintah 
yang didominasi  Jawa dan yang semakin dipengaruhi oleh 
kelompok komunis. Mereka memutuskan bahwa langkah-langkah 
tertentu perlu segera diambil guna melawan kecenderungan itu. 
Kebetulan banyak pejabat di A.S. juga memiliki keprihatinan 
serupa. Merekapun takut bahwa pemerintahan yang didominasi 
 Jawa akan segera dikuasai oleh  PKI, yang popularitasnya kini 
semakin hari semakin meluas.
Para komandan militer merasa senang bahwa menyusul 
penandatanganan Piagam Yogyakarta pada bulan Februari 1955—
yang berisi sumpah kesatuan di antara mereka—relasi antara militer 
dan pemerintah kelihatannya membaik.99 Penunjukan kembali 
 Nasution sebagai Kepala Staf  Angkatan Darat oleh pemerintah 
pada bulan November tahun itu tampaknya menggarisbawahi 
membaiknya relasi tersebut. Namun demikian, kalangan  Angkatan 
Darat segera menyadari bahwa  Nasution sebenarnya berada 
pada posisi yang lemah dan tergantung pada pemerintahan sipil. 
Dalam posisi seperti itu  Nasution dan rekan-rekan militernya 
tidak dimungkinkan untuk mengkritik pemerintahan sipil. 
Bahkan seakan-akan ada kewajiban untuk mempertahankan 
relasi militer-pemerintah yang sebenarnya rapuh. Kesediaan 
 Nasution dan kawan-kawan untuk duduk di pemerintahan sipil 
akhirnya mengecewakan orang-orang militer lain yang berada di 
luar lingkaran mereka, yang sebelumnya telah merasa memiliki 
kekuasaan yang lebih besar. Meminjam kata-kata Herbert Feith, 
 Nasution dkk “... seperti menawarkan sayur-mayur kepada seekor 
singa yang sudah pernah merasakan nikmatnya darah.”100
Ada hal lain yang membuat para pemimpin militer di luar 
lingkaran  Nasution makin gelisah. Pada awal tahun 1956, setelah 
menduduki posisinya itu,  Nasution berencana mengadakan mutasi 
atas komandan-komandan militer di beberapa wilayah kunci, 
135
Amerika dan Kecenderungan Indonesia ke Kiri
sebagai salah satu cara untuk melawan kecenderungan mereka 
untuk bertindak sendiri-sendiri. Rencana  Nasution ini mendapat 
dukungan penuh dari pemerintah. Sebaliknya, banyak komandan 
militer menolak rencana terebut. Mereka sudah terlanjur jauh 
terlibat dalam posisi-posisi yang “basah” berkat adanya praktek 
barter di wilayah komando masing-masing. Penolakan itu membuat 
 Nasution berada dalam posisi terjepit. Ia harus memilih antara 
memperhatikan keinginan anak buahnya dan kemauan pemerintah 
pusat Jakarta. Pemerintah pusat, kata  Nasution:
menuntut Kepala Staf  Angkatan Darat [ Nasution sendiri] untuk 
bertindak guna mendisiplinkan para komandan wilayah, tetapi 
tanpa mau menangani persoalan di balik praktek barter itu. Kepala 
Staf  Angkatan Darat merasa terjepit. Saya tidak setuju dengan yang 
dilakukan para komandan wilayah, sebab hal itu berarti mereka 
melangkah mundur dalam usaha kita untuk memperkuat  Angkatan 
Darat dan bangsa. Tetapi, saya pun tidak dapat menerima sikap 
[pemerintah] yang hanya menganggap situasi ini sebagai masalah 
disiplin dan pelanggaran hukum. Saya benar-benar terjepit.101
Apakah  Nasution benar-benar terjepit atau tidak, para 
komandan militer daerah terus menentang rencana mutasi tersebut. 
Komando teritorial Sumatra Utara, Kolonel  Maludin Simbolon, 
memimpin aksi penentangan di Sumatra Utara. Dia didukung 
oleh mantan Deputi Kepala Staf  Angkatan Darat, Letnan Kolonel 
 Zulkifl y Lubis, sepupu sekaligus saingan berat  Nasution. Pada bulan 
November 1956, Lubis telah berencana untuk melancarkan kudeta 
terhadap  Nasution, tetapi berita mengenai hal itu bocor sebelum 
rencana tersebut dijalankan. Pada tanggal 16 Desember, sebanyak 
48 pejabat tertinggi dari seluruh Sumatra menandatangani sebuah 
petisi yang mendukung oposisi Simbolon-Lubis terhadap Jakarta. 
Dari antara para pejabat tersebut yang paling terkemuka adalah 
Letnan Kolonel Ahmad Hussein, yang saat itu adalah komando 
Resimen Padang, Sumatra Barat.102
Inisiatif petisi tersebut dengan segera diikuti dengan pemben-
tukan Dewan Banteng, yang dimaksudkan sebagai representasi 
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para pendukungnya dalam menentang pemerintah pusat. Pada 
tanggal 20 Desember Letnan Kolonel Hussein, yang telah ditunjuk 
sebagai ketua Dewan Banteng, mengambil alih pemerintahan 
sipil Sumatra Barat. Tindakan ini diikuti oleh pengumuman 
Simbolon pada 22 Desember di Medan, Sumatra Utara, tentang 
pembentukan Dewan Gajah dan pemutusan Sumatra Utara dari 
pemerintah pusat di Jakarta.103 Dua hari kemudian, pada tanggal 
24 Desember, komandan resimen Sumatra Selatan, Kolonel 
Barlian, membentuk Dewan Garuda dan mendukung didirikannya 
Koordinasi Keamanan Daerah untuk memaksa pemerintahan sipil 
yang ada saat itu mengambil langkah-langkah pemisahan diri dari 
pemerintah pusat.104
Letnan Kolonel Herman N. “Ventje”  Sumual, Kepala Staf teri-
torial militer Indonesia Timur, memimpin oposisi terhadap rencana 
 Nasution di Sulawesi. Sebagaimana para komandan teritorial 
yang lain,  Sumual secara pribadi telah menarik keuntungan 
dari perdagangan barter di Sulawesi, sehingga mengurangi 
ketergantungan ekonomis teritorial itu pada pemerintah pusat 
di Jakarta. Dia membentuk sebuah dewan yang berbeda dan 
menyarankan supaya para komandan militer setempat, bersama 
dengan masyarakat Minahasa, terus menjalankan upaya penye-
lundup an kopra ke berbagai pasar di Asia Tenggara. Baik di Sumatra 
maupun Sulawesi, usaha komando militer pusat di Jakarta untuk 
menghentikan praktek penyelundupan macam itu gagal.
Merosotnya kepercayaan publik Indonesia pada para pemimpin 
politik mereka, ditambah dengan konfl ik internal di tubuh militer 
Indonesia, sangat mempersulit pemerintahan Eisenhower untuk 
menyusun langkah tanggapan guna mengekang pertumbuhan  PKI 
yang begitu pesat. Para pejabat di Washington sadar, sementara  PKI 
bisa mengorganisir diri secara rapi dari tingkat atas hingga tingkat 
akar rumput, masyarakat sipil Indonesia pada umumnya, berikut 
institusi-institusi militernya, berada dalam kondisi yang lemah. 
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Mereka lebih jauh menyadari bahwa sementara  PKI relatif bersih 
dari tuduhan korupsi, kelompok militer telah dituduh melakukan 
kelalaian anggaran dan mendukung praktek penyelundupan.
Hingga akhir masa pemerintahan Eisenhower yang per-
tama , para pejabat urusan luar negeri A.S. sebenarnya tetap 
meng khawatirkan situasi di Indonesia, namun masih juga belum 
menemukan cara yang tepat untuk menghadapi perkembangan 
pesat kelompok komunis. Beberapa orang dari antara mereka 
melihat para komandan militer daerah yang anti-komunis dan 
kritis terhadap Jakarta sebagai sebuah kemungkinan yang bisa 
dipakai untuk menahan semakin condongnya pemerintahan pusat 
Indonesia ke ideologi kiri. Namun demikian ada beberapa orang 
yang merasa skeptis terhadap gagasan ini. Menteri Luar Negeri 
Dulles, misalnya. Memang ia percaya bahwa pemberontakan militer 
daerah akan membawa persoalan serius bagi Presiden  Sukarno. 
Namun demikian, ia tidak yakin seberapa serius sebenarnya 
persoalan itu nantinya bagi Sang Presiden. Menurut Dulles, para 
komandan militer di  Luar  Jawa memang memberontak terhadap 
para pejabat pemerintah yang mereka tuduh korup dan tidak 
efi sien, tetapi mereka tidak mau menentang Presiden  Sukarno 
sendiri. Dulles melihat, hasil akhir pemberontakan semacam itu 
akan tergantung pada banyak faktor, sehingga sama sekali tidak jelas. 
Sampai pada tahap ini satu-satunya kekhawatiran Dulles adalah 
bahwa Presiden  Sukarno akan memanfaatkan pemberontakan itu 
untuk mengimplementasikan gagasan “demokrasi terpimpin”-nya, 
yang dalam pemahaman Menlu A.S. tersebut berarti “suatu ben-
tuk pemerintahan yang totaliter”.105 Ketika Presiden Eisenhower 
menanyakan kepadanya apakah pemberontakan itu telah menyebar 
ke wilayah-wilayah Indonesia yang lain, Dulles hanya dapat 
menun juk pada dua tempat, Sulawesi dan Kalimantan, tetapi lalu 
menambahkan bahwa bahkan di situ pun pemberontakan tersebut 
“belum tampak sebagai sesuatu yang serius”.106
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Sejumlah pejabat dalam pemerintahan Eisenhower menilai 
bahwa kritik  Bung Karno terhadap “demokrasi Barat” atau “demo-
krasi liberal” dan sistem parlementer semakin tajam tidak lama 
setelah kunjungannya ke  Uni  Soviet dan Cina. Bagi mereka, fakta 
ini menunjukkan bahwa  Bung Karno makin berada di bawah 
pengaruh komunis dan dalam konteks Perang Dingin makin 
jauh bergeser arah ke Blok Komunis. Dengan popularitas  PKI 
yang semakin menjulang, mereka takut bahwa  Bung Karno dan 
segenap jajaran pemerintahan Indonesia tidak lama lagi akan 
melangkah makin mendekat ke kiri. Itulah sebabnya para pejabat 
itu menyambut gembira terjadinya pemberontakan di  Luar  Jawa. 
Bagi mereka pemberontakan itu merupakan sebuah kesempatan 
untuk melakukan suatu tindakan guna menghadang kecenderungan 
Indonesia ke arah kiri.
Sementara para pejabat dalam pemerintahan Eisenhower 
se dang memikirkan alternatif pendekatan terhadap Indonesia, 
seorang pejabat  CIA mengusulkan diambilnya kebijakan-kebijakan 
baru terhadap Indonesia, khususnya terhadap Presiden  Sukarno. 
Pada suatu hari di musim gugur tahun 1956, ketika  Bung Karno 
semakin sering mengungkapkan kemuakannya pada “demokrasi 
Barat” dan kekagumannya pada sistem politik  Soviet dan Cina, 
Deputi Direktur Perencanaan  CIA, Frank  Wisner, mengatakan 
kepa da Alfred C.  Ulmer, ketua Divisi Timur Jauh  CIA: “Saya 
rasa sekaranglah saatnya kita memanggang kaki  Sukarno di atas 
api.”107
Sebenarnya tidak seorang pun dalam dinas rahasia itu 
memahami dengan pasti arti dari “komando” yang diberikan 
 Wisner tersebut. Namun demikian, sebagai seorang bawahan 
yang setia,  Ulmer tetap saja menyampaikan perintah itu kepada 
para pejabat  CIA Cabang Nomor 5 dari Divisi Asia Timur (FE/5). 
Divisi ini membawahi Indonesia dan  Malaka, dan menghubungkan 
 CIA dengan dinas intelijen  Australia.  Ulmer lantas berujar 
139
Amerika dan Kecenderungan Indonesia ke Kiri
kepada para pejabat tersebut: “Jika kita tidak mau melaksanakan 
komando itu, maka mungkin Santa Klaus akan datang dan 
mengisi kantong-kantong kita dengan tugas-tugas yang lebih 
buruk.”108 Seperti diketahui, rencana para pejabat FE/5 untuk 
menjalankan “komando” itu nantinya akan didukung sepenuhnya 
oleh pemerintahan Eisenhower yang kedua, yang secara tragis akan 
salah membaca situasi di Indonesia. “Dengan demikian,” kenang 
mantan kepala Divisi FE/5  CIA  Joseph Burkholder Smith jauh 
setelahnya, “dimulailah sebuah petualangan yang berlangsung 
selama satu setengah tahun, yang berakhir dengan matinya ribuan 
rakyat Indonesia. Sementara itu seorang pilot Amerika ... berada 
di sebuah penjara di Jakarta, menunggu eksekusi.”109 Sebagaimana 
akan kita lihat dalam bab berikut, Perang Dinginpun segera 
membakar Indonesia dengan amukan apinya yang dahsyat.
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Kesempatan kita untuk melakukan intervensi yang sukses 
lebih besar sekarang ini, dengan bantuan pemerintah dan 
rakyat Sumatra, daripada nanti-nanti, ketika kita mungkin 
harus melakukan campur tangan tanpa adanya selubung 
macam itu.
Menlu A.S. John Foster Dulles1
PADA tahun 1957 masa jabatan pertama  Dwight D. Eisenhower 
sebagai Presiden berakhir. Ia terpilih kembali, sehingga pada tahun 
itu juga ia memulai masa jabatannya yang kedua. Sama seperti 
pada masa jabatan yang pertama, politik luar negeri pemerintahan 
Eisenhower yang kedua terhadap Indonesia—dan terhadap 
Asia Tenggara pada umumnya—juga didasarkan pada berbagai 
pertimbangan Perang Dingin. Sikap yang sama ini didorong oleh 
semakin memburuknya permusuhan antara A.S. dan  Uni  Soviet. 
Perspektif Perang Dingin
Pada hari yang sama ketika Presiden Eisenhower dan Wakil Presiden 
 Richard M. Nixon mengawali masa jabatan mereka yang kedua 
pada tanggal 20 Januari 1957,  Uni  Soviet melakukan sebuah uji 
nuklir. Beberapa uji nuklir serupa dilakukan di sepanjang bulan 
BAB 4 




Maret dan April, dan lagi pada bulan Agustus 1957. Semua 
itu tentu saja membantu meningkatkan kekhawatiran para 
pejabat dalam pemerintahan Eisenhower. Suatu perkembangan 
lain juga sedang terjadi dalam kepemimpinan tertinggi  Uni 
 Soviet. Pada bulan Juli tahun itu, G.M. Malenkov—yang pada 
tahun 1955 digantikan oleh Marsekal Nikolai Bulganin yang 
didukung Nikita Khrushchev—dituduh telah berpartisipasi dalam 
sebuah “komplotan anti-partai” dan disingkirkan dari jajaran 
kepemimpinan partai Komunis. Penyingkiran Malenkov itu 
diikuti oleh pencopotan sejumlah pejabat-puncak lain dalam Partai 
Komunis  Uni  Soviet.2 Dalam kurun waktu kurang dari setahun, 
pada bulan Maret 1958, Khrushchev berhasil memegang posisi 
Perdana Menteri  Soviet dan Ketua Partai Komunis.3 Peluncuran 
“Sputnik I”—satelit pertama di dunia—pada bulan Oktober 
1957 meningkatkan rasa khawatir pemerintahan Eisenhower atas 
keunggulan militer  Soviet dan kemampuan Blok Komunis untuk 
menyebarkan pengaruhnya lebih jauh lagi, khususnya di antara 
negara-negara Non-Blok. Pada saat yang sama, “pelajaran dari 
Cina” tetap menjadi motivasi pemerintahan Eisenhower untuk 
mengimplementasikan kebijakan anti-komunis di wilayah Asia-
Pasifi k, termasuk di Asia Tenggara. Selama masa pemerintahan 
Eisenhower  yang kedua, kebutuhan akan hal ini mendorong para 
pejabat A.S. untuk menjalankan berbagai kebijakan dan operasi 
rahasia di negara-negara Asia Tenggara.4 Dalam kasus Indonesia, 
bermacam bentuk campur tangan yang sifatnya militeristik dan 
berjangkauan luas tetapi terselubung justru lebih diutamakan 
daripada kebijakan-kebijakan yang sifatnya resmi.
Pada periode kedua ini tokoh-tokoh kunci pembuatan 
kebijakan A.S. terhadap Indonesia tetap sama, yakni terdiri dari 
Presiden Eisenhower sendiri, Wakil Presiden  Richard M. Nixon, 
Menteri Luar Negeri  John Foster Dulles, Direktur  CIA  Allen W. 
Dulles, dan Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh, 
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 Walter S. Robertson. Kekhawatiran Robertson atas komunisme 
di Indonesia akan sangat mempengaruhi perumusan kebijakan 
pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia.  John M. Allison, 
yang menggantikan  Hugh S. Cumming sebagai Duta Besar A.S. 
untuk Indonesia, juga akan memainkan peran penting dalam 
pembuatan kebijakan Amerika terhadap Indonesia. Mantan Asisten 
Menteri Luar Negeri A.S. untuk Urusan Timur Jauh (1952-53) 
dan Duta Besar A.S. untuk Jepang (1953-57), Allison menjalankan 
tugasnya sebagai Duta Besar negaranya untuk Indonesia mulai 
tanggal 21 Februari 1957.  Meskipun telah diperingatkan oleh 
Departemen Luar Negeri sebelum keberangkatannya ke Indonesia 
akan adanya “bahaya” bahwa Indonesia sewaktu-waktu bisa jatuh 
ke tangan komunis, setibanya di Jakarta Allison berbeda pendapat. 
Menurutnya peringatan tersebut tidak realistik. Ia berpendapat 
bahwa meskipun situasi politik Indonesia memang kompleks, tetapi 
tidak ada bahaya perebutan kekuasaan oleh kelompok komunis.5
Hugh Cumming—mantan Duta Besar A.S. untuk Indonesia 
yang memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan 
pemerintahan Eisenhower yang pertama terhadap Indonesia—
adalah sosok lain yang memiliki posisi kunci dalam perumusan 
kebijakan luar negeri pemerintahan Eisenhower yang kedua. 
Sebenarnya semula Cumming memiliki pandangan yang positif atas 
Indonesia. Namun demikian menjelang akhir masa jabatannya dia 
menjadi semakin tidak menyukai Presiden  Sukarno karena Presiden 
 Sukarno memberikan peran politis yang makin besar kepada Partai 
Komunis Indonesia ( PKI). Sekembalinya ke Washington, pada 
bulan Mei 1957 dia diangkat sebagai Asisten Khusus Departemen 
Luar Negeri A.S. untuk Urusan Intelijen. Pada bulan Oktober 
tahun itu pula dia ditunjuk sebagai anggota Biro Intelijen dan Riset 
Departemen Luar Negeri serta penghubung dengan  CIA. Tidak 
lama setelah itu Cumming ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas 
Antar-Departemen untuk urusan Indonesia. Sebagai ketua gugus 
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tugas dia menjadi penasihat utama Menteri Luar Negeri Dulles 
untuk masalah Indonesia. Pada saat yang sama, pandangannya 
tentang Indonesia semakin dipengaruhi oleh pendapat Direktur 
 CIA Allen Dulles.
Sebagai Direktur  CIA, Allen Dulles memandang Indonesia 
dari perspektif Perang Dingin yang hitam-putih. Pandangan-
pandangannya mengenai Indonesia dibentuk oleh para agen 
 CIA yang ditempatkan di Indonesia, yang tidak menyukai 
kecenderungan  Bung Karno ke “kiri”. Dulles merasa bahwa 
kecuali bila ada langkah-langkah tertentu yang diambil, Indonesia 
akan segera dikuasai oleh kelompok komunis. Hubungan khusus 
antara Allen Dulles dengan kakaknya ( John Foster Dulles) 
yang juga adalah Menteri Luar Negeri A.S., berikut hubungan 
istimewa dengan Presiden Eisenhower, membuat pandangan 
Allen Dulles tentang Indonesia berlaku dan digunakan sebagai 
landasan bagi perumusan kebijakan A.S. terhadap Indonesia. 
Di bawah kepemimpinannya,  CIA memainkan peranan yang 
semakin menentukan di Washington. Meskipun selama masa 
pemerintahan Truman—yang mendirikan dinas intelijen itu pada 
tahun 1947— CIA berfungsi lebih sebagai sebuah agen pengumpul 
informasi dengan pengaruh yang terbatas atas keputusan politis, di 
bawah Allen Dulles dinas rahasia itu mulai berubah fungsi.  CIA 
mulai turut ambil bagian dalam perumusan dan implementasi 
kebijakan-kebijakan Perang Dingin A.S. Dalam kasus kebijakan 
pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia,  CIA menjadi lebih 
berpengaruh daripada misi diplomatik A.S. di Indonesia.
Berakhirnya Sistem Parlementer
Bulan-bulan awal tahun 1957 ditandai oleh pertumbuhan dan terus 
meningkatnya popularitas  PKI. Sebagaimana telah kita lihat,  PKI 
merupakan satu-satunya partai politik besar yang tidak ternoda oleh 
korupsi dan intrik kekuasaan. Alasannya antara lain karena partai 
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itu belum pernah secara langsung terlibat dalam kabinet mana pun, 
seraya mengandalkan kekuatan dan daya tarik populisnya. Daniel 
S. Lev, yang banyak meneliti dinamika politik Indonesia periode 
1957-1959, menyatakan bahwa sejak tahun 1956  PKI memiliki 
banyak sekali keuntungan. Menurutnya, dibandingkan dengan 
partai-partai politik lain  PKI “lebih sedikit pesaingnya, sekaligus 
merupakan partai politik yang terorganisasi, padu, aktif, dan penuh 
semangat.”6 Pengambilan jarak secara ideologis terhadap demokrasi 
konstitusional yang waktu itu diragukan banyak kalangan serta 
terhadap berbagai pemberontakan daerah membantu terjaganya 
reputasi partai di mata publik.7 Reputasi itu selanjutnya mendorong 
para pemimpin  PKI untuk memainkan peran yang lebih aktif di 
panggung politik nasional.
Dalam wacana politik nasional yang lebih luas,  PKI terus 
mengangkat tema-tema yang membantu mempopulerkan 
citranya sebagai partai yang memiliki komitmen tinggi terhadap 
berbagai kepentingan negara. Tema-tema itu antara lain adalah 
tema bahaya kolonialisme yang masih terus mengancam, neo-
imperialisme bangsa-bangsa Barat, dan dominasi ekonomi Belanda 
di Indonesia—tema-tema  yang semuanya terdengar menarik untuk 
publik waktu itu. Lebih jauh  PKI juga menggunakan wacana 
mengenai separatisme sebagai sumber keprihatinan nasional.8 
Pada saat yang sama para pemimpin  PKI terus menekankan 
ketidakbergantungan mereka pada Komunisme internasional. Pada 
bulan Juli 1956, misalnya, pemimpin tertinggi  PKI  Dipa Nusantara 
Aidit menegaskan bahwa Komunisme Indonesia tidak akan 
mengikuti Komunisme Rusia atau Cina. Dia mengutip deklarasi 
partai yang menyatakan bahwa “setiap orang akan mengikuti 
jalannya sendiri menuju sosialisme, seturut perkembangan situasi 
nasional, politis, ekonomis, dan sosialnya masing-masing ...”9
Telah kita lihat dalam bab terdahulu, pada bulan-bulan terakhir 
tahun 1956  Bung Karno sering mengungkapkan ketidakpuasannya 
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terhadap sistem parlementer yang ada dan keinginannya untuk 
memperkenalkan sistem baru yang ia sebut sebagai sistem 
“ Demokrasi Terpimpin.” Ia juga sering mengungkapkan keinginan 
untuk menyampaikan “konsepsi”-nya mengenai praksis politik di 
Indonesia. Dalam kaitan dengan hal itu, awal tahun 1957 ditandai 
dengan diambilnya langkah-langkah pertama oleh Presiden  Sukarno 
untuk mewujudkan gagasan mengeai “ Demokrasi Terpimpin” itu, 
yang menurutnya merupakan alternatif terhadap sistem demokrasi 
parlementer Barat.10 Selama bulan Januari 1957,  Bung Karno juga 
sering mengadakan pembicaraan pribadi dengan para penasihat 
terdekatnya mengenai upaya realisasi “konsepsi”-nya, yang juga 
disebut sebagai “ Konsepsi Presiden” . Namun demikian ia menolak 
untuk segera mengumumkan  Konsepsi Presiden itu kepada publik. 
Perlu dicatat, ada satu hal yang kini hilang dari pembicaraan-
pembicaan pada periode ini, yakni keinginan terdahulu  Bung 
Karno untuk membubarkan partai-partai politik yang ada.
Baru pada tanggal 21 Februari 1957  Bung Karno akhirnya 
mau menyampaikan pengumuman yang sudah lama ditunggu-
tunggu, yakni pengumuman mengenai  Konsepsi Presiden itu.11 
 Konsepsi tersebut, kata  Bung Karno, menuntut dibentuknya 
suatu “ Kabinet Gotong Royong” yang didasarkan pada prinsip 
“semua anggota keluarga hendaknya makan di meja yang sama dan 
bekerja di bangku yang juga sama.”12 Konsekuensinya, demikian 
lanjutnya, kabinet itu mestinya memasukkan semua partai politik 
dan golongan lain yang besar, termasuk  PKI. Menurut  Bung 
Karno memasukkan  PKI dalam kabinet itu perlu sebab pemerintah 
tidak dapat “terus-menerus mengabaikan sebuah kelompok yang 
memiliki enam juta suara pemilih dalam Pemilu.”13 Membentuk 
sebuah kabinet tanpa menyertakan  PKI akan mirip dengan 
memiliki kuda yang kakinya hanya tiga. Sebaliknya, mengundang 
 PKI untuk masuk ke dalam kabinet adalah seperti menempelkan 
“kaki keempat” pada si kuda.14
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Sejumlah partai politik seperti  Masyumi dan Partai Katolik 
secara langsung maupun tak langsung menentang  Konsepsi 
Presiden, sedang  PKI tegas-tegas mendukungnya. Ketua  PKI 
Aidit menyokong konsepsi tersebut berdasarkan ucapan Presiden 
 Sukarno tentang pentingnya suatu kabinet dengan representasi yang 
berimbang yang memasukkan  PKI. “ Konsepsi Presiden  Sukarno,” 
kata Aidit kepada para pemimpin  PKI pada bulan Juli 1957, 
“telah benar-benar membangkitkan semangat rakyat.”  Konsepsi 
tersebut, tambahnya, “telah menarik garis pemisah antara mereka 
yang mendukung persatuan serta menentang kolonialisme di satu 
sisi, dan mereka yang mendukung kolonialisme serta menentang 
persatuan di sisi lain.”15 Di mata banyak pemimpin partai politik 
lain, konsepsi itu merupakan sebuah pertanda nyata bahwa kini 
 Bung Karno semakin condong ke arah  PKI. Bagi mereka seruan 
Presiden untuk memasukkan semua kelompok dalam pemerintahan 
hanyalah tudung saja untuk menutupi undangannya pada  PKI 
supaya bergabung dalam pemerintahannya.
Pada satu sisi, konsepsi tersebut mencerminkan kekecewaan 
 Bung Karno pada sistem parlementer yang saat itu dijalankan di 
Indonesia dan pada visinya akan persatuan Indonesia—sebuah 
visi yang sudah dipegangnya sejak dia mendirikan  PNI pada 
tahun 1927. Pada sisi lain, konsepsi itu menandakan dukungan 
publiknya supaya  PKI—bersama dengan ideologi komunisnya—
memainkan peran yang lebih besar dalam politik Indonesia. Di 
Washington pemerintahan Eisenhower menjadi makin waswas 
bahwa Indonesia akan secara pelan-pelan dikuasai oleh kelompok 
komunis. Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh 
 Walter S. Robertson, misalnya, khawatir pada meningkatnya peran 
kelompok komunis dan pada kemungkinan akan adanya “dampak 
yang mengerikan [atas] bekas negara-negara Sekutu di  Eropa 
dan [atas] pihak-pihak yang sampai sekarang yakin bahwa pada 
suatu saat nanti mereka akan dapat mengalahkan Komunisme.”16 
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Kekhawatiran tersebut semakin menguat ketika, tak lama setelah 
mengumumkan konsepsinya, Presiden  Sukarno memuji sistem 
satu-partainya  Uni  Soviet, sembari mengecam musik rock-and-
roll sebagai musik “ngak-ngik-ngok” yang merupakan bagian dari 
kebudayaan Barat yang sedang mengalami kemerosotan moral 
dan yang mesti digantikan oleh musik yang cocok dengan budaya 
Indonesia.17
Menyusul pengumuman  Konsepsi Presiden, dan di tengah 
meningkatnya kekecewaan rakyat terhadap elite politik dan sistem 
parlementer yang ada, pada tanggal 14 Maret 1957 Perdana Menteri 
 Ali Sastroamijoyo mengundurkan diri dan mengembalikan mandat 
kabinetnya kepada Presiden. Pengunduran diri kabinet tersebut, 
yang telah dibentuk atas dasar Konstitusi, menandai berakhirnya 
suatu era dalam sejarah politik Indonesia. Sebagaimana dinyatakan 
oleh Herbert Feith, pengunduran diri itu menandakan runtuhnya 
kepercayaan rakyat Indonesia pada partai-partai politik dan pada 
sistem parlementer, sekaligus berakhirnya demokrasi konstitusional 
di Indonesia.18 Meminjam kata-kata M.C. Ricklefs yang tajam, 
saat itulah “demokrasi parlementer, sebagaimana yang dikenal di 
Indonesia, mati.”19
Berakhirnya sistem parlementer itu disusul oleh pengumuman 
Presiden  Sukarno mengenai berlakunya keadaan darurat perang 
di seluruh pelosok tanah air. Dikatakan oleh  Bung Karno 
pengumuman tersebut merupakan tanggapan atas tuntutan 
otonomi di wilayah-wilayah di  Luar  Jawa. Sebagaimana dalam kasus 
konsepsi di atas, pengumuman keadaan darurat tersebut mendapat 
dukungan sekaligus perlawanan. Para pemimpin  PKI termasuk di 
antara kelompok yang menentang; mereka mengecam undang-
undang keadaan darurat tersebut sebagai ancaman bagi sistem 
parlementer dan keberadaan  PKI itu sendiri.20 Namun demikian 
mereka tidak berani menyatakan keberatan mereka secara terang-
terangan sebab takut akan adanya tindak balasan dari  Angkatan 
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Darat, yang tegas-tegas mendukung pengumuman tersebut.21 
Ketakutan  PKI ini bukan tanpa dasar. Menyusul pengumuman 
mengenai keadaan darurat itu  Angkatan Darat mulai mengambil 
langkah-langkah tegas terhadap para politisi yang dicurigai telah 
melakukan tindak korupsi. Salah seorang di antaranya adalah 
mantan menteri keuangan Profesor  Sumitro Joyohadikusumo. Apa 
boleh buat, pada bulan Mei 1957 ia berhasil melarikan diri dari 
Indonesia dan kemudian bergabung dengan para pemberontak di 
Sumatra.22 Di Jakarta markas  PKI dan sebuah kantor milik serikat 
buruh yang terkait dengan partai tersebut dilempari granat.23
Selama paro kedua tahun 1957 dan sebagian 1958, digelarlah 
Pemilu Daerah untuk memilih anggota DPR tingkat Provinsi dan 
tingkat Kabupaten.24 Meskipun ada banyak hambatan karena 
diberlakukannya undang-undang darurat, Pemilu Daerah berhasil 
dilaksanakan dengan baik di  Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Di 
sebagian besar wilayah itu  PKI memperoleh banyak suara.25 Di 
Daerah Khusus Jakarta Raya misalnya,  PKI mendapat suara kedua 
terbanyak dari empat puluh dua partai yang ikut serta. Dari antara 
empat partai politik besar yang bersaing dalam Pemilu 1955 untuk 
memilih Parlemen dan Majelis  Konstituante,  PKI adalah satu-
satunya partai yang memperoleh kenaikan jumlah suara. Hasil 
Pemilu di  Jawa dan Sumatra Selatan menunjukkan pola serupa: 
 PKI menjadi satu-satunya dari “empat besar” partai yang menerima 
lebih banyak suara daripada yang mereka dapatkan dalam Pemilu 
1955. Hal itu menandakan meningkatnya popularitas  PKI.26 Para 
pemimpin  PKI merasa sangat bangga dengan hasil-hasil Pemilu 
tersebut. Perolehan suara yang besar di Jakarta, kata Aidit, adalah 
pertanda akan “suatu kenyataan yang amat jelas bahwa rakyat 
Indonesia kini sedang bergeser ke kiri.”27 Sementara itu Presiden 
 Sukarno menganggap hasil peroleh suara  PKI itu sebagai indikasi 
yang jelas bahwa  PKI mesti memainkan peran yang lebih besar 
dalam pemerintahan. Sebaliknya  Angkatan Darat dan banyak 
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kalangan sipil anti-komunis menanggapinya secara berbeda. Mereka 
takut bahwa bila langkah-langkah tertentu tidak segera diambil, 
 PKI akan dengan cepat menguasai pemerintahan. Ketakutan yang 
sama juga dirasakan oleh Washington.
Pergeseran ke Kiri
Pada bulan Agustus 1957, tak lama setelah hasil Pemilu  Daerah 
diketahui, kekhawatiran pemerintahan Eisenhower atas ke-
cenderung an Indonesia untuk bergeser ke kiri meningkat secara 
drastis. Pada hari kedua bulan itu Asisten Menteri Luar Negeri 
A.S. untuk Urusan Timur Jauh Robertson mengungkapkan 
ketakut annya bahwa “bisa jadi komunis akan segera memainkan 
peran penentu dalam kehidupan politik secara terorganisir di 
[Indonesia].” Pengamatannya atas “efek bola salju Komunis” di 
Indonesia mengingatkannya pada “situasi serupa yang sama-sama 
tidak menyenangkan yang pernah terjadi di Guatemala semasa 
pemerintahan [Jacobo] Arbenz,” di mana A.S. terpaksa menjalankan 
operasi terselubung untuk menggulingkan Presiden Guatemala 
tersebut.28 Pernyataan Robertson dengan jelas menunjukkan 
bahwa pertimbangan Perang Dingin tidak hanya mempengaruhi 
pandangan pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia dalam 
kaitannya dengan bangsa-bangsa lain, tetapi juga dalam urusan 
politik dalam negeri Indonesia sendiri.29
Meskipun demikian, tidak semua pejabat A.S. melihat komu-
nisme sebagai bahaya yang sedang mengancam Indonesia. Misalnya 
Hugh Cumming. Berkebalikan dengan peringatan bahaya yang 
dilontarkan Eisenhower dan Dulles mengenai ancaman komunis 
di Indonesia, selama sebagian besar masa jabatannya sebagai Duta 
Besar Amerika untuk Indonesia, Cumming tidak melihat kelompok 
komunis sebagai ancaman.30 Ia tetap memiliki pandangan yang 
positif atas dinamika politik di Indonesia dan atas Presiden 
 Sukarno, yang sepenuhnya merasa yakin bahwa menjaga hubungan 
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baik dengan Duta Besar Amerika merupakan sesuatu yang penting. 
Apa boleh buat, menjelang masa akhir jabatannya sebagai Duta 
Besar, Cumming mulai berubah pandangan terhadap  Bung 
Karno, terutama karena  Konsepsi Presiden yang diumumkannya. 
Cumming juga sangat kecewa oleh kecaman  Bung Karno terhadap 
demokrasi gaya Barat dan keinginannya untuk memasukkan  PKI 
dalam pemerintahan. Dua hari setelah diumumkannya  Konsepsi 
Presiden, pada tanggal 23 Februari 1957 Cumming menulis 
kepada calon penggantinya,  John M. Allison, di Washington bahwa 
dengan mengumumkan konsepsi itu  Bung Karno tampaknya 
ingin melupakan “upaya kelompok Komunis di Madiun [pada] 
1948 [di] mana mereka berusaha [untuk] dengan cara kekerasan 
merebut kepemimpinan  Republik.”31 Ketika melaporkan mengenai 
audiensi perpisahannya dengan Presiden  Sukarno di akhir masa 
jabatannya sebagai Duta Besar A.S. untuk Indonesia, Cumming 
menulis bahwa sulit baginya untuk memahami bagaimana  Bung 
Karno yang seumur hidupnya berjuang mati-matian untuk 
membebaskan Indonesia dari kekuasaan asing justru sedang 
menganjurkan untuk memasukkan  PKI ke dalam pemerintahan.32 
Dengan perubahan pandangan yang mendalam atas  Bung Karno 
ini Cumming mengakhiri masa tugasnya sebagai Duta Besar A.S. 
untuk Indonesia pada bulan Maret 1957. Ia kembali ke Washington 
dengan gundah hati.
Cumming digantikan oleh Allison, yang mulai menduduki 
posisinya di Indonesia persis pada saat di mana pandangan umum 
Washington atas situasi politik Indonesia semakin pesimistik, 
sebagai reaksi atas diumumkannya  Konsepsi Presiden.33 Mudah 
diduga, pandangan pesimistik macam itu merupakan akibat dari 
pengaruh laporan atas situasi di Indonesia yang dibuat oleh Direktur 
 CIA Allen Dulles. Pada tanggal 28 Februari DCI (singkatan yang 
biasa dipakai di  CIA untuk menunjuk Direkturnya) Dulles 
memberi pengarahan singkat kepada Dewan Keamanan Nasional 
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(NSC) bahwa menyusul diumumkannya  Konsepsi oleh Presiden 
 Sukarno, Indonesia sekarang berada di “sebuah tikungan tajam”, 
sembari menambahkan bahwa “sebuah krisis akan segera terjadi”.34 
Pandangan-pandangan DCI Dulles atas Indonesia itu didasarkan 
pada informasi para agen  CIA yang saat itu aktif di Indonesia 
sebagai bagian dari rencana untuk merongrong kekuasaan  Bung 
Karno.35 Berdasarkan laporan ini pada tanggal 11 Maret DCI Dulles 
memperingatkan mereka yang hadir dalam pertemuan NSC bahwa 
Presiden  Sukarno “telah mulai melaksanakan rencana besarnya 
untuk menjalankan ‘ Demokrasi Terpimpin’ seperti yang dijalankan 
di  Soviet.”36 Lima minggu kemudian, dalam pertemuan NSC yang 
lain,  John Foster Dulles kakaknya memperkuat pernyataan tersebut 
ketika mengatakan kepada mereka yang hadir bahwa “situasi di 
Indonesia [sedang] bergerak pelan dan ... itu bukan gerakan ke 
arah yang baik.” Alasan yang ia acu adalah keputusan  Bung Karno 
untuk memasukkan  PKI ke dalam pemerintahan.37 
Dalam terang pandangan-pandangan atas Indonesia yang 
demikian itu tidak mengherankan bahwa menjelang keberangkatannya 
ke Indonesia, calon Duta Besar Allison diberi instruksi supaya 
bersikap waspada. Allison mengingat hal itu di dalam memoarnya:
Hampir semua instruksi yang diberikan kepada saya sebelum 
meninggalkan Washington bersifat negatif. “Jangan biarkan 
 Sukarno terlalu dekat dengan kelompok Komunis. Jangan biarkan 
dia menggunakan kekerasan terhadap Belanda. Jangan biarkan 
ekstremismenya berkembang.” Satu-satunya hal yang positif adalah 
ketika Menteri Luar Negeri Dulles mengatakan, “Yang terpenting, 
lakukan sebisamu untuk memastikan bahwa Sumatra [pulau penghasil 
minyak] tidak jatuh ke tangan Komunis.”38 
Sebenarnya waktu itu pandangan Allison tentang Indonesia secara 
umum sama dengan pandangan-pandangan yang berkembang di 
Washington. Namun demikian, setelah menjalankan tugasnya 
selama beberapa waktu, Duta Besar Allison mulai melihat situasi 
Indonesia dengan agak berbeda. Pada awalnya dia berpikiran 
bahwa rakyat Indonesia itu “tidak menyenangkan”. Tetapi seiring 
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dengan jalannya waktu, dia sampai pada kesimpulan: “Saya 
keliru.” Ketika mengungkapkan kesannya mengenai orang-orang 
Indonesia dalam memoar yang sama Allison menulis: “Baik istri 
saya maupun diri saya sangat menghargai dan menyukai orang 
Indonesia yang tenang dan lembut tutur katanya.”39 Ia mengkritik 
pemberitaan pers yang cenderung memberikan “gambaran yang 
keliru dan terlalu menakutkan” tentang Indonesia.  Iapun meminta 
supaya Washington bersabar dan tidak menghakimi situasi di 
Indonesia melulu berdasar pemberitaan pers macam itu. “Saya 
percaya adalah [hal yang] teramat penting,” tulisnya kepada 
Departemen Luar Negeri A.S., “bahwa kita bersabar dan mencoba 
memahami persoalan yang tengah dihadapi oleh Republik muda 
ini.” Dia mendesak para pejabat Departemen Luar Negeri  untuk 
“tidak mengambil tindakan publik yang menyiratkan adanya rasa 
khawatir atau rasa kurang percaya pada kemampuan Pemerintah 
Pusat [Indonesia] untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
sedang dihadapi.”40 Menurut Allison, saatnya belum tepat untuk 
memaksakan demokrasi gaya Amerika di Indonesia.41 Meskipun 
turut menyadari bahwa kubu komunis semakin kuat dalam politik 
Indonesia, dia menentang pandangan Washington yang simplisistik 
atas situasi Indonesia yang menurutnya adalah kompleks.42
Allison, yang pernah menyebut  Bung Karno sebagai “orang 
Asia paling mengesankan yang pernah saya temui sampai sekarang,” 
bersimpati pada Indonesia dalam masalah  Irian Barat.43 Dia percaya 
bahwa berkaitan dengan masalah  Irian Barat, A.S. semestinya 
mencari suatu penyelesaian yang abadi, di mana:
Keinginan Indonesia akan  Irian Barat dalam beberapa hal mesti 
dipenuhi. Kepentingan ekonomi dan keuangan Belanda perlu 
dilindungi. Kekhawatiran  Australia mengenai kemungkinan pecahnya 
kerusuhan dan kekerasan di wilayah yang berbatasan dengan teritori 
 Australia harus ditenangkan. Kepentingan Amerika akan Indonesia 
yang damai, stabil, dan non-komunis yang bisa memotong jalur 
komunikasi antara  Filipina dan sekutu  ANZUS kita [pakta keamanan 




Ketika pada tanggal 2 Agustus 1957 Asisten Menteri Luar 
Negeri untuk Urusan Timur Jauh Robertson mengeluh kepada 
Allison bahwa sejak Allison menjabat Duta Besar A.S. di Indonesia 
peran politik kubu komunis makin meningkat, dengan akibat 
“situasi di [Indonesia] terus memburuk.” Atas keluhan itu Allison 
menjawab dengan membela Indonesia.45 Dia meminta Robertson 
untuk melihat situasi Indonesia dengan pemahaman yang lebih 
besar. Terkait sikap Indonesia terhadap  Uni  Soviet dan  Amerika 
Serikat, Allison mendesak Robertson untuk memahami akar 
historisnya. Sudut pandang historis dibutuhkan, demikian tegasnya 
kepada Asisten Menlu itu, “guna memahami kenapa begitu mudah 
bagi kelompok Komunis dan Rusia untuk mendapatkan simpati 
masyarakat di sini tapi kok sulit bagi  Amerika Serikat.” Menurut 
Allison mestinya Robertson melihat catatan-catatan milik  PBB 
yang merekam bagaimana dulu  Uni  Soviet membela  perjuangan 
kemerdekaan Indonesia, sementara A.S. lebih suka mendukung 
Belanda. “Rakyat Indonesia,” lanjut Allison, “sangat kecewa 
dengan minimnya dukungan Amerika setelah Perang [Dunia 
Kedua]. Mereka juga belum lupa bahwa tank-tank dan senjata 
Amerikalah yang digunakan Belanda dalam upaya untuk merebut 
kembali kemerdekaan mereka.”46 Allison juga mengatakan kepada 
Robertson bahwa penghentian atau pengurangan bantuan Amerika 
kepada Indonesia hanya akan mempercepat kejatuhan negara 
tersebut ke Blok Komunis.47
Sayang sekali, para pejabat di Washington tidak bersedia 
mendengarkan Allison. Mereka justru mengandalkan laporan-
laporan  CIA yang menekankan bahwa “sesuatu harus dilakukan 
segera atau seluruh Indonesia akan jatuh ke tangan Komunis.”48 
Laporan-laporan ini mengatakan bahwa gerakan  Bung Karno 
yang terakhir, yakni pengumuman  Konsepsi Presiden, sebagai 
kesempatan pembuka bagi kelompok komunis untuk memainkan 
peran yang semakin besar dalam politik Indonesia, untuk kemudian 
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merebut kekuasaan penuh. Para pejabat itu yakin, meningkatnya 
peran politik kubu komunis inilah yang sebenarnya menjadi 
sumber berbagai kerusuhan sosial di Indonesia akhir-akhir ini.
Seakan-akan hendak “membuktikan” bahwa para pejabat itu 
benar dan Allison salah, situasi politik di Indonesia pada minggu-
minggu terakhir tahun 1957 ditandai oleh berbagai kerusuhan 
sosial. Ada semakin banyak gerakan massa di Jakarta yang diwarnai 
oleh semangat nasionalisme radikal dan anti-intervensi asing, yang 
dicurigai Washington sebagai didalangi oleh  PKI. Pada tanggal 18 
November, suatu rapat umum besar-besaran diadakan di Jakarta 
untuk menuntut pembebasan  Irian Barat dari Belanda. Rapat umum 
itu diikuti oleh penolakan terhadap bertahannya kepentingan 
ekonomi Belanda di Indonesia. Sementara demonstrasi anti-
Belanda masih mewarnai kehidupan politik Jakarta, pada tanggal 
30 November 1957 terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden 
 Sukarno ketika dia hendak meninggalkan suatu acara sekolah di 
daerah Cikini, Jakarta Pusat. “Peristiwa Cikini” itu menyebabkan 
meninggalnya sejumlah siswa dan menimbulkan kekacauan di 
seluruh penjuru negeri, tetapi  Bung Karno sendiri tidak mengalami 
luka sedikit pun.
Sebelum para pelaku yang bertanggung jawab atas Peristiwa 
Cikini tertangkap, pada tanggal 3 Desember, Jakarta diguncang 
oleh krisis lain ketika para demonstran mengambil alih sejumlah 
perusahaan milik Belanda. Demonstrasi itu terutama digerakkan 
oleh anggota serikat buruh  PNI dan  PKI yang menuntut 
nasionalisasi aset-aset asing. Demonstrasi itu sendiri sebenarnya 
dipicu oleh gagalnya  PBB pada tanggal 29 November 1957 untuk 
mengeluarkan resolusi yang menyerukan supaya Belanda segera 
menyelesaikan perselisihannya atas  Irian Barat dengan Indonesia. 
Pemerintah setuju untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan 
Belanda, kecuali perusahaan minyak raksasa Royal Dutch Shell 
yang adalah milik bersama antara  Inggris dan Belanda. Pada tanggal 
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5 Desember sekitar 46.000 warga negara Belanda diusir keluar 
dari Indonesia.49
Pada tanggal 13 Desember Kepala Staf  Angkatan Darat Mayor 
Jenderal A.H.  Nasution mengumumkan bahwa perusahaan-
perusahaan yang dinasionalisasi itu sekarang diletakkan di bawah 
kendali  Angkatan Darat. Inisiatif  Nasution tersebut setahap demi 
setahap memperkuat posisi  Angkatan Darat secara politis maupun 
secara fi nansial. Selanjutnya hal itu juga turut memperkuat posisi 
komando militer pusat dan Pemerintah Pusat vis-à-vis para 
pemberontak daerah, berikut posisi  Angkatan Darat di hadapan 
pemerintahan sipil serta di hadapan divisi-divisi angkatan bersenjata 
lain.50  Angkatan Darat kemudian menjadi salah satu dari tiga 
pemegang kekuasaan terkuat di panggung politik Indonesia: 
Presiden  Sukarno,  PKI, dan  Angkatan Darat sendiri.
Dalam penilaiannya atas perkembangan politik yang 
mengkhawatirkan di Indonesia, Allison mendesak Washington 
untuk tetap memelihara hubungan baik dengan Jakarta. Dalam 
telegramnya yang panjang kepada Menteri Luar Negeri A.S., Allison 
menyatakan keyakinannya bahwa, “terlepas dari pernyataannya 
yang tegas akan ‘politik luar negeri yang bebas-aktif ’, Indonesia 
secara alamiah akan tetap berpaling kepada Amerika.”51 Allison 
mendesak Washington untuk memahami situasi Indonesia. Berbeda 
dengan mereka yang berpendapat bahwa  Bung Karno “sudah tidak 
bisa diampuni lagi”, dia percaya bahwa ketergantungan Presiden 
 Sukarno pada kelompok komunis masih dapat dikurangi.52 
Washington sama sekali tidak terkesan dengan pendapat 
Allison tersebut. Sebaliknya, para pejabat Departemen Luar Negeri 
A.S. justru berusaha menyingkirkan Allison dari Indonesia. Pada 
tanggal 3 Januari 1958 Deputi Menteri Luar Negeri Urusan 
Manajemen Loy Handerson mengirim telegram kepada Dubes 
Allison di Jakarta, memintanya untuk meninggalkan Indonesia 
dengan alasan tugas lain. Handerson menulis:
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Menanggapi surat Anda kepada [Asisten Menteri Luar Negeri untuk 
Urusan Timur Jauh Walter S.] Robertson melalui [Direktur Kantor 
Urusan Pasifik Barat Daya  John Gordon]  Mein, kami hendak 
merekomendasikan kepada Presiden supaya Anda diberi tugas baru 
sebagai Duta Besar A.S. untuk Cekoslowakia. Alangkah baiknya jika 
Anda segera memberitahu kami apakah Anda menerima dengan 
senang hati atau tidak penugasan itu.53
Allison sadar bahwa penyebab penarikan dirinya sebagai Duta 
Besar untuk Indonesia adalah rekomendasi-rekomendasinya terkait 
kebijakan A.S. saat itu di Indonesia. Pada tanggal 6 Januari dia 
membalas:
[Saya] menghargai surat Anda dan telah memikirkan tawaran Anda 
dengan cermat. Dari kalimat pertama telegram tersebut saya berasumsi 
bahwa kebijakan yang dijalankan di Indonesia sekarang ini tidak 
memiliki unsur-unsur yang menurut saya esensial, sebagaimana yang 
telah saya sampaikan kepada  Mein. Jika demikian, seperti yang juga 
saya katakan kepada  Mein, akan menjadi sangat sulit atau mungkin 
malah mustahil bagi saya untuk menjalankan kebijakan macam itu, 
dan pemerintah [A.S.] tentunya akan lebih terbantu apabila ada Duta 
Besar lain yang ditugaskan di sini. Ny. Allison dan saya telah dengan 
sungguh-sungguh memikirkan apakah akan menerima tawaran 
untuk bertugas di Cekoslowakia itu atau tidak. Meskipun sebenarnya 
kami berdua tidak terlalu senang dengan tawaran itu, kami sepakat 
bahwa sebagai diplomat karir saya mesti siap pergi ke mana pun saya 
ditugaskan oleh Deplu.54
Pada tanggal 28 Januari 1958—tidak sampai satu tahun sejak 
penugasannya sebagai Duta Besar Amerika untuk Indonesia— John 
M. Allison harus pergi.55 Dia lalu digantikan oleh  Howard P. 
Jones.
 CIA dan Awal Pemberontakan Daerah
Mungkin saja John Allison merasa FRUStasi dengan penarikan 
dirinya.  Tetapi  CIA tidak. Bagi para pejabat  CIA, penarikan Allison 
tersebut berikut penggantiannya oleh Howard Jones melempangkan 
jalan bagi Dinas Rahasia itu untuk mempengaruhi kebijakan 
pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia.56 Keputusan resmi 
untuk mengganti Duta Besar Allison datang dari Departemen 
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Luar Negeri A.S. Tetapi, seperti kemudian dijelaskan oleh mantan 
agen  CIA  Joseph Burkholder Smith, dalam prakteknya keputusan 
tersebut terutama dipengaruhi oleh para pejabat  CIA, yang sejak 
April 1957 telah berusaha “memanipulasi” hasil pemberontakan 
yang terjadi di  Luar  Jawa dengan maksud untuk “mengguncang 
hubungan  Sukarno dengan rekan-rekan Komunisnya.”57
Smith, yang seperti telah kita singgung bekerja sebagai kepala 
Cabang Psikologis dan Politik FE/5 Divisi Timur Jauh  CIA, 
mengakui bahwa  CIA bertanggung jawab atas pemindahan Allison 
itu karena telah “memberitahu Allen Dulles supaya meminta 
kakaknya mencopot Allison dari posisinya tidak ada setahun setelah 
kedatangannya di Indonesia.”58 Alasan utama yang mendorong para 
agen  CIA untuk menyingkirkan Allison adalah penolakannya atas 
pendapat bahwa hasil yang diharapkan dari operasi-operasi lapangan 
 CIA di Indonesia itu “sebanding dengan risiko menempatkan agen-
agen  CIA di Kedutaan untuk menyamar dan menjalin kontak 
rahasia dengan para kolonel pemberontak.”59 Menurut  Smith, 
Allison sering menyatakan ketidaksetujuannya dengan laporan yang 
dibuat oleh  CIA tentang situasi di Indonesia kepada Washington.60 
Penggantian Allison dengan Jones mendapat dukungan dari para 
agen  CIA di Indonesia. Sebagaimana Smith laporkan lebih jauh, 
“Jones sangat mengerti operasi ini, dan terpilihnya dia [menjadi 
Dubes baru] menyenangkan semua agen kami.”61
Namun demikian, peran dinas rahasia Amerika tersebut dalam 
penggantian Allison bukanlah satu-satunya upaya yang telah 
dilakukan untuk mempengaruhi kehidupan politik Indonesia. 
Pada tahun 1953 misalnya,  CIA telah membangun sebuah 
jaringan toko buku sebagai sarana penyamaran untuk aktivitas-
aktivitas spionasenya, meskipun usaha ini akhirnya gagal.62 Pada 
pertengahan tahun 1957, dalam upaya untuk menghancurkan 
reputasi  Bung Karno,  CIA membuat sebuah fi lm porno di mana 
 Bung Karno digambarkan tengah tidur bersama seorang agen 
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perempuan berambut pirang yang cantik asal Rusia. Tujuan fi lm 
ini, kata Smith, adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa 
“penghambaan  Sukarno pada kekuasaan  Soviet ... adalah akibat 
dari pengaruh atau pemerasan yang dilakukan perempuan itu….”63 
Dalam kaitan dengan Peristiwa Cikini, sebelum jelas diketahui 
siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kejadian itu,  CIA 
berusaha memanfaatkan situasi. Tutur Smith: “Saya anjurkan 
supaya kami bertindak cepat sebelum kawan-kawan kami [para 
pemberontak daerah] dipersalahkan.”  CIA kemudian berusaha 
memojokkan kelompok komunis. “Maka,” lanjut Smith, “kami 
cepat-cepat mengarang cerita bahwa upaya pembunuhan yang 
gagal tersebut didalangi oleh  PKI atas anjuran sahabat-sahabat 
mereka di  Uni  Soviet.”64
Selain membuat fi lm porno dan melontarkan tuduhan palsu 
bahwa  PKI adalah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa 
Cikini, selama tahun 1957  CIA juga banyak membantu para 
pemberontak daerah. Pada musim panas tahun itu, ketika para 
pemberontak secara langsung menentang Pemerintah Pusat Jakarta, 
para pejabat  CIA di Indonesia melihatnya sebagai kesempatan 
untuk menjalankan kebijakan “memanggang kaki  Sukarno di 
atas api” sebagaimana telah kita lihat.65 Para pejabat ini mengirim 
sepucuk memo kepada Kelompok Khusus dalam NSC—sebuah 
kelompok kecil pimpinan puncak NSC yang bertanggung jawab 
pada rencana operasi rahasia—dan segera menerima persetujuan 
resmi atas taktik yang mereka usulkan untuk mendukung para 
pemberontak tersebut.66 Mereka sangat bersemangat menjalankan 
tugas tersebut, dan merasa yakin bahwa “bila kita bisa menjalankan 
operasi di Indonesia ini dengan baik, karier kita semua pasti akan 
lebih terjamin.”67
Sementara itu para komandan militer daerah di Sumatra 
terus melanjutkan pemberontakan mereka terhadap Jakarta. Sejak 
minggu-minggu akhir bulan Desember 1956 mereka terang-
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terangan memperlihatkan ketidaksukaan mereka pada Jakarta, 
misalnya dengan menurunkan para penguasa sipil setempat.68 
Ketidakpuasan mereka itu dengan cepat berkembang menjadi 
rasa permusuhan terbuka menyusul diumumkannya  Konsepsi 
Presiden, sebab  Konsepsi tersebut menyerukan dimasukkannya 
kelompok komunis di dalam kabinet.69 Pada tanggal 2 Maret 1957 
para pemberontak di Sulawesi memprotes dimasukkannya orang-
orang komunis dalam pemerintahan dengan mendeklarasikan apa 
yang dinamakan “ Permesta” (Piagam Perjuangan Semesta Alam). 
Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel H.N. Ventje  Sumual, mantan 
Kepala Staf Komando Indonesia Timur. Piagam itu menuntut 
diberikannya otonomi yang lebih besar bagi kawasan Indonesia 
Timur dan legalisasi praktek perdagangan barter di daerah itu. 
Piagam itu juga menuntut desentralisasi kepemimpinan nasional di 
Jakarta dan dikembalikannya Dwitunggal  Sukarno-Hatta. Namun 
demikian, para penanda tangan Piagam tersebut menjelaskan bahwa 
walaupun tuntutannya keras, “kami tidak bermaksud memisahkan 
diri dari Republik Indonesia.” Mereka juga menegaskan bahwa 
“ perjuangan kami merupakan kelanjutan dari Perjuangan ‘45.”70 
Sekian tahun kemudian, dalam sebuah seminar di bulan April 
1998,  Sumual menegaskan kembali bahwa deklarasi tersebut tidak 
dimaksudkan sebagai bagian dari suatu gerakan separatis.71
Menyadari bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mengabulkan 
tuntutan mereka dan mungkin akan menggunakan kekerasan untuk 
menekan pemberontakan mereka, para pemimpin pemberontakan 
di Sulawesi berusaha mencari dukungan dari luar negeri. Di 
Sumatra, hubungan para pemberontak dengan dunia luar dirintis 
oleh  Sumitro Joyohadikusumo, mantan Menteri Keuangan dan 
anggota PSI ( Partai Sosialis Indonesia). Sebagaimana telah kita 
ungkap, Profesor  Sumitro melarikan diri setelah dituduh terlibat 
korupsi sejak diberlakukannya undang-udnang darurat perang. 
Ia kemudian bergabung dengan para pemberontak di Sumatra.72 
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Para pemberontak di Sumatra dan Sulawesi menyambut gembira 
kehadirannya, sebab latar belakang ke- Jawa-annya dapat mengurangi 
kesan bahwa pemberontakan tersebut adalah masalah permusuhan 
antara orang-orang non- Jawa melawan orang  Jawa.73 Sebagai 
pejabat hasil didikan  Eropa,  Sumitro mampu menjadi penghubung 
antara para pemberontak dengan dunia Barat, terutama  Amerika 
Serikat, sebab dia tahu bagaimana caranya menggunakan sentimen 
anti-Komunis untuk memperoleh dukungan A.S.74
Berkat jalan yang dibukakan oleh  Sumitro itu para pemberontak 
di Sumatra bahkan dapat menjalin kontak langsung dengan 
 CIA. Pada musim panas 1957 Simbolon mengirimkan beberapa 
utusannya untuk menemui Kepala Cabang  CIA di Jakarta, James 
M. Smith, Jr., guna meminta bantuan A.S. Namun demikian, 
sebenarnya para pemberontak itu lebih tertarik pada bantuan 
ekonomi. Sebagaimana  Joseph Smith ceritakan dalam bukunya, 
pada pertemuan pertama dengan  CIA, para Kolonel tersebut 
menjelaskan latar belakang pemberontakan mereka terhadap 
Jakarta, tetapi tidak meminta bantuan senjata.75 Seakan hendak 
menegaskan pernyataan  Joseph Smith, James Smith mengklaim 
bahwa pembicaraannya dengan Simbolon beberapa waktu 
kemudian sama sekali tidak menyebut soal bantuan militer. “Kami 
tidak membahas mengenai bantuan militer,” katanya. “Mereka 
lebih tertarik pada bantuan ekonomi.”76 Smith meneruskan 
permintaan ini kepada Dean Almy, satu-satunya pegawai  CIA yang 
berada di Medan.77
Tidak mengemukanya permintaan akan bantuan militer itu 
bisa dimengerti, sebab hingga saat itu para pemberontak tidak 
memiliki rencana untuk melancarkan perang terbuka melawan 
Jakarta guna mendirikan suatu pemerintahan di luar  RI. Bahkan 
sampai awal Oktober 1957 Kol. Simbolon, yang saat itu telah 
melarikan diri ke Padang, masih menganggap dirinya sebagai bagian 
dari militer Indonesia di bawah komando militer Indonesia dan 
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Pemerintah Pusat. Dalam pertemuannya dengan Dean Almy di 
Bukittinggi, Simbolon tidak pernah menyinggung masalah bantuan 
militer A.S. dan tidak pernah mengatakan bahwa tujuannya adalah 
memisahkan diri dari Republik Indonesia. Simbolon memandang 
dirinya sebagai seorang anggota  TNI dan mengakui  Bung Karno 
sebagai presidennya. Kenneth Conboy dan James Morrison dalam 
studi mereka atas keterlibatan  CIA dalam pemberontakan daerah di 
Indonesia menyimpulkan bahwa meski Simbolon teguh di dalam 
tuntutannya akan otonomi daerah, pada saat yang sama dia tetap 
setia pada Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan.78 Namun 
tampaknya Almy memiliki pandangan yang berbeda. Meskipun 
menyadari bahwa kepentingan utama para pemberontak tersebut 
adalah mendapatkan bantuan ekonomi, dia tetap menganggap hal 
itu sebagai jalan bagi kemungkinan dijalankannya aksi militer oleh 
A.S. Sebagaimana terisyaratkan dalam laporannya ke markas besar 
 CIA, Almy melukiskan permintaan Simbolon akan bantuan itu 
sebagai “jendela” yang terbuka bagi Washington untuk secara diam-
diam menyusup dan melibatkan diri dalam pemberontakan militer 
 Luar  Jawa terhadap Pemerintah Pusat Jakarta yang “condong ke 
kiri”.79 Laporan Almy itu menjadi lebih penting ketika pada musim 
gugur 1957 Washington mengetahui bahwa  PKI mendapatkan 
perolehan suara yang besar dalam Pemilu Daerah di provinsi-
provinsi tersebut.80 Sebagai tanggapan atas situasi yang mendesak 
ini para pejabat  CIA mulai mengumpulkan dukungan bagi para 
pemberontak daerah.81
Pada akhir Desember 1957 Kol. Simbolon dan rekannya 
sesama pemimpin militer di Sumatra, Letnan Kolonel Sjoeib, 
bertemu Kepala Kantor  CIA Singapura James Foster Collins guna 
membicarakan bantuan militer Amerika kepada para pemberontak. 
Di akhir pembicaraan itu, Collins dan para pejabat  CIA lain 
mengisyaratkan kepada para pemberontak mengenai kesediaan 
mereka untuk mendukung para pemberontak di Sumatra.82 
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Karena merasa yakin akan bantuan  Amerika Serikat, pada tanggal 
9-10 Januari 1958 para pemimpin pemberontakan di Sumatra 
mengadakan sebuah pertemuan di Sungai Dareh, Sumatra Barat, 
dengan tujuan mematangkan rencana pemberontakan mereka. 
Akan dibicarakan pula soal pemberian ultimatum kepada 
Pemerintah Pusat, dan pembentukan sebuah negara yang terpisah, 
setidak-tidaknya untuk sementara waktu, bila ultimatum tersebut 
tidak dihiraukan.83
Pada tanggal 10 Februari 1958 di Padang Kol. Ahmad Husein 
benar-benar mengumumkan ultimatum itu. Dalam ultimatum 
tersebut para pemberontak menuntut: pengunduran diri Kabinet 
yang ada waktu itu; penunjukkan mantan Wakil Presiden Hatta 
dan Sultan  Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta untuk 
membentuk Kabinet baru; dan kembalinya  Bung Karno pada 
posisi konstitusionalnya.84 Namun demikian, ultimatum itu tidak 
disertai dengan ancaman yang tegas, seperti ancaman pemisahan 
diri. Meminjam kata-kata Deputi Asisten Menteri Luar Negeri 
A.S. untuk Urusan Timur Jauh, dalam ultimatum itu tidak ada 
ancaman seperti “awas kalau tak dipenuhi…”85 Pengumuman 
tersebut bahkan tidak menyebut  Permesta sebagai bagian dari 
ultimatum terhadap Pemerintah Pusat.
Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak ultimatum 
tersebut. Jenderal  Nasution menanggapinya dengan secara tidak 
hormat memberhentikan pemimpin pemberontak Kolonel Hussein 
bersama para pendukungnya dari Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia.86 Menyiratkan tekad bulat komando militer pusat untuk 
mengambil tindakan tegas terhadap para pemberontak,  Nasution 
menyatakan, “mungkin kami harus siap mati guna mengatasi 
perkembangan terakhir di Sumatra Barat.”87 Mendengar penolakan 
dan pemecatan tersebut, pada tanggal 15 Februari para pemimpin 
pemberontakan mendeklarasikan berdirinya sebuah negara 
 merdeka, yang disebut  PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik 
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Indonesia), dengan Bukittinggi sebagai ibukotanya. Mereka 
mengangkat  Syafruddin Prawiranegara, mantan gubernur Bank 
Indonesia dan anggota partai  Masyumi, sebagai Perdana Menteri 
pemerintahan baru tersebut.88 Majalah Time memberitakan bahwa 
tidak kurang dari 40.000 pasukan dan rakyat sipil hadir ketika 
Hussein memproklamasikan suatu “pemerintahan revolusioner 
dengan kedaulatan penuh atas seluruh Indonesia.”89
Tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan  Sumual sebagai 
pemimpin pemberontakan di Sulawesi—waktu itu  Sumual 
sedang berkunjung ke luar negeri untuk mencari dukungan bagi 
 Permesta—pada tanggal 17 Februari 1968, komandan Wilayah 
Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Mayor Daniel J. Somba, 
mengumumkan dukungan  Permesta kepada  PRRI dan pemisahan 
diri dari Pemerintah Pusat. Pengumuman tersebut, pada gilirannya, 
menjadikan  Permesta bagian dari deklarasi pemisahan diri  PRRI 
dari Jakarta, dan dengan begitu  Permesta praktis menjadi “sayap 
timur  PRRI”.90
Dukungan Terselubung Pemerintah Eisenhower 
Menjadi tampak bahwa dukungan  CIA telah membuat para 
pemberontak berani untuk membentuk sebuah pemerintahan yang 
terpisah dari Jakarta. Hal ini tentu saja bukanlah sebuah keputusan 
yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari skenario besar 
Amerika terhadap Indonesia. Meskipun bersifat militer, dukungan 
 CIA kepada kaum pemberontak, sebagaimana diakui oleh 
mantan Deputi Direktur Perencanaan  CIA  Richard M. Bissel, 
awalnya merupakan sebuah keputusan politis yang kemudian 
berkembang menjadi operasi militer.91 Sejak awal pemerintahan 
kedua Eisenhower para pejabat A.S. sudah merasa khawatir 
dengan perkembangan politik Indonesia yang terus mengarah ke 
kiri. Menyusul pengumuman  Konsepsi Presiden, kekhawatiran 
Washington atas komunisme di Indonesia semakin menjadi-jadi. 
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Menlu A.S.  John Foster Dulles menafsirkan pengumuman  Konsepsi 
tersebut sebagai tanda meningkatnya peran komunis dalam 
pemerintahan Indonesia. Iya yakin, hal itu akan berdampak negatif 
bagi Indonesia. Karena menduga bahwa pemerintah Indonesia tidak 
lama lagi akan takluk di bawah pengaruh komunis, para pejabat 
A.S. menyimpulkan bahwa bila tindakan-tindakan tertentu tidak 
diambil Indonesia akan segera dikuasai oleh kelompok komunis. 
Tiga unsur pokok yang melatarbelakangi pemikiran semacam ini 
adalah: berbagai laporan  CIA mengenai Indonesia; sikap mantan 
Duta Besar Amerika untuk Indonesia Hugh Cumming terhadap 
Indonesia dan Presiden  Sukarno; dan hasil Pemilu Daerah tahun 
1957.
Pandangan Washington atas situasi politik Indonesia pada 
masa ini sangat dipengaruhi oleh laporan para pejabat  CIA 
yang bertanggung jawab pada masalah-masalah Indonesia. Para 
pejabat tersebut mempunyai agenda mereka sendiri terkait situasi 
di Indonesia. Pertama, mereka memiliki kepentingan birokratis, 
karena dengan adanya operasi  CIA, hal itu akan menunjang karier 
mereka.92 Kedua, banyak dari pejabat ini memegang pandangan 
yang kaku atas antagonisme Perang Dingin secara umum. Mereka 
berpandangan bahwa setiap gerakan atau pemerintahan yang 
memiliki kecenderungan kiri pastilah komunis, dan setiap gerakan 
komunis lokal pasti merupakan bagian dari gerakan komunis 
internasional  Uni  Soviet. Sebagai bagian dari gerakan komunis 
internasional, mereka merupakan ancaman yang berbahaya bagi 
kepentingan global Amerika. Dan, karena merupakan ancaman 
bagi kepentingan global Amerika, mereka harus dimusnahkan. 
 Joseph Smith mengklaim bahwa  CIA-lah, dan bukan Departemen 
Luar Negeri A.S., yang pertama-tama memperkenalkan gagasan 
untuk mendukung kaum pemberontak dan mempengaruhi hasil 
akhir pemberontakan tersebut. Menurut dia, pada awal tahun 1957, 
ketika arah pemberontakan daerah masih belum jelas, para pejabat 
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 CIA di Indonesia sudah merencanakan cara untuk memanipulasi 
arah gerakan tersebut.93
Pernyataan Smith itu dikonfi rmasi oleh  Audrey Kahin dan 
 George Kahin. Keduanya—sebagai peneliti kebijakan Eisenhower 
dan  John Foster Dulles terhadap Indonesia selama periode 
ini—percaya bahwa berbagai kebijakan Presiden dan Menteri 
Luar Negeri A.S. tersebut terhadap Indonesia sangat dipengaruhi 
oleh “kepercayaan yang begitu besar yang mereka berikan 
kepada laporan  CIA yang sering kali tendensius dan tidak jarang 
mengandung banyak kesalahan”.94 Lebih jauh kedua peneliti 
tersebut berpendapat bahwa Eisenhower dan Dulles lebih percaya 
pada informasi dan interpretasi  CIA “daripada ... pada berita-berita 
yang secara umum lebih benar dan lebih bisa dipercaya yang datang 
dari para Duta Besar dan staf mereka di Jakarta, termasuk dari 
Atase Militer mereka”.95
Tak lama kemudian upaya membantu para pemberontak 
daerah menjadi kebijakan resmi Washington terhadap Indonesia. 
Meskipun sebagian besar lebih berupa prasangka, laporan  CIA 
tersebut diterima dengan baik di Departemen Luar Negeri A.S. Ini 
terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa Direktur  CIA, yakni 
Allen Dulles, adalah adik kandung dari Menteri Luar Negeri  John 
Foster Dulles. Sebagaimana ditegaskan oleh pengakuan Smith 
mengenai keberhasilan  CIA menyingkirkan Duta Besar Allison 
di depan, akses dinas rahasia tersebut ke Washington menjadi 
mudah berkat campur tangan Allen Dulles. Melalui DCI Dulles 
pulalah informasi-informasi yang terkait dengan pemberontakan 
di  Luar  Jawa sampai ke telinga para perumus politik luar negeri 
A.S. di Washington, serta mempengaruhi pandangan dan kebijakan 
mereka terhadap Indonesia.96
Selain sangat mengandalkan laporan-laporan  CIA, Presiden 
dan Menteri Luar Negeri A.S. juga mendengarkan pandangan dari 
mantan Duta Besar mereka untuk Indonesia, Hugh Cumming. 
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Ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas (Task Force) Ad Hoc Antar-
Departemen untuk Indonesia sekembalinya ke Washington, 
Cumming secara pribadi semakin tidak suka dengan Presiden 
 Sukarno.97 Telah kita lihat, meskipun memiliki hubungan yang 
baik dengan  Bung Karno selama hampir sebagian besar masa 
tugasnya sebagai Duta Besar Amerika di Jakarta, Cumming menjadi 
semakin tidak menyukai Presiden  RI tersebut berikut gagasannya 
mengenai demokrasi terpimpin yang mengemuka sekembalinya 
 Bung Karno dari kunjungan ke  Uni  Soviet dan Cina pada bulan 
Agustus-September 1956. Hubungannya yang dekat dengan Allen 
Dulles di Washington makin mempertebal rasa tidak sukanya itu.98 
Di Washington, demikian tulis Paul F. Gardner, “Cumming jadi 
kehilangan kepercayaan pada  Bung Karno dan bergabung dengan 
Dulles bersaudara sebagai kelompok yang sangat pesimis pada 
gagasan demokrasi terpimpin.” Gugus tugas antar-departemen 
yang dikepalainya dengan segera menjadi sumber informasi dan 
analisis utama bagi pemerintahan Eisenhower dalam menyusun 
kebijakan atas Indonesia.99
Terhadap pengumuman hasil Pemilu Daerah yang diadakan 
pada pertengahan tahun 1957 Washington merasa sangat gelisah. 
Hasil Pemilu tersebut menunjukkan meningkatnya dukungan pada 
 PKI di berbagai wilayah utama negeri, terutama di  Jawa dan Sumatra 
Selatan. Pemerintahan Eisenhower yakin bahwa Indonesia sedang 
bergeser ke kiri. Gagasan ini membuat para penentu kebijakan 
di A.S. pada pertengahan 1957 bertambah waswas terhadap 
perkembangan politik di Indonesia.100 Para pejabat A.S. juga 
khawatir dengan berbagai usaha  Bung Karno untuk mendapatkan 
bantuan militer dari negara-negara Blok  Soviet.101 Menganut “teori 
domino”, para pejabat urusan luar negeri di Washington takut 
bahwa bila pemerintah Indonesia jatuh ke tangan komunis, negara-
negara lain di kawasan tersebut pasti juga akan bergerak mendekati 
Blok Komunis. Oleh karena itu pentinglah untuk mencegah 
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supaya Indonesia tidak akan jatuh ke tangan komunis, misalnya 
dengan membantu para pemberontak anti-komunis di  Luar  Jawa. 
Dalam sebuah memorandum kepada Menteri Pertahanan Neil H. 
McElroy, para Kepala Staf Gabungan memperingatkan: “Kalahnya 
para pemberontak hampir pasti akan membuat komunis berkuasa 
di Indonesia.”102 Jika demikian, lanjut para Kepala Staf Gabungan 
tersebut, dampaknya pasti akan segera terasakan sampai ke tempat-
tempat lain seperti  Malaka, Laos, Kamboja, dan Timur Tengah. 
Merekapun lantas merekomendasikan upaya-upaya pencegahan 
agar kelompok komunis tidak berkuasa di Indonesia.103
Banyak pejabat senior dalam pemerintahan Eisenhower 
berkesimpulan bahwa telah tiba saatnya untuk segera bertindak. 
Mereka menyambut pemberontakan terhadap Pemerintah 
Pusat Indonesia sebagai sebuah kesempatan untuk mengubah 
kecenderungan pro-Komunis menjadi pro-Barat. Guna meraih 
tujuan tersebut, mereka lantas menyusun berbagai kebijakan yang, 
meminjam kata-kata Kahin, diarahkan untuk “menghapuskan 
Partai Komunis, memperlemah kekuatan  Angkatan Darat di 
 Jawa, dan menelikung atau kalau perlu menumbangkan Presiden 
 Sukarno.”104 Pada bulan Desember 1957 Angkatan Laut A.S. 
bahkan sudah siap untuk melancarkan suatu operasi militer besar-
besaran.105
Pada akhir Januari 1958 Allen Dulles mengungkapkan 
kegembiraannya ketika mendengar berita bahwa kaum pemberontak 
sudah mulai menyusun rencana untuk membentuk pemerintahan 
tersendiri. “Menurut perhitungan kami secara umum ini adalah 
sebuah keputusan yang bijaksana,” katanya.106 Dalam pertemuan 
NSC tanggal 6 Februari 1958 dia meramalkan bahwa Republik 
Indonesia dipastikan akan pecah: “Apapun yang terjadi,  Luar  Jawa 
akan memisahkan diri dari  Jawa.”107 Empat hari kemudian, pada 
tanggal 10 Februari, NSC menyetujui sebuah laporan khusus 
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tentang Indonesia (Special Report on Indonesia), sebagaimana 
disebut dalam NSC 1788, yang merekomendasikan tiga cara untuk 
meraih tujuan A.S. di Indonesia. Ketiganya adalah:
a. Gunakan segala operasi rahasia yang mungkin guna menguatkan 
tekad, kehendak, dan kesatuan berbagai kekuatan anti-komunis 
di  Luar  Jawa, terutama di Sumatra dan Sulawesi, supaya melalui 
mereka situasi di  Jawa menguntungkan kita dan supaya nantinya 
mereka itu menjadi partner kita sekiranya  Jawa betul-betul 
diambil-alih oleh Komunis.
b. Jika keadaan di  Jawa terus memburuk, gunakan cara-cara yang 
lebih langsung dalam mencapai tujuan yang digariskan dalam 
butir a.
c. Manfaatkan segala pengaruh yang sudah ada dan yang mungkin 
telah dibangun oleh kekuatan-kekuatan anti-komunis di  Luar 
 Jawa guna melanjutkan upaya kita dalam menyatukan dan 
mendorong berbagai unsur non-komunis dan anti-komunis di 
 Jawa agar segera melakukan berbagai aksi, entah sendiri-sendiri 
atau secara serempak, untuk melawan kelompok Komunis.108
Kemudian pada pertemuan NSC tanggal 28 Februari 1958 
Menlu Dulles menegaskan  kembali kepada para peserta bahwa 
 Amerika Serikat tidak akan membiarkan Indonesia dikuasai oleh 
komunis. Dia kemudian menambahkan: “Oleh karena itu dalam 
situasi seperti ini kita harus ... berani ambil risiko.” Presiden 
Eisenhower menimpali: “Kalau perebutan kekuasaan oleh Komunis 
itu benar-benar mengancam, kita mesti bertindak.” Merasa didukung 
oleh Presiden Eisenhower, Dulles lalu berkata: “Kesempatan kita 
untuk melakukan intervensi yang sukses lebih besar sekarang ini, 
dengan bantuan pemerintah dan rakyat Sumatra, daripada nanti-
nanti, ketika kita mungkin harus melakukan campur tangan tanpa 
adanya selubung macam itu.”109 Sampai di sini menjadi jelas kiranya 
bahwa bagi Dulles—dan bagi para pejabat dalam pemerintahan 
Eisenhower pada umumnya—dalam urusan dengan Indonesia 
menghentikan penyebaran komunisme merupakan tujuan utama, 




Menindaklanjuti kontak awal yang sudah dibangun para 
pejabat  CIA dengan kaum pemberontak di Sumatra dan Sulawesi 
pada akhir 1957 dan awal 1958, markas besar  CIA memerintahkan 
John Mason, kepala cabang Timur Jauh/Operasi Udara  CIA yang 
baru, untuk memasukkan kawasan  Luar  Jawa di Indonesia ke 
dalam wilayah pantauannya. Dia kemudian menunjuk seorang 
“kepala operasi” untuk memimpin operasi terselubung  CIA dalam 
urusan pemberian dukungan kepada kaum pemberontak  Luar  Jawa. 
Operasi itu dinamai “Operasi Haik”. Nama itu dipilih sesuai dengan 
kode dua huruf yang dipakai  CIA untuk menyebut Indonesia, 
HA.110 Rencana Operasi Haik tersebut mirip dengan rencana 
yang pernah dijalankan  CIA untuk menggulingkan Mohammad 
Mossadegh dari Iran pada tahun 1953 dan Jacobo Arbenz dari 
Guatemala pada tahun 1954. Rencana operasi tersebut, yang 
“nyaris identik” dengan “Operasi Sukses” untuk menumbangkan 
Arbenz, sebagaimana ditulis oleh pengarang biografi  Eisenhower, 
Stephen Ambrose, telah ditinjau ulang dan disetujui oleh sang 
presiden sendiri.111 Eisenhower tidak perlu merasa khawatir bahwa 
keterlibatan pribadinya akan bisa terkuak karena ia merasa yakin 
bahwa para pejabat pemerintahannya akan melindunginya dengan 
suatu kebijakan yang disebut “plausible denial”(pengikaran yang bisa 
diterima akal), suatu cara menyangkal keterlibatan presiden yang 
telah terbukti ampuh di Iran maupun di Guatemala.112
Lebih dari itu cakupan Operasi Haik terbatas. Sebagaimana 
dinyatakan oleh Conboy dan Morrison, “meski Eisenhower 
telah menganggukkan kepalanya untuk mendukung operasi ini, 
sebenarnya gagasan mengenai ‘Haik’ lahir dari komisi ad hoc 
pimpinan Cumming, dan bukan dari lingkungan Departemen 
Luar Negeri yang lebih besar.”113 Perintah untuk operasi terbatas 
ini, demikian dijelaskan oleh kedua penulis tersebut, “datang dari 
kepala operasi  CIA, Frank  Wisner, kepada kepala Divisi Timur 
Jauh Al  Ulmer, yang lalu meneruskannya kepada Mason.”114 Berkat 
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hubungannya dengan Pentagon, John Mason berhasil mendapatkan 
sejumlah senjata dan perlengkapan militer. Iapun diperbolehkan 
menggunakan basis Angkatan Laut A.S. di Teluk Subic di  Filipina 
sebagai pusat operasi. Dia juga memiliki akses ke USS Thomaston 
guna  mengangkut sejumlah besar persenjataan, yang mencakup 
900 pucuk pistol, 1.440 senapan submesin, dan 1,3 juta peluru 
berdiameter 9-mm, kepada kaum pemberontak.115 Persenjataan 
yang dibawa oleh Thomaston itu dikawal oleh kapal selam USS 
Bluegill, dan tiba di Sumatra pada tanggal 11 Februari 1958. 
Keyes Beech, seorang reporter untuk koran Daily News Chicago, 
saat itu sedang berada di Padang dan menjadi saksi pengiriman 
perlengkapan militer A.S. tersebut kepada para pemberontak 
melalui laut dan udara. “Pengedropan itu terjadi pada malam hari 
dan jumlahnya begitu besar,” tulisnya, “sampai-sampai seorang 
rekan saya mengeluh, ‘orang tidak bisa keluar pada malam hari 
karena bisa-bisa kepalanya kejatuhan bazooka.’”116 Fravel “Jim” 
Brown—seorang agen  CIA di Singapura yang secara diam-diam 
ditugaskan untuk membantu para pemberontak di Sumatra—ikut 
mendistribusikan persenjataan tersebut. Dalam operasi itu, Brown 
menyamar sebagai seorang anggota staf  Caltex, sebuah perusahaan 
minyak Amerika besar yang beroperasi di Sumatra Timur.
Menarik bahwa sementara perlengkapan militer sedang 
dalam perjalanan menuju Sumatra, para pemberontak masih saja 
memusatkan perhatian mereka pada masalah ekonomi, dan bukan 
masalah militer.117 Seakan mengabaikan apa yang sebenarnya 
diiinginkan oleh para pemberontak,  CIA terus saja  mengirimkan 
perlengkapan militer kepada mereka. Dengan bantuan kepala 
 CIA di Pangkalan Angkatan Udara Amerika Clark di  Filipina Paul 
Gottke, beberapa agen  CIA menjalankan operasi khusus yang lain 
yang disebut “Operasi Hance”, yakni operasi pengedropan senjata 
untuk membantu para pemberontak.118 Untuk menjaga rahasia, 
misi operasi ini dijalankan dengan menggunakan pesawat dan kru 
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dari Civil Air Transport ( CAT), sebuah maskapai penerbangan di 
Asia Timur yang didanai  CIA dan yang para pilotnya digaji oleh 
 CIA.119
 CIA memperoleh sejumlah kemudahan dalam menjalankan 
Operasi Haik, yang dalam pelaksanaannya menghasilkan Operasi 
Hance itu. Kehadiran militer A.S. di kawasan Asia Tenggara melalui 
Armada Ketujuh, misalnya, sangat membantu operasi ini.  Inggris 
juga membantu  CIA dengan menyediakan markas operasi di 
Singapura, yang nota bene sangat dekat dengan Sumatra. Dinas 
intelijen itu juga dapat menggunakan pusat-pusat pelatihan militer 
A.S. di  Filipina. Di beberapa tempat yang berdekatan dengan 
perbatasan Indonesia,  CIA diijinkan menggunakan landasan 
terbang untuk keperluan transportasi dan pengeboman.120
Namun demikian, pelaksanaan Operasi Haik itu ternyata 
menemui sejumlah kendala. Seperti ditunjukkan Conboy dan 
Morrison, operasi tersebut menghadapkan Eisenhower pada 
sebuah dilema politik luar negeri yang besar. Di satu sisi, meskipun 
Washington telah memberikan bantuan persenjataan dalam jumlah 
besar kepada kaum pemberontak, ternyata suatu gerakan anti-
komunis yang berskala nasional di Indonesia tidak pernah terwujud. 
Ini membuat pemerintahan Eisenhower tidak lagi memiliki 
justifi kasi Perang Dingin untuk melanjutkan intervensinya. Di sisi 
lain,  CIA tidak dapat menghentikan dukungannya kepada kaum 
pemberontak begitu saja di tengah jalan, mengingat bahwa mereka 
telah bekerja sama sedemikian jauh. Apapun situasinya, tampaknya 
pemerintah Eisenhower tetap bertekad melanjutkan dukungannya 
pada para pemberontak.121 
Guna mengantisipasi tindakan balasan Jakarta terhadap kaum 
pemberontak, pada tanggal 6 Maret Presiden Eisenhower bahkan 
memerintahkan pengiriman “beberapa pesawat handal” yang 
diharapkan akan membuat mereka mampu untuk “membalas 
serangan para penyerbu dari Jakarta”.122 Sebagaimana juga disebut 
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oleh Conboy dan Morrison, keputusan Presiden Eisenhower 
tersebut didasarkan pada pengalaman keberhasilan pemerintahnya 
menggunakan pesawat terbang secara rahasia dalam penggulingan 
Presiden Guatemala Jacobo Arbenz  pada tahun 1954.123
Sementara itu Pemerintah Pusat  RI telah bertekad bulat 
untuk menekan kaum pemberontak. Pada tanggal 12 Maret 
1958  TNI menggelar “Operasi Tegas”, sebuah operasi militer 
yang dimaksudkan untuk memberangus kaum pemberontak 
di Sumatra Timur. Ketika sedang merebut Pekanbaru, pasukan 
pemerintah menemukan kotak-kotak berisi perlengkapan militer 
buatan Amerika yang baru saja dijatuhkan oleh pesawat-pesawat 
 CIA, bahkan sebelum para pemberontak punya kesempatan 
untuk membukanya.124 Para pemberontak sendiri tidak memberi 
perlawanan yang berarti.125
Bulan berikutnya, pada tanggal 16 April 1958, pemerintah 
Indonesia melancarkan operasi militer besar lain untuk menekan 
kekuatan pemberontak di Sumatra Barat. Operasi ini secara 
patriotik dinamai “Operasi 17 Agustus”.126 Operasi 17 Agustus 
dipimpin langsung oleh Deputi Pertama Kepala Staf  Angkatan 
Darat, Kolonel  Achmad Yani, seorang perwira anti-komunis yang 
pernah menjalani pelatihan militer di Fort Leavenworth, Kansas, 
A.S. Yani adalah sahabat baik Mayor  George Benson, Asisten Atase 
 Angkatan Darat A.S. yang berkantor di Jakarta. Malahan, Mayor 
Benson sempat memberinya peta Sumatra dan ikut membantu 
sang kolonel dalam merencanakan serbuan-serbuan terhadap para 
pemberontak.127 Seperti dinyatakan oleh Conboy dan Morrison, 
keterlibatan Benson dalam persiapan tersebut melahirkan sebuah 
ironi tersendiri tentang operasi militer itu: “Seorang perwira 
 Angkatan Darat yang jelas-jelas anti-komunis dan pro-Amerika 
[Yani], dibantu oleh seorang perwira  Angkatan Darat  Amerika 
Serikat [Benson] guna menumpas sebuah pemberontakan yang 
didukung oleh salah satu organ pemerintah Amerika [ CIA].”128 
186
INDONESIA MELAWAN AMERIKA
Keterlibatan Benson tersebut menandakan bahwa baik Yani 
maupun Benson tidak menyadari betapa jauhnya keterlibatan 
Amerika dalam membantu kaum pemberontak.129 Ketidaktahuan 
Benson pada keterlibatan  CIA dalam pemberontakan itu semakin 
menegaskan bagaimana baik atase militer Amerika maupun 
Kedubes Amerika di Jakarta tidak diajak berkonsultasi terlebih 
dahulu oleh para pejabat di Washington mengenai rencana dan 
dukungan terhadap para pemberontak. Sebagaimana Operasi 
Tegas, Operasi 17 Agustus juga berhasil dengan baik, tanpa adanya 
perlawanan yang berarti dari para pemberontak. Pada tanggal 17 
April, hanya sehari setelah operasi itu dilancarkan, Padang sudah 
jatuh ke tangan pasukan pemerintah.130
Meski tampaknya tidak berkonsultasi dengan para personil 
diplomatik dan militer A.S. di Jakarta, Washington terus memantau 
jalannya pemberontakan. Setelah mengetahui rencana  TNI untuk 
mengebom instalasi minyak Amerika dan  Inggris di Sumatra, 
misalnya, Washington berpikir apakah sebaiknya melancarkan 
suatu serangan militer langsung atas Sumatra atau tidak. Dalam 
pertemuan NSC pada tanggal 6 Maret 1958 Asisten Khusus 
Presiden Eisenhower untuk Urusan Keamanan Nasional, Jenderal 
 Robert Cutler, bahkan mengajukan pertanyaan, “bila ternyata 
pasukan dari Jakarta benar-benar mengebom instalasi minyak A.S. 
dan membunuh warga A.S. di sana, bolehkan kita menghadapinya 
dengan pasukan bersenjata?”131 Menyusul dilancarkannya Operasi 
Tegas oleh Jakarta, Menteri Luar Negeri Dulles mengatakan kepada 
mereka yang hadir dalam pertemuan NSC tanggal 13 Maret—saat 
itu sudah tanggal 14 Maret di Indonesia—bahwa operasi itu telah 
berjalan “dengan kecepatan yang luar biasa”. Mendengar laporan 
itu Presiden Eisenhower bertanya kapan saatnya A.S. memiliki 
“hak yang sah” untuk menyerbu Sumatra dengan kekuatan militer 
“jika aset dan warga negara Amerika di Sumatra berada dalam 
bahaya”. Dulles menyangkal bahwa aset dan warga negara Amerika 
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di Sumatra berada dalam bahaya.132 Pada tanggal 16 April 1958, 
Washington memikirkan apakah perlu secara terbuka menyatakan 
keberpihakannya kepada kaum pemberontak, dengan cara memberi 
mereka status “keadaan perang”.133 Namun, janji pemberian 
status tersebut tidak pernah terwujud, karena Washington tetap 
saja tidak yakin apakah A.S. perlu mendukung para pemberontak 
Sumatra atau tidak. Ketidakyakinan ini juga disebabkan oleh 
ketidakmampuan para pemberontak dalam memberikan 
perlawanan yang berarti terhadap pasukan pemerintah. Meminjam 
kata-kata DCI Dulles, situasi para pemberontak di Sumatra “tidak 
terlalu menggembirakan”.134
Sementara situasi para pemberontak di Sumatra tidak terlalu 
menggembirakan, di Sulawesi keadaannya agak berbeda. Situasi di 
sana tampaknya sedikit menggembirakan.135 Pada awal tahun 1958, 
ketika para pemimpin  Permesta menyadari bahwa Pemerintah Pusat 
akan memandang gerakan mereka sebagai gerakan separatis dan 
karenanya akan menghadapinya dengan tindakan militer yang tegas, 
mereka mulai mencari dukungan asing, termasuk dari  Amerika 
Serikat. “Kontak saya dengan para pejabat Amerika,” demikian 
aku Kol.  Sumual, “dimulai di Singapura pada pertengahan Januari 
1958.”136 Pengeboman atas Manado oleh pasukan pemerintah  RI 
pada tanggal 22 Februari—sebagai tanggapan atas pengumuman 
penggabungan diri  Permesta ke dalam  PRRI—mengingatkan para 
pendukung  Permesta bahwa Jakarta menanggapi gerakan mereka 
dengan sungguh-sungguh dan menganggap layak untuk ditumpas 
dengan tindakan militer. Peringatan semacam itu mendorong para 
pemimpin  Permesta untuk mencari dukungan yang bisa diperoleh 
dari mana pun.
Pada hari yang sama dengan pengeboman atas Manado, 
perwakilan  Permesta, Mayor Jan Maximillian Johan (Nun) Pantouw, 
bertemu dengan Joe Tonio, seorang pejabat intelijen  Filipina yang 
telah ditunjuk pemerintah negaranya sebagai penghubung dengan 
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para pemberontak  Permesta di Manila. Pantouw juga bertemu 
pejabat  CIA Cecil Cartwright, yang kemudian memberinya enam 
pucuk senapan mesin kaliber .50 sebagai tanda bahwa dia bersedia 
membantu para pemberontak di Sulawesi.137 Di Taiwan personil 
 Permesta bertemu dan berhasil mendapatkan dukungan dari para 
pejabat tinggi negara itu, seperti Mayor Jenderal Yeh Shiang-
chi, kepala Biro Intelijen Republik Cina. Biro ini ditugaskan 
untuk menjalankan operasi rahasia Taiwan dalam mendukung 
para pemberontak.138 Mereka pun bertemu Ching-kuo, seorang 
anggota kabinet Taiwan yang terkemuka, yang juga adalah putra 
dari Jenderal Besar  Chiang Kai-shek.139 Berkat koneksi inilah para 
pemberontak  Permesta akhirnya dapat membeli amunisi dari 
Taiwan.140 Presiden Syngman Rhee dari Korea Selatan dan Presiden 
Carlos Garcia dari  Filipina juga memberikan dukungan serupa. 
Rhee takut bahwa Cina Komunis akan membantu pemerintah 
Jakarta, sementara Garcia khawatir bahwa, bila Indonesia jatuh 
kepada komunisme, hal itu akan menjadi ancaman langsung bagi 
negaranya. Presiden Garcia lalu menugaskan Benigno Aquino 
untuk bekerja sama dengan  CIA dalam rangka  menyiapkan 
dukungan logistik bagi kaum pemberontak  Permesta.141
Dalam pertemuan NSC tanggal 20 Maret 1958 Presiden 
Eisenhower menunjukkan penyesalannya yang mendalam atas usul 
yang diajukannya pada tanggal 6 Maret menyangkut pemberian 
pesawat udara kepada kaum pemberontak di Sumatra. Dia 
kini “menyadari betapa tidak bergunanya pesawat udara dalam 
pertempuran di hutan.”142 Namun demikian, para pejabat  CIA 
bersikeras untuk membantu para pemberontak di Sulawesi dengan 
pesawat udara berikut pilotnya. Sikap ini sebagian disebabkan 
oleh fakta bahwa dua hari sebelumnya, yakni pada tanggal 18 
Maret, para pemberontak  Permesta mengumumkan pembentukan 
angkatan udara mereka sendiri yang disebut  AUREV (Angkatan 
Udara Revolusioner), dengan maksud menandingi kekuatan  AURI. 
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Dua orang mantan petinggi Angkatan Udara Indonesia ditunjuk 
untuk memimpin  AUREV. Walaupun hanya memiliki dua pesawat 
pengangkut C-45 hasil sumbangan Taiwan,  AUREV mampu 
menyerang posisi-posisi pemerintah. Sementara itu  CIA telah 
mempersiapkan sejumlah pilot dan lima belas pesawat pembom 
B-26 untuk menjalankan misi pengeboman dan penyergapan.143 
Guna memastikan sifat “rahasia” dari Operasi Haik, semua pilot 
dan pesawat yang digunakan dalam misi ini—beserta semua senjata 
dan perlengkapan yang dikirimkan kepada para pemberontak—
”disterilisasi” terlebih dulu, yakni dibersihkan dari segala tanda-
tanda Amerika, sehingga bila jatuh ke tangan pasukan pemerintah 
 RI nantinya pemerintah A.S. memiliki “bukti” untuk menyangkal 
keterlibatannya.144 Para pilot  CIA dengan penuh semangat 
menjalankan operasi-operasi militer menghancurkan berbagai 
target Indonesia, termasuk menyerang kapal-kapal dagang asing 
yang dianggap menguntungkan Pemerintah Pusat Jakarta.145
Menyangkal Keterlibatan
Washington tidak pernah menyampaikan pernyataan resmi 
menyangkut campur tangan A.S. dalam pemberontakan daerah 
di Indonesia. Padahal pemerintahan Eisenhower telah jelas-jelas 
memberikan dukungan besar-besaran kepada para pemberontak. 
Sebaliknya, pada saat yang sama dengan dilancarkannya operasi 
untuk membantu kaum pemberontak, pemerintahan Eisenhower 
justru berusaha memastikan bahwa tak ada informasi soal 
keterlibatan itu yang bocor baik pada Pemerintah Pusat Indonesia 
maupun pada publik Amerika sendiri. Dalam sebuah konferensi 
pers tanggal 11 Februari 1958, misalnya, Menteri Luar Negeri 
Dulles menyampaikan simpatinya kepada kaum pemberontak 
Indonesia, namun menekankan bahwa pemberontakan itu 
hanyalah sekadar ungkapan rakyat yang kecewa atas meningkatnya 
pengaruh komunisme dalam kehidupan politik di Indonesia.146 
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Dulles tidak menyebut keterlibatan negara asing mana pun, apalagi 
campur tangan  Amerika Serikat. Dalam kesaksian di hadapan 
Dewan Komisi Hubungan Asing (House Committee on Foreign 
Relations) pada tanggal 26 Februari 1958, Dulles sempat ditanya 
oleh seorang anggota Konggres Marguerite S. Church mengenai 
apakah A.S. sedang “berusaha melakukan sesuatu” terkait dengan 
pemberontakan daerah di Indonesia ataukah “tidak turut campur 
tangan”. Dulles menjawab dengan mengatakan, “Kita melakukan 
apa yang kita yakini sebagai hal yang benar menurut sudut pandang 
hukum internasional.” Dia menambahkan, “Kiti tidak turut campur 
dalam masalah internal negara itu.” Ditanya apakah pemberontakan 
daerah itu akan memiliki kemungkinan berhasil mengingat 
sepengetahuan para anggota Konggres para pemberontak tidak 
mempunyai Angkatan Udara sekuat yang dimiliki pemerintahan 
 Sukarno, Dulles secara diplomatis menjawab: “Saya rasa ada 
kesempatan yang cukup besar bahwa dari sini kecenderungan 
ke arah Komunisme sedikit-banyak akan terbendung.” Untuk 
menghentikan pertanyaan lebih lanjut, dia dengan cepat-cepat 
menambahkan, “Untuk sementara saya tidak ingin bicara lebih 
banyak mengenai masalah ini.”147 Ketika pada tanggal 4 Maret 
1958 Asisten Menteri Luar Negeri A.S. untuk Urusan Timur 
Jauh Robertson memberi kesaksian di hadapan Komisi yang 
sama mengenai masalah tersebut, dia memperingatkan mengenai 
besarnya bahaya komunisme di Indonesia, tetapi, lagi-lagi, tanpa 
menyinggung soal campur tangan Amerika di Indonesia.148
Tampaknya media massa di Amerika cenderung mendukung 
kebijakan resmi pemerintahan Eisenhower soal keterlibatan 
di Indonesia. Pada tanggal 9 Mei 1958, misalnya, New York 
Times menerbitkan editorial yang menyuarakan penyangkalan 
pemerintahan Eisenhower atas tuduhan keterlibatan Amerika dalam 
pemberontakan di Indonesia. Surat kabar tersebut menulis:
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Sangat disayangkan bahwa para pejabat tinggi Indonesia mau 
mempercayai laporan-laporan palsu yang sekarang beredar, mengenai 
suatu hal yang sudah berkali-kali dijelaskan oleh pemerintah A.S. 
Menteri Luar Negeri kita sudah tegas-tegas menyatakan bahwa A.S. 
tidak akan menyimpang dari posisi netralnya sekarang ini...  Amerika 
Serikat tidak bersedia ... untuk campur tangan dan membantu 
menggulingkan suatu pemerintahan yang konstitusional. Ini adalah 
fakta yang sangat gamblang. Sayang sekali Jakarta tidak mau percaya, 
bahkan malah mau mengabaikannya begitu saja.149
Boleh saja The New York Times merasa sayang bahwa Jakarta 
tidak mau percaya, tetapi sebenarnya jauh lebih sayang bahwa 
koran tersebut menulis editorial macam itu. Mengapa? Karena apa 
yang terjadi di lapangan sangat berbeda dari “fakta gamblang” yang 
diyakini oleh koran tersebut.
Apapun bentuk-bentuk penyangkalan Washington, di Jakarta 
Presiden  Sukarno—dan rakyat Indonesia pada umumnya—sudah 
tahu mengenai keterlibatan Amerika.  Bung Karno mengkritik 
pemerintah  Amerika Serikat karena telah menyuplai Angkatan 
Udara pemberontak dengan pesawat-pesawat pembom berikut para 
pilotnya. Dalam pidatonya pada tanggal 2 Mei 1958  Bung Karno 
bahkan memperingatkan pemerintahan Eisenhower supaya “tidak 
bermain api di Indonesia.”150 Presiden  Sukarno menambahkan, 
“Jika dunia luar mau menjadikan Indonesia sebagai Korea kedua 
atau Vietnam kedua, yang akan terjadi adalah Perang Dunia 
Ketiga.”151 Tak lama kemudian, ketika ditanya mengenai tuduhan 
 Bung Karno terhadap pemerintahannya, Eisenhower, dalam sebuah 
konferensi pers menjawab:
Kita mencoba bersikap netral, tidak mau campur tangan pada hal-hal 
yang bukan menjadi urusan kita... Namun di sisi lain, sejauh saya 
tahu, setiap pemberontakan melahirkan apa yang disebut serdadu 
bayaran ... Orang mencari petualangan dan terjun ke sana ke mari, 
kadang-kadang dengan harapan akan mendapatkan bayaran, namun 
kadang-kadang hanya sekadar untuk berpetualang. Hal seperti itu itu 
mungkin saja terjadi dalam setiap pemberontakan di manapun.152
Intinya, Eisenhower ingin menyatakan kepada publik Amerika 
bahwa pemerintahannya tidak terlibat dalam pergolakan di 
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Indonesia, sebuah pernyataan yang tentu saja jauh dari kebenaran.153 
Padahal orang-orang Amerika yang membantu para pemberontak 
dalam melancarkan serangan militer terhadap Pemerintah Pusat 
Indonesia jelas bukan “serdadu bayaran” seperti dikatakan Presiden 
Eisenhower. Mereka telah direkrut untuk bergabung dengan operasi 
rahasia yang besar yang dijalankan pemerintahan Eisenhower di 
Indonesia. Mereka ditugaskan untuk membantu para pemberontak 
dalam pertempuran mereka melawan Pemerintah  RI yang oleh 
pemerintahan Eisenhower dianggap condong ke “kiri”. Orang-
orang Amerika ini mempunyai misi khusus: menghentikan 
pengaruh kelompok komunis di dalam pemerintahan  Sukarno 
atau bahkan menghabisi peran  Sukarno dalam politik Indonesia. 
Sebagai profesional yang sangat terlatih, orang-orang itu bertindak 
berdasarkan arahan  CIA dan para pejabat dalam pemerintahan 
Eisenhower.
Para pejabat di Washington tidak sepenuhnya memahami dua 
faktor penting ketika melancarkan operasi rahasia mereka terhadap 
pemerintahan  Sukarno. Yang pertama adalah bahwa sentimen 
anti-Komunis dan anti-Pemerintah Pusat yang ada di Sumatra 
dan Sulawesi tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyat di pulau-
pulau lain. Yang kedua adalah ketegasan dan tekad Pemerintah 
Pusat untuk menumpas pemberontakan daerah tersebut. Di  Jawa, 
misalnya, anti-komunisme bukanlah hal yang sangat populer. 
Pemilu Daerah yang diadakan pada tahun 1957 mengukuhkan 
popularitas kelompok Komunis dan meningkatnya pengaruh 
mereka dalam pemerintahan. Kampanye anti-Pemerintah Pusat yang 
dilancarkan oleh para pemberontak justru memperbesar peluang 
kelompok Komunis untuk menunjukkan diri sebagai pendukung 
pemerintah yang loyal dan pejuang persatuan nasional. Kesadaran 
masyarakat akan adanya bantuan asing kepada para pemberontak 
semakin memperkuat sentimen publik bahwa para pemberontak 
itu adalah pengkhianat bangsa dan kelompok Komunis adalah 
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pembela Republik yang sejati. Alih-alih memadamkan popularitas 
 PKI, bantuan Washington kepada para pemberontak justru makin 
memperkokoh keberadaan kelompok Komunis di panggung politik 
nasional Indonesia.
Dalam upaya untuk mengakhiri krisis karena adanya 
pemberontakan daerah, Pemerintah Pusat  RI menerapkan strategi 
yang sama dengan yang pernah ditempuh Indonesia untuk melawan 
Belanda selama Perang Kemerdekaan, yakni strategi  diplomasi dan 
strategi  perjuangan. Pada ranah  diplomasi, pemerintah mencari 
solusi damai bagi krisis akibat pemberontakan itu. Pada bulan 
Juli dan Agustus 1957 misalnya, pemerintah mengirimkan sebuah 
delegasi resmi untuk mengunjungi para pemberontak di Sulawesi 
Utara selama dua puluh hari.154 Bahkan pada tanggal 5 September 
Presiden  Sukarno sendiri mengunjungi Manado untuk bertemu 
dengan warga kota dan para pemimpin mereka.155 Pada tanggal 10 
September pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Nasional 
di Jakarta, di mana wakil-wakil Pemerintah Pusat dan wakil-wakil 
dari Sumatra, Sulawesi, dan yang lain bertemu guna mencari jalan 
keluar bersama bagi masalah pemberontakan daerah.156
Dalam upaya lain untuk menjalankan strategi  diplomasi, 
pemerintah Indonesia mengambil sikap moderat terhadap Amerika, 
meskipun tahu bahwa A.S. terlibat dalam pemberontakan tersebut. 
Selain tudingan yang  Bung Karno lontarkan dalam pidatonya 
tanggal 2 Mei, hanya ada sedikit saja tuduhan resmi lain terhadap 
A.S. dan sekutu-sekutunya terkait dukungan mereka kepada kaum 
pemberontak—meskipun sebenarnya orang Indonesia sudah tahu 
akan hal itu, terutama menyusul penemuan senjata-senjata Amerika 
yang didrop di Sumatra Timur.157 Sikap moderat tersebut sebagian 
dimaksudkan untuk menghindari munculnya alasan bagi A.S. turut 
campur tangan secara langsung.158 Lebih jauh Jakarta tidak ingin 
menutup pintu bagi kerja sama diplomatik dengan Washington 
ketika nantinya masalah pemberontakan itu selesai.159
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Pada ranah  perjuangan bersenjata, pemerintah  RI dan koman-
do militer pusat tetap bertekad untuk mengambil tindakan tegas 
terhadap para pemberontak. Kegagalan dalam menemukan 
solu si damai bagi masalah pemberontakan daerah, sebagaimana 
terbukti dengan dideklarasikannya  PRRI pada 15 Februari 
1958, berikut dukungan  Permesta terhadap deklarasi tersebut, 
mendorong Jakarta untuk berniat menumpas pemberontakan 
itu sampai tuntas. Seperti diakui DCI Dulles, Jakarta bersikap 
“positif dan tegas” dalam menanggapi pemberontakan daerah.160 
Nantinya keberhasilan strategi  perjuangan bersenjata itu menandai 
berakhirnya pemberontakan  PRRI sekaligus membuat Washington 
berpikir ulang atas dukungannya kepada para pemberontak di 
Sumatra. Menyadari bahwa para pemberontak tidak akan dapat 
mempertahankan diri terhadap serangan pasukan pemerintah, 
Menlu A.S.  John Foster Dulles bertanya kepada adiknya, DCI 
Allen Dulles, mengenai kemungkinan “bagi kita untuk berputar 
haluan dan mendukung pem. [Pemerintah Pusat Indonesia].” 
Semula Direktur  CIA tidak sependapat.161 Namun demikian, 
perkembangan lebih lanjut di Sumatra memaksa Allen Dulles 
untuk memikirkan kembali saran kakaknya tersebut.162 Dengan 
jatuhnya posisi-posisi kunci para pemberontak di Sumatra, para 
pejabat A.S. menyadari bahwa mendukung mereka bukan lagi 
merupakan langkah yang realistis dalam rangka menghapuskan 
pengaruh komunis dalam pemerintahan Indonesia.163 Alih-alih 
menahan pengaruh kelompok komunis, mereka kini menyadari 
bahwa bantuan asing kepada para pemberontak justru membantu 
meningkatkan popularitas  PKI.
Tertangkapnya Allen Pope 
Menyusul serangkaian kemenangan Jakarta dalam merebut 
sejumlah kubu pertahanan kaum pemberontak di Sumatra, pasukan 
pemerintah di Pulau Ambon juga berhasil menembak jatuh sebuah 
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pesawat  AUREV B-26 yang dioperasikan oleh penerbang asing. 
Pesawat tersebut ditembak oleh pilot Indonesia, Kapten Ignatius 
Dewanto, pada Minggu pagi 18 Mei 1958—hanya berselang tiga 
hari setelah serangkaian pemboman lewat udara yang dilakukan oleh 
para pemberontak di pulau yang sama yang menewaskan banyak 
orang. Dua orang penerbang pesawat tersebut berhasil ditangkap. 
Salah satunya adalah seorang ahli tembak dari  Permesta, Harry 
Rantung, dan yang lain adalah pilot Allen Lawrence Pope, seorang 
warga negara Amerika yang ternyata adalah seorang penerbang-
bayaran  CIA.164 Sebenarnya Allen Pope berhasil keluar dari pesawat 
dengan parasut, tetapi sempat terjebak di atas pohon kelapa yang 
tinggi, sebelum jatuh ke tanah dan mengalami patah tulang rusuk. 
Ia segera ditangkap dan diamankan oleh pasukan Indonesia yang 
menyelamatkannya dari amukan warga yang marah.165 Berusia 
dua puluh sembilan tahun dan berasal dari Perrine, di negara-
bagian Florida, Allen Pope adalah seorang mantan letnan satu 
Angkatan Udara A.S., yang pernah mendapatkan tiga Air Medals 
dan sebuah penghargaan lain, Distinguished Flying Cross, selama 
Perang Korea.166 Kepada para penangkapnya, dia mengaku bahwa 
para pemberontak telah menyewanya untuk membawa bom 
dengan bayaran US$10.000 per bulan. Dia mengakui bahwa dia 
“telah menerbangkan pesawat guna menjalankan operasi-operasi 
yang sangat destruktif di Indonesia Timur di mana kapal asing 
dan kapal-kapal Indonesia dirusak dan ditenggelamkan.” Lebih 
jauh, pilot itu mengatakan kepada para penangkapnya bahwa dia 
telah bergabung dengan kaum pemberontak karena yakin bahwa 
Indonesia “sedang berubah menjadi Komunis”.167
Menirukan pernyataan Presiden Eisenhower pada waktu 
sebelumnya, ketika menanggapi penangkapan Pope, Duta Besar 
A.S. untuk Indonesia Howard Jones menganggap pilot yang baru 
saja tertangkap tersebut sebagai “semacam tentara bayaran’.” 
Presiden  Sukarno sangat marah atas pernyataan Jones itu. 
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Sebagaimana disampaikan di dalam otobiografi nya, dia mengatakan 
kepada Jones: 
Pernyataan pemerintah Anda bahwa dia [Pope] adalah seorang “Serdadu 
Bayaran” sungguh-sungguh merupakan cerita yang menggelikan … 
kekanak-kanakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika, 
Taiwan, dan  Inggris aktif mendukung pemberontakan itu. Saya 
yakin bahwa dia bekerja untuk  CIA. Buat lingkaran di seputar negara 
saya dan sebut lapangan terbang yang cukup dekat untuk mengisi 
bahan bakar, yang dapat didarati dan menyuplai pesawat-pesawat 
yang mengedrop senjata untuk para pemberontak. Anda tidak akan 
menemukan banyak lapangan terbang semacam itu. Yang ada adalah 
landasan terbang  Inggris di Singapura atau lapangan terbang Amerika 
di  Filipina … Andaikan pesawat yang diterbangkan Pope itu terbukti 
milik  Inggris atau Amerika, tidakkah saya punya alasan untuk marah 
dan mengutuk kekuatan imperialis yang berusaha mengobok-obok 
negara saya?”” 168 
Namun demikian, mengingat pentingya strategi  diplomasi, 
pemerintah Indonesia lebih suka mengambil sikap moderat dan tidak 
mau untuk langsung mengumumkan secara publik penangkapan 
Pope tersebut. Hal itu dilakukan, sekali lagi, dengan harapan 
bahwa nantinya tidak akan tertutup pintu untuk memperbaiki 
hubungannya dengan A.S. Pengumuman baru diberikan pada 
tanggal 27 Mei.169 Dalam pernyataan persnya, seorang pejabat 
Indonesia mengumumkan penangkapan seorang pilot Amerika dan 
menunjukkan ke hadapan publik dokumen-dokumen resmi yang 
mendukungnya. Pilot tersebut membawa sekitar tiga puluh barang 
bukti yang memberatkannya, termasuk kartu pengenal sebagai pilot 
di maskapai penerbangan yang didanai  CIA, Civic Air Transport. 
Ia juga membawa daftar delapan pilot lain yang ditugaskan untuk 
bekerja bagi  AUREV.170 Tampaknya meskipun Pope dan pesawatnya 
telah “disterilisasi” guna menyamarkan identitasnya sebelum 
menjalankan misi pengeboman ini, ternyata ia telah secara diam-
diam membawa kembali berbagai dokumen resmi.  Pope berpikir 
bahwa dengan membawa dokumen-dokumen tersebut ia tidak akan 
mudah diklasifi kasikan sebagai “orang tak berkewarganegaraan” 
sekiranya dia suatu saat nanti ternyata tertangkap. Dengan status 
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tanpa kewarganegaraan ia bisa dijatuhi hukuman mati tanpa prosedur 
hukum yang semestinya.171 Jelaslah bahwa pengungkapan Pope dan 
dokumen-dokumennya dalam konferensi pers ini bertentangan 
dengan berbagai pernyataan sebelumnya dari para pejabat tinggi A.S., 
termasuk pernyataan Presiden Eisenhower, tentang “sikap netral” 
Amerika dalam pemberontakan daerah di Indonesia.172
DCI Dulles mengetahui perihal hilangnya Allen Pope ini pada 
tanggal 18 Mei 1958 itu juga dan ia segera melaporkannya kepada 
Menteri Luar Negeri Dulles. Tak lama setelah selesai memberikan 
laporannya, DCI Dulles mengatakan kepada James Glerum, 
seorang pejabat  CIA yang turut serta dalam Operasi Haik: “Kita 
akan menarik diri.”173 Siang itu juga, Dulles bersaudara kembali 
bertemu guna memfinalisasi rencana mereka untuk menarik 
dukungan terhadap para pemberontak. “Saya tidak melihat 
adanya kemungkinan bahwa nantinya langkah yang sedang kita 
tempuh ini akan berakhir dengan kemenangan,” tulis Menteri Luar 
Negeri Dulles dalam memorandum pertemuan tersebut. Dia lalu 
merekomendasikan supaya Washington “mencari kemungkinan 
untuk mendukung unsur-unsur anti-Komunis yang ada di negeri 
itu [Indonesia].”174
Namun demikian, tertangkapnya Allen Pope bukanlah satu-
satunya alasan bagi Washington untuk “mencabut” dukungan 
rahasia mereka pada para pemberontak daerah dan berbalik 
mendukung Jakarta. Ada serangkaian faktor yang menyebabkan 
perubahan kebijakan ini. Pertama, selama menghadapi operasi 
militer Pemerintah Pusat para pemberontak tidak pernah mampu 
memberikan perlawanan berarti, apalagi meraih kemenangan, 
meskipun ada dukungan persenjataan yang sangat besar dari 
 Amerika Serikat.175 Kedua, gerakan anti-Komunis berskala nasional 
di antara rakyat Indonesia yang sangat dinanti-nantikan tidak 
pernah menjadi kenyataan. Terlepas dari citra jahat komunis yang 
diyakini oleh para pejabat di Washington, waktu itu  PKI adalah 
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salah satu dari sedikit partai politik di Indonesia—jika bukan 
satu-satunya—yang dengan sungguh-sungguh mencoba menjawab 
kebutuhan rakyat di tataran akar rumput, sebagaimana telah 
kita lihat di depan.176 Ketiga, strategi  diplomasi Jakarta dengan 
memberikan respons yang relatif moderat atas penangkapan Allen 
Pope dan keterlibatan Amerika dalam pemberontakan daerah 
secara umum membuat senang para pejabat dalam pemerintahan 
Eisenhower sebab hal itu tidak lalu menempatkan mereka dalam 
posisi yang lemah dalam proses tawar-menawar. Sikap tersebut 
selanjutnya membuat mereka lebih mau untuk bernegoisasi dengan 
pemerintah Indonesia.177 Keempat, Washington sampai pada 
kesadaran bahwa militer Indonesia, terutama  Angkatan Darat, 
bukan hanya bukan komunis, tetapi juga anti-Komunis.178 Tak 
pelak lagi Washington pun mulai menyusun rencana penarikan 
diri.179 Selanjutnya para pemimpin  CIA memerintahkan anak 
buah mereka untuk bersiap-siap meninggalkan Indonesia. Orang-
orang  CIA itu kemudian menempuh prosedur yang biasa mereka 
gunakan ketika meninggalkan kekuatan lokal yang sudah loyal 
kepada mereka dalam operasi-operasi paramiliter rahasia: mereka 
mulai menarik diri begitu saja, meninggalkan para pemberontak 
berjuang sendirian. Ketika diberitahu bahwa kaum pemberontak 
Sulawesi di bawah komando Kolonel Joop Warouw meminta 
 CIA untuk memberikan bantuan lagi, Allen Dulles menjawabnya 
dengan jawaban yang singkat-padat: “Katakan kepada Kolonel 
Warouw bahwa kita mesti saling berpisah.”180 Dan,  CIA memang 
kemudian memisahkan diri dan pergi begitu saja. Pada tanggal 20 
Mei 1958 Dulles memerintahkan kekuatan paramiliter Amerika 
di Manado untuk kembali ke Manila.181 Keesokan harinya mereka 
benar-benar meninggalkan kota tersebut dan terbang kembali 
menuju basis militer A.S. di  Filipina.182 Tentang penarikan tersebut 
Mantan kepala  AUREV, Petit Muharto Kartodirjo, mengatakan: 
“Mereka itu pergi begitu saja, tanpa upacara resmi, tanpa ucapan 
selamat tinggal, tanpa jabat tangan, tanpa penjelasan.”183
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Dengan penarikan diri  CIA dari wilayah pemberontakan, para 
pejabat di Washington menyimpulkan bahwa kini “waktunya telah 
tiba bagi kita untuk berusaha mempengaruhi para pemimpin militer 
dan sipil Indonesia.”184 Berhasil direbutnya kembali Manado—
ibukota kaum pemberontak di Sulawesi Utara sejak mereka 
meninggalkan Makassar pada tanggal 4 Mei 1958—oleh pasukan 
pemerintah pada tanggal 26 Juni semakin menegaskan perlunya 
Washington untuk mengadakan pendekatan lebih jauh dengan 
pemerintah Jakarta.185 Ketika upaya kerja sama itu mulai terwujud, 
kedua belah pihak tampaknya puas.186 Sementara Washington 
berjanji untuk menggunakan pengaruh yang dimilikinya guna 
menghentikan bantuan asing kepada kaum pemberontak daerah 
dan memberi perlengkapan militer kepada Indonesia, Jakarta 
memberikan jaminan untuk mengekang pengaruh komunis dalam 
pemerintahan. Jenderal  Nasution bahkan merencanakan untuk 
secara pribadi mengunjungi Washington guna membicarakan 
lebih lanjut kerja sama yang baru mulai terbangun itu.187 Salah 
satu sasaran yang hendak dicapai oleh pemerintahan Eisenhower 
lewat kerja sama dengan  Angkatan Darat Indonesia itu adalah 
menjadikan  Nasution “klien terbaik”-nya.188
Langkah berikut dari pemerintahan Eisenhower menyusul 
keputusan untuk menghentikan operasi rahasianya di Indonesia 
adalah memberitahu pemerintah-pemerintah asing yang telah 
berpartisipasi di dalam operasi tersebut soal penarikan diri 
Amerika. Sementara memberi tahu pemerintah  Australia dan 
 Inggris mengenai penarikan diri itu relatif mudah, para pejabat 
pemerintahan Eisenhower mendapat tanggapan yang keras dari 
pemerintah Belanda. Terhadap perubahan kebijakan A.S. tersebut 
Duta Besar Belanda untuk A.S.,  J.H. van Roijen, menyatakan 
bahwa, “Pemerintah Belanda sungguh sangat kecewa dengan 
perkembangan ini.”  Belanda kecewa terutama karena A.S. tidak 
pernah mengajaknya untuk bicara terlebih dahulu.189 Korea Selatan 
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dan Taiwan juga bereaksi secara negatif, meskipun kedua negara itu 
kemudian juga turut menghentikan dukungan mereka kepada para 
pemberontak.190
Sementara itu meskipun dukungan dari Washington dan sekutu-
sekutunya telah ditarik, para pemberontak tetap berusaha untuk 
melanjutkan  perjuangan mereka, kali ini dengan mengandalkan 
kekuatan sendiri. Namun mereka gagal. Tanpa dukungan asing, 
ternyata tak telalu lama mereka bisa bertahan. Daya-juang mereka 
terus merosot.
Ketika akhirnya berhasil ditumpas, pemberontakan itu telah 
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang begitu besar. Sayang 
sekali, sulit untuk memperkirakan jumlah yang pasti, terutama dari 
kalangan rakyat sipil. Dalam memoarnya yang berjudul Memenuhi 
Panggilan Tugas, Jenderal  Nasution memberikan perkiraan kasar 
mengenai jumlah rakyat Indonesia yang kehilangan nyawanya 
selama pergolakan itu. Dia menyebut angka 10.150 orang di pihak 
Pemerintah Pusat Indonesia. Dari jumlah ini, 2.499 di antaranya 
adalah tentara, 965 anggota OPR (Organisasi Pemuda Rakyat) 
yang ada di bawah kendali  PKI, 274 polisi, dan 5.592 rakyat sipil. 
 Nasution tidak menyebut jumlah korban dari Angkatan Laut—
yang korban meninggalnya diperkirakan sangat banyak—maupun 
Angkatan Udara. Dia juga mengklaim bahwa sebanyak 22.174 
pemberontak berhasil dibunuh, tetapi lagi-lagi tidak menyebut 
jumlah korban sipil di pihak mereka.191 Yang jelas, baru setelah 
jatuh banyak sekali korban jiwa dalam konfl ik ini, pemerintahan 
Eisenhower mengubah kebijakannya terhadap Indonesia.
Indonesia Pascapemberontakan
Pada paro kedua tahun 1958—dan selama sisa masa pemerintahan 
Eisenhower yang kedua—Washington benar-benar mengubah 
politiknya terhadap Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan oleh 
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Audrey dan  George Kahin: “Pada pertengahan 1958, pemerintahan 
Eisenhower terpaksa mengakui bahwa campur tangannya di 
Indonesia telah gagal. Guna memperingan beban kegagalan itu 
Washington kemudian memutuskan bahwa cara terbaik mulai 
sekarang adalah membuat konsesi dan berusaha sebaik mungkin 
mendukung pemerintahan yang sebelumnya dengan getol 
coba mereka tumbangkan.”192 Tak lama setelah menghentikan 
dukungannya kepada para pemberontak daerah, pemerintahan 
Eisenhower dengan cepat bergerak untuk mendukung pemerintah 
Indonesia, terutama  Angkatan Darat yang dipandang anti-
Komunis.
Namun demikian, NSC 5901 (disetujui oleh Presiden 
Eisenhower pada tanggal 3 Februari 1959) dan NSC 6023 
(disetujui oleh Presiden yang sama pada tanggal 2 Januari 1961) 
mengisyaratkan bahwa perubahan kebijakan pemerintahan tersebut 
hanya dalam hal taktik, dan bukan dalam tujuan keseluruhan 
menyangkut kebijakan Amerika di Indonesia. Satu contoh lagi 
paradoks muncul di sini: pada satu sisi terjadi perubahan strategi 
dalam pemerintahan Eisenhower, namun pada sisi lain tujuan 
yang mau dicapai tetap sama. Para pejabat A.S. tetap berkutat 
pada strategi Perang Dingin dengan segala aspek anti-Komunisnya. 
Tujuan pertama dan jangka pendek mereka tetap “mencegah 
kelompok komunis menguasai Indonesia, atau wlayah-wilayah 
Indonesia yang vital, entah melalui serangan terbuka, subversi, 
dominasi ekonomi, atau cara-cara lain.” Sedangkan, tujuan kedua 
sekaligus tujuan jangka panjang adalah “membangun sebuah bangsa 
yang stabil secara politik dan mantap secara ekonomis, terbuka 
terhadap Free World, dengan kehendak dan kemampuan untuk 
menentang Komunisme dari dalam maupun dari luar, serta tidak 
bersedia untuk menyerahkan sumber daya manusia dan alam serta 
posisi strategisnya pada Blok Sino- Soviet.”193 Jelas sekali, tujuan-
tujuan itu sangat mirip dengan tujuan kebijakan A.S sebagaimana 
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digariskan dalam NSC 5518 tahun 1955 (yakni sebelum Amerika 
terlibat dalam pemberontakan daerah) dengan maksud mencegah 
Indonesia agar tidak jatuh ke tangan kelompok komunis dan 
agar Indonesia mau ikut memperjuangkan kepentingan blok 
Kapitalis.194 
Paling tidak ada lima bidang pokok yang mendominasi 
kebijak an pemerintahan Eisenhower menyusul penghentian 
dukungannya kepada  PRRI/ Permesta. Bidang-bidang itu meliputi: 
(1)  PKI, yang tampak makin populer, bahkan makin berkembang 
pesat; (2) Presiden  Sukarno yang, dalam rangka mengkonsolidasi 
kekuasaan pribadinya, menjadi semakin dekat dengan  PKI dan 
Blok  Soviet; (3) meningkatnya pengaruh  Soviet melalui bantuan 
militer dan ekonominya; (4)  Angkatan Darat, yang karena 
jelas anti-komunis dipandang sebagai sekutu terpenting untuk 
menghantam Komunisme; dan (5)  pertikaian Belanda-Indonesia 
yang tak kunjung selesai atas masalah  Irian Barat.
Pada bulan-bulan terakhir tahun 1960 pemerintahan 
Eisenhower menjadi khawatir karena  PKI tampak berhasil 
mengukuhkan diri sebagai salah satu dari tiga kekuatan politik 
utama yang bertambah kuat setelah berakhirnya pemberontakan 
daerah—dua yang lain, seperti telah kita bicarakan, adalah Presiden 
 Sukarno dan  Angkatan Darat.195 Disadari oleh pemerintahan 
Eisenhower, keberhasilan  PKI dalam mendapatkan dukungan 
rakyat sebagian disebabkan oleh retorika anti-campur tangan 
asing yang diangkatnya, serta oleh dukungannya yang begitu 
konsisten terhadap Presiden  Sukarno berkaitan dengan masalah 
pemberontakan daerah dan  perjuangan merebut  Irian Barat.196 
Para pejabat di Washington juga khawatir dengan sikap politik 
 Bung Karno dan kedekatannya dengan kelompok komunis.197 
Meskipun demikian mereka tidak ingin secara terang-terangan 
mengambil jarak dari  Bung Karno, sehingga  Bung Karno akan 
tahu bahwa mereka sedang bekerja-sama dengan  Angkatan Darat 
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guna melawan kelompok Komunis. Mereka khawatir, bila sampai 
 Bung Karno tahu, ia akan mengangkat masalah campur tangan 
asing, sebuah permasalahan yang akan membuatnya makin dekat 
dengan  PKI.198 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, 
Washington memilih untuk menjalankan sebuah politik ganda, 
yakni melakukan kerjasama dengan pemerintah sipil Jakarta, tetapi 
sekaligus juga bekerjasama dengan kalangan militer Indonesia, 
terutama  Angkatan Darat. Pada tanggal 20 Januari 1959 misalnya, 
Menteri Luar Negeri A.S. Dulles menyetujui peningkatan bantuan 
militer hampir 100 persen dari anggaran yang dijadwalkan untuk 
tahun itu. Untuk sekedar diketahui, sebulan kemudian, yakni pada 
bulan Februari Menlu Dulles masuk rumah sakit karena menderita 
sakit parah. Pada tanggal 18 April dia digantikan oleh  Christian 
A. Herter, dua hari setelah Dulles mengundurkan diri.199 Dulles 
meninggal dunia bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 24 
Mei 1959.200 Di bawah Herter, Washington melanjutkan politik 
gandanya terhadap Indonesia.
Banyak pejabat di A.S. merasa jengkel dengan langkah politik 
 Bung Karno yang mereka pandang sebagai semaunya sendiri. 
Mereka gusar antara lain karena makin lama  Bung Karno makin 
berkembang menjadi seorang pemimpin Asia yang sulit untuk 
mereka ajak kerjasama.201 Presiden Eisenhower, yang semakin tidak 
menyukai dan tidak mempercayai  Bung Karno, menolak undangan 
yang berulang kali disampaikan kepadanya untuk berkunjung ke 
Indonesia.202 Ketika pada tanggal 6 Oktober 1960 Presiden  Sukarno 
secara informal menemui Eisenhower dalam kunjungannya ke 
Washington, Presiden Amerika tersebut tidak menyambutnya di 
pintu Gedung Putih dan membiarkannya menunggu di ruang 
tunggu selama beberapa waktu, sehingga membuat  Bung Karno 
merasa dipermalukan dan kecewa.203 Sementara itu, meskipun 
tetap berusaha menjaga hubugan baik dengan  Bung Karno para 
perumus politik luar negeri A.S. merasa khawatir bahwa Moskow 
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memiliki hubungan yang lebih erat dengan Presiden  RI tersebut. 
Hingga 1 Oktober 1958 saja  Uni  Soviet telah memberikan 
bantuan ekonomi kepada Indonesia senilai US$200 juta dan 
bantuan militer sebanyak US$100 juta. Selain itu,  Soviet juga 
membantu Jakarta dengan 400 orang ahli ekonomi dan teknisi 
militer.204 Pada tanggal 14 Agustus 1959 di Jakarta perwakilan 
pemerintah  Soviet dan Indonesia menandatangani sebuah protokol 
pemberian bantuan teknis dan kredit senilai US$117,5 juta.205 
Kemudian, pada tanggal 18 Februari 1960 Perdana Menteri  Uni 
 Soviet Nikita Khrushchev menerima undangan  Bung Karno untuk 
berkunjung, dan menghabiskan waktu selama dua belas hari di 
Indonesia.206 Selama kunjungan ini Khrushchev dan  Bung Karno 
menandatangani sebuah kesepakatan kerja sama. Perdana Menteri 
Khrushchev juga menjanjikan pinjaman sebesar $250 juta untuk 
Indonesia, yang oleh Duta Besar Jones dilihat secara sinis sebagai 
“propaganda Khrushchev”.207 Hingga akhir masa pemerintahan 
Eisenhower yang kedua, jumlah keseluruhan bantuan  Soviet untuk 
Indonesia sejak September 1956 mencapai sekitar satu miliar dolar 
(bandingkan dengan total bantuan A.S. yang “hanya” US$372 juta 
sejak 1950).208 Besarnya jumlah bantuan  Soviet tersebut membuat 
para pejabat di Washington merasa gamang bahwa  bahwa suatu 
kebijakan yang sifatnya antagonistik terhadap  Bung Karno hanya 
akan mendorong Indonesia untuk semakin dekat dengan  Uni 
 Soviet. Diperlukan suatu perubahan kebijakan.
Perubahan kebijakan tampaknya memang terjadi, dan mulai 
kelihatan ketika pemerintahan Eisenhower makin mengandalkan 
informasi yang diberikan oleh Kedutaan Besar mereka di Jakarta 
daripada laporan-laporan intelijen yang dibuat oleh  CIA dan Gugus 
Tugas Antar-Departemen pimpinan Cumming. Sebagaimana 
telah disinggung di depan, perubahan ini membuat para pejabat 
pemerintahan A.S. menyadari bahwa  Angkatan Darat pada 
dasarnya adalah anti-Komunis. Walaupun tidak yakin dengan 
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komitmen  Bung Karno untuk memangkas pengaruh  PKI dan 
hubungan Indonesia dengan  Uni  Soviet, Washington melihat 
bahwa dukungan kepada  Angkatan Darat  RI adalah prioritas 
pertama, sementara pendekatan kepada pemerintah sipil Indonesia 
merupakan prioritas kedua. Washington berharap bahwa dengan 
berakhirnya pemberontakan daerah  Angkatan Darat akan mampu 
berkonsentrasi di  Jawa “guna memperkokoh kekuatan anti-Commie 
[anti-Komunis]” di sana.209
Sementara itu masalah  Irian Barat tetap menjadi dilema bagi 
pemerintahan Eisenhower pada periode pasca-pemberontakan. 
Menyadari bahwa baik Indonesia maupun Belanda sama-sama 
ingin menguasai wilayah tersebut, pemerintahan Eisenhower 
enggan untuk berpihak. Seperti disadari oleh para pejabat di A.S., 
masalah  Irian Barat semakin menjadi topik nasional yang penuh 
emosi bagi Indonesia, sebuah topik yang tanpa ragu-ragu akan 
dimanfaatkan oleh  Bung Karno,  PKI, dan  Angkatan Darat untuk 
mem-perjuangkan kepentingan masing-masing. Sebaliknya, bagi 
pemerintah Belanda,  Irian Barat penting tidak hanya karena potensi 
sumber daya alamnya yang luar biasa, tetapi juga karena wilayah ini 
merupakan satu-satunya harta milik kolonial yang masih berarti dan 
masih tersisa baginya. Kontrol atas  Irian Barat sangat diharapkan 
akan mendongkrak citra internasional pemerintah Belanda sebagai 
“simbol Kerajaan Belanda kuno”.210  Australia mendukung posisi 
Belanda dalam masalah ini. Alasannya,  Australia takut bahwa bila 
Indonesia menguasai  Irian Barat keamanan nasional negara itu akan 
terancam, sebab pemerintah Indonesia condong ke kiri.
Para pejabat pemerintahan Eisenhower menyadari bahwa 
mendukung klaim Indonesia akan merenggangkan hubungan 
Washington dengan Belanda, padahal keikutsertaan Negeri Kincir 
Angin itu di dalam  NATO sangat mereka butuhkan. Dukungan 
semacam itu juga akan mengalienasi  Australia, yang keanggotaannya 
dalam  ANZUS sangat penting bagi kepentingan A.S. di kawasan 
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Pasifi k. Para pejabat tersebut lebih lanjut takut bahwa dukungan 
terhadap klaim Indonesia atas  Irian Barat akan mendorong Jakarta 
untuk memperluas ambisi ekspansionisnya.211 Di sisi lain, ada 
ketakutan juga bahwa bila A.S. mendukung posisi Belanda dan 
 Australia, pemerintah Indonesia akan berpaling kepada  Uni  Soviet 
untuk meminta bantuan dan dukungan—suatu langkah yang 
menguntungkan  PKI, dan yang akan meningkatkan citra dan posisi 
politis partai komunis tersebut.212 Sebelum sepenuhnya mampu 
menjawab dilema ini, masa pemerintahan Eisenhower yang kedua 
berakhir. Berbagai permasalahan dan pertimbangan di atas terpaksa 
diwariskan kepada pemerintahan setelahnya, yakni pemerintahan 
Presiden Kennedy. 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Baiklah, biarlah sekarang mereka lihat sendiri barisan 
bersenjata sedang mengepung Irian dan di laut kapal-kapal 
siap menyerang. Sementara itu sejumlah pasukan sedang 
bersiaga untuk bergerak menurut komando saya. Biarlah 
mulut mereka sendiri yang akan memberitakan bahwa 
 Sukarno bukanlah tukang gertak, bahwa dia siap untuk maju 
ke medan perang.
Bung Karno1
ADA tahun 1961 masa-jabatan kedua Presiden  Dwight D. 
Eisenhower berakhir. Penggantinya adalah Presiden  John F. 
Kennedy. Dalam beberapa hal kebijakan luar negeri pemerintahan 
Kennedy dari Partai Demokrat berbeda dari pemerintahan 
Presiden Eisenhower yang berasal dari Partai Republik itu. Ketika 
merumuskan kebijakan terhadap negara-negara yang baru  merdeka, 
misalnya, Presiden Kennedy mengambil jalan yang berbeda dari 
yang biasa ditempuh Presiden Eisenhower. Sementara Eisenhower 
banyak bersandar para pembuat kebijakan luar negerinya—terutama 
Menteri Luar Negeri  John Foster Dulles dan Direktur  CIA  Allen 
BAB 5 
AMERIKA SERIKAT 
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W. Dulles—Kennedy berusaha sesedikit mungkin bergantung 
pada para penasihatnya. Walaupun terbuka pada informasi dan 
analisis baik dari Departemen Luar Negeri maupun  CIA, dalam 
merumuskan kebijakan-kebijakannya terhadap negara dunia ketiga, 
Kennedy ia banyak mengandalkan hasil pemikirannya sendiri. 
Dia sendirilah yang memegang kendali atas politik luar negeri 
pemerintahannya.
Kennedy dan Indonesia
Pemerintahan Eisenhower memandang negara-negara yang baru 
 merdeka sebagai calon potensial untuk menjadi sekutu negara-
negara Blok Barat dalam konfl ik Perang Dingin melawan Blok 
Komunis. Sebaliknya itu pemerintahan Kennedy ingin lebih 
menghargai keinginan negara-negara itu untuk bebas dari jerat 
persekutuan akibat polarisasi internasional pasca-Perang Dunia 
Kedua. Secara umum, pemerintahan Kennedy mendukung 
keinginan negara-negara baru itu untuk bersikap netral dalam 
antagonisme internasional, sambil berharap bahwa dengan begitu 
akan terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 
antara Amerika dengan negara-negara itu. Pemerintahan Kennedy 
yakin, kerjasama macam itu dalam jangka panjang akan lebih efektif 
dalam mencegah negara-negara itu menjadi komunis daripada 
secara langsung menentang pemerintahan-pemerintahan yang 
diduga condong ke kiri.2
Sementara pemerintahan Eisenhower menganggap posisi 
netral dalam politik internasional sebagai tindakan “amoral”, 
pemerintahan Kennedy menahan diri untuk tidak melontarkan 
label seperti itu.3 Sebagaimana ditulis oleh Arthur M. Schlesinger 
Jr., pemerintahan Kennedy menghargai kemerdekaan nasional 
masing-masing negara dan “mengundang negara-negara Non-Blok 
untuk mem-perjuangkan kepentingan bersama dengan kami dalam 
melawan ekspansi komunis.”4 Alih-alih memusuhi negara-negara 
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yang berposisi netral, pemerintahan Kennedy berusaha memahami 
posisi mereka dan bekerjasama dengan mereka untuk memperkuat 
Barat dalam  perjuangan melawan kubu Komunis. Sikap ini 
tecermin dalam pandangan-pandangan Kennedy atas politik luar 
negeri Indonesia yang berprinsip bebas-aktif.
Kennedy pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1957 
dalam kapasitasnya sebagai anggota Konggres A.S. Kunjungan 
tersebut membuatnya memahami keinginan masyarakat Indonesia. 
Catatan pribadi Kennedy mengenai kunjungan itu mencerminkan 
pemahamannya atas politik luar negeri netral yang dianut 
Indonesia. Dia menulis bahwa Indonesia “menapaki, atau sedang 
berusaha menapaki, jalan tengah yang netral” dalam ketegangan 
Timur-Barat Perang Dingin. Pada saat yang sama, Kennedy 
mengerti bahwa alasan utama sikap tersebut adalah keyakinan 
Indonesia bahwa “tidak ada banyak perbedaan antara A.S. dan 
Rusia”.5 Sebagai anggota Konggres Kennedy juga memahami 
bahwa rakyat Indonesia memiliki pengalaman yang sangat pahit 
dengan Amerika, sebab ketika Perang Dunia Kedua berakhir 
para pejabat A.S. membiarkan  Inggris dan Belanda kembali ke 
Indonesia. Amerika enggan mendukung keinginan Indonesia 
untuk  merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri.6 Kennedy 
juga tidak mengecam sikap netral Indonesia atau memandangnya 
sebagai suatu ancaman bagi kepentingan Amerika. Sebaliknya, ia 
menempatkan keinginan Indonesia dalam konteks sejarah yang 
lebih luas. Tampaknya ketika menjadi Presiden dia tetap berusaha 
memahami posisi netral yang diambil oleh Indonesia, bahkan 
menolak untuk menyokong gerakan-gerakan yang potensial 
merongrong pemerintahan pusat  RI.7 
Ada dua kelompok penasihat utama yang membantu Presiden 
Kennedy dalam merumuskan kebijakan-kebijakan luar negerinya. 
Kelompok yang pertama bersikap anti-Indonesia dan anti-
Presiden  Sukarno, sedang kelompok yang kedua lebih menganut 
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cara pendekatan yang positif terhadap Indonesia maupun 
pemerintahan Presiden  Sukarno. Para penasihat yang berasal dari 
kelompok pertama cenderung berpandangan “ Eropa-sentris”, 
khususnya dalam melihat berbagai permasalahan menyangkut 
kepentingan Belanda dan Indonesia. Orang-orang dari kelompok 
ini mendasarkan pandangan mereka atas persahabatan yang sudah 
lama terjalin antara A.S. dan Belanda. Dasar lain adalah pentingnya 
posisi Belanda sebagai sekutu A.S. dalam pakta pertahanan  NATO 
di  Eropa Barat. Berdasarkan pertimbangan itu para penasehat dari 
kelompok ini cenderung mendukung posisi Belanda atas bekas 
koloninya. Mereka juga curiga bahwa pemerintah Indonesia itu 
pro-komunis, dan oleh karena itu tidak selayaknya mendapat 
dukungan Amerika.
Salah seorang penasehat yang termasuk dalam kelompok ini 
adalah Menteri Luar Negeri  Dean Rusk. Rusk menjunjung tinggi 
superioritas  Eropa, di mana Belanda merupakan bagian penting. 
Dalam konfl ik kepentingan antara Belanda dan Indonesia, Rusk 
cenderung berpihak pada kepentingan Belanda dan tidak terlalu 
menghiraukan kehendak Indonesia. Mirip dengan Rusk, para pejabat 
 CIA juga cenderung menentang langkah apapun yang dipandang 
akan menguntungkan Indonesia. Dalam semangat anti-komunis, 
para pejabat  CIA yakin bahwa mendukung Indonesia berarti sama 
dengan menyokong sebuah pemerintahan yang semakin condong 
ke blok  Uni  Soviet dan terang-terangan memusuhi kepentingan 
Amerika.8 Dalam pandangan mereka Presiden  Sukarno terlalu dekat 
dengan Partai Komunis Indonesia ( PKI), tanpa menyadari berbagai 
taktik yang ditempuh oleh partai komunis tersebut dalam rangka 
mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Tentang  Bung Karno, 
salah satu laporan  CIA mengatakan: “Lihat! Betapa bodohnya 
orang ini. Ia sedang menunggangi macan, tanpa sadar bahwa suatu 
saat nanti ia akan berakhir di dalam perut si macan.”  Selanjutnya, 
sebagai bagian dari upaya untuk menempuh pendekatan yang 
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lebih “realistis” terhadap Indonesia, laporan tersebut mengusulkan 
supaya kebijakan A.S. terhadap Indonesia dilandaskan pada asumsi 
bahwa selama  Bung Karno berkuasa  PKI akan terus berkembang. 
Perkembangan itu, lanjut laporan tersebut, akan berakhir dengan 
pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok komunis. Satu-
satunya cara untuk mencegah kemungkinan itu adalah dengan 
menumbangkan Presiden  Sukarno.9
Berbeda dengan Menteri Luar Negeri Rusk dan  CIA, kelompok 
penasehat yang kedua cenderung membela Indonesia. Menurut 
mereka, dukungan terhadap Indonesia itu penting guna mencegah 
ketidakstabilan politik yang dapat dimanfaatkan baik oleh kelompok 
komunis lokal maupun komunis internasional. Mereka merasa 
bahwa pandangan Menlu Rusk atas kebijakan Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh kelompok Eropasentris yang ada di kalangan 
Departemen Luar Negeri A.S. dan oleh ketidaksukaan pribadi 
sang Menlu kepada Presiden  Sukarno. Selain Howard Jones, yang 
saat itu menjabat Duta Besar A.S. untuk Indonesia, para penasihat 
yang termasuk dalam kelompok ini adalah para staf anggota Dewan 
Keamanan Nasional A.S. (NSC,  National Security Council). Di 
antara mereka adalah  Robert H. Johnson dan Robert W. Komer, 
serta Deputi Asisten Khusus untuk Urusan Keamanan Nasional, 
Walt Whitman Rostow.10 Nama-nama lain yang belakangan ikut 
menganut pandangan ini adalah:  Averell Harriman, yang pada 
bulan November 1961 ditunjuk sebagai Asisten Menteri Luar 
Negeri untuk Urusan Timur Jauh;  McGeorge Bundy, Asisten 
Khusus Presiden Kennedy untuk Masalah Keamanan Nasional; 
dan  J. Graham Parsons, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan 
Timur Jauh. Dengan maksud agar Indonesia tidak menjadi sumber 
krisis internasional baru yang akan menguntungkan Blok Komunis, 
mereka mengusulkan supaya pemerintahan Kennedy menjalankan 
kebijakan-kebijakan yang mendukung Indonesia, bahkan bila hal 
itu akan membuat Belanda merasa gerah.
234
INDONESIA MELAWAN AMERIKA
Kennedy dan Masalah  Irian Barat
Meski dalam beberapa hal berbeda dari pemerintahan Eisenhower, 
landasan kebijakan pemerintahan Kennedy terhadap Indonesia—
sebagaimana terhadap negara-negara Non-Blok lain pada umum-
nya—tetap sama, yakni menanggapi tantangan Perang Dingin. 
Pada bulan-bulan pertamanya, pemerintahan Kennedy sudah 
harus menghadapi serangkaian perkembangan yang mempertinggi 
ketegangan Timur-Barat dalam Perang Dingin. A.S., misalnya, 
sedang mempersiapkan diri untuk melakukan operasi rahasia guna 
menggulingkan pemerintahan Fidel Castro dari Kuba, sebuah 
operasi yang berakhir dengan kegagalan yang mengerikan. Di Berlin 
Timur, jumlah penduduk yang melarikan diri ke bagian Barat kota 
tersebut semakin meningkat. Situasi ini membuat khawatir para 
pemimpin komunis, yang pada tahun 1961 lantas membangun 
Tembok Berlin untuk memisahkan bagian kota yang dikuasai oleh 
negara-negara Barat dari Jerman Timur. Sementara itu kunjungan 
dua belas hari Perdana Menteri  Soviet  Nikita S. Khrushchev ke 
Indonesia pada 1960 telah ditindak-lanjuti dengan kerjasama yang 
makin erat antara Jakarta dan Moskow serta Beijing.
Pada satu sisi pemerintahan Kennedy menanggapi berbagai 
perkembangan internasional ini dengan berusaha membangun 
kembali hubungan A.S. dengan pemerintahan Presiden  Sukarno, 
yang sebelumnya telah dirusak oleh dukungan pemerintahan 
Eisenhower terhadap para pemberontak daerah. Pada sisi lain 
langkah tersebut didorong oleh keinginan yang sama dengan 
keinginan pemerintahan pendahulunya, yakni untuk mencegah 
supaya dalam konteks perseteruan Perang Dingin Indonesia 
tidak makin dekat dengan Blok Komunis. Dengan kata 
lain, kebijakan pemerintahan Kennedy terhadap Indonesia 
merupakan discontinuity (keterputusan) tetapi sekaligus continuity 
(kelanjutan) atas kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dua aspek 
ini tampak sangat jelas dalam kebijakan pemerintahan Kennedy 
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atas permasalahan paling pelik di Indonesia pada saat itu, yakni 
masalah perselisihan Indonesia-Belanda soal  Irian Barat.
Pada Konferensi Meja Bundar Den Haag tahun 1949, Belanda 
memberikan pengakuannya atas kemerdekaan Indonesia dengan 
mengalihkan kekuasaan kolonialnya atas  Hindia Belanda kepada 
pemerintahan baru Republik Indonesia Serikat. Namun, pengalihan 
kekuasaan ini tidak mencakup  Irian Barat, yakni paro barat Pulau 
Papua (lihat Peta 3).11 Telah kita lihat dalam bab terdahulu, 
menurut pemerintah Belanda waktu itu walaupun wilayah ini 
adalah bagian dari wilayah  Hindia Belanda, secara etnis, budaya 
dan religius masyarakatnya berbeda dari penduduk Indonesia di 
wilayah-wilayah lain. Selanjutnya dikatakan bahwa menyerahkan 
 Irian Barat kepada pemerintah Indonesia berarti menempatkan 
wilayah itu di bawah kekuasaan ekspansionis pemerintah Indonesia. 
Yang tidak disebutkan oleh pemerintah Belanda tentu saja adalah 
keinginannya untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat 
menampung warga Belanda atau Indo- Eropa yang akan segera 
kehilangan tempat mereka di daerah-daerah yang kini dikuasai 
Indonesia. Tak disebutkan pula maksud untuk menjadikan  Irian 
Barat bagi simbol status Belanda sebagai negara yang masih mampu 
memiliki jajahan, berikut kehendak untuk menggali sumber-
sumber alam yang besar potensinya di wilayah tersebut.
Indonesia menerima pengalihan kekuasan yang parsial tersebut, 
namun dengan pengertian bahwa administrasi atas wilayah 
tersebut akan dibahas di  PBB dan bahwa  Irian Barat nantinya 
akan “dikembalikan” kepada Indonesia sebagai bagian integral 
dari Republik Indonesia. Pihak Indonesia bersikukuh bahwa sejak 
jaman kolonial secara konstitusional  Irian Barat selalu berada di 
bawah kekuasaan  Hindia Belanda, dan oleh karena itu Indonesia 
menuntut supaya wilayah tersebut tidak dipisahkan dari Indonesia 
 merdeka.12 Ketika mempertahankan tuntutannya, Belanda 
mengusulkan supaya rakyat  Irian Barat nantinya diperbolehkan 
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menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Di 
balik usulan itu Belanda berharap bahwa rakyat  Irian Barat akan 
menolak untuk disatukan dengan bagian-bagian lain dari bekas 
koloninya.
Walaupun sebagian besar catatan di Departemen Luar Negeri 
A.S. menyebut bagian barat Pulau Papua sebagai “West New 
Guinea”, wilayah tersebut juga dikenal dengan nama-nama lain. 
Belanda menyebutnya “Nugini Belanda”. Tidak lama setelah 
pengakuan kedaulatan,  Indonesia menyebutnya sebagai “ Irian 
Barat”, dan kemudian “Irian Jaya”.13 Sebagaimana kita tahu, 
berbeda dari kebanyakan penduduk Indonesia yang berasal dari 
ras Mongoloid, penduduk asli  Irian Barat adalah orang Papua, 
suatu ras Negro-Melanesian yang datang ke pulau tersebut pada 
periode awal perpindahan bangsa-bangsa. Mengingat kecilnya 
persinggungan dengan dunia luar hingga pertengahan Abad 
Keduapuluh, banyak penduduk asli Papua masih hidup dalam 
kondisi yang relatif sederhana.14 Pada tahun 1926, di wilayah ini 
pemerintah kolonial Belanda membangun kamp Boven Digul, 
sebuah kamp tahanan politik yang terdiri dari  para pejuang 
nasionalis Indonesia yang melawan pemerintah kolonial, termasuk 
mereka yang terlibat dalam pemberontakan komunis pada 
tahun 1926/1927. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 
penduduk  Irian Barat berjumlah sekitar 800.000 orang. Pada masa 
pemerintahan Kennedy bagian timur dari pulau tersebut berada di 
bawah kekuasaan administratif  Australia.
Dalam bab terdahulu telah kita simak, ketika pada tahun 
1957 Majelis Umum  PBB menolak untuk memasukkan masalah 
 Irian Barat ke dalam agendanya, Indonesia membalas dengan 
menyatakan diri keluar dari organisasi dunia tersebut. Dengan 
dipelopori oleh  PKI, banyak orang Indonesia turun ke jalan dan 
menjarah perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. 
Langkah ini segera diikuti oleh pengusiran warga negara Belanda 
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yang masih tinggal di Indonesia. Pada saat yang sama pemerintah 
Indonesia juga mulai mengirim personil militer untuk menyusup 
ke  Irian Barat, sebagai bagian dari rencana pertempuran militer 
yang lebih besar di masa depan. Waktu itu meskipun sepenuhnya 
mengetahui adanya pertikaian Indonesia-Belanda atas  Irian Barat, 
pemerintahan Eisenhower memilih politik pasif-netral sambil 
sepenuhnya sadar bahwa sikap ini akan menjaga status quo yang 
menguntungkan posisi Belanda atas wilayah tersebut.15
Ketika pemerintahan Kennedy mengawali masa tugasnya pada 
bulan Januari 1961, perselisihan antara Jakarta dan Den Haag atas 
 Irian Barat sudah berkembang menjadi sebuah krisis internasional. 
Pemutusan hubungan diplomatik Indonesia-Belanda secara sepihak 
yang dilakukan oleh Presiden  Sukarno pada tahun 1960 mendorong 
kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan 
menggunakan kekuatan militer. Gencarnya penyusupan personil 
militer Indonesia ke wilayah tersebut mendorong Belanda untuk 
menyampaikan protes sekaligus melancarkan langkah-langkah 
militer balasan. Pada bulan Februari 1961 Menteri Luar Negeri 
Indonesia  Subandrio mengakui bahwa kontak senjata antara kedua 
belah pihak terus meningkat. Sambil menekankan kebulatan tekad 
Indonesia untuk merebut wilayah tersebut bahkan bila hal itu harus 
dilakukan dengan kekuatan militer,  Subandrio menyatakan bahwa 
sekarang ini sedang ada “tanda tanya besar apakah [masalah]  Irian 
Barat akan dapat diselesaikan secara damai.” Dia menambahkan 
bahwa Indonesia “siap untuk hal yang paling buruk.”16 Bagi 
pemerintahan Kennedy peningkatan ketegangan politik dan militer 
itu menghadirkan sebuah dilema. Pada satu sisi, Washington ingin 
menerapkan politik anti-kolonial dan menunjukkan rasa simpati 
kepada bangsa-bangsa Non-Blok yang baru  merdeka seperti 
Indonesia. Pada sisi lain, pemerintahan Kennedy juga tidak ingin 
menghancurkan hubungan baik antara Amerika dengan Belanda. 
Sebagaimana telah berkali-kali kita singgung, Belanda adalah salah 
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satu sekutu penting AS dalam pakta pertahanan  NATO guna 
mempertahankan  Eropa Barat—terutama  waktu itu, ketika  Uni 
 Soviet sedang meningkatkan ancamannya atas Berlin.17 
Berhadapan dengan dilema tersebut Presiden Kennedy 
berusaha mencari masukan dari para penasehatnya yang terdiri 
dari dua kelompok yang berlawanan itu. Sebagaimana juga telah 
kita bahas, masing-masing kelompok memiliki sikap yang berbeda 
terhadap Belanda dan Indonesia. Bisa diduga, para penasehat 
yang anti-Indonesia mendukung solusi bagi sengketa  Irian Barat 
hanya sejauh solusi tersebut menguntungkan Belanda. Menteri 
Luar Negeri Rusk misalnya, mengambil posisi yang jelas-jelas pro-
Belanda. Dia mendesak supaya pemerintahan Kennedy mendukung 
posisi Belanda dan memandang masalah  Irian Barat itu “secara 
sangat serius” sebagai bagian dari  perjuangan global melawan 
komunisme di berbagai tempat seperti Berlin, Kongo, Laos, dan 
Selat Taiwan. Namun ia juga mengusulkan bahwa A.S. tidak 
secara publik kelihatan sedang membela Belanda. Oleh karena itu 
ia menyarankan agar A.S. mendukung gagasan Belanda tentang 
penentuan nasib sendiri rakyat  Irian Barat melalui  PBB.18
 CIA juga menentang setiap upaya penyelesaian yang dinilai 
akan menguntungkan Indonesia. Pada tanggal 27 Maret 1961 
misalnya, Deputi Direktur Perencanaan  CIA  Richard M. Bissel 
Jr., mengirimkan sebuah dokumen yang telah disiapkan dinas 
rahasia itu kepada Asisten Khusus Presiden Kennedy untuk Urusan 
Keamanan Nasional  McGeorge Bundy. Dokumen itu berisi 
analisis  CIA atas situasi terakhir di Indonesia. Tertanggal 22 Maret 
1961, dokumen tersebut mengusulkan agar A.S. mengubah posisi 
netralnya dan menentang klaim pemerintah Indonesia atas wilayah 
 Irian Barat. Menurut dokumen itu setiap dukungan terhadap klaim 
Indonesia akan menguntungkan  PKI, dan dengan demikian akan 
membahayakan kepentingan A.S. di kawasan Asia-Pasifi k.19
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Para penasehat yang pro-Indonesia, sebaliknya, berpendapat 
bahwa sengketa soal  Irian Barat akan dapat diselesaikan dengan 
baik justru dengan cara mendukung posisi Indonesia. Duta Besar 
Jones, contohnya, menyatakan bahwa pemerintahan Kennedy mesti 
meyakinkan Presiden  Sukarno mengenai pentingnya membantu 
menyelesaikan masalah  Irian Barat secara damai. Dia mendesak 
Washington untuk berpihak kepada Indonesia dalam masalah ini 
sambil mengatakan bahwa jika AS mau mendukung Indonesia 
“ Sukarno akan berpaling kepada A.S. dengan sepenuh hati.” Lebih 
jauh ia menyarankan bahwa pemerintahan Kennedy berperan aktif 
dalam menyelesaikan krisis ini. Menurutnya suatu penyelesaian 
yang damai dan lestari bagi perselisihan ini mesti disertai “janji 
yang pasti bahwa wilayah ini suatu hari nanti akan disatukan 
dengan Indonesia ...”20 Jelas sekali Jones sangat pro-Indonesia. 
Dalam memoarnya, Indonesia: The Possible Dream, dia kembali 
menegaskan sikap dan keyakinannya bahwa cara paling baik untuk 
menyelesaikan persoalan  Irian Barat adalah dengan membiarkan 
Indonesia mengambil alih wilayah tersebut.21
Pembantu Dewan Keamanan Nasional A.S. Robert Johnson 
menyarankan supaya Washington bertanya pada diri-sendiri: 
apakah dukungan kepada sikap Indonesia atas masalah ini akan 
membantu meyakinkan Presiden  Sukarno akan dukungan A.S., 
dan apakah dukungan semacam itu nantinya akan membantu 
Washington untuk secara mendasar mempengaruhi situasi politik 
di Indonesia.22 Dia yakin, jawabannya adalah “ya”. Menanggapi 
dokumen  CIA tertanggal 22 Maret 1961, Robert Komer, seorang 
anggota Dewan Keamanan Nasional yang lain, menyatakan ketidak 
setujuan yang mendalam atas dokumen tersebut:
Saya tidak setuju dengan banyak sekali penilaian sepihak 
yang terdapat dalam dokumen [ CIA] tentang Indonesia ... [1½ 
baris sumber masih dirahasiakan] sampai-sampai saya tidak tahu 
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dari mana harus mulai. Pikiran pokok dalam laporan itu adalah 
bahwa  Sukarno, seorang ‘jelmaan iblis’, akan membawa Indonesia 
menyimpang jauh sehingga akan melempangkan jalan bagi  PKI 
dalam waktu dekat. Namun demikian, dokumen yang sama 
mengakui tidak adanya hal yang masih bisa dilakukan. Dengan 
kata lain, dokumen itu mengandung oposisionisme murni. Pada 
satu sisi diusulkan supaya  Sukarno enyah saja dari hadapan kita, 
terserah kemanapun dia mau pergi. Pada sisi lain, sebagaimana 
dikatakan oleh [Duta Besar] Jones, suatu kebijakan yang lebih 
pro-Indonesia dalam kasus  Irian Barat yang disertai berbagai 
bantuan “politis” akan merupakan langkah penting yang perlu 
kita lakukan terhadap Indonesia sekarang ini. Dokumen [ CIA] 
tersebut menentang keduanya, tetapi tidak memberikan alternatif 
yang lebih baik.23
Dihadapkan pada dua pandangan yang saling berseberangan 
mengenai masalah  Irian Barat macam itu Presiden Kennedy merasa 
semakin sulit untuk tetap bersikap tidak memihak. Kebetulan 
selain mendapat tekanan dari dua kelompok tersebut, Kennedy 
juga ditekan oleh sekutu Amerika di Pasifi k yang penting, yakni 
 Australia. Pada akhir Februari 1961 Perdana Menteri  Australia 
 Robert G. Menzies mendesak Kennedy untuk mendukung 
Belanda agar tetap mempertahankan kekuasaannya atas  Irian 
Barat. Menzies takut bahwa tanpa Belanda wilayah tersebut akan 
jatuh ke tangan “Indonesia yang didominasi kelompok Komunis”, 
dan dengan demikian menjadi ancaman langsung bagi keamanan 
negaranya.24
Tekanan yang lebih besar tentu saja diterima Kennedy dari 
pemerintah Belanda. Dalam suatu pembicaraan di Gedung Putih 
pada awal April 1961, Menteri Luar Negeri Belanda  Joseph Luns 
dan Duta Besar Belanda untuk A.S., Dr.  J.H. van Roijen, mendesak 
Kennedy untuk secara terbuka menyatakan dukungannya bagi 
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sikap Belanda dalam masalah  Irian Barat.25 Luns mengaitkan 
kebutuhan Belanda akan dukungan A.S. dengan kebutuhan A.S. 
akan dukungan Belanda dalam koalisi  NATO.26 Ketika mengatakan 
hal itu konon Luns bahkan sempat “melambai-lambaikan jari 
telunjuknya yang gemuk itu di depan wajah Kennedy”.27 Sang 
presiden bersikukuh. Ia tetap menolak untuk mendukung Belanda. 
Menurut dia dukungan semacam itu hanya akan “melibatkan 
kami [A.S.] dalam suatu pertentangan politis dan bahkan militer 
atas suatu kawasan yang terbelakang dan yang tidak memiliki 
nilai strategis apapun.” Ketika Luns terus menekankan mengenai 
pentingnya dukungan Washington, Kennedy mengatakan kepada 
Menlu Belanda tersebut bahwa hari itu dia harus segera pergi untuk 
menghadiri pembukaan musim pertandingan olahraga bisbol.28
Betapapun banyaknya tekanan yang datang dari dalam 
maupun luar negeri, pemerintahan Kennedy tetap menolak untuk 
memberikan dukungan kepada posisi Belanda dalam sengketa 
 Irian Barat. Sikap ini tentu saja berbeda dari sikap yang diambil 
pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, hingga pertengahan 
April 1961 Presiden Kennedy belum menyampaikan secara resmi 
posisi yang diambil A.S. dalam masalah ini. Maklum, saat itu 
dia sedang disibukkan oleh banyak masalah internasional lain 
yang lebih mendesak, seperti: upaya A.S. untuk melemahkan 
pemerintahan Non-Blok di Laos; ancaman yang semakin besar dari 
 Uni  Soviet atas Berlin; dan masalah invasi Teluk Babi di Kuba.29 
Namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan 
pemerintahan Kennedy terhadap Indonesia banyak didasarkan 
pada keinginan untuk mencari solusi terbaik atas masalah  Irian 
Barat, suatu solusi yang diharapkan akan memuaskan baik pihak 
Belanda maupun pihak Indonesia. Sikap ini menyiratkan adanya 
keinginan dari pemerintahan Kennedy untuk membangun kembali 
hubungan baik dengan pemerintah Indonesia.
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Indonesia dan Masalah  Irian Barat
Keinginan pemerintahan Kennedy untuk membangun kembali 
hubungan baik dengan pemerintah Indonesia sudah tampak sejak 
awal ketika para pejabatnya mendesak Presiden Kennedy untuk 
mengundang Presiden  Sukarno agar bertemu dengannya secara 
langsung di Washington. Bahkan lima hari setelah pelantikan 
Presiden Kennedy, Duta Besar Jones menyarankan kepadanya 
supaya dia mengundang  Bung Karno ke Gedung Putih dan 
menunjukkan kepada Presiden Indonesia itu bahwa pemerintahan 
A.S. yang baru sangat menentang imperialisme dan kolonialisme, 
sungguh-sunguh ingin mencari solusi damai bagi masalah  Irian 
Barat, dan siap membantu Presiden  Sukarno kapanpun.30  Bung 
Karno sendiri menyambut baik pemerintahan Kennedy dan 
pandangan-pandangannya dalam hal politik luar negeri, khususnya 
berkaitan dengan masalah  Irian Barat. “Tolong sampaikan kepada 
Presiden Kennedy,” tutur  Bung Karno pada Jones tidak lama setelah 
pelantikan Kennedy, “bahwa rakyat Indonesia berharap banyak 
darinya ...” 
Perlu diingat,  Bung Karno pernah bertemu Kennedy ketika 
Kennedy mengunjungi Indonesia.  Bung Karno yakin bahwa dia 
dan Presiden Amerika yang baru itu akan dapat berkawan dan 
bekerja sama dengan baik.31 Sambil mengutip salah satu judul 
pidato Presiden Kennedy,32  Bung Karno mengatakan kepada 
Dubes Jones: “Selama bertahun-tahun kawanan belalang telah 
memangsa banyak hal. Dan salah satu hal yang telah dimangsa itu 
adalah sikap saling pengertian antara Amerika dan negara-negara 
Asia-Afrika. Negara-negara Asia-Afrika sedang merasa bahwa 
Amerika cenderung berpihak pada kolonialisme dan menentang 
cita-cita bangsa-bangsa yang baru  merdeka.”33 Selanjutnya, sebagai 
tanda kepercayaan baru atas hubungan A.S.-Indonesia, Presiden 
 Sukarno tidak mau lagi mengaitkan pemerintahan Kennedy 
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dengan pemerintahan Presiden Eisenhower yang telah mendukung 
pemberontakan  PRRI dan  Permesta.
Sementara itu perkembangan politik yang penting telah 
terjadi di Indonesia sejak pemerintahan Eisenhower menghentikan 
dukungannya kepada kaum pemberontak.  Angkatan Darat telah 
hampir sepenuhnya berhasil menumpas pemberontakan  PRRI 
dan  Permesta.34 Bersamaan dengan itu  PKI terus saja melejit 
sebagai sebuah partai politik yang semakin banyak pengikutnya. 
Meski telah ditumpas menyusul Peristiwa Madiun 1948,  PKI 
muncul kembali pada awal 1950-an sebagai sebuah partai yang 
terpandang, dan berhasil mendapatkan kembali dukungan 
yang luas di kalangan rakyat Indonesia. Ketika pemerintahan 
Kennedy mengawali masa kekuasaannya,  PKI telah berhasil 
menempatkan dirinya sebagai partai komunis terbesar di dunia 
di luar blok Sino- Soviet. Perkembangan  PKI yang demikian itu 
tak pelak lagi menggelisahkan  Angkatan Darat yang kini sedang 
menuai dukungan setelah berhasil menumpas pemberontakan 
daerah. Di bawah kepemimpinan Jenderal A.H.  Nasution sebagai 
Menteri Pertahanan dan Keamanan,  Angkatan Darat memandang 
perkembangan  PKI sebagai ancaman serius bagi posisi politisnya. 
Itulah sebabnya sejak 1958 AD mulai gencar mengambil langkah-
langkah yang dimaksudkan untuk menghambat laju perkembangan 
 PKI. Ironisnya, langkah-langkah itu justru memaksa partai 
komunis tersebut untuk makin mendekati Presiden  Sukarno guna 
mendapatkan perlindungan.
 Bung Karno sendiri menyambut positif langkah  PKI untuk 
membina hubungan yang lebih dekat dengannya.  Bung Karno 
sadar, meskipun sangat kuat pada tingkat pemerintahan, dia 
tidak lagi mempunyai cukup akses politik langsung ke rakyat, 
sebab resminya dia tidak lagi menjadi anggota dari salah satu 
partai politik yang ada. Dia pun lantas membutuhkan  PKI guna 
244
INDONESIA MELAWAN AMERIKA
memberinya akses langsung kepada rakyat bawah, yang kebetulan 
makin banyak di antaranya adalah pendukung partai komunis 
tersebut. Pengumuman  Bung Karno mengenai “ Konsepsi”-nya 
pada bulan Februari 1957—di mana dia mendorong partisipasi 
semua partai politik besar dalam pemerintahan nasional termasuk 
 PKI—telah memungkinkan  PKI untuk menaikkan posisinya 
di kancah politik Indonesia, walaupun dalam praktek posisi itu 
masih terbatas. Selain mencanangkan  Konsepsi,  Bung Karno 
juga berusaha terus untuk mempopulerkan gagasan  Nasakom, di 
mana dia menyerukan kerjasama antara unsur-unsur nasionalis, 
agama, dan komunis. Sebagaimana diketahui, sambil membangun 
hubungan yang dekat dengan  PKI  Bung Karno juga menyadari 
perlunya mempertahankan ikatan yang sama kuatnya dengan 
 Angkatan Darat. Ini penting untuk mencegah  PKI agar tidak 
menjadi ancaman bagi kepentingannya sendiri. Sementara itu 
bagi  Angkatan Darat sendiri ikatan yang kuat dengan  Bung Karno 
ini juga amat penting, sebab kegagalan membina hubungan baik 
dengan  Bung Karno dapat membuat  Bung Karno bertambah dekat 
dengan  PKI atau mendorong  PKI dan  Bung Karno bersatu dan 
membatasi aktivitas-aktivitas politik  Angkatan Darat. Dengan 
demikian dalam ketegangan politik saat itu  Bung Karno berdiri 
di tengah, menjadi penyeimbang antara ambisi politik  PKI pada 
satu sisi dan hasrat kekuasaan  Angkatan Darat pada sisi lain. Itulah 
situasi yang harus dihadapi oleh pemerintahan Kennedy ketika mau 
mencoba membina kembali relasi dengan Indonesia.
Pada waktu itu ketiga komponen politik tersebut tampak 
bersatu dalam suatu tujuan yang sama untuk merebut  Irian Barat. 
Ketiganya sama-sama kecewa bahwa dengan penduduknya yang 
begitu besar Indonesia telah gagal menyelesaikan masalah  Irian 
Barat di tingkat internasional. Di tengah kegagalan  diplomasi 
internasional itu pada akhir tahun 1957 muncullah gagasan untuk 
melawan Belanda di  Irian Barat dengan menggunakan strategi 
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yang dulu juga pernah digunakan untuk melawan Belanda, yakni 
dengan strategi  perjuangan. Artinya, “membebaskan”  Irian Barat 
harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata. Baik  PKI 
maupun  Angkatan Darat mendukung gagasan tersebut, karena 
keduanya ingin menggunakan gagasan itu untuk menunjukkan 
loyalitas mereka kepada  perjuangan rakyat Indonesia. 
Sementara itu yakin akan besarnya dukungan dari  PKI, 
 Angkatan Darat, maupun rakyat Indonesia pada umumnya,  Bung 
Karno mulai melancarkan berbagai kampanye di dalam dan luar 
negeri untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia atas  Irian 
Barat. Ia tekankan bahwa  perjuangan untuk merebut  Irian Barat 
merupakan kelanjutan dari  perjuangan revolusioner Indonesia 
melawan kolonialisme dan imperialisme Barat.  Bung Karno juga 
berpikir, dengan membaiknya hubungan antara  Amerika Serikat 
dan Indonesia di bawah pemerintahan Kennedy, A.S. akan 
mendukung klaim Indonesia atas wilayah tersebut. Ia sadar bahwa 
upayanya untuk mengusir Belanda dari  Irian Barat melalui tekanan 
langsung telah gagal. Sekaranglah saatnya untuk menekan Belanda 
melalui tempat lain: Washington.
Sementara  Bung Karno masih mencari jalan untuk membuat 
Washington mau menekan Belanda, Presiden Kennedy menyetujui 
saran para penasihatnya dan mengundang  Bung Karno untuk 
bertemu dengannya di  Amerika Serikat. Dengan antusias,  Bung 
Karno menyambut undangan tersebut. Ia berharap bahwa 
kunjungan itu akan dapat memperkokoh persahabatan Indonesia 
dengan  Amerika Serikat, dan, yang lebih penting, akan memberinya 
kesempatan untuk mencari dukungan dari Kennedy bagi klaim 
atas  Irian Barat.35
Ketika kemudian benar-benar bertemu pada tanggal 24 April 
1961 di Washington, Presiden Kennedy dan Presiden  Sukarno 
berbicara banyak tentang masalah  Irian Barat. Ketika Kennedy 
menanyakan keabsahan dan arti penting klaim Indonesia atas 
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wilayah tersebut,  Bung Karno membela posisi Indonesia dengan 
jawaban-jawaban yang amat cerdik. Memorandum pembicaraan 
yang ditulis oleh Departemen Luar Negeri A.S. menunjukkan 
percakapan antara keduanya yang sangat hidup:
“Mengapa Anda menginginkan  Irian Barat?” tanya Presiden Kennedy, 
sembari menjelaskan bahwa orang Melanesia adalah ras yang berbeda, 
bahwa uang yang dikeluarkan oleh Belanda untuk mengelola wilayah 
tersebut lebih banyak daripada yang didapatkan darinya.
“Wilayah itu adalah bagian dari negara kami;  Irian Barat harus segera 
dilepaskan,” kata Presiden  Sukarno.
“Tetapi, orang Papua itu dari ras yang berbeda,” Presiden Kennedy 
menyatakan keberatannya.
“Apakah rakyat Amerika semuanya ras kulit putih?” tanya Presiden 
 Sukarno. “Sebuah bangsa bukan sekadar masalah ras atau warna kulit.” 
 Sukarno menunjuk pada orang-orang kulit hitam dan Hawaii untuk 
menjelaskan maksudnya dan menekankan bahwa Indonesia sendiri 
terdiri dari campuran ras yang berbeda-beda ...
Presiden Kennedy: “Mengapa Anda sangat menginginkan wilayah 
ini?”
Presiden  Sukarno: “Karena wilayah itu adalah bagian dari bangsa kami. 
Orang [Dayak] dari Kalimantan juga terbelakang, mirip dengan orang 
Papua dari  Irian Barat. Hawaii adalah bagian dari A.S., tetapi orang 
Hawaii adalah ras yang berbeda, orang kulit hitam adalah ras yang 
berbeda, orang Papua—ya—mereka pun adalah ras yang berbeda, 
dan begitu pula orang [Dayak]. Tetapi, orang [Dayak] senang menjadi 
bagian dari Indonesia.”36
Selama pembicaraan tersebut Kennedy juga mengangkat topik 
komunisme di Asia Tenggara dan di Indonesia. Presiden Amerika 
itu ingin memastikan apakah tuduhan bahwa  Bung Karno makin 
condong ke kelompok komunis itu benar adanya. Menanggapi 
Kennedy,  Bung Karno mengingatkan bahwa  PKI adalah partai 
politik terbesar keempat di Indonesia, seraya menambahkan bahwa 
90 persen anggotanya adalah orang-orang nasionalis revolusioner 
dan hanya 10 persen sisanya yang benar-benar komunis. Kennedy 
lalu mengatakan bahwa Amerika ingin supaya Indonesia yang sudah 
 merdeka itu tidak dikuasai oleh kekuatan komunis, khususnya 
Blok Komunis. Menteri Luar Negeri Indonesia dr.  Subandrio, yang 
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juga hadir dalam pembicaraan itu, membalas pernyataan Kennedy 
tersebut dengan mengatakan bahwa Indonesia tidak ingin diatur 
atau didikte oleh Beijing maupun Moskow. Akan tetapi, tambah 
 Subandrio, Indonesia juga tidak mau diatur-atur oleh Washington. 
“Kami ingin berdiri di atas kaki kami sendiri,” katanya. “Kami 
ingin bergantung pada diri kami sendiri.”37
Meskipun pembicaraan mereka berlangsung dengan sangat 
terbuka, kedua pemimpin tersebut tidak mencapai kesepakatan 
mengenai masalah  Irian Barat. Namun demikian, Presiden 
Kennedy mengisyaratkan bahwa dia terbuka terhadap pendapat 
Indonesia dan bahwa dia memiliki kepentingan pribadi untuk 
memastikan bahwa perselisihan tersebut “akan berakhir dengan 
penyelesaian yang baik”. Kennedy juga setuju untuk mengirimkan 
sebuah tim pengamat ekonomi guna membantu pemerintah 
Indonesia menjalankan program pembangunan ekonomi delapan-
tahunannya.38
Washington berkepentingan untuk menunjukkan hubungan 
yang baik dengan Indonesia agar sengketa  Irian Barat tidak 
memanas menjadi perang lokal. Terjadinya suatu perang lokal 
akan dapat membahayakan kepentingan Amerika di kawasan 
Asia-Pasifi k.39 Kebutuhan macam itu makin mendesak ketika 
pada akhir tahun 1961  Bung Karno melancarkan serangkaian 
kampanye  diplomasi di forum-forum internasional yang kemudian 
diikuti dengan strategi  perjuangan. Dalam pidatonya di Konferensi 
negara-negara Non-Blok di Beograd pada bulan September 1961, 
misalnya,  Bung Karno meminta dukungan dari mereka yang 
hadir bagi klaim Indonesia atas  Irian Barat. Sambil menyebut 
perselisihan atas  Irian Barat sebagai “duri yang menancap dalam 
daging kami” yang perlu disingkirkan,  Bung Karno mengatakan 
bahwa kegagalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut akan 
mengancam kemerdekaan Indonesia dan perdamaian Asia maupun 
dunia.40 Dalam konferensi ini  Bung Karno juga memperkenalkan 
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pandangannya mengenai sebuah dunia yang terbagi menjadi dua 
kubu yang saling bermusuhan: satu yang mewakili kepentingan-
kepentingan Kekuatan Mapan yang Lama ( OLDEFOS, Old 
Esta blished Forces), dan yang lain yang memperjuangkan cita-cita 
Kekuatan Yang Baru Muncul ( NEFOS, Newly Emerging Forces). 
Dengan bangga  Bung Karno menyatakan bahwa negerinya siap 
memim pin bangsa-bangsa  NEFOS.41 Namun demikian, konferensi 
itu menolak untuk mendukung posisi Indonesia dalam masalah 
 Irian Barat, dan ketika pada tanggal 12 September Presiden  Sukarno 
dan Presiden Modibo Keita dari Mali bertemu Presiden Kennedy 
di Washington, tidak ada catatan pembicaraan mengenai masalah 
ini.42
Walaupun tidak yakin apakah  Bung Karno akan mewujudkan 
ancamannya untuk menggunakan kekerasan guna menyelesaikan 
sengketa  Irian Barat, pemerintahan Kennedy tetap tidak ingin 
mengambil risiko bahwa perselisihan itu akan memanas menjadi 
konfl ik militer internasional. Para pembuat kebijakan dalam 
pemerintahannya sadar bahwa  Uni  Soviet telah membantu 
Indonesia dengan perlengkapan dan penasihat militer untuk 
menghadapi kekuatan Belanda di kawasan tersebut. Diperkirakan, 
hingga awal September 1961 bantuan militer  Soviet kepada 
Indonesia telah mencapai lebih dari $800 juta. Jumlah sebesar 
itu dapat memperkuat niat Indonesia untuk menggunakan 
kekuatan militer guna merebut  Irian Barat.43 Sementara itu 
untuk menanggapi ancaman Indonesia, Belanda mempersiapkan 
militernya untuk mempertahankan posisi mereka. Terjadilah 
perlombaan militer antara Belanda dan Indonesia di  Irian Barat dan 
sekitarnya. Bagan di bawah ini menunjukkan kesiapan personil dan 
perlengkapan militer kedua belah pihak yang membuat semakin 
besarnya kemungkinan pecahnya pertempuran terbuka.
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Perbandingan Kekuatan Militer Belanda dan Indonesia44
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Para pejabat di Washington takut bahwa pertempuran terbuka 
akan benar-benar terjadi, sehingga pemerintahan Kennedy terdo-
rong untuk segera mencari solusi bagi masalah  Irian Barat. Salah 
satu langkah yang lalu ditempuh adalah membawa masalah tersebut 
ke  PBB. Pada bulan Juni 1961, setelah berbicara dengan Belanda, 
Departemen Luar Negeri A.S. setuju untuk membawa masalah itu 
ke badan dunia tersebut.45 Namun demikian, sementara gagasan ini 
berkembang, para pembuat kebijakan di Washington tetap terbelah 
antara mereka yang mendukung posisi Belanda dan mereka yang 
mendukung sikap yang diambil Indonesia. Mereka yang mendukung 
posisi Belanda dipelopori oleh Menteri Luar Negeri  Dean Rusk, 
sedang mereka yang mendukung sikap Indonesia dipimpin oleh 
staf pembantu Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Robert 
Komer dan Robert Johnson, serta Deputi Asisten Khusus Presiden 
untuk Urusan Keamanan Nasional,  Walt Rostow.
Karena tidak yakin bahwa Belanda dan Indonesia akan siap 
untuk berbicara empat mata, Menteri Luar Negeri Rusk mengatakan 
kepada Presiden Kennedy bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan 
pertikaian itu adalah melalui  PBB. Pada saat yang sama dia tidak 
setuju jika A.S. menekan Belanda. Setiap tekanan dari Washington 
terkait masalah tersebut akan membuat A.S. “dianggap tidak peduli 
pada kepentingan sekutunya saat sedang mengalami kesulitan.”46 
Sebaliknya, mereka yang mendukung sikap Indonesia merasa 
bahwa Washington kurang menekan Belanda. Akibatnya, menurut 
mereka, Belanda berulah, dan ulah itu semakin mendorong 
Presiden  Sukarno untuk menggunakan kekuatan militer di  Irian 
Barat. “Meski memang menyakitkan untuk mengakomodasi 
keinginan seorang demagog seperti  Sukarno,” kata Robert 
Komer kepada Presiden Kennedy, “Indonesia tetap merupakan 
sebuah negara yang sangat penting.” Komer melanjutkan dengan 
menyatakan bahwa kegagalan Washington untuk mendukung  Bung 
Karno akan dapat menyebabkan dia jatuh dari kekuasaan, dan 
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dengan tiadanya  Bung Karno Indonesia akan jatuh ke tangan  PKI. 
“Terus apa gunanya kita berusaha keras untuk mempertahankan 
Asia Tenggara bila ternyata Indonesia selalu memusuhi kita?” tanya 
Komer secara retoris kepada Presiden.47 Rostow juga mendesak 
Presiden Kennedy untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri 
Rusk menyangkut sikap sang Menlu dalam kasus ini. Satu-satunya 
solusi terbaik atas sengketa  Irian Barat, menurut Rostow, adalah 
solusi “yang nantinya akan membawa kekuasaan Indonesia atas 
wilayah tersebut.” Kegagalan untuk mencapai solusi semacam itu, 
menurutnya, akan melemparkan Indonesia ke kubu Komunis.48 
Sejak paro kedua tahun 1961 masalah  Irian Barat mulai men-
dapat perhatian yang lebih luas dari para anggota  PBB, terutama 
setelah ada rencana Menteri Luar Negeri Belanda  Joseph Luns 
untuk menyerahkan masalah tersebut ke Majelis Umum  PBB bulan 
Oktober tahun itu. Menurut apa yang dikenal sebagai Rencana 
Luns, Belanda bermaksud mengalihkan kekuasaan atas wilayah 
 Irian Barat kepada  PBB, yang diikuti dengan pengiriman komisi 
 PBB untuk mengawasi plebisit atau pemungutan suara sebagai 
cara untuk memastikan dijalankannya hak menentukan nasib 
sendiri oleh rakyat Papua.49 Yakin bahwa rakyat Papua tidak akan 
memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia, Belanda merasa 
bahwa plebisit macam itu akan menjadi “balas dendam” terbaik 
mereka terhadap bekas koloninya yang menentang setiap bentuk 
kehadirannya di wilayah tersebut.  Irian Barat  mungkin tidak akan 
lagi berada di bawah kekuasaan mereka, tetapi juga tidak akan jatuh 
ke tangan Indonesia.
Di dalam perdebatan Majelis Umum berikutnya, Rencana terse-
but mendapat dukungan luas, walaupun juga tidak memperoleh 
suara mayoritas 2/3 yang dipersyaratkan. Sebagian besar dukungan 
datang dari negara-negara yang pro-Belanda, termasuk  Amerika 
Serikat. Dalam perdebatan itu, perwakilan A.S. untuk  PBB 
Jonathan B. Bingham mendukung Belanda dengan menekankan 
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pentingnya rakyat Papua menggunakan hak untuk menentukan 
nasib mereka sendiri.50 Ketika India dan negara-negara Asia lain 
mengusulkan suatu resolusi yang menyerukan negoisasi langsung 
antara Belanda dan Indonesia di bawah pengawasan Ketua Majelis 
Umum  PBB, Bingham memilih abstain.51 Belanda sangat senang 
dengan kemajuan perdebatan tersebut. Sebaliknya Indonesia 
merasa kecewa dan mulai serius memikirkan pemakaian kekuatan 
bersenjata untuk menyelesaikan sengketa itu.52 Para pendukung 
Indonesia di Washington sama kecewanya oleh sikap Amerika yang 
pro-Belanda di  PBB. Mereka mengkritik Departemen Luar Negeri 
Amerika karena telah membuat Amerika berubah dari “pialang 
yang jujur” menjadi pendukung “pihak yang salah”.53
Pergeseran Sikap terhadap Indonesia
Meskipun telah sangat keras dalam menyuarakan pendapat-
pendapat mereka, para pendukung posisi Indonesia hanya memiliki 
pengaruh kecil dalam perumusan kebijakan mengenai masalah 
 Irian Barat. Namun demikian, situasi itu mulai berubah menyusul 
pengangkatan  Averell Harriman sebagai Asisten Menteri Luar 
Negeri untuk Urusan Timur Jauh pada tanggal 29 November 1961. 
Menyadari bahwa pertikaian Belanda-Indonesia dapat berkembang 
menjadi sebuah permusuhan militer regional yang besar, Harriman 
berhasil meyakinkan para pembuat kebijakan di Washington 
untuk meninggalkan sikap netral yang pasif dan secara resmi 
mengambil peran aktif. Sebagaimana ditulis oleh sejarawan Arthur 
Schlesinger, Jr., Asisten Menteri Luar Negeri yang baru itu “dengan 
cepat bekerja untuk memperbaiki keseimbangan pandangan pro-
kontra di Departemen Luar Negeri terkait kontroversi Indonesia-
Belanda.”54 Karena merasa percaya bahwa Amerika sendiri dapat 
memberikan pengaruh yang besar pada kedua belah pihak yang 
bersengketa, Harriman mengusulkan dipertemukannya Den Haag 
dan Jakarta dalam suatu pembicaraan langsung.55 Demikianlah, 
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pemerintahan Kennedy dengan segera mengambil arah  diplomasi 
yang baru dalam masalah  Irian Barat, suatu arah yang akhirnya 
menarik kembali posisi yang sebelumnya diambil oleh perwakilan 
mereka di  PBB.56
Arah baru itu makin mendapat urgensinya ketika Washington 
menyadari bahwa setiap eskalasi kontroversi tersebut menjadi suatu 
konfl ik militer, cepat atau lambat pasti akan melibatkan negara-
negara lain.  Australia, misalnya, pasti akan mendukung Belanda 
jika terjadi konfl ik militer, sebab negara itu telah lama beranggapan 
bahwa bila Indonesia menguasai  Irian Barat hal itu akan menjadi 
ancaman langsung bagi keamanannya dan keamanan Irian Timur 
yang dikelolanya. Para pembuat kebijakan di Amerika juga sadar 
bahwa jika terjadi konfl ik militer tentu  Uni  Soviet akan mendukung 
Indonesia, karena Moskow selalu memandang Indonesia sebagai 
calon sekutu yang potensial di Asia Tenggara. Keterlibatan  Soviet 
kemudian akan memaksa Belanda dan  Australia untuk meminta 
bantuan A.S., sebuah permintaan yang akan sulit ditolak oleh 
pemerintahan Kennedy, sebab keduanya merupakan sekutu dekat 
dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan internasional 
Amerika. Sedikit saja kesalahan dalam menangani sengketa  Irian 
Barat ini akan dapat berisiko pada pecahnya konflik militer 
langsung antara dua negara adidaya Perang Dingin.
Menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut, 
pada tanggal 1 Desember 1961 Penasihat Keamanan Nasional 
Presiden Kennedy,  McGeorge Bundy, menyatakan dukungannya 
terhadap Indonesia. Bundy mengatakan kepada Kennedy, banyak 
ahli berpandangan bahwa sikap resmi A.S. menyangkut masalah 
ini di  PBB selama ini sebagian merupakan akibat dari rasa dekat 
 Dean Rusk pada  Australia dan rasa tidak senangnya pada Presiden 
 Sukarno, dan bahwa sekarang ini posisi A.S. perlu dievaluasi 
kembali. Bila A.S. mempertahankan sikap pro-Belandanya, justru 
kelompok komunislah yang akan diuntungkan. Lebih jauh dia 
254
INDONESIA MELAWAN AMERIKA
mengatakan kepada Kennedy, dia mengerti bahwa “ Sukarno ... 
bukanlah negarawan yang Anda sukai ...” Namun demikian, 
lanjutnya, “untuk sekarang ini yang penting adalah bahwa kita tidak 
melawan kepentingan kelompok  moderat Indonesia—satu-satunya 
kelompok yang bisa dipercaya untuk mencegah pengambilalihan 
kekuasaan oleh pihak Komunis.”57
Campur tangan Bundy itu membuat benar-benar berubahnya 
sikap Washington. Satu minggu setelah Bundy menyampaikan 
pandangannya kepada Presiden Kennedy, Departemen Luar Negeri 
A.S. memerintahkan Duta Besar Jones untuk memberitahu  Bung 
Karno bahwa A.S. kini siap membantu menemukan solusi yang 
terbaik atas masalah  Irian Barat.58 Menanggapi laporan bahwa 
 Bung Karno telah terlanjur merasa “hancur” oleh sikap A.S yang 
mendukung Belanda dalam Majelis Umum  PBB, Presiden Kennedy 
mengirimkan sebuah surat untuk menenangkan pemimpin  RI 
tersebut. Dalam suratnya, Kennedy menyatakan bahwa berbagai 
upaya yang A.S. telah lakukan di  PBB untuk membantu mencari 
solusi atas persoalan  Irian Barat telah disalahmengerti dan bahwa 
hal ini telah membuat Indonesia marah. Meskipun demikian, 
Presiden Kennedy berharap bahwa  Bung Karno tidak akan pernah 
menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan masalah 
 Irian Barat. “Penggunaan kekerasan,” tulis Kennedy, “akan sangat 
mempersulit saya untuk sebisa mungkin membantu mencari 
penyelesaian yang memuaskan atas masalah ini.”59
 Bung Karno tidak berhasil diyakinkan oleh surat tersebut. Pada 
tanggal 16 Desember 1961 ia menyampaikan pesan kepada Kennedy 
bahwa Indonesia tengah sungguh-sungguh mempertimbangkan 
penggunaan kekuatan bersenjata di  Irian Barat.60 Tiga hari kemudian, 
pada tanggal 19 Desember, secara terbuka ia mengumumkan apa 
yang disebut “Trikora” (Tri Komando Rakyat). Melalui Trikora 
 Bung Karno menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk: (1) 
mengerahkan kekuatan guna membubarkan Dewan Daerah yang 
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telah dibentuk oleh Belanda untuk rakyat Papua; (2) pengibaran 
Sang Saka Merah-Putih di  Irian Barat; dan (3) persiapan mobilisasi 
nasional untuk merebut kedaulatan atas wilayah tersebut dari 
tangan Belanda.61 Hari pengumuman Trikora secara sengaja dipilih 
tanggal 19 Desember, dengan maksud untuk mengingatkan rakyat 
Indonesia akan kebrutalan Belanda dalam Agresi Militer Kedua 
tahun 1948.62
Pengumuman Trikora itu menciptakan suasana krisis di antara 
para pembuat kebijakan luar negeri A.S. yang merasa takut bahwa 
konfl ik militer langsung antara Belanda dan Indonesia hanyalah 
masalah waktu saja. Mereka berusaha keras untuk mencegah 
terjadinya konfl ik itu dan mendesak kedua pihak untuk mencari 
solusi damai. Mereka kemudian mendesak Belanda dan Indonesia 
agar mengadakan pembicaraan bilateral dengan Pejabat Sekretaris 
Jenderal  PBB,  U Thant, sebagai moderator.63 Robert Komer 
menggarisbawahi pentingnya peran A.S. dalam pembicaraan 
bilateral macam itu, sambil menekankan bahwa kelompok yang 
mendukung sikap Indonesia “harus terus menekan Belanda.” Kalau 
tidak, katanya “kita akan benar-benar menghadapi krisis besar.” 
Hal ini penting, menurut Komer, mengingat bahwa Departemen 
Luar Negeri A.S. pasti tidak akan mau menekan Belanda.64
Meskipun suasana krisis semakin terasa, baik Belanda maupun 
Indonesia tetap enggan menerima usulan Washington untuk 
mengadakan pembicaraan bilateral. Belanda tidak mau berunding 
tanpa jaminan bahwa rakyat Papua akan diberi kesempatan untuk 
menentukan nasib mereka sendiri, sementara Indonesia hanya mau 
berunding dengan prasyarat bahwa Belanda akan mengalihkan 
kekuasaan atas wilayah tersebut kepada Republik Indonesia.65 
Merasa gusar oleh sikap keras kepala yang ditunjukkan Belanda 
dan Indonesia itu, Presiden Kennedy pun mengutus Robert 
Kennedy, Jaksa Agung  Amerika Serikat yang sekaligus adalah adik 
kandung dan orang kepercayaan terdekatnya. Kepada adiknya 
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itu Presiden Kennedy memberi tugas untuk menjalankan sebuah 
“misi khusus” yang tujuannya adalah “mencegah pecahnya perang 
antara Indonesia dan Belanda karena masalah  Irian Barat.”66 
Sesaat sebelum keberangkatan Robert Kennedy, Washington 
telah mengisyaratkan kepada Belanda bahwa sekiranya Indonesia 
melancarkan suatu operasi militer besar-besaran di  Irian Barat, A.S. 
tidak akan membantu mereka. Setelah mengetahui sikap A.S. ini, 
 Australia menjadi sedikit mengendur dalam dukungannya kepada 
Belanda dan hal itu berakibat melemahnya posisi diplomatik 
Belanda.67 Sementara itu secara pribadi Jaksa Agung Robert 
Kennedy benar-benar ingin bisa membantu kakaknya mencegah 
suatu konfl ik internasional yang cepat atau lambat akan melibatkan 
Amerika. Pada tanggal 11 Februari 1962 dia meninggalkan 
Washington untuk bertolak menuju Indonesia, dan dari Indonesia 
dia merencanakan untuk melanjutkan perjalanan ke Belanda.68
Dalam pembicaraannya dengan Presiden  Sukarno, Robert 
Kennedy mendesak agar soal pengalihan kekuasaan itu tidak lagi 
menjadi prasyarat negoisasi. Dia juga menekankan pentingnya 
menyelesaikan pertikaian itu secara permanen melalui perundingan, 
dan bukan melalui konfl ik militer. Dia kemudian meminta kepada 
 Bung Karno untuk tidak terlalu menekankan hal-hal prosedural 
dalam masalah yang sangat penting seperti masalah sengketa 
 Irian Barat ini. Namun demikian,  Bung Karno  tetap teguh pada 
pendiriannya menyangkut prasyarat bagi negoisasi, dan masih belum 
yakin dengan argumen Robert Kennedy.69 Perlu diketahui, dalam 
pertemuan dengan  Bung Karno, Robert Kennedy juga membawa 
“sebuah permohonan yang lebih rahasia” kepada Presiden Indonesia. 
Atas dasar kemanusiaan, dia memohon pembebasan Allen Lawrence 
Pope, pilot  CIA yang telah ditangkap oleh pemerintahan Indonesia 
ketika membantu kaum pemberontak daerah semasa pemerintahan 
Eisenhower, dan yang telah dijatuhi hukuman mati pada tahun 
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1960. Selama pembicaraan mereka mengenai topik ini, Jaksa 
Agung Amerika dan Presiden Indonesia itu terlibat dalam tukar-
kata yang cukup panas, khususnya karena  Bung Karno tidak mau 
secara eksplisit menjamin pembebasan pilot tersebut.70 Ketika terus 
ditekan oleh Robert Kennedy,  Bung Karno ganti mempertanyakan 
alasan pemerintah A.S. meminta pembebasan pilot itu atas dasar 
kemanusiaan, “sementara pengadilan Amerika menghukum mati 
orang dengan gas atau kursi listrik tanpa menghiraukan perasaan 
keluarga mereka.”71 
Betapapun panasnya tukar-kata antara kedua pemimpin itu, 
secara umum dapat dikatakan bahwa kunjungan Robert Kennedy 
ke Indonesia berhasil dengan baik. Berkat kepiawaiannya dalam 
bernegosiasi, ia berhasil membujuk  Bung Karno sehingga setuju 
untuk mengadakan pembicaraan diplomatik dengan Belanda di 
bawah pengawasan  PBB, meski juga menuntut bahwa Indonesia 
diijinkan berpartisipasi dalam perumusan agenda negoisasi 
tersebut.72
Sepeninggalnya dari Indonesia, Jaksa Agung Robert Kennedy 
pergi ke Belanda untuk mendesak pemerintah negeri Kincir Angin itu 
supaya mau berunding dengan Indonesia menyangkut masalah ini. 
Namun, Menteri Luar Negeri Luns menolak permintaan Kennedy 
untuk menyerahkan pemerintahan  Irian Barat kepada Indonesia. 
Baginya penyerahan kuasa pemerintahan berarti penyerahan diri. 
Akan tetapi,  tak lama setelah Kennedy meninggalkan Belanda, 
Luns menemuinya lagi di Paris dan mengatakan bahwa dia berubah 
pikiran. Luns telah memperlunak sikapnya mengenai masalah ini. 
Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas usaha A.S. untuk 
membantu menyelesaikan persoalan tersebut, sambil mengatakan 
kepada Kennedy bahwa pemerintahnya bersedia bernegoisasi 





Setelah serangkaian manuver diplomatis lebih jauh di antara semua 
pihak yang berkepentingan, akhirnya Jakarta dan Den Haag sepakat 
untuk berunding di bawah pengawasan  PBB guna mencari solusi 
bagi persoalan  Irian Barat. Negoisasi itu akan ditengahi oleh “pihak 
ketiga”, yakni  Amerika Serikat. Diadakan di kota Middleburg, 
Virginia—tidak jauh dari Washington—negosiasi tersebut dimulai 
pada tanggal 20 Maret 1962. Washington setuju untuk menjadi 
penengah dan menunjuk  Ellsworth Bunker untuk duduk sebagai 
mediator.74 Bunker adalah mantan Duta Besar Amerika untuk 
Argentina, Italia, dan India yang terkenal, yang nantinya akan 
menjadi Duta Besar untuk Vietnam.75
Tak lama setelah dibuka, ternyata perundingan tersebut 
menemui jalan buntu. Pada hari yang ketiga para delegasi 
berdebat mengenai berbagai masalah yang mereka anggap tidak 
dapat diperdamaikan. Indonesia menuntut bahwa pengalihan 
pemerintahan atas wilayah tersebut kepada Indonesia menjadi 
syarat mendasar untuk pembicaraan lebih jauh. Belanda, sebaliknya, 
menekankan bahwa syarat untuk berunding tentang pengalihan 
pemerintahan adalah tercapainya kesepakatan yang memuaskan 
dalam hal penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Karena mem-
per te mu kan sikap yang saling bertentangan itu mustahil, 
para perwakilan Belanda dan Indonesia segera meninggalkan 
Middleburg. Pembicaraan pun kemudian ditangguhkan.76
Menanggapi penangguhan tersebut, para pejabat di Washington 
merumuskan sebuah usulan dan berharap bahwa Belanda dan 
Indonesia dapat menerimanya sebagai landasan bagi dimulainya 
kembali pembicaraan di antara keduanya.77 Setelah serangkaian 
diskusi di Departemen Luar Negeri A.S. dan Gedung Putih, pada 
tanggal 29 Maret Kementerian itu mengajukan sebuah usulan 
kompromis kepada Den Haag dan Jakarta. Dikenal sebagai 
Formula Bunker, usulan tersebut mengharapkan: (1) suatu transfer 
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 Irian Barat kepada Dewan Keamanan  PBB, yang setahun kemudian 
akan diikuti oleh (2) transfer wilayah tersebut kepada Indonesia, 
yang (3) kemudian akan memberi kesempatan kepada rakyat Papua 
untuk memilih apakah hendak  merdeka atau menjadi bagian dari 
Indonesia.78
Formula tersebut merupakan suatu langkah diplomatik 
yang cerdik. Secara langsung ia menjawab dua hambatan utama 
perundingan dengan suatu solusi yang langgeng. Indonesia akan 
dipenuhi tuntutan dasarnya, yakni soal peralihan kekuasaan, namun 
pada saat yang sama keinginan kuat Belanda supaya rakyat Papua 
diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri juga terakomodasi.79 
Meskipun demikian sebenarnya secara esensial formula itu lebih 
condong pada posisi Indonesia. Pertama, ia menyiratkan kendali 
administratif yang pasti oleh Indonesia. Kedua, formula itu 
mengusulkan adanya penentuan pendapat rakyat Papua, tetapi 
hanya setelah wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan 
Indonesia.80 Tak mengherankan Indonesia menyambut gembira 
Formula Bunker. 
Pada tanggal 9 April 1962  Bung Karno menyatakan bahwa 
pemerintahnya secara prinsip menerima Formula Bunker—juga 
dikenal sebagai Rencana Bunker.81 Penerimaan ini sangat penting, 
mengingat bahwa formula itu sebenarnya tidak sepenuhnya 
mendukung posisi Indonesia. Ia memang memberikan kendali 
atas wilayah tersebut kepada Indonesia, tetapi tidak sejalan dengan 
keinginan Indonesia untuk mengklaimnya kembali sebagai 
bagian yang integral dari Indonesia. Indonesia mesti menunggu 
setelah suatu periode pemerintahan oleh  PBB. Bahkan setelah 
pemerintahan dialihkan kepada Indonesia, masih akan ada jajak 
pendapat di bawah pengawasan  PBB, di mana rakyat Papua bebas 
untuk memilih apakah ingin  merdeka atau menjadi bagian dari 
Indonesia.82 Meski begitu, secara prinsip Indonesia mendukung 
Formula Bunker. Belanda, sebaliknya, menanggapi formula tersebut 
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dengan amarah. Setelah mempelajari ketetapan-ketetapannya, 
Menteri Luar Negeri Luns menyatakan bahwa pemerintahannya 
“terkejut dan sangat kecewa”. Pemerintah Belanda, demikian kata 
Luns kepada Duta Besar A.S. John Rice, juga “sangat terluka” 
bahwa tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Den Haag, 
pemerintah A.S. telah membeberkan formula tersebut kepada 
Indonesia.83 Intinya, Belanda menolak untuk membuka kembali 
pembicaraan Middleburg.
Sebagaimana disebut di depan, suasana yang berkembang 
di antara para perumus kebijakan dalam pemerintahan Kennedy 
waktu itu adalah suasana mendukung posisi Indonesia dan 
menekan Belanda. Robert Komer menuduh Belanda “bermain 
api” ketika menolak membuka kembali perundingan. Menurut 
dia penolakan Belanda terhadap Formula Bunker semata-mata 
bersumber pada keengganan untuk mengaku kalah kepada Presiden 
 Sukarno dan pada keraguan akan adanya “kesadaran baru” di pihak 
rakyat  Irian Barat. Komer—yang oleh banyak kalangan di Gedung 
Putih secara bergurau dijuluki “wakil pribadi  Sukarno” karena 
pendiriannya yang sangat pro-Indonesia—mendesak Washington 
untuk memberitahu Den Haag mengenai kepentingan utama 
Presiden Kennedy dalam persoalan itu dan dukungannya yang 
penuh pada Formula Bunker.84 Lebih jauh, dia menyarankan 
supaya A.S. menekan Belanda, yang disebutnya sebagai “sekutu 
kita yang keras kepala”.85
Beberapa hari kemudian, dalam sebuah surat yang dirancang 
Komer, Presiden Kennedy menelegram Menteri Luar Negeri Rusk 
yang tengah menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Dewan 
Atlantik Utara di Athena, Yunani, supaya menekan Luns agar 
mau membuka kembali perundingan dengan Indonesia. Sebagai 
bagian dari tekanan ini Presiden mengatakan bahwa dia akan 
mempublikasikan dokumen-dokumen berkaitan dengan upaya 
Bunker untuk menengahi dan menyelesaikan permasalahan ini 
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yang selama ini telah Luns sembunyikan dari publik maupun 
Parlemen Belanda. Presiden Kennedy juga memerintahkan Rusk 
untuk memberitahu Belanda bahwa bila pecah konfrontasi militer, 
A.S. tidak akan berada di pihak mereka.86 Ketika menerima surat 
itu Luns tidak tahu pasti bagaimana mesti menjawab desakan 
Presiden Kennedy.87 Sebagai tanggapan, Washington meminta 
pendapat  Ellsworth Bunker mengenai rencana mereka untuk 
mempublikasikan upaya-upaya mediasinya, termasuk formula yang 
dirumuskannya. Bunker tidak berkeberatan. Pada tanggal 25 Mei 
formula tersebut benar-benar  dipublikasikan sebagai Nota  PBB no. 
2600. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Mei, dengan berat hati 
Luns menerima Formula Bunker sebagai landasan untuk membuka 
kembali perundingan dengan Indonesia.88
 Bung Karno mempertanyakan kesediaan Belanda yang tiba-
tiba untuk menerima formula itu dan untuk membuka kembali 
perundingan. “Fajar telah menyingsing, tetapi matahari belum 
juga muncul di ufuk timur,” ia berkata kepada Duta Besar Jones 
penuh kiasan.  Bung Karno menuntut jaminan lebih jauh bahwa 
Belanda benar-benar akan menerima Formula Bunker. Untuk 
menambah tekanan di pihak Belanda,  Bung Karno menggunakan 
kembali strategi perjuangannya, menyiratkan bahwa dia masih 
tetap berencana menyerang Belanda di  Irian Barat. Pada tanggal 
5 Juni dia memberitahu Pejabat Sekretaris Jenderal  PBB  U Thant 
bahwa sekiranya cara  diplomasi gagal, Indonesia akan merebut 
 Irian Barat dari Belanda dengan kekuatan bersenjata. Sekian tahun 
kemudian, ketika menceritakan kembali peristiwa itu  Bung Karno 
mengatakan:
Saya sekarang mesti menggunakan cara yang keras. Tidak ada jalan 
lain untuk membuat  OLDEFOS [Old Established Forces, Kekuatan-
kekuatan Mapan Dunia] menghormati Indonesia. Tidak ada lagi 
diskusi. Mulai dari saat ini, kami akan menjawab dengan senjata ... 
Lupakan saja itu perundingan. Kami menempuh cara militer sebagai 
cara penyelesaian yang terbaik. Dua kali pesawat U-2 terbang di atas 
Irian, tetapi perintah saya adalah “Jangan tembak.” Mereka selalu 
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mengejek  Sukarno sebagai tukang gertak. Baiklah, biarlah sekarang 
mereka lihat sendiri barisan bersenjata sedang mengepung Irian dan 
di laut kapal-kapal siap menyerang. Sementara itu sejumlah pasukan 
sedang bersiaga untuk bergerak menurut komando saya. Biarlah mulut 
mereka sendiri yang akan memberitakan bahwa  Sukarno bukanlah 
tukang gertak, bahwa dia siap untuk maju ke medan perang.89 
Sadar bahwa  Bung Karno tidak sekadar menggertak, pada 
tanggal 16 Juni perwakilan Belanda untuk  PBB C.W.A. Schurmann, 
menyatakan kepada  U Thant bahwa pemerintahnya “secara prinsip” 
menerima Formula Bunker. Namun demikian  Bung Karno tetap 
saja tidak yakin. Ia baru akan yakin jika Belanda mau menerima 
syarat bahwa rakyat Papua akan menentukan nasib sendiri setelah, 
dan bukan sebelum, peralihan pemerintahan ke tangan Indonesia.90 
Sementara itu Indonesia terus memperkuat kehadiran militernya di 
 Irian Barat. Dalam sebuah operasi militer untuk “membebaskan” 
 Irian Barat yang dinamakan Operasi Mandala—dipimpin oleh 
Mayor Jenderal  Soeharto yang kelak menjadi Presiden Indonesia—
satuan-satuan militer Indonesia mempersiapkan diri untuk merebut 
wilayah tersebut dengan kekuatan bersenjata.91
Takut akan serangan Indonesia yang sebentar lagi dilancarkan, 
Washington melipatkan tekanannya baik atas Den Haag maupun 
Jakarta untuk membuka kembali perundingan. Kedua belah pihak 
yang bertikai menanggapinya dengan positif. Pada tanggal 12 Juli 
1962 pembicaraan Middleburg kembali digelar, dengan   Ellsworth 
Bunker sebagai penengahnya.92
Seperti dalam perundingan putaran pertama, para delegasi 
tersebut dengan segera menghadapi suatu hambatan yang besar. 
Sementara Belanda ingin memaksimalkan  PBB selama periode 
peralihan guna memastikan bahwa rakyat Papua bebas untuk 
menentukan pilihan mereka, Indonesia menentang proposal ini. 
Menunjuk pada ketetapan Formula Bunker yang mengatur bahwa 
pemerintahan  PBB akan berlangsung untuk kurun waktu satu 
atau dua tahun, Menteri Luar Negeri  Subandrio meminta bahwa 
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pemerintahan itu akan berakhir pada tanggal 1 Januari 1963. 
Sebagaimana dilaporkan New York Times, Menteri Luar Negeri 
Indonesia tersebut menuntut bahwa selama periode pemerintahan 
peralihannya yang singkat,  PBB hanya akan memainkan peran 
simbolis.93 Lebih jauh,  Subandrio mengusulkan supaya personil 
militer Indonesia yang saat itu sudah berada di wilayah tersebut 
diperbolehkan tetap tinggal dan menjalankan tugas militer mereka 
selama periode pemerintahan peralihan  PBB.94 Ketika Belanda 
menolak tuntutan-tuntutan ini,  Subandrio sekali lagi mengancam 
akan menarik diri dari perundingan dan kembali ke tanah air.95
Robert Kennedy dan  John F. Kennedy mendesak  Subandrio 
untuk tidak memutuskan keluar dari pembicaraan. Dalam sebuah 
pembicaraan dengan Menlu  RI tersebut pada tanggal 20 Juli 
1962, Robert Kennedy mengingatkannya bahwa perundingan 
Middleburg hampir mencapai kata akhir yang baik. Dia berharap 
bahwa tidak ada tindakan yang diambil yang akan menghalangi 
tercapainya penyelesaian yang damai dan abadi.96 Presiden Kennedy 
juga mendesak  Subandrio untuk mencari solusi yang bermartabat 
dan memuaskan untuk permasalahan yang ada.97 “Aneh rasanya 
bahwa Indonesia mau menembaki sesuatu yang sudah ada di 
tangan, “ kata Presiden AS itu penuh ibarat.  Subandrio tidak 
dapat diyakinkan dan tetap meninggalkan Middleburg, tetapi 
menyangkal bahwa Indonesia menghentikan perundingan. Dia 
setuju untuk mengijinkan anggota-anggota delegasi Indonesia yang 
lain melanjutkan perundingan tersebut.98 
Sebelum meninggalkan Washington,  Subandrio masih mau 
berpartisipasi sebentar dalam perundingan. Hingga tanggal 
1 Agustus 1962, para delegasi telah menyetujui butir-butir 
“Kesepakatan Awal” untuk menyelesaikan perselisihan  Irian Barat. 
Beberapa dari antaranya yang terpenting adalah:
(a) Segera setelah Resolusi Majelis Umum  PBB dikeluarkan, 
[pemerintah] Belanda akan mengalihkan pemerintahan kepada 
264
INDONESIA MELAWAN AMERIKA
 UNTEA [United Nations Temporary Executive Authority, 
Otoritas Eksekutif Sementara  PBB].
(b) Otoritas eksekutif sementara ini akan menentukan dimulainya 
proses peralihan pemerintahan kepada Indo[nesia] sewaktu-
waktu setelah Mei 1963.
(c) Pasukan Indo[nesia] di  Irian Barat akan berada di bawah 
kendali  UNTEA.
(d)  UNTEA boleh mendayagunakan para pejabat Belanda dan 
Indo[nesia].
(e) Satu tahun sebelum “penentuan pendapat rakyat,” yang mesti 
dilaksanakan sebelum 1969, Sekretaris Jenderal (Sekjen)  PBB 
akan menunjuk wakilnya dan staf untuk menasihati dan 
membantunya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
(f ) Bendera Indo[nesia] boleh dikibarkan di samping bendera 
 PBB mulai Januari 1963.99
Pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia secara 
resmi menerima Kesepakatan Awal ini dan menandatanganinya 
sebagai hasil akhir pembicaraan Middleburg. Kedua belah pihak 
setuju bahwa sebuah Otoritas  PBB interim di bawah  UNTEA akan 
bertindak selaku pengemban pemerintahanan mulai 1 Oktober 
1962, diikuti oleh peralihan pemerintahan kepada Indonesia pada 
1 Mei 1963. Perjanjian itu juga menetapkan bahwa mulai tanggal 
31 Desember 1962, Indonesia diperbolehkan untuk mengibarkan 
benderanya di wilayah tersebut di samping bendera  PBB. Tambahan 
pula, sebelum akhir 1969, suatu “penentuan pendapat rakyat yang 
bebas” akan digelar bagi rakyat Papua di bawah pengawasan  PBB 
untuk mencari tahu apakah mereka memilih untuk  merdeka atau 
menjadi bagian dari Indonesia. Personil militer Indonesia yang 
telah berada di  Irian Barat akan tetap berada di wilayah tersebut 
dan akan berada di bawah kendali  PBB.
Perjanjian itu mampu menyelamatkan muka Belanda di dunia 
internasional, dan secara umum menguntungkan posisi Indonesia. 
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Hal itu juga menjadi suatu kemenangan politis bagi Indonesia 
secara umum dan  Bung Karno secara pribadi. Kesepakatan yang 
memperbolehkan dikibarkannya bendera Indonesia di  Irian Barat 
mulai 1 Januari 1963, misalnya, memenuhi janji yang pernah 
diucapkan  Bung Karno kepada rakyat Indonesia bahwa “sebelum 
ayam jago berkokok pada tahun baru 1963”  Irian Barat akan 
“kembali” ke pangkuan Ibu Pertiwi.100 Dipilihnya tanggal 15 
Agustus untuk menandatangani perjanjian itu juga memungkinkan 
Presiden Indonesia tersebut untuk mengumumkan kemenangan 
diplomatis ini kepada rakyat pada Hari Peringatan Kemerdekaan 
Indonesia tanggal 17 Agustus 1962. Lebih jauh, tanggal peralihan 
pemerintahan atas wilayah  Irian Barat kepada Indonesia pada 1 
Mei 1963 memenuhi tuntutan keras Indonesia supaya lamanya 
pemerintahan sementara  PBB sebagaimana diatur dalam Formula 
Bunker dipersingkat. Sekali lagi, dengan memadukan strategi 
 perjuangan dan  diplomasi,  Bung Karno dan rakyat Indonesia 
berhasil meraih kemenangan politik yang besar dalam usaha mereka 
untuk melawan sisa-sisa kekuasaan kolonial di  Irian Barat.101 
Sebagai tanda dukungan A.S. yang berkelanjutan bagi 
Indonesia menyusul penandatanganan kesepakatan tersebut, pada 
tanggal 16 Agustus 1962 Presiden Kennedy mengucapkan selamat 
kepada Presiden  Sukarno dalam kesempatan peringatan ulang 
tahun ketujuh belas kemerdekaan Indonesia, seraya menambahkan 
bahwa “pada tanggal 17 Agustus ini berakhirlah suatu perundingan 
bersejarah bagi masa depan  Irian Barat yang damai.”  Amerika 
Serikat, lanjut Kennedy, berharap bahwa penyelesaian tersebut 
akan dapat membantu semua pihak yang berkepentingan untuk 
membangun kembali dan memperbaiki hubungan mereka.102
Masalah  Irian Barat dan Perang Dingin
Bila ditinjau ulang, mediasi pemerintahan Kennedy itu menunjuk-
kan bagaimana berbagai pertimbangan Perang Dingin menentukan 
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kebijakan-kebijakannya terhadap Indonesia. Dukungan yang 
terus dialirkan pemerintahan Kennedy bagi Indonesia sejalan 
dengan pertimbangan Perang Dingin untuk mencegah Indonesia 
yang netral bergabung dengan Blok Komunis. Pertimbangan ini 
telah mendorong A.S. untuk mengesampingkan sikap Belanda 
dan bahkan sikapnya sendiri sebelumnya menyangkut masalah 
 Irian Barat. Pertimbangan untuk mencegah Indonesia bergeser 
kepada Blok Komunis makin menguat ketika Washington melihat 
peningkatan drastis bantuan  Soviet dan negara-negara komunis 
lainnya kepada Indonesia saat perselisihan seputar  Irian Barat 
berlangsung. Pada awal Januari 1961, misalnya,  Uni  Soviet telah 
menyatakan kesediaannya untuk menyuplai Indonesia dengan 
perlengkapan militer modern. Kesepakatan tersebut, demikian 
dilaporkan intelijen kepada pemerintahan Kennedy, mencakup 
20 pesawat pembom berjangkauan jauh TU-16, yang setengah 
lusinnya dilengkapi dengan misil anti-kapal, dan 20 pesawat 
penghadang supersonik MIG-21 yang dilengkapi dengan kemam-
puan misil antar-pesawat. Indonesia pun menjadi negara Non-
Blok pertama yang dijanjikan pesawat perang yang sangat canggih 
semacam itu.103
Bantuan yang dijanjikan tersebut merupakan kelanjutan dari 
bantuan yang telah diberikan Moskow kepada Indonesia, termasuk 
pinjaman senilai $250 juta dan 200 tempat tidur untuk rumah sakit 
yang disampaikan Khrushchev dalam kunjungannya ke Indonesia 
pada Februari-Maret 1960. Namun demikian, kesepakatan Januari 
1961 itu meningkatkan jumlah keseluruhan bantuan Blok  Soviet 
kepada Indonesia menjadi hampir $475 juta dalam bentuk 
bantuan militer dan $510 juta dalam wujud bantuan ekonomi.104 
Bantuan ekonomi ini menjadikan Indonesia negara terbesar ketiga 
penerima bantuan  Soviet, di mana peringkat pertama dan kedua 
berturut-turut ditempati India dan Mesir. Selain itu, Indonesia 
menjadi negara non-komunis terbesar penerima bantuan militer 
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 Soviet.105 Mengingat besarnya bantuan yang diberikan Blok  Soviet 
kepada Indonesia, Washington tidak dapat meneruskan sikap 
pro-Belandanya menyangkut masalah tersebut. Pada saat yang 
sama, pemerintahan Kennedy menyadari bahwa berlarut-larutnya 
sengketa  Irian Barat hanya akan menguntungkan upaya  PKI 
untuk menyebarkan ideologi komunis dalam kehidupan politik 
Indonesia.106
Ideologi, tentu saja, bukanlah satu-satunya alasan bagi 
pemerintahan Kennedy untuk membantu menyelesaikan pertikaian 
seputar  Irian Barat. Sebagaimana di dalam berbagai kebijakan 
 Amerika Serikat terhadap Indonesia sebelumnya, pertimbangan 
ekonomi juga turut memainkan peran yang sama pentingnya. 
Dalam salah satu tulisannya, Guy Pauker dari Rand Corporation 
mengingatkan Washington akan pentingnya produksi minyak 
Indonesia. Dikatakan oleh Pauker, pada tahun 1961 Indonesia 
adalah negara penghasil minyak terbesar di sebelah timur Myanmar. 
Indonesia menghasilkan 30 persen dari produksi minyak kawasan 
tersebut dan jumlah ini dapat berlipat.107 Sekiranya Indonesia 
bergabung dengan Blok  Soviet, salah satu penghasil minyak terbesar 
di Asia Timur dan Tenggara akan “lepas” dari tangan Amerika.
Robert Kennedy juga khawatir bahwa baik  Uni  Soviet mau-
pun Cina Komunis telah menganggap Indonesia sebagai salah 
satu negara sekutu mereka yang terpenting. Dia khawatir bahwa 
dengan menguasai Indonesia Blok Komunis akan mampu untuk 
melebarkan sayap ke wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara, sebuah 
kawasan yang belum bisa berdiri sendiri setelah berabad-abad 
lamanya berada di bawah kolonialisme. “Tidak hanya bahwa 
pencapaian semacam itu akan memiliki implikasi yang sangat 
luas,” katanya, “tapi juga akan memberikan kepada Blok Komunis 
sumber minyak dan karet yang luar biasa besar.”108
Setelah membantu memastikan penyelesaian yang damai 
atas perselisihan  Irian Barat, pemerintahan Kennedy berusaha 
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memanfaatkan momentum itu untuk membangun hubungan yang 
lebih dekat dengan Indonesia dan pemimpinnya, Presiden  Sukarno. 
Lembaga militer Amerika secara khusus merekomendasikan 
diperbaikinya ikatan militer antara kedua negara. Pejabat Kepala 
Staf Bersama G.H. Decker menekankan betapa pentingnya 
hubungan ini. Menyusul tercapainya kesepakatan damai tersebut, 
demikian dikatakan Decker kepada Menteri Pertahanan Amerika 
 Robert S. McNamara, Indonesia perlu membangun kembali 
ekonominya dan menjaga ketertiban dalam negerinya, sebab bila 
tidak kelompok komunis akan memanfaatkan ketidakstabilan 
ekonomi itu untuk mengejar tujuan-tujuan mereka sendiri. Setiap 
bantuan militer Amerika kepada Indonesia, lanjut Decker, mesti 
memperkokoh posisi pejabat militer Indonesia yang anti-komunis, 
“tempat bergantungnya hubungan baik antara Indonesia dan Blok 
Barat di masa depan.” Dengan maksud menegaskan adanya dimensi 
Perang Dingin di dalam rekomendasi tersebut, Decker menegaskan 
bahwa setiap usaha memperbaiki kerja sama militer A.S.-Indonesia 
mesti diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada 
bantuan militer Blok  Soviet.109
Namun demikian upaya terpenting pemerintahan Kennedy 
untuk memanfaatkan kesepakatan tersebut tampak dalam 
inisiatifnya guna membantu Indonesia membangun kembali 
berbagai infrastruktur ekonomi dan militernya. Sehari setelah 
penandatanganan Kesepakatan Middleburg, Presiden AS itu 
memberitahu Menteri Luar Negeri  Dean Rusk, Direktur  CIA, dan 
para pejabat tinggi pembuat kebijakan luar negeri lain mengenai 
inisiatif ini. “Dengan semakin jelasnya penyelesaian yang damai atas 
permasalahan  Irian Barat,” tulisnya, “saya ingin A.S. meningkatkan 
usahanya untuk memanfaatkan kesepakatan ini demi terbangunnya 
hubungan yang baru dan lebih baik dengan Indonesia.” Kennedy 
lalu memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk menyusun 
suatu “Rancangan Aksi” (Plan of Action) mengenai inisiatif itu dan 
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menyampaikan secara pribadi kepadanya paling lambat tanggal 15 
September 1962.110
Sementara itu ketika mengerjakan proposal tersebut para 
pejabat pemerintahan Kennedy menyadari bahwa besarnya bantuan 
ekonomi  Soviet dan bloknya kepada Indonesia jauh melebihi 
bantuan A.S. dan Blok Barat.111 Sebagaimana  terdokumentasikan 
dalam tabel di bawah ini, bantuan ekonomi Blok  Soviet selama 
kurun waktu 1956-1961 mencapai $640,6 juta, sementara bantuan 
A.S. selama lima belas tahun (1946-1961), tanpa memperhitungkan 
yang diberikannya melalui Belanda, hanya mencapai nilai $120,3 
juta. Bantuan dari negara-negara Blok Barat lain kepada Indonesia 
juga sama rendahnya. Selain bantuan ekonomi, Blok  Soviet juga 
menyediakan bagi Indonesia program-program bantuan militer 
senilai lebih dari $1 miliar. Para pejabat Washington lebih jauh 
menemukan bahwa Indonesia saat itu terlilit utang luar negeri 
yang besar.112




Program Bantuan A.S. [US AID, United States Agency for 
International Development] untuk Indonesia114
(Perkiraan dalam Juta Dolar  Amerika Serikat)
Bantuan dari Negara Blok Barat Lain115
(Perkiraan dalam Juta Dolar  Amerika Serikat)
*)Termasuk bantuan senilai $101.400.000 melalui Belanda selama tahun fi skal 1949-50.
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Pada tanggal 15 September Departemen Luar Negeri A.S. 
benar-benar menyerahkan laporan Rancangan Aksi yang diminta 
Presiden Kennedy itu.116 Rancangan tersebut, yang memadukan 
kebutuhan untuk membantu Indonesia secara langsung dan 
tujuan-tujuan jangka panjang kebijakan A.S. terhadap Indonesia, 
sejalan dengan pandangan Presiden bahwa selesainya persengketaan 
atas wilayah  Irian Barat membuka kemungkinan bagi A.S. untuk 
memperkuat ikatannya dengan Indonesia dengan cara membantu 
negara tersebut membangun kembali infrastruktur ekonomi dan 
militernya.117 Rancangan itu menyebut bahwa Indonesia mengalami 
defi sit neraca pembayaran yang sangat parah dan tingkat infl asi 
yang amat tinggi. Sekiranya pemerintah Indonesia dan Presiden 
 Sukarno gagal memperbaiki perekonomian negara, demikian lanjut 
laporan tersebut, kekuasaan politis  PKI akan bertambah kuat 
dan akan terbuka pintu yang lebih lebar bagi kelompok komunis 
untuk mengambil-alih Indonesia.118 Para penyusun rancangan ini 
kemudian mengingatkan Presiden Kennedy mengenai petingnya 
posisi strategis Indonesia bagi A.S. Jatuhnya Indonesia ke tangan 
komunis, demikian mereka yakin, akan secara langsung mengancam 
kehadiran A.S. di Indocina. Itulah sebabnya setiap bantuan A.S. 
mesti dimengerti sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk 
mempertahankan Indonesia agar tetap non-komunis.119
Pada tanggal 22 Oktober—hari yang sama ketika Presiden 
Kennedy menyatakan “karantina” pelayaran ke Kuba menyusul krisis 
misil di negara Karibia tersebut—Gedung Putih mengumumkan 
persetujuan Presiden pada usulan-usulan yang diajukan dalam 
Rancangan Aksi, terutama yang mengatur pemberian bantuan 
atas dasar kebutuhan mendesak. Namun demikian, Presiden tidak 
setuju dengan rekomendasi tentang penyediaan suku cadang dan 




Presiden Kennedy menindaklanjuti pengumuman Gedung 
Putih ini dengan jalan secara pribadi menulis surat kepada 
Presiden  Sukarno yang tujuannya adalah memperkuat ikatan 
Washington dengan Jakarta. Presiden Amerika itu juga menyatakan 
penghargaannya karena Indonesia tetap bersikap netral selama 
berlangsungnya krisis misil Kuba. Dia lebih jauh meyakinkan  Bung 
Karno bahwa pemerintahannya akan terus memberikan dukungan 
logistik bagi  UNTEA yang saat itu menjalankan tugas pengelolaan 
pemerintahan di  Irian Barat.121 Tidak lama setelah menulis surat itu 
Presiden Kennedy menerima rekomendasi Rancangan Aksi untuk 
mengucurkan kembali pinjaman senilai $17 juta kepada Indonesia. 
Dia juga menyetujui rekomendasi lain untuk memberikan kepada 
Indonesia suku cadang dan bahan mentah yang sebelumnya dia 
tahan.112 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Barat [baca: A.S.] lebih suka ribut soal bagaimana menyelamat-
kan leher  Sukarno daripada membantu  Malaysia.
 Sir David Ormsby Gore1
KETIKA masalah  Irian Barat menyurut dan tidak lagi menjadi topik 
utama dalam hubungan A.S.-Indonesia, pemerintahan Kennedy 
berusaha membantu Indonesia menjadi sebuah negara yang secara 
politis dan ekonomis stabil, yang dalam persaingan Perang Dingin 
bersikap netral tetapi agak condong kepada A.S. dan sekutu-
sekutunya. Untuk mencapainya, pemerintahan Kennedy berencana 
membantu Indonesia dengan serangkaian program stabilisasi 
ekonomi. Bagi para pejabat dalam pemerintahan Kennedy, sebagai 
negara yang waktu itu terbesar kelima di dunia (kini keempat) 
dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia kaya akan 
berbagai kemungkinan.2 Mereka yakin bahwa bila A.S. berhasil 
menstabilkan ekonomi Indonesia dan mengarahkan kehidupan 
politiknya menurut jalan yang “benar”, Indonesia dapat menjadi 
salah satu negara yang memainkan peranan besar baik di antara 
sesama bangsa Asia Tenggara maupun di antara bangsa-bangsa Asia 
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dan Afrika yang tergabung dalam kelompok non-blok. Sebaliknya, 
kegagalan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia akan 
dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia pada  Uni  Soviet 
atau Cina, atau keduanya. Mengingat bahwa sekarang Vietnam 
sedang terus berkembang menjadi ajang konfl ik besar-besaran 
antara unsur-unsur komunis dan anti-komunis di daratan Asia 
Tenggara, pemerintahan Kennedy tidak ingin Indonesia menjadi 
ajang konfl ik militer lain di sebelah selatan kawasan tersebut.
Indonesia dan Rencana Federasi  Malaysia
Itulah sebabnya diperlukan suatu program stabilisasi ekonomi 
yang baik bagi Indonesia, dengan maksud untuk menghindarkan 
kemungkinan Indonesia menjadi ajang konfl ik macam itu, sekaligus 
agar pemerintahan Kennedy bisa memusatkan perhatiannya pada 
masalah-masalah di berbagai belahan dunia lain yang saat itu 
membutuhkan perhatian dan campur tangan Amerika, seperti 
misalnya  Eropa Barat dan Kuba.3 Kesediaan Presiden Kennedy 
untuk menyetujui bantuan yang telah direkomendasikan kepada 
Indonesia berikut Rancangan Aksi (Plan of Action) untuk membantu 
Indonesia menjadi dasar yang kuat bagi program stabilisasi tersebut. 
Melalui Rancangan Aksi itu pula Amerika memberikan kepada 
Indonesia berbagai bantuan untuk mengatasi keadaan darurat, 
bantuan makanan, suku cadang, bahan mentah, serta bantuan 
teknis dan militer.
Namun demikian, sebelum program tersebut sempat benar-
benar diimplementasikan, Indonesia mulai terlibat dalam sebuah 
perselisihan internasional besar yang lain. Perselisihan ini telah 
menimbulkan pengaruh buruk bagi relasi A.S.-Indonesia, relasi 
antara A.S. dan sekutu-sekutunya di kawasan Asia Pasifik—
 Australia,  Inggris, dan Selandia Baru—dan sekaligus mempengaruhi 
sikap A.S. terhadap  Uni  Soviet dan Cina, yang adalah dua pesaing 
utamanya di kawasan tersebut. Perselisihan yang meletus pada 
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Desember 1962 itu melibatkan Indonesia,  Inggris, dan  Malaka 
sebagai akibat dari adanya rencana untuk membentuk sebuah 
federasi  Malaysia.
Meskipun perselisihan tersebut baru pecah pada akhir 1962, 
sebenarnya rencana untuk membentuk Federasi  Malaysia telah 
dimulai beberapa waktu sebelumnya. Sejak awal 1960,  Malaka—
sebuah bekas koloni  Inggris di Semenanjung  Malaka yang sudah 
 merdeka pada tahun 1957—ingin memasukkan Singapura, 
sebuah kota-pulau di dekatnya yang adalah juga sesama bekas 
koloni  Inggris.4 Sementara  Malaka membutuhkan Singapura 
sebagai pelabuhan yang strategis bagi produk-produknya, 
Singapura memerlukan berbagai produk dan sumber daya alam 
 Malaka.  Malaka tertarik pada rencana penggabungan itu, tetapi 
sekaligus khawatir bahwa menggabungkan Singapura dengan 
 Malaka dapat membahayakan keseimbangan etnis dalam negara 
baru hasil penggabungan tersebut. Memasukkan Singapura yang 
penduduknya sebagian terbesar adalah keturunan Cina dapat 
menjadikan etnis tersebut dominan di negara yang baru itu.
Guna mengatasi kekhawatiran macam itu Kantor Urusan 
Kolonial  Inggris lantas  mengusulkan bahwa yang digabung bukan 
hanya Singapura dan  Malaka tetapi juga tiga wilayah kolonial 
lain mereka yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan, 
yang kebetulan  Inggris juga ingin melepaskannya sebagai tanah 
jajahan. Ketiga wilayah yang dimaksud adalah  Sarawak,  Sabah 
(juga dikenal sebagai “ Kalimantan Utara”) dan  Brunei. Karena 
penduduk ketiga wilayah tersebut sebagian besar bukan keturunan 
Cina—walaupun di situ terdapat pula warga Cina dalam jumlah 
yang cukup besar— Malaka tidak perlu khawatir bahwa etnis Cina 
akan mendominasi negeri baru yang akan dibentuk. Memasukkan 
ketiga wilayah tersebut akan menghasilkan sebuah negara baru 
dengan jumlah penduduk keseluruhan 10,5 juta jiwa, yang terdiri 
dari 48 persen orang Melayu, 36 persen keturunan Cina, 9 persen 
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keturunan India dan Pakistan, dan 7 persen warga asli. Lebih jauh 
 Inggris mengusulkan supaya penggabungan lima wilayah bekas 
koloninya di Asia Tenggara itu menjadi sebuah federasi yang 
dinamakan “Federasi  Malaysia”.5 Mereka berharap bahwa dengan 
memasukkan Singapura ke dalam Federasi  Malaysia akan dicegahlah 
kota-pulau itu dari kemungkinan eksploitasi Cina Komunis melalui 
penduduknya yang mayoritas keturunan Cina.6
Baik  Malaka maupun Singapura menyambut baik usulan 
 Inggris itu. Pemerintah  Inggris kemudian membentuk Komisi 
Cobbold, disebut demikian sesuai dengan nama ketuanya, dengan 
tugas pokok mencari tahu apakah masyarakat yang tinggal di 
 Kalimantan Utara juga menerima usulan tersebut. Dari tanggal 
19 Februari sampai 17 April 1962, komisi itu mengadakan 
dengar pendapat dengan mereka, menanyakan apakah mereka 
mau bergabung dengan  Malaka dan Singapura atau tidak. Dengar 
pendapat tersebut menegaskan bahwa dua pertiga masyarakat 
yang diwawancari menyetujui penggabungan.7 Dengan semakin 
luasnya dukungan yang diberikan pada rencana pembentukan 
federasi itu, pada tanggal 27 Mei 1961 Perdana Menteri  Malaka 
Tunku  Abdul Rahman , juga dikenal sebagai Tunku, secara publik 
mengumumkan penggabungan  Malaka dengan Singapura dan 
tiga koloni Kerajaan  Inggris di  Kalimantan Utara, yang kemudian 
disebut sebagai Federasi  Malaysia.8 Dia juga mengumumkan bahwa 
pemerintah  Inggris dan  Malaka telah sepakat mengenai tanggal 
pendirian  Malaysia, yaitu 31 Agustus 1963.
Pada awalnya Indonesia tidak berkeberatan dengan rencana 
federasi tersebut meskipun koloni-koloni Kerajaan  Inggris itu 
banyak yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di 
Pulau Kalimantan.9 Meskipun disadari bahwa sebagian besar warga 
 Kalimantan Utara secara etnis masih terkait dengan masyarakat 
yang tinggal di bagian pulau tersebut yang masuk wilayah Indonesia, 
pemerintah Indonesia tidak terdorong untuk menentang rencana 
295
 Amerika Serikat dan  Konfrontasi  Malaysia
tersebut. Ketika Lord Selkirk, Komisioner Jenderal  Inggris 
untuk Asia Tenggara, berkunjung ke Jakarta pada Agustus 1961 
untuk memberitahu pemerintah Indonesia mengenai rencana 
federasi tersebut, misalnya, pemerintah Indonesia menyatakan 
persetujuannya.10 Dalam surat kepada New York Times tertanggal 17 
November 1961, Menteri Luar Negeri  Subandrio menyampaikan 
dukungannya bagi  Malaysia. Setelah menyangkal tuduhan bahwa 
Indonesia memendam ambisi ekspansionis dengan kebijakan Irian 
Baratnya,  Subandrio menulis:
Sebagai salah satu contoh dari ketulusan hati kami dan tiadanya niat 
kami untuk bersikap ekspansionis, kami membiarkan seperempat 
Pulau Kalimantan (Borneo), yang terdiri dari tiga Koloni Kerajaan 
 Inggris, menjadi sasaran Pemerintah  Malaka untuk dilebur. Tentu 
saja, masyarakat yang tinggal di koloni-koloni itu secara etnis dan 
geografi s sebenarnya sangat dekat dengan rakyat yang berdiam di 
wilayah Indonesia. Namun begitu, kami tidak berkeberatan sama 
sekali dengan kebijakan peleburan  Malaka ini. Sebaliknya, kami 
mengharap yang terbaik bagi Pemerintah  Malaka sekiranya nanti 
berhasil dengan rencana ini.11
Satu minggu kemudian, dalam sebuah pidato di hadapan 
Majelis Umum  PBB tentang sikap Indonesia terkait perselisihan 
 Irian Barat pada tanggal 20 November,  Subandrio memberikan 
pernyataan serupa. Katanya: “Ketika  Malaka memberitahukan 
kepada kami niat mereka untuk melebur dengan tiga Koloni 
Kerajaan  Inggris, yakni  Sarawak,  Brunei, dan  Kalimantan Utara 
 Inggris [ Sabah], kami katakan kepada mereka bahwa kami tidak 
memiliki keberatan dan kami harap semoga mereka berhasil ...” 
Lebih jauh dia mengatakan bahwa Indonesia tidak menentang 
rencana peleburan tersebut bila rencana itu memang didasarkan 
pada kehendak masyarakat yang bersangkutan.12
Namun demikian, pada awal Desember 1962, Indonesia 
mengubah sikapnya atas masalah ini, dari mendukung peleburan 
menjadi menentangnya. Perubahan yang tiba-tiba ini dipicu 
oleh sebuah pemberontakan di salah salah satu koloni  Inggris di 
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Kalimantan, yakni  Brunei, yang walaupun sangat kecil namun kaya 
akan minyak bumi.  Gerakan pemberontakan tersebut dipimpin 
oleh Syekh A.M. Azahari, Presiden Partai Rakyat  Brunei, yang 
menentang rencana federasi dan menyatakan pendirian Negara 
Kesatuan  Kalimantan Utara. Meskipun  Inggris dapat dengan 
mudah memadamkannya, bagi Indonesia pemberontakan yang 
pecah pada tanggal 8 Desember 1962 tersebut menunjukkan bahwa 
tidak semua masyarakat di bekas koloni  Inggris menerima usulan 
peleburan mereka ke dalam Federasi  Malaysia yang didukung oleh 
 Inggris. Lebih jauh, bagi Indonesia pemberontakan tersebut lebih 
dari sekadar suatu penolakan terhadap rencana pembentukan 
federasi. Pemberontakan itu merupakan bagian dari upaya 
menentang rekayasa kolonial.13 Bagi Indonesia masalah  Brunei 
adalah masalah penentuan nasib sendiri—seperti yang belum 
lama berselang diperjuangkan Indonesia sendiri dengan sekuat 
daya untuk melawan kolonialisme. Ketika bicara mengenai hal ini 
dalam otobiografi nya  Bung Karno mengakui bahwa dia menerima 
pembentukan  Malaysia ketika gagasan tersebut pertama kali 
diperkenalkan pada tahun 1961. Tetapi, revolusi anti- Malaysia di 
 Brunei yang terjadi pada 1962 tidak memberinya pilihan lain selain 
membantu  Brunei sebab dia percaya bahwa setiap rakyat berhak 
menentukan nasibnya sendiri.  Bung Karno lebih jauh mengklaim 
bahwa dia berkewajiban membantu pemberontakan tersebut sebab 
banyak masyarakat  Brunei yang telah membantu Indonesia selama 
masa  perjuangan kemerdekaan, termasuk Azahari, yang pernah 
menjadi seorang Kapten dalam  Angkatan Darat Indonesia.14
Pada tanggal 11 Desember 1962 Tunku  Abdul Rahman secara 
terbuka mengutuk Indonesia dan menuduh bahwa Indonesia 
telah melatih kaum pemberontak untuk menentang pembentukan 
 Malaysia. Menanggapi tuduhan tersebut,  Subandrio menyatakan 
bahwa bila Tunku terus bersikap bermusuhan terhadap Indonesia, 
“tidak ada alternatif lain bagi Indonesia kecuali menerima tantangan 
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Tunku.” Presiden  Sukarno menguatkan pernyataan  Subandrio itu 
dengan mengumumkan pada tanggal 15 Desember 1962 bahwa 
“rakyat Indonesia bersimpati pada rakyat  Kalimantan Utara.” 
Sebagai balasan, Tunku menyebut Azahari “pengkhianat”, dan 
menuduh bahwa penentangan Indonesia terhadap  Malaysia 
didalangi  PKI.15
Selain mendukung pemberontakan Azahari, terdapat 
beberapa alasan lain yang mendorong Indonesia menentang 
pembentukan  Malaysia.  Bung Karno makin lama makin yakin 
bahwa pembentukan federasi tersebut adalah rancangan yang 
dibuat oleh negara-negara kolonial untuk “mengepung” Indonesia 
yang notabene belum lama bebas dari penjajahan. Ketakutannya 
tersebut sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Federasi  Malaysia 
yang dirancang itu berbatasan langsung dengan Indonesia dan, 
sebagai salah satu anggota Persemakmuran  Inggris,  Malaysia akan 
menerima dukungan dan perlindungan dari anggota-anggota 
Persemakmuran lain di kawasan Asia-Pasifi k,  Australia dan Selandia 
Baru.  Australia sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk 
“memberikan bantuan militer guna mempertahankan  Malaysia 
bila ada invasi bersenjata atau aktivitas subversif yang didalangi 
atau didukung oleh pihak-pihak di luar  Malaysia.”16  Australia 
dan Selandia Baru sudah menandatangani suatu pakta militer 
dengan Amerika dalam bentuk Perjanjian  ANZUS ( Australia, 
 New Zealand, United States). Di bawah pakta ini, setiap serangan 
terhadap pasukan  Australia di  Malaysia secara teoritis dapat 
membuat Amerika terlibat untuk membantu mereka.17 Itulah 
sebabnya  Bung Karno menafsirkan pakta ini, bersama dengan 
niat  Inggris untuk mempertahankan basis militernya di  Malaysia, 
sebagai sebuah persengkongkolan negara-negara kolonial untuk 
menguasai negerinya, yang belum genap dua dasawarsa terbebas 
dari kungkungan kolonialisme. Dalam pandangan  Bung Karno, 
 Malaysia tidak akan menjadi sebuah negara yang benar-benar 
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 merdeka, tetapi semata-mata akan merupakan dalih bagi  Inggris 
dan bangsa-bangsa Barat lain untuk meneruskan dominasi mereka 
atas kawasan Asia Tenggara. Secara khusus,  Bung Karno memberi 
perhatian pada salah satu artikel dalam perjanjian pembentukan 
federasi itu yang menetapkan bahwa  Malaysia akan “memberi hak 
kepada Kerajaan  Inggris Raya untuk tetap mempertahankan basis 
militer mereka dan memberi ijin pada pemerintah  Inggris untuk 
memanfaatkan basis-basis tersebut sekiranya hal itu dipandang 
perlu ... untuk memelihara perdamaian di Asia Tenggara.”18
Presiden  Sukarno ingat betul bagaimana kekuatan-kekuatan 
Barat (terutama  Inggris dan  Amerika Serikat) telah menggunakan 
 Malaka, Singapura, dan koloni-koloni  Inggris di  Kalimantan 
Utara sebagai basis untuk operasi pengeboman mereka selama 
berkobarnya pemberontakan  PRRI/ Permesta pada tahun 1957-
1958. Kaum pemberontak tersebut telah memanfaatkan wilayah-
wilayah itu untuk menyelundupkan dana bagi pemberontakan 
mereka. Ketika masalah  Malaysia muncul,  Bung Karno juga 
khawatir oleh kenyataan bahwa banyak bekas pemberontak masih 
bersembunyi di wilayah-wilayah tersebut.19 Direktur Biro Intelijen 
dan Penelitian Departemen Luar Negeri A.S. Roger Hilsmanpun 
mengakui hal itu ketika menyatakan:
Di Indonesia, ada ketakutan yang sangat kuat bahwa  Malaysia yang 
akan dibentuk itu sesungguhnya hanyalah kedok bagi  Inggris dan 
Barat untuk melanjutkan keberadaan mereka dan alat kekuasaan 
Barat di kawasan itu. Perlu diingat,  Sukarno dan rakyat Indonesia 
punya bukti yang tak terbantahkan bahwa pada tahun 1958 para 
pemberontak menerima drop-dropan perlengkapan perang mereka 
dari pesawat-pesawat yang berbasis di  Malaysia dan  Filipina, dan 
bahwa  CIA berada di balik pemberian dukungan itu.20 
Itulah sebabnya  Bung Karno melihat pembentukan 
 Malaysia bukan sebagai sebuah upaya  Inggris untuk melakukan 
dekolonialisasi, tetapi justru untuk rekolonisasi wilayah-wilayahnya. 
Bungkusnya mungkin baru, tetapi isinya lama.  Bung Karno juga 
percaya bahwa  Inggris akan secara resmi menyatakan kebijakan 
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dekolonisasinya itu, tetapi dalam kenyataannya akan tetap 
mempertahankan kendali militer dan ekonominya atas wilayah-
wilayah bekas jajahannya. Dalam pandangannya, Federasi  Malaysia 
yang disponsori  Inggris tersebut hanyalah suatu bentuk neo-
kolonialisme.  Bung Karno bahkan menganggap  Malaka sebagai 
negara yang tidak sepenuhnya  merdeka, terutama mengingat 
bahwa rakyatnya tidak pernah melakukan revolusi untuk merebut 
kemerdekaan mereka dari  Inggris pada tahun 1957. Alasan lain 
yang mendorong  Bung Karno untuk menentang pembentukan 
 Malaysia kiranya adalah keinginannya agar Indonesia memainkan 
peran yang lebih besar di dalam masalah-masalah Asia Tenggara. 
Di dalam bukunya, To Move a Nation, Hilsman menyatakan 
bahwa sikap Indonesia menentang  Malaysia tersebut adalah bagian 
dari ungkapan “nasionalisme baru” Indonesia, di mana Jakarta 
ingin “kelihatan” dalam masalah-masalah internasional, terutama 
yang terkait dengan bekas negara-negara kolonial.21 Lebih dari 
itu, tampaknya  Bung Karno merasa tersinggung bahwa  Inggris 
tidak pernah secara resmi meminta pendapat Indonesia mengenai 
rencana pembentukan federasi itu.
Sikap  Bung Karno untuk menentang pembentukan Federasi 
 Malaysia mendapat dukungan yang besar dari rakyat Indonesia. 
Banyak yang sependapat bahwa pembentukan  Malaysia 
merupakan suatu taktik saja untuk mengokohkan kembali 
kolonialisme di kawasan Asia Tenggara, yang pada gilirannya 
akan dapat membahayakan kedaulatan Indonesia. Dengan sangat 
antusias, masyarakat mendukung upaya Presiden  Sukarno untuk 
menggagalkan rencana itu. Salah satu dukungan yang paling kuat 
datang dari  PKI. Bahkan sejak Desember 1961 partai komunis 
itu telah mengecam rencana tersebut sebagai sebuah usaha kaum 
neo-kolonialis untuk menghalangi rakyat bekas koloni  Inggris 
memperoleh “kemerdekaan nasional dan kebebasan sejati dari 
imperialisme.”22  Angkatan Darat Indonesia pun mendukung sikap 
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 Bung Karno dalam menentang pembentukan  Malaysia, meski 
untuk alasan yang berbeda. AD takut bahwa dengan adanya banyak 
warga keturunan Cina di dalam federasi itu,  Malaysia akan dapat 
menjadi batu loncatan bagi penetrasi Cina Komunis ke Indonesia 
melalui perbatasan Indonesia- Malaysia.23
 Bung Karno juga mendapat dukungan dari  Filipina. Presiden 
 Filipina Diosdado Macapagal tidak setuju dengan pembentukan 
Federasi  Malaysia. Dia mengklaim  Sabah sebagai bagian dari 
wilayah negaranya atas dasar hubungan antara  Filipina dan Sultan 
 Sabah pada masa pra-kolonial.  Filipina juga takut bahwa federasi 
baru itu akan menjadi suatu basis bagi penetrasi komunis warga 
Cina  Malaysia dan unsur-unsur Komunis Indonesia. Namun 
demikian,  Filipina ingin bertindak bersama Indonesia—yang 
oleh banyak kalangan di negara itu dipandang sebagai calon 
negara kuat di Asia Tenggara pada masa yang akan datang—dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan kolonial Barat.  Filipina menjalin 
hubungan yang erat dengan pemimpin pemberontak  Kalimantan 
Utara, Azahari, dan membantunya selama pemberontakan tahun 
1962 melawan  Inggris.24 Banyak warga Singapura, khususnya 
anggota Partai Barisan Sosialis yang pro-komunis, juga menentang 
Federasi  Malaysia. Menurut sebuah laporan intelijen A.S., partai 
itu menentang rencana federai dan bermaksud menggagalkannya 
dengan memanfaatkan situasi genting dalam pemerintahan 
Singapura.25
Pada tanggal 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri  Subandrio 
mengumumkan sikap resmi pemerintah Indonesia, yaitu 
“konfrontasi” terhadap Federasi  Malaysia yang hendak dibentuk. 
Kata Sang Menlu:
Presiden telah memutuskan bahwa mulai saat ini kita akan menjalankan 
suatu politik konfrontasi terhadap  Malaka. Hal ini tidak berarti bahwa 
kita akan berperang. Tidak harus demikian ... Saya pun merasa bahwa 
memang sudah seharusnya kita melancarkan politik konfrontasi. Yang 
perlu disesalkan adalah bahwa politik konfrontasi macam ini harus 
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dilancarkan terhadap sebuah negeri Asia, negeri tetangga kita sendiri. 
Selama ini kita selalu menjalankan politik konfrontasi, tetapi untuk 
melawan kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya. 
Sungguh disayangkan bahwa  Malaka pun telah membiarkan dirinya 
menjadi alat kolonialisme dan imperialisme. Itulah sebabnya kita 
terpaksa melancarkan politik konfrontasi.26
Dengan menekankan bahwa kebijakan konfron tasi 
tidak serta-merta berarti “berperang”,  Subandrio tampaknya 
hendak mengisyaratkan bahwa Indonesia ingin menyelesaikan 
perselisihannya dengan  Malaysia secara damai, yaitu melalui proses 
demokrasi. Namun demikian, secara garis besar pernyataan yang 
ia sampaikan menyiratkan bahwa bila  diplomasi gagal Indonesia 
siap untuk menggunakan cara “ perjuangan” atau angkat senjata 
seperti yang dilakukan dalam revolusi kemerdekaan dan saat 
hendak merebut kembali  Irian Barat. Untuk menunjukkan 
kebulatan tekad Indonesia, pada 13 Februari 1963 Presiden 
 Sukarno mengumumkan: “Saya nyatakan secara resmi sekarang 
bahwa Indonesia menentang  Malaysia.” Guna memastikan 
bahwa masyarakat internasional memahami pernyataannya, 
Presiden Indonesia itu mengatakan dalam bahasa  Inggris bahwa 
penentangannya terhadap  Malaysia adalah “a matter of principle” 
[soal prinsip]. Masih dalam bahasa  Inggris, dia menambahkan: 
“We are being encircled. We do not want to have neo-colonialism in 
our vicinity. We consider  Malaysia an encirclement of the Indonesian 
Republic.  Malaysia is the product of… neo-colonialism.” [“Kami 
sedang dikepung. Kami tidak menginginkan neo-kolonialisme 
di lingkungan kami. Kami menganggap  Malaysia hendak 
mengepung Republik Indonesia.  Malaysia adalah produk ... neo-
kolonialisme.”]27 Pada hari yang sama,  Subandrio memperingatkan 
bahwa “bila upaya pembentukan  Malaysia tetap dilanjutkan 
sama seperti sekarang, benturan fi sik akan tak terhindarkan ...”28 
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Indonesia Jenderal A.H.  Nasution 
menyatakan bahwa  Malaysia adalah sebuah ancaman militer 
bagi Indonesia. Menurutnya Federasi  Malaysia akan menjadi 
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“basis dari negara-negara yang dulunya menguasai Asia Tenggara 
untuk kembali mendominasi.” Sembari merujuk pada dukungan 
diberikan oleh Indonesia kepada kaum pemberontak  Kalimantan 
Utara, dia mengatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai niat 
untuk mencaplok wilayah-wilayah tersebut, tetapi pada saat yang 
sama akan membantu setiap gerakan yang memperjuangkan 
kemerdekaan dan menentang kolonialisme.29
Terlepas dari retorika anti- Malaysia yang tajam dari  Bung 
Karno dan pemerintah Indonesia, sebenarnya Indonesia bukanlah 
provokator utama, apalagi satu-satunya, dalam permusuhan 
antara  Inggris dan  Malaka di satu pihak dan Indonesia- Filipina di 
pihak lain. Sebuah kajian terakhir oleh Greg Poulgrain mengenai 
asal-usul politik  Konfrontasi menemukan bahwa Inggrislah yang 
merupakan pemicu utama politik tersebut. Poulgrain menantang 
gagasan yang lazim dipegang oleh para pengkaji politik  Konfrontasi, 
seperti J.A.C. Mackie, yang mengatakan bahwa pihak yang patut 
dipersalahkan di balik kebijakan ini ialah Indonesia, khususnya 
Presiden  Sukarno. Berdasarkan pengakuan seorang mantan kepala 
Pasukan Khusus  Inggris di  Sarawak dan dari risetnya terhadap 
berbagai dokumen yang relevan yang tersimpan di Public Records 
Offi ce (Kantor Arsip Publik) di London, Poulgrain menemukan 
bahwa kebijakan yang dianut oleh pemerintah  Inggris terkait 
masalah  Malaysia adalah mempertahankan seluas mungkin akses 
ke dalam sumber-sumber daya ekonomi koloninya di  Kalimantan 
Utara menyusul dibubarkannya Dinas Kolonial  Inggris. Menurut 
Poulgrain kebijakan semacam itu mensyaratkan “dihilangkan”-
nya  Bung Karno, sebab di mata  Inggris  Bung Karno adalah 
seorang pemimpin berhaluan kiri yang punya potensi besar untuk 
membahayakan akses  Inggris ke wilayah-wilayah tersebut. Itulah 
sebabnya intelijen militer  Inggris (Cabang Khusus, M15-M16), 
berusaha menciptakan suatu situasi yang dapat mendorong 
munculnya pemberontakan di wilayah tersebut—misalnya dengan 
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menghambat saluran-saluran demokrasi di  Brunei—dengan 
harapan bahwa hal ini akan memprovokasi  Bung Karno dengan 
sentimen anti-kolonialnya yang kental untuk menentang  Malaysia. 
 Inggris lebih jauh berharap bahwa keterlibatan  Bung Karno itu 
akan membuat pemerintahnya limbung dan dengan demikian 
kejatuhannya dari kekuasaan pun akan tinggal menunggu waktu 
saja.30 Demikianlah, kebijakan luar negeri  Inggris saat itu diarahkan 
untuk menjatuhkan  Bung Karno, seorang nasionalis yang kekiri-
kirian, beserta pemerintahannya.
Pemerintahan Kennedy dan Masalah  Malaysia
Sebelum pemicu yang sesungguhnya dari politik  Konfrontasi 
berhasil terkuak, menjadi jelas bahwa persoalan  Malaysia ini 
telah menyuguhkan sebuah dilema besar bagi pemerintahan 
Kennedy. Pada satu sisi, menyangkut soal dekolonisasi para pejabat 
pemerintahan Kennedy sangat ingin mendukung  Inggris, sekutu 
utama A.S. dalam kelompok Blok Barat. Pada sisi lain, dukungan 
semacam itu akan dapat membahayakan hubungan A.S. dengan 
Indonesia, sebuah negara yang, karena pertimbangan-pertimbangan 
Perang Dingin, mesti diajak kerjasama oleh A.S. Sebenarnya 
Washington tidak banyak berperan dalam pembentukan  Malaysia. 
Meskipun demikian para pejabat A.S tidak dapat bersikap masa 
bodoh terhadap masalah itu, terutama ketika  Inggris meminta 
dukungannya. Apalagi mengingat bahwa ketika masalah  Malaysia 
ini muncul,  A.S. sedang membutuhkan dukungan  Inggris untuk 
memperkuat  NATO dan untuk menghadapi ancaman  Soviet di 
 Eropa Barat. Dengan demikian dukungan Amerika untuk rencana 
pembentukan  Malaysia yang digagas  Inggris itu sesungguhnya 
dimaksudkan untuk mengembalikan dukungan London pada 
persekutuan Barat di  Eropa.
Lebih jauh, pemerintahan Kennedy merasa bahwa kehadiran 
militer  Inggris di Asia Tenggara tetap diperlukan untuk meng-
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hambat laju penyebaran pengaruh komunis, terutama dari Cina. 
Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh  Averell 
Harriman, misalnya, mengingatkan  Michael V. Forrestal dari 
Staf Dewan Keamanan Nasional A.S. ketika Forrestal tengah 
mengadakan kunjungan ke Asia bahwa ancaman sesungguhnya 
atas Asia Tenggara berasal dari Beijing, dan Amerika “memiliki 
komitmen penuh untuk mencegah ekspansionisme komunis 
Cina [di sana].”31 Sebuah Federasi  Malaysia yang pro-Barat akan 
dapat menjadi negara penahan yang penting dalam menghadang 
pengaruh Cina yang terus meluas. Sementara itu kehadiran  Inggris 
di wilayah bekas koloninya tersebut akan sama pentingnya dari 
sudut pandang ekonomi. Washington mengerti bahwa  Inggris 
sangat membutuhkan sumber-sumber daya alam yang berlimpah 
yang ada di wilayah tersebut, terutama karet dan minyak bumi. 
Akses ke sumber-sumber daya alam itu penting agar  Inggris 
mampu membangun kembali ekonominya yang porak-poranda 
akibat Perang Dunia Kedua dan lepasnya koloni-koloni yang lain 
ketika perang berakhir. Bila  Inggris tetap memiliki akses ke dalam 
sumber-sumber daya alam di bekas koloninya di Asia Tenggara, 
beban Washington untuk menyediakan bantuan guna membangun 
kembali ekonomi  Inggris tentu akan berkurang.
Demikianlah, segera setelah London meminta dukungan 
A.S. bagi rencana pembentukan Federasi  Malaysia, pemerintahan 
Kennedy serta-merta setuju. Dalam sebuah konferensi pers pada 
tanggal 13 Februari 1963, Menteri Luar Negeri  Dean Rusk secara 
resmi menyatakan dukungan Amerika bagi rencana tersebut. Pada 
kesempatan yang sama, Rusk mengungkapkan kekecewaannya 
atas sikap Indonesia yang menentang rencana pembentukan 
Federasi  Malaysia. Katanya: “Jika mereka yang akan bergabung 
dalam Federasi  Malaysia melakukan hal itu atas dasar kerelaan 
hati, sebagaimana yang mereka lakukan sekarang ini, dan mereka 
melakukannya atas dasar aturan-aturan yang berlaku serta atas 
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kehendak sendiri, tetapi ada pihak luar yang berusaha untuk 
campur tangan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, saya 
kira hal itu akan dapat menimbulkan masalah yang sangat serius.”32 
Dukungan A.S. menjadi semakin jelas dalam konferensi pers yang 
diadakan keesokan harinya, tanggal 14 Februari, ketika Presiden 
Kennedy secara terbuka mendukung rencana  Inggris. Presiden 
Kennedy menegaskan pernyataan Rusk seraya menambahkan: 
“Kami telah menyampaikan dukungan kami bagi Konfederasi 
 Malaysia.” Konfederasi itu, demikian lanjutnya, memang “mendapat 
tekanan dari beberapa pihak,” tetapi dia berharap bahwa  Malaysia 
akan berhasil “sebab ini adalah harapan terbaik demi terciptanya 
keamanan di kawasan yang sangat penting tersebut.”33 Pernyataan 
Kennedy itu  tidak hanya merupakan  dukungan bagi  Inggris dan 
 Malaka atas rencana mereka untuk membentuk federasi, melainkan 
juga mengingatkan pihak-pihak yang menentangnya—terutama 
Indonesia,  Filipina, dan Cina—untuk tidak gegabah dalam sikap 
mereka.
Dukungan Washington bagi pembentukan  Malaysia tentu saja 
membuat Indonesia marah dan akibatnya membuat hubungan 
kedua negara sekali lagi berada dalam situasi yang genting. 
Bahkan sebelum Presiden Kennedy mengumumkan secara resmi 
dukungan Amerika,  Nasution sudah mempertanyakan mengapa 
A.S. berpihak pada  Malaysia. Kepada Duta Besar Amerika  Howard 
P. Jones di Jakarta,  Nasution menyatakan keheranannya bagaimana 
pemerintahan Kennedy “tidak dapat melihat bahwa dengan 
mendukung  Malaysia, A.S. mendukung calon negara komunis Cina 
yang lain di Asia Tenggara.”  Nasution mengingatkan, jika federasi 
itu terbentuk 40 persen penduduknya akan terdiri dari keturunan 
Cina dan akan menguasai 80 persen dari kekayaan federasi tersebut. 
Jika itu terjadi, saudara-saudara mereka dari  Republik Rakyat Cina 
akan tertarik untuk bergabung dan Indonesia akan berada dalam 
bahaya nyata untuk dimasuki oleh Komunis Cina.34
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Masalah  Malaysia ini terus berkembang menjadi masalah politik 
yang besar, sekaligus meningkatkan sentimen anti-Amerika. Tiga 
unsur utama yang bermain dalam politik Indonesia, yaitu Presiden 
 Sukarno,  Angkatan Darat, dan  PKI, sama-sama melancarkan 
kampanye melawan  Malaysia sebagai sebuah persoalan politik yang 
penting. Bagi Presiden  Sukarno, soal anti- Malaysia menjadi penting 
untuk mempertahankan posisi sentralnya di dalam kehidupan 
politik Indonesia. Dengan menyebut kampanye terhadap 
 Malaysia—yang dia tekankan sebagai negara yang pro- Inggris 
dan didukung oleh  Amerika Serikat—sebagai kampanye melawan 
neo-kolonialisme, dia berusaha mengobarkan kembali semangat 
revolusioner yang telah terbukti ampuh dalam mempertahankan 
kemerdekaan dan dalam merebut kembali  Irian Barat dari tangan 
Belanda. Semangat revolusioner rakyat itu pada gilirannya akan 
menjustifi kasi peran sentral  Bung Karno di dalam “revolusi tiada 
henti” di Indonesia. Tidak mengejutkan bahwa pada tanggal 19 
Mei 1963,  Bung Karno diangkat menjadi “Presiden seumur hidup”. 
Selanjutnya kampanye anti- Malaysia tersebut juga membantu 
 Bung Karno untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional, 
khususnya Barat, bahwa Indonesia tak boleh diabaikan dalam 
masalah-masalah internasional, terutama dalam perencanaan dan 
berbagai kebijakan yang memiliki pengaruh atas Asia Tenggara atau 
bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang tergabung dalam gerakan non-
blok pada umumnya.35 Baik  Angkatan Darat Indonesia maupun 
 PKI sangat mendukung kampanye anti- Malaysia  Bung Karno.
Para pemimpin  Angkatan Darat mendukung  Bung Karno, 
sebagian karena mereka berkeyakinan bahwa wilayah yang 
nantinya akan menjadi bagian Federasi  Malaysia adalah suatu 
ancaman keamanan bagi perbatasan utara negeri itu, seperti 
telah ditunjukkan dalam peristiwa pemberontakan daerah tahun 
1957-1958. Mereka juga takut bahwa warga Cina  Malaysia yang 
kekiri-kirian secara pelan-pelan akan mengambil-alih federasi 
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itu, dan dengan demikian menghadirkan ancaman langsung bagi 
Indonesia.36 Pada saat yang sama mereka melihat dalam kampanye 
anti- Malaysia ini kesempatan untuk mempertahankan posisi 
khusus yang dimiliki militer, sekaligus meningkatkan anggaran 
bagi Angkatan Bersenjata.37 Tak lama kemudian banyak pasukan 
militer Indonesia mulai melancarkan serangan ke wilayah  Sarawak, 
meskipun dengan begitu mereka harus berhadapan dengan 
kekuatan militer Persemakmuran  Inggris yang kemampuan personil 
dan persenjataannya jauh lebih besar.38
 PKI juga mendukung kampanye anti- Malaysia  Angkatan 
Darat itu, meskipun sebenarnya partai komunis tersebut dalam 
posisi yang berseberangan dengan kelompok militer.  PKI yakin 
bahwa operasi militer yang dilancarkan  Angkatan Darat di  Malaysia 
akan mengurangi kemampuannya untuk memainkan peran dalam 
politik nasional. Pada saat yang sama, campur tangan militer 
yang besar dalam masalah  Malaysia akan mengganggu hubungan 
Indonesia dengan A.S., yang menurut  PKI ingin membantu 
menstabilkan ekonomi Indonesia dan menarik Indonesia lebih 
dekat dengan Barat.  PKI juga takut bahwa  Malaysia akan menjadi 
sebuah negara anti-komunis yang kuat di Asia Tenggara. Dengan 
dukungan yang besar dari Barat,  Malaysia akan menjadi penghalang 
bagi penyebaran Komunisme di kawasan ini. Itulah sebabnya  PKI 
berusaha menggalang massa untuk mendukung kampanye anti-
 Malaysia  Bung Karno.
Sementara itu pemerintahan Kennedy harus melakukan dua 
hal sekaligus: pada satu sisi harus berusaha mengatasi persoalan 
yang timbul karena kampanye anti- Malaysia yang dilancarkan oleh 
Indonesia; pada sisi lain harus juga memikirkan langkah-langkah 
untuk melawan  Uni  Soviet dan Cina yang cenderung mendukung 
sikap Indonesia. Sebuah laporan dari Estimasi Intelijen Nasional 
Khusus bahkan menyatakan bahwa “unsur-unsur komunis baik dari 
 Soviet maupun dari Cina akan terus mengganggu perkembangan 
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pembentukan negara  Malaysia.”39  Uni  Soviet memang tidak 
memiliki kepentingan ekonomi langsung di kawasan Asia Tenggara, 
tetapi dukungannya terhadap sikap Indonesia dalam melawan 
 Malaysia akan berguna untuk mengganggu upaya pemerintahan 
Kennedy dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan 
Jakarta.40
Cina menentang pembentukan  Malaysia antara lain karena 
meno lak adanya sebuah negara lain di Asia Tenggara yang pro-
Amerika, seperti halnya  Filipina, Thailand, dan Taiwan. Alasan 
lain adalah keterlibatan Amerika yang semakin jauh di Vietnam 
Selatan yang oleh Cina dipandang sebagai bagian dari upaya untuk 
mendirikan sebuah negara pro-A.S. lain di kawasan ini.41 Dengan 
memanfaatkan keturunan Cina perantauan yang berhaluan kiri 
dan bermukim di  Malaka,  Sarawak, dan Singapura, Cina berusaha 
menggagalkan pembentukan  Malaysia.42
Masalah  Malaysia ini terus berkembang menjadi sebuah 
persoalan yang serius bagi pemerintahan Kennedy, sehingga 
mempengaruhi kebijakannya terhadap Indonesia dan Asia Tenggara 
pada umumnya. Di panggung internasional rencana pembentukan 
Federasi  Malaysia telah menciptakan suatu ketegangan Perang 
Dingin yang kompleks antara  Amerika Serikat dan  Inggris 
di satu pihak dan  Uni  Soviet serta Cina di pihak lain, beserta 
para pendukung mereka masing-masing.43 Masalah ini menjadi 
semakin rumit ketika  Australia menuntut berdasarkan Kesepakatan 
 ANZUS supaya A.S. datang membantunya bila pasukan mereka 
yang ditempatkan di  Kalimantan Utara diserang oleh pasukan 
Indonesia. Semua ini berlangsung ketika kehadiran Amerika di 
Vietnam Selatan sedang menghadapi perlawanan yang semakin 
besar dari masyarakat setempat, ditandai oleh pengorbanan diri 
tujuh biarawan Buddha pada tanggal 8 Mei 1963 di kota Hue 
sebagai protes terhadap pemerintahan Presiden Ngo Dienh Diem 
yang didukung oleh Washington.
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Dengan demikian masalah  Malaysia menghadapkan pemerin-
tahan Kennedy pada satu persoalan yang serius dan rumit. Pada satu 
sisi strategi Perang Dingin mengharuskan mereka untuk mendukung 
 Inggris terkait rencana mereka untuk membentuk Federasi  Malaysia. 
Namun pada sisi lain, bila dukungan itu dilaksanakan secara 
gegabah, hal itu akan dapat menjauhkan Indonesia dari Barat dan 
akan semakin mempersulit posisi pemerintahan Kennedy dalam 
berbagai persoalan internasional. Itulah sebabnya pemerintahan 
Kennedy dan para pembuat kebijakan luar negerinya berusaha 
untuk tetap mendukung rencana pembentukan  Malaysia, namun 
pada saat yang sama tetap juga melanjutkan program bantuannya 
kepada Jakarta guna menstabilkan ekonomi Indonesia.
Perdebatan Soal Bantuan untuk Indonesia
Namun demikian, banyak anggota Konggres mulai meragukan 
efektivitas program bantuan internasional yang dijalankan 
pemerintahan Kennedy guna menciptakan stabilitas dan perdamaian 
di negara-negara penerimanya. Dalam rangka meninjau lebih jauh 
keraguan macam itu, Presiden Kennedy menunjuk Lucius D. Clay 
untuk mengepalai sebuah komisi yang tugasnya adalah meninjau 
ulang dampak program bantuan luar negeri A.S. bagi keamanan 
A.S. dan keamanan Free World pada umumnya. Kennedy berharap 
bahwa tinjauan ulang yang dihasilkan oleh Komisi Clay akan 
memperkuat dukungan bagi kelanjutan atau bahkan perluasan 
program itu. Tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya. Laporan komisi 
tersebut, yang dikeluarkan pada bulan Maret 1963, memang 
menegaskan pentingnya program bantuan luar negeri Amerika, 
tetapi juga merekomendasikan supaya program itu dibatasi hanya 
untuk beberapa negara-penerima saja. Dari antara negara-negara 
yang bantuan A.S.-nya disarankan untuk diputus adalah Indonesia. 
Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa bantuan Amerika kepada 
Indonesia sebaiknya ditangguhkan, “kecuali bila [Indonesia] 
310
INDONESIA MELAWAN AMERIKA
mampu menjaga ketertiban dalam negerinya, memberikan perlaku-
an yang baik kepada para kreditor dan pengusaha asing, dan tidak 
lagi melakukan petualangan internasional…”44
Anggota Konggres dari Partai Republik, William S. Broomfi eld 
dari Michigan, segera menyatakan dukungannya bagi usulan 
penangguhan bantuan kepada Indonesia itu. Ia juga menuduh 
bahwa Indonesia telah menyalahgunakan bantuan A.S. untuk 
membeli perlengkapan militer dari  Uni  Soviet dan bahkan menyia-
nyiakan sumber daya alamnya yang kaya. Menurut dia bantuan A.S. 
kepada Indonesia tidak hanya sia-sia, melainkan juga telah gagal 
mengatasi berbagai persoalan yang ada. Ditambahkan, program 
bantuan luar negeri Amerika “bukanlah tujuan akhir pada dirinya 
sendiri. Bantuan itu merupakan ‘kendaraan’ menuju kemajuan. 
Seharusnya kita tidak membiarkan seseorang menggunakan 
‘kendaraan’ itu sampai dia lulus ujian mengemudi.”45 Setelah 
menyuarakan kecamannya terhadap program bantuan kepada 
Indonesia, Broomfi eld mengusulkan amandemen yang melarang 
pemberian bantuan militer kepada Indonesia dan pengurangan 
bantuan ekonomi kepada pemerintah Indonesia “kecuali bila 
Presiden menganggap bahwa bantuan semacam itu penting bagi 
kepentingan nasional  Amerika Serikat.”46 
Sejumlah anggota Konggres lain, seperti Gross (R-Iowa), 
Mathias (R-Maryland), dan Findley (R-Illinois), mendukung 
amandemen yang diusulkan Broomfi eld tersebut. Gross, misalnya, 
menganggap sesuatu yang “sulit dipercaya” bahwa Pemerintah A.S. 
terus memberi uang kepada “ Sukarno, si pemeras itu”.47 Senator 
Wayne Morse dari Oregon juga menyatakan dukungannya bagi 
“amandemen Broomfi eld”, menuntut supaya Indonesia dihapus 
dari daftar negara penerima bantuan A.S. “Saya tegaskan bahwa 
kita mesti menghapuskannya dari program bantuan kita,” katanya. 
Selama  Bung Karno masih berkuasa, menurut dia, A.S. “tidak 
boleh membantu rakyat Indonesia dengan bantuan Amerika. 
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Kita hanya akan memperkuat seorang tiran yang mencengkeram 
mereka.”48 Pada tanggal 25 Juli 1963, Komisi Urusan Luar 
Negeri A.S. menyetujui amandemen Broomfi eld ini, dan dengan 
demikian menetapkan larangan yang keras bagi bantuan A.S. 
untuk Indonesia.
Ulasan-ulasan media massa juga mencerminkan sikap anti-
Indonesia macam itu. Sebuah artikel yang ditulis oleh koresponden 
militer Washington Report Anthony Harrigan, misalnya, melukiskan 
perlawanan Indonesia terhadap  Malaysia sebagai bagian dari suatu 
kebijakan ekspansionis yang didukung  PKI.49 Merujuk kepada 
permusuhan Perang Dingin, Harrigan melaporkan bahwa untuk 
pertama kalinya sejak Perang Dingin, di  Malaysia kekuatan negara-
negara Barat dihadapkan pada kekuatan  gerilya yang dipimpin oleh 
sebuah pemerintahan pro-komunis yang memiliki kemampuan 
militer yang besar.50 Editorial Republican Congressional Newsletter 
menyebut Presiden Indonesia sebagai “la femme fatale di Front 
Baru”, “anak yang sesat”, dan “si mata keranjang dari Dunia Timur”. 
Lebih lanjut, editorial ini menuduh pemerintahan Kennedy telah 
terlibat “dalam perselingkuhan sepihak di mana Amerika muncul 
sebagai pecundang”. Tentang persoalan  Malaysia, editorial yang 
sama memberikan gambaran demikian: “sembari bermain mata 
dengan Moskow dan Peiping [Beijing] di depan mata orang yang 
memberinya bantuan, yakni Presiden Kennedy,  Bung Karno mulai 
mengangkat suaranya menentang  Sarawak dan  Kalimantan Utara.” 
Melanjutkan bantuan A.S. ke Indonesia, demikian simpul editorial 
tersebut, berarti “membantu mendanai sebuah kekuatan Merah 
untuk mengambil-alih Asia Tenggara dan mungkin juga seluruh 
kawasan Pasifi k.”51
Menariknya, meskipun muncul kritik-kritik tajam macam 
itu sebagian besar penasihat tinggi kebijakan luar negeri Presiden 
Kennedy menolak desakan untuk memutus sama sekali bantuan 
kepada Indonesia. Mereka menekankan pentingnya dilanjutkannya 
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bantuan A.S. kepada Indonesia. Menurut mereka program bantuan 
kepada Indonesia memiliki dua tujuan utama. Pertama, membantu 
Indonesia membangun kembali ekonominya, sehingga nantinya 
Indonesia akan dapat menjadi sebuah bangsa yang mandiri dan 
bertanggung jawab. Kedua, bantuan A.S. akan membantu berbagai 
institusi dan unsur anti-komunis di Indonesia dalam mencegah 
pengambilalihan pemerintahan oleh kelompok komunis. Jatuhnya 
Indonesia ke tangan komunis akan menjadi “hadiah terbesar bagi 
mereka [Blok Komunis] setelah [jatuhnya] Cina”.52 Para penasihat 
Presiden Kennedy bertekad untuk mencegah agar hal macam itu 
tidak terjadi.
Departemen Luar Negeri A.S. sendiri masih meragukan 
apakah Indonesia makin berada di bawah kendali  Uni  Soviet 
atau tidak. Presiden  Sukarno, demikian dinyatakan dalam sebuah 
memorandum yang dikeluarkan kementerian tersebut, masih 
berusaha untuk seimbang dalam relasinya dengan kedua kubu 
Perang Dingin sebagai bagian dari upayanya untuk memperoleh 
bantuan asing.53 Alih-alih menerapkan tindakan yang keras 
terhadap Indonesia, memo ini mendesak, suatu “pendekatan yang 
positif ” akan lebih efektif untuk mencegah Indonesia menjalin 
hubungan yang makin mesra dengan Blok  Soviet sekaligus 
untuk mendekatkan Indonesia pada Barat. Tulis memo tersebut: 
“Akan jauh lebih sederhana untuk memandang Indonesia sebagai 
musuh kita, menganggapnya sebagai anggota Blok  Soviet, dan 
menyusun langkah-langkah militer untuk mencegah negara itu 
bertambah kuat dan potensial.” Namun, bila  Amerika Serikat 
bersikeras menempuh kebijakan macam itu, “kita akan membantu 
mempercepat munculnya sebuah hasil akhir yang sebenarnya sangat 
ingin kita hindari.”54 
Senada dengan pendapat Departemen Luar Negeri, Duta 
Besar Jones mendesak pemerintahan Kennedy untuk memberi 
perhatian yang lebih besar pada Presiden  Sukarno. Ia percaya, 
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langkah semacam itu akan menjamin keberlanjutan sikap netral 
 Bung Karno dalam politik internasional dan menjauhkannya dari 
kelompok komunis. Dia menyadari bahwa bantuan  Soviet terus 
dicurahkan kepada Indonesia dan bahwa Rusia telah memanfaatkan 
pemberontakan  Brunei untuk mengadu Indonesia melawan 
Barat sekaligus mengusik upaya Amerika untuk menstabilkan 
perekonomian Indonesia. Namun demikian, menurutnya 
Washington tidak boleh mengasingkan Jakarta. Berdasarkan 
diskusinya dengan “Tim Deplu” A.S. di Jakarta pada 1 Maret 1963, 
dia mengusulkan supaya para pejabat di Washington mencari jalan 
guna mencegah bentrok langsung antara Indonesia dan  Inggris atas 
masalah  Malaysia, sebab hal itu dipastikan akan menyeret A.S. ke 
dalam suatu “konfl ik terbuka” dengan Indonesia. Sebaliknya, ia 
mengusulkan supaya A.S. tetap melanjutkan implementasi program 
stabilisasi ekonominya.55
Anggota Staf NSC Michael Forrestal pun mendukung 
kebijakan yang moderat terhadap Indonesia, mendesak Presiden 
Kennedy untuk memberitahu Presiden  Sukarno bahwa dia ingin 
mengadakan kunjungan ke Indonesia. Forrestal yakin bahwa niat 
Kennedy untuk berkunjung ke negeri itu akan dapat mendekatkan 
 Bung Karno pada  Amerika Serikat. Forrestal mengingatkan Presiden 
A.S. itu bahwa rakyat Indonesia, terutama  Bung Karno, masih getir 
bila mengingat penolakan Presiden Eisenhower untuk berkunjung 
ke Indonesia dalam lawatannya ke Asia Timur pada tahun 1958. 
Penolakan tersebut menurut Forrestal “telah membuat  Amerika 
Serikat sangat kehilangan banyak hal.” Dia juga mengingatkan 
Presiden Kennedy bahwa “Indonesia adalah negara besar dan 
memiliki potensi untuk menjadi negara terkuat di Asia Tenggara.” 
Dalam pandangan Forrestal suatu pernyataan resmi mengenai niat 
Kennedy untuk mengunjungi Indonesia akan dapat membuat 
 Bung Karno memikirkan kembali pentingnya keseimbangan 
politik Indonesia dan Asia Tenggara untuk satu setengah tahun 
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ke depan.56 Dalam kesaksiannya di depan Komisi Urusan Luar 
Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, Kepala Komando 
Militer A.S. di Pasifi k, Laksamana  Harry D. Felt, mendukung 
pendekatan yang hati-hati terhadap Indonesia. “Bila Indonesia 
jatuh ke tangan komunis,” katanya kepada komisi itu, “hal ini akan 
menjadi sebuah bencana besar, bencana bagi Free World.”57 Anggota 
Konggres Donald M. Fraser dari Minnesota, yang mendukung 
dilanjutkannya program bantuan kepada Indonesia, mengatakan 
bahwa “mengikat tangan Presiden [Kennedy] dalam hal bantuan 
untuk Indonesia kiranya merupakan suatu hal yang keliru.”58 Para 
pendukung dilanjutkannya program bantuan kepada Indonesia juga 
memperingatkan bahwa bagaimanapun juga Indonesia bukanlah 
negara komunis; memperlakukannya sebagai negara komunis hanya 
akan mendorong Indonesia makin dekat pada Blok Komunis dan 
akan menjadikannya ancaman bagi kawasan Asia Tenggara.59
Dalam sebuah surat pernyataan sikap tertanggal 25 Juni 1963, 
para penyusun kebijakan pemerintahan Kennedy menyatakan 
bahwa:
Lembaga Eksekutif dengan tegas menolak larangan pemberian 
bantuan militer kepada Indonesia sebagaimana telah diusulkan. 
Baik secara geografi s maupun dari segi pertimbangan kependudukan 
Indonesia menduduki tempat yang sedemikian strategis sehingga 
tetap netralnya negara itu dari dominasi blok-Komunis merupakan 
sebuah prasyarat utama bagi keamanan A.S. Program bantuan militer 
kita [untuk Indonesia], yang selama ini secara khusus disiapkan 
untuk memperkuat unsur militer yang anti-Komunis dalam 
Pemerintahan Indonesia, merupakan senjata ampuh tidak hanya 
untuk mempertahankan netralitas Indonesia, melainkan juga untuk 
membuat negara itu semakin terbuka pada institusi dan praktek politik 
dan ekonomi Barat. ... Sebagaimana disampaikan oleh Laksamana 
Felt, Kepala Komando A.S. di Pasifi k, di hadapan Komite Urusan 
Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat A.S., jika Indonesia jatuh 
ke tangan kaum Komunis, hal itu bisa menjadi sebuah bencana bagi 
Free World.60 
Surat pernyataan tersebut lebih jauh menekankan bahwa, 
untuk tahun fi skal 1964, pemerintahan Kennedy telah mengajukan 
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jumlah bantuan militer yang “kecil” bagi Indonesia, yakni senilai 
$16,5 juta.
Mengomentari dukungan yang diberikan Senator Morse 
kepada amandemen Broomfi eld, Duta Besar Jones mengatakan, 
“Orang-orang seperti Senator Morse, meskipun mungkin 
maksudnya sangat baik, sama sekali tidak mampu melihat adanya 
unsur-unsur anti-komunis yang demikian kuat di Indonesia 
seperti misalnya  Angkatan Darat dan jajaran kepolisian.”61 
Dukungan yang berkelanjutan kepada unsur-unsur itu menurut 
Jones akan memperkuat mereka ketika nantinya mereka harus 
menghadapi sebuah “bentrokan yang tak terhindarkan” dengan 
 PKI.62 Sejalan dengan pendapat Jones, Menteri Luar Negeri 
Rusk—yang kini memiliki pandangan yang moderat terhadap 
Indonesia—merekomendasikan dilanjutkannya program bantuan 
ekonomi kepada Indonesia. Dia mendesak Presiden Kennedy untuk 
melakukan apa pun guna mencegah Indonesia bergantung kepada 
Blok  Soviet. Kegagalan dalam hal ini, menurutnya, akan memiliki 
konsekuensi-konsekuensi yang merugikan.63 Menepis tuduhan 
bahwa Indonesia bermaksud menganeksasi wilayah-wilayah di 
sekitarnya, Menlu A.S. itu menyangkal adanya bukti demikian. 
Sebaliknya, Rusk merekomendasikan supaya A.S. melibatkan diri 
secara positif dan aktif di Indonesia guna menciptakan stabilitas 
ekonomi dan politik, sehingga Indonesia akan mampu memberikan 
sumbangan bagi keamanan kawasan Asia Tenggara.64
Meskipun pada akhirnya Amandemen Broomfi eld itu diterima 
dan disahkan, pemerintahan Kennedy terus melobi Konggres 
supaya tidak memotong bantuan kepada Indonesia sepenuhnya. 
Dalam dengar pendapat di depan Konggres pada tanggal 8 Agustus 
1963,  Roger Hilsman menjelaskan tiga landasan utama kebijakan 
A.S. terhadap Indonesia. Pertama, A.S. semestinya mendukung 
kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia. Pemerintahan 
Kennedy merasa bahwa  Amerika Serikat harus menjalin hubungan 
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yang baik dan memperkuat unsur-unsur anti-komunis tersebut. 
Kedua, dia menekankan pentingnya sumber daya alam Indonesia 
yang berlimpah. Sebagai salah satu negara dengan sumber daya 
alam terkaya, penting bahwa Indonesia dibantu oleh A.S. dalam 
membangun dirinya menjadi sebuah bangsa yang kuat. Faktor 
ketiga terkait dengan lokasi strategis Indonesia. Indonesia berada di 
persimpangan antara Asia Tenggara dan Pasifi k; jatuhnya Indonesia 
ke tangan Komunis akan merupakan kehilangan besar bagi Blok 
Barat. Lebih jauh, Hilsman menceritakan adanya persaingan antara 
kelompok-kelompok komunis dan anti-komunis di Indonesia, 
dan menyebut kelompok kedua itu sebagai “teman kita”. Dia 
memprediksi bahwa pada akhirnya kedua kelompok itu akan 
“berbenturan”. Mengingat keniscayaan benturan tersebut, A.S. 
semestinya terus berusaha menarik  Bung Karno agar mendekat 
ke Barat. “Semakin dekat kita dengannya,” kata Hilsman, “akan 
semakin baiklah posisi teman kita itu dalam perbenturan akhir 
tersebut.”65 Seraya membandingkan bantuan Amerika kepada 
Indonesia dengan keterlibatan A.S. di Vietnam Selatan,  Roger 
Hilsman menyatakan:
Hanya ada satu perbedaan antara apa yang terjadi di Indonesia dengan 
apa yang berlangsung di Vietnam Selatan, yaitu bahwa [di Indonesia] 
kita tidak menggunakan senjata. Kita memakai sarana lain untuk 
bertempur. Namun, peperangannya sendiri sebearnya sama, yakni 
peperangan untuk memperkuat kelompok-kelompok anti-Komunis 
dan memperlemah kelompok-kelompok Komunis. Anda tentunya 
tidak akan merebut senjata dari tangan orang-orang Vietnam yang 
bertempur melawan kelompok Komunis atau menghentikan program 
kita di sana. Oleh karena itu jangan ambil senjata dari tangan kami. 
Kami berjuang di medan tempur yang sama, meskipun tidak memakai 
peluru.66
Di tengah perdebatan yang tajam mengenai dilanjutkan atau 
tidaknya program bantuan A.S. kepada Indonesia, pemerintahan 
Kennedy mendukung kebijakan-kebijakan yang sifatnya moderat. 
Sebagaimana diungkapkan Jones dalam memoarnya, “Meskipun 
amandemen Broomfield telah disahkan menjadi hukum, 
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Pemerintahan Kennedy terus melanjutkan bantuan militer dan 
pelatihan teknisnya hingga batas-batas tertentu ..., walaupun 
dalam jumlah yang lebih kecil.”67 Pendekatan moderat ini sangat 
penting untuk mencapai tujuan utama pemerintahan Kennedy di 
Indonesia yang pada titik ini adalah tetap membantu Indonesia 
menstabilkan ekonominya, dan dengan demikian menjauhkannya 
dari Blok  Soviet dan mendekatkannya pada Blok Barat.68
Pada tanggal 22 Juli 1963 Menteri Luar Negeri Rusk 
mendesak Presiden Kennedy untuk melanjutkan program 
stabilisasi ekonomi Indonesia. Kemudian, pada tanggal 24 Juli 
Dana Moneter Internasional ( IMF) menyetujui pinjaman jaga-
jaga sebesar $50 juta bagi Indonesia. Dua hari setelah itu, pada 
tanggal 26 Juli, Komite Bantuan Pembangunan/Kelompok 
Kerja Indonesia (Development Assistance Committee/ Indonesian 
Working Group) menyetujui pinjaman  IMF kepada Indonesia, dan 
keesokan harinya, tanggal 27 Juli, program stabilisasi ekonomi 
untuk Indonesia siap untuk diimplementasikan secara penuh. 
Meski muncul perlawanan yang kuat dari  PKI, Presiden  Sukarno 
mendukung program stabilisasi tersebut.69 Bagi  Bung Karno, 
program semacam itu penting bagi Deklarasi Ekonomi yang telah 
dicanangkannya pada tanggal 26 Maret. Di dalam deklarasi tersebut 
dia menegaskan niat pemerintahnya untuk membangun kembali 
perekonomian Indonesia dengan pertama-tama menghapuskan 
berbagai unsur “imperialis” dan “feodal” yang melekat padanya. 
Sejauh ini pelaksanaan deklarasi itu sangat lambat. Bantuan dari 
luar sangatlah diperlukan.70
 Roger Hilsman menjelaskan bahwa selama periode ini ada dua 
jenis bantuan bagi Indonesia yang dimaksudkan untuk mencapai 
dua tujuan yang berbeda. Jenis bantuan pertama dimaksudkan 
untuk menstabilkan perekonomian Indonesia, sedang jenis bantuan 
yang lain dimaksudkan untuk membantu berbagai lembaga dan 
unsur di Indonesia yang memiliki potensi untuk menghadang 
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meningkatnya kekuatan dan pengaruh  PKI. Dalam kaitannya 
dengan jenis bantuan yang kedua ini Hilsman mengatakan bahwa 
pemerintahan Kennedy terus melanjutkan bantuannya pada militer 
Indonesia, terutama lewat pelatihan-pelatihan. Pemerintahan 
Kennedy juga membantu Angkatan Bersenjata Indonesia dengan 
program militer masuk desa, guna memberi pelayanan kepada 
masyarakat di pedesaan. Tujuan utama dari program ini adalah 
untuk menarik dukungan rakyat bagi militer, suatu bentuk 
dukungan yang akan dibutuhkan institusi tersebut ketika mereka 
nantinya berbenturan langsung dengan kelompok Komunis.71
Menuju Suatu Penyelesaian Damai?
Sementara program stabilisasi ekonomi dan program bantuan militer 
pemerintahan Kennedy berjalan di Indonesia, tanda-tanda akan 
munculnya penyelesaian yang damai atas persoalan  Malaysia mulai 
terlihat. Pada bulan Mei 1963, Indonesia,  Filipina, dan  Malaka 
setuju untuk bertemu dan mengadakan serangkaian pembicaraan 
mengenai masalah  Malaysia. Indonesia sendiri tampaknya bersedia 
menyelesaikan masalah tersebut dengan cara  diplomasi. Suatu 
putaran pembicaraan antara wakil-wakil dari ketiga negara itu 
segera diadakan di Manila, dan pada tanggal 10 Juni mereka 
mengumumkan dibentuknya “ Maphilindo”—singkatan dari 
 Malaka,  Filipina, dan Indonesia—sebagai sebuah alternatif solusi 
bagi masalah  Malaysia. Sementara pembicaraan tersebut masih 
berlangsung,  Subandrio menunjukkan tanda-tanda lebih jauh 
dari sikap kompromis Indonesia terkait masalah ini kepada Duta 
Besar Jones. Penolakan Indonesia, demikian jelasnya, pertama-tama 
tidak diarahkan kepada  Malaysia perse, tetapi terhadap  Malaka 
dan  Inggris karena dukungan mereka kepada kaum pemberontak 
tahun 1957-1958.72
Pemerintahan Kennedy menyambut baik  Maphilindo dan 
sikap Indonesia yang melunak. Kekhawatiran utama mereka 
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adalah bahwa  Maphilindo akan mengancam kehadiran militer 
A.S. di kawasan itu, terutama di  Filipina, tetapi kemudian mereka 
menyadari bahwa  Maphilindo dapat menjadi suatu pertahanan 
yang efektif terhadap Cina Komunis.73 Para pejabat Departemen 
Luar Negeri menafsirkan kesediaan Indonesia untuk bergabung ke 
dalam  Maphilindo sebagai sinyal bahwa Indonesia telah menganut 
suatu kebijakan luar negeri yang “lebih memilih mendukung 
kepentingan dunia Barat daripada berasyik-masyuk dengan Peking 
dan Moskow”.74 Editorial koran New York Times sebelumnya 
menulis bahwa dengan bergabung pada  Maphilindo Indonesia tidak 
lagi menentang pembentukan  Malaysia. Editorial tersebut melihat 
 Maphilindo sebagai “tanda yang baik” mengenai kemungkinan 
telah terjadinya perkembangan besar di Indonesia dan di Asia 
Tenggara pada umumnya.75 Di Washington Star, William R. Frye 
memuji  Maphilindo sebagai “sebuah prestasi yang mengagumkan” 
yang “dapat memberi dampak luas bagi keseimbangan kekuasaan 
politis dan militer di Asia Tenggara.” Frye percaya,  Maphilindo akan 
memangkas upaya Cina untuk menarik Indonesia bergabung ke 
pihaknya dan akan mendorong Indonesia untuk lebih dekat kepada 
Barat. Lebih jauh ia percaya bahwa pembentukan  Maphilindo akan 
menghapuskan penghambat terbesar dalam hubungan Indonesia 
dengan bangsa-bangsa Barat.76
Pembicaraan Manila segera disusul dengan sebuah pertemuan 
tingkat tinggi yang dihadiri oleh para pemimpin ketiga negara 
peserta. Di dalam pertemuan tingkat tinggi ini, yang berlangsung 
antara tanggal 30 Juli dan 5 Agustus 1963, Presiden  Sukarno, 
Presiden  Filipina Diosdado Macapagal, dan Perdana Menteri  Malaka 
Tun  Abdul Rahman mendukung pendirian  Maphilindo. Secara 
bersama-sama, mereka meminta  PBB untuk menyelenggarakan 
sebuah jajak-pendapat di  Sabah dan  Sarawak guna “memastikan” 
apakah rakyat kedua wilayah tersebut mau bergabung dengan 
Federasi  Malaysia atau tidak.77 Baik Indonesia maupun  Filipina 
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setuju untuk menerima  Malaysia sekiranya jajak-pendapat tersebut 
menunjukkan bahwa rakyat kedua wilayah bekas koloni itu 
mendukungnya.78 Namun demikian, jajak-pendapat tidak akan 
diadakan di  Brunei, sebab pada Juli 1963 wilayah tersebut telah 
memutuskan untuk tidak bergabung dalam federasi.
Senang dengan munculnya tanda-tanda bahwa pertemuan 
tingkat tinggi itu mampu membuat kemajuan untuk menyelesaikan 
persoalan  Malaysia, para pejabat pemerintahan Kennedy mendorong 
 Inggris supaya bersedia, meski agak enggan, untuk bekerja sama 
dan menghormati kesepakatan Manila, dan membiarkan Tunku 
menjalankan langkah-langkah yang dianggapnya perlu.79 Presiden 
Kennedy meminta Perdana Menteri  Inggris  Harold Macmillan 
memperlunak sikapnya mengenai  Malaysia. Dia mendesak 
sejawatnya dari  Inggris itu untuk menunda tanggal pengumuman 
pendirian Federasi  Malaysia supaya “ Sukarno mendapatkan 
penutup rasa malu yang sekarang sedang dibutuhkannya” dan 
untuk menghindarkan tindakan subversif lebih jauh dari pihak 
Indonesia dalam menentang federasi tersebut. “Semua  ini 
memang berada di bawah wewenang Anda,” kata Kennedy kepada 
Macmillan, “tapi saya rasa kami perlu menyampaikan kekhawatiran 
kami secara terus terang kepada Anda.”80
Ternyata  Inggris memiliki pandangan yang berbeda dengan 
A.S. Merasa gusar dan kecewa dengan hasil pertemuan tingkat 
tinggi Manila, para pejabat  Inggris menuduh bahwa  Bung Karno 
memang sedang berniat bulat untuk menghancurkan rencana 
pendirian  Malaysia. Menurut mereka, setiap konsesi kepada 
 Bung Karno demi mendapatkan persetujuannya adalah sebuah 
tindakan menjilat yang mesti dihindari.81 Secara khusus, London 
kecewa dengan persetujuan  Malaka yang membiarkan pihak luar 
mengadakan jajak-pendapat di dalam wilayah kekuasaan  Inggris.82 
Media massa di  Inggris juga menyampaikan reaksi serupa, dengan 
menuduh Tunku terlalu banyak mengalah kepada dua pemimpin 
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yang lain dan menyiratkan bahwa Perdana Menteri  Malaka itu 
seperti “seorang bayi di tengah belantara” yang tidak kuat berdiri 
di hadapan politikus jagoan semacam  Sukarno.83 Sebagai balasan 
terhadap surat Kennedy, Macmillan menolak untuk bekerja sama 
dengan  Bung Karno. Dia mengatakan bahwa Presiden Indonesia 
itu “akan memerlukan sesuatu yang lebih besar untuk dapat 
menutupi rasa malunya.” Perdana Menteri  Inggris tersebut percaya 
bahwa penundaan pendeklarasian Federasi  Malaysia hanya akan 
menimbulkan banyak kesulitan lebih besar.84 
 Roger Hilsman “sangat marah” kepada  Inggris. Asisten 
Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh yang baru ter-
se but menganggap cara  Inggris dalam mendirikan  Malaysia 
bisa menghancurkan upaya-upaya Amerika guna menjalin 
hubungan yang baik dengan Indonesia, dan dengan demikian 
juga membahayakan kepentingan strategis A.S. di kawasan Asia-
Pasifi k. Pembentukan  Malaysia adalah satu hal, demikian katanya, 
tapi “meluncurkannya sedemikian rupa sehingga membuat 
konfrontasi dengan Indonesia tak terhindarkan” adalah hal lain.85 
Dia tidak sependapat dengan  Inggris yang meyakini bahwa  Bung 
Karno berniat menganeksasi wilayah-wilayah di sekitar Indonesia. 
Hilsman lalu mendesak Menteri Luar Negeri Rusk untuk terus 
membujuk  Inggris supaya memperlunak sikap mereka, sembari 
berjanji bahwa pemerintahan Kennedy akan tetap membangun 
hubungan dengan Sekretaris Jenderal  PBB dalam upaya untuk 
mendekati pemerintah  Inggris. Usaha ini berhasil. Berkat tekanan 
Amerika, pemerintah  Inggris, meskipun dengan setengah hati, 
akhirnya mau menerima kesepakatan Manila dan setuju untuk 
membiarkan  PBB mengadakan jajak-pendapat di koloninya di 
 Sabah dan  Sarawak.
Sebagai tanggapan atas permintaan pertemuan tingkat tinggi 
di Manila, Sekretaris Jenderal  PBB  U Thant bersedia memfasilitasi 
jajak-pendapat tersebut dan membentuk Misi Michelmore, seturut 
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nama ketuanya yang berasal dari  Amerika Serikat, untuk mencari 
tahu apakah rakyat kedua wilayah itu benar-benar mau bergabung 
ke dalam Federasi  Malaysia atau tidak.86 Misi itu tiba di Kalimantan 
pada tanggal 15 Agustus 1963, namun perbedaan pendapat 
yang terjadi antara para anggotanya dan perwakilan  Maphilindo 
membuat tertundanya pelaksanaan jajak-pendapat hingga tanggal 
26 Agustus. Dalam jajak-pendapat itu, para anggota misi tersebut 
berbicara dengan pemimpin-pemimpin kelompok agama, etnis, 
dan buruh, para pejabat pemerintahan, para pemimpin politik, 
serta para kepala suku di  Sabah dan  Sarawak, dan meminta 
pendapat mereka tentang federasi yang akan dibentuk. Sementara 
jajak-pendapat tersebut berlangsung, Menlu Indonesia  Subandrio 
menegaskan kepada Jones bahwa penolakan Indonesia terhadap 
 Malaysia bukan pertama-tama diarahkan kepada  Malaka tetapi 
pada  Inggris. Indonesia, demikian kata  Subandrio kepada Duta 
Besar Amerika tersebut, menentang segala bentuk kolonialisme 
dan imperialisme di mana pun ia berada.87
Setelah merampungkan proses jajak-pendapat, misi  PBB 
menemukan bahwa mayoritas rakyat yang diwawancarai memilih 
untuk menggabungkan kedua wilayah mereka dengan  Malaka dan 
Singapura dalam Federasi  Malaysia.  U Thant merencanakan untuk 
mengumumkan hasil jajak-pendapat itu pada tanggal 14 September 
1963. Sehari sebelum pengumuman, pada tanggal 13 September, 
Presiden Kennedy mengatakan kepada Presiden  Sukarno bahwa dia 
telah mengetahui hasil referendum yang mengisyaratkan dukungan 
rakyat bagi pembentukan  Malaysia. Kennedy menegaskan kepada 
 Bung Karno bahwa A.S. akan menerima hasil jajak-pendapat 
tersebut. Lebih jauh, dia mengingatkan Presiden  Sukarno 
bahwa “ Amerika Serikat telah lama memandang pembentukan 
 Malaysia sebagai harapan terbaik bagi keamanan di wilayah Asia 
Tenggara.”88
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Pada tanggal 14 September 1963, seperti direncanakan, 
Sekretaris Jenderal  PBB,  U Thant, mengumumkan hasil jajak-
pendapat itu. Setelah membaca temuan-temuan jajak-pendapat 
tersebut, demikian katanya, ia yakin:
bahwa sebagian besar rakyat  Sabah ( Kalimantan Utara) dan  Sarawak 
telah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan secara 
bijaksana masa depan mereka, berikut segala konsekuensi bila mereka 
bergabung ke dalam Federasi  Malaysia. Saya yakin bahwa mayoritas 
dari mereka telah memutuskan untuk mengakhiri status mereka 
sebagai koloni, dan mewujudkan kemerdekaan mereka melalui sebuah 
asosiasi yang dengan bebas mereka pilih dengan masyarakat lain di 
kawasan itu yang mereka percayai memiliki ikatan etnis, hubungan 
sejarah, bahasa, agama, budaya, eknomi, serta cita-cita dan tujuan 
yang sama dengan yang mereka miliki.89
Pemerintah Indonesia—dan juga pemerintah  Filipina—
menolak hasil jajak-pendapat itu. “Bagaimana seseorang dapat 
membuat jajak-pendapat yang menyeluruh di wilayah seluas itu, 
di mana komunikasi sangat sulit, dalam waktu sesingkat itu?” 
sergah seorang pejabat Indonesia kepada Duta Besar Jones.90 Jakarta 
mengeluhkan bahwa waktu yang digunakan untuk mengadakan 
jajak-pendapat itu terlampau singkat dan bahwa pengamat dari 
Indonesia dan  Filipina hanya bisa mengamati sebagian saja dari 
prosesnya karena adanya  berbagai kesulitan yang diciptakan oleh 
penguasa  Inggris.91 Indonesia mencurigai adanya intrik-intrik 
 Inggris dan sangat tidak suka dengan fakta bahwa pada tanggal 29 
Agustus 1963—ketika mengumumkan bahwa Federasi  Malaysia 
akan didirikan pada tanggal 16 September—Tunku  Abdul Rahman 
menyatakan bahwa federasi baru itu “akan tetap diresmikan 
pada tanggal itu terlepas dari apakah hasil jajak-pendapat yang 
diselenggarakan  PBB menunjukkan bahwa rakyat  Sarawak dan 
 Sabah ingin bergabung ke dalamnya atau tidak.”92 Pernyataan 
Tunku tersebut dilaporkan dalam New York Times dengan judul 
yang jelas-jelas membuat kecewa Indonesia: “ Malaka Promises A 
Federation Regardless of Findings by U.N.” [ Malaka Tetap Bersikukuh 
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Mendirikan Federasi Terlepas dari Temuan Jajak-pendapat  PBB].”93 
Pada tanggal 15 September 1963 kabinet Indonesia bertemu dan 
menyatakan bahwa pembentukan  Malaysia tidak sah dan tidak 
dapat diterima secara resmi.94
Pada hari yang sama  Bung Karno mengatakan kepada Jones 
bahwa dia meragukan keabsahan jajak-pendapat tersebut. Dia 
mengaitkan keraguannya itu dengan kebiasaan pemerintah-
pemerintah kolonial dalam memanipulasi pemilihan umum. “Saya 
telah menyaksikan Belanda melakukannya,” kata  Bung Karno. 
“Menanyai para kepala suku. Menanyai para pejabat setempat. 
Menanyai orang sementara serdadu-serdadu bersenjatakan bayonet 
berdiri di dekatnya. Apa yang Anda harapkan? Tidak, tidak, tidak. 
Saya tidak dapat menerima yang ini. Saya hanya akan menerima 
jajak-pendapat yang sesungguhnya, tetapi bukan yang seperti 
ini.”95 Selanjutnya dia mengatakan bahwa jumlah personil yang 
ditugaskan untuk menjalankan misi ini terlalu kecil untuk wilayah 
seluas  Sabah dan  Sarawak. Dia juga menyatakan bahwa sejak awal 
referendum tersebut ada banyak “ejekan yang tiap hari” dilontarkan 
kepada Indonesia.  Bung Karno mengingatkan bagaimana  Inggris 
menunda-nunda pemberian visa bagi para pengamat dari Indonesia 
dan  Filipina dan memanfaatkan penundaan tersebut untuk 
mempengaruhi opini publik di  Sabah dan  Sarawak. Jones sendiri 
mengakui bahwa Menteri  Inggris untuk Urusan Persemakmuran, 
Duncan Sandys “telah bertekad sebisa mungkin mempersulit 
pengamat dari Indonesia supaya tidak bisa mengamati apa 
pun.”96
Meskipun ada penolakan yang tegas dari Indonesia dan  Filipina 
terhadap hasil jajak-pendapat  PBB itu, pada tanggal 16 September 
1963 pemerintah  Malaka dan  Inggris secara bersama-sama 
menyatakan berdirinya Federasi  Malaysia. Federasi itu terdiri dari 
 Malaka, Singapura,  Sabah, dan  Sarawak. Tunku  Abdul Rahman, 
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yang hingga saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri  Malaka, 
dinyatakan sebagai Perdana Menteri federasi yang baru tersebut. 
Ibukota  Malaka, Kuala Lumpur, menjadi ibukota  Malaysia. Dua 
hari sebelum pengumuman resminya dibuat, yakni pada tanggal 
14 September,  Amerika Serikat telah menyatakan dukungannya 
terhadap federasi tersebut. Untuk menjustifi kasi dukungannya ini 
para pejabat pemerintahan Kennedy mengatakan bahwa federasi 
tersebut bukanlah sebuah negara baru melainkan semata-mata 
pengembangan dari apa yang sudah ada, yakni  Malaka. Duta Besar 
Amerika untuk  Malaka,  Charles F. Baldwin diperintahkan untuk 
tetap tinggal di Kuala Lumpur dan diangkat menjadi Duta Besar 
A.S. untuk Federasi  Malaysia.97
Pengumuman pembentukan Federasi  Malaysia dan reaksi 
keras Indonesia terhadapnya menghancurkan harapan yang 
masih tersisa akan adanya solusi damai bagi masalah  Malaysia. 
Sebenarnya dua jam sebelum pengumuman itu Sekretaris Tetap 
 Malaka untuk Urusan Luar Negeri Ghazali telah menghubungi 
 Subandrio di Jakarta. Namun hal itu tidak mengurangi perasaan 
terhina yang dialami oleh Indonesia akibat adanya keputusan 
pemerintah  Malaka dan  Inggris itu.98 Pada hari diumumkannya 
pembentukan Federasi  Malaysia, massa berdemonstrasi di depan 
Kedutaan  Inggris di Jakarta, memprotes keputusan tersebut. Sir 
Andrew Gilchrist, Duta Besar  Inggris untuk Indonesia, tidak mau 
menunjukkan tanda mengalah. Sebaliknya, dia justru ingin bahwa 
para demonstrator itu tahu,  Inggris tetap kukuh pada keinginan dan 
keputusannya. Ketika massa meneriakkan slogan “Hidup  Sukarno!” 
dia membalas dengan berteriak, “Hidup  U Thant!” Diplomat asal 
Skotlandia tersebut lalu memerintahkan salah seorang bawahannya 
untuk memainkan bagpipe (alat musik tiup Skotlandia). Selain 
untuk menunjukkan semangat  Inggris, permainan alat musik itu 
juga dimaksukan untuk menunjukkan selera humor sang Duta 
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Besar kepada massa. Sayang sekali, massa demonstrasi tidak bisa 
memahami selera humor Pak Dubes. Mereka membakar mobil 
Rolls Royce miliknya.
Keesokan harinya, tanggal 17 September 1963,  Malaysia 
memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Pada 
hari yang sama,  Bung Karno menulis surat kepada Presiden 
Kennedy, menjelaskan sikap Indonesia atas masalah  Malaysia. 
Presiden Indonesia itu menyatakan bahwa pemerintahnya menolak 
menerima keberadaan Federasi  Malaysia. Dia lalu mengutip 
pengakuan Sekretaris Jenderal  PBB  U Thant dalam laporannya 
mengenai kurang mencukupinya Tim  PBB yang menyelenggarakan 
proses jajak-pendapat di  Sabah dan  Sarawak. Kekurangan ini, 
demikian ditekankan  Bung Karno, “dengan jelas menunjukkan 
bahwa Tim  PBB tersebut tidak mampu sepenuhnya menjalankan 
tugasnya sebagaimana ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 
 PBB nomor 1541 artikel 9.” Lebih jauh,  Bung Karno mengatakan 
bahwa “dipastikan akan ada penolakan keras, bahkan penolakan 
yang sifatnya fi sik” di antara rakyat Indonesia terhadap federasi 
baru tersebut.99
Massa yang jumlahnya sekitar 5.000 orang menyerang 
kedutaan besar  Inggris di Jakarta pada tanggal 18 September 
dan membakarnya hingga rata dengan tanah, berikut dua puluh 
satu perumahan stafnya.100 Sebagai balasan, pada tanggal 19 
September massa di Kuala Lumpur menyerang kedutaan besar 
Indonesia di sana. Hari berikutnya, tanggal 20 September, Jakarta 
mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil alih 
semua perusahaan  Inggris di negara tersebut. Sehari kemudian, 
pemerintah mengumumkan pemutusan segala hubungan dagang 
dengan  Malaysia. Beberapa hari setelahnya,  Bung Karno secara 
publik menegaskan kembali tekad Indonesia untuk menghancurkan 
 Malaysia. Dalam pidatonya yang berapi-api di hadapan khalayak 
ramai di kota Yogyakarta pada tanggal 23 September Presiden  RI 
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itu memperkenalkan slogan anti-Malaysianya yang amat terkenal, 
yakni “Ganyang  Malaysia!”101 Pidato itu menandai dimulainya 
kampanye anti- Malaysia.
Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan reaksi keras 
Presiden  Sukarno terhadap didirikannya  Malaysia. Pertama, 
pemimpin  RI itu marah sebab Indonesia, sebuah negara besar di 
kawasan Asia Tenggara, telah “dilangkahi” baik oleh pemerintah 
 Inggris maupun  Malaka dalam proses yang mengarah pada pem-
ben tukan  Malaysia. Isyarat pendahuluan yang diberikan kedua 
pemerintah tersebut kepada Indonesia dirasa tidak cukup. Kedua, 
dukungan yang memang sudah lama diberikan pemerintahan 
Kennedy kepada  Malaysia dan pengakuan yang segera diberikannya 
kepada federasi itu semakin menegaskan kecurigaan  Bung Karno 
bahwa seluruh rencana  Malaysia adalah bagian dari “persekongkolan 
para penjajah”. Di mata  Bung Karno persekongkolan macam itu 
dapat mengancam Indonesia, yang nota bene baru saja membebaskan 
diri dari duka-derita penjajahan.102
Terlepas dari apakah alasan  Bung Karno untuk menentang 
 Malaysia dapat dibenarkan atau tidak, kampanye anti- Malaysia 
jalan terus, dengan dukungan yang luas dari dalam maupun luar 
negeri. Dukungan dalam negeri yang terbesar datang dari  PKI dan 
 Angkatan Darat, sementara dukungan asing terutama datang dari 
negara-negara komunis. Cina memuji kegigihan Indonesia untuk 
“mengganyang” Federasi  Malaysia yang pro-Barat.  Uni  Soviet pun 
mendukung tekad Indonesia itu, sambil berharap bahwa dengan 
adanya tekad itu Jakarta akan semakin tergantung pada Moskow. 
Dukungan itu sekaligus dimaksudkan untuk menunjukkan 
kepada bangsa-bangsa Asia dan Afrika bahwa  Uni  Soviet akan 
selalu mendukung mereka dalam  perjuangan anti-imperialisme.103 
Dukungan semacam itu tentu saja mengkhawatirkan para pembuat 
kebijakan luar negeri A.S. Dukungan tersebut menegaskan 
keyakinan mereka bahwa kebijakan Washington terkait masalah 
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 Malaysia tidak hanya akan mempengaruhi hubungan A.S.-
Indonesia tetapi juga persaingan negara tersebut dengan Blok 
Komunis dalam memperebutkan ruang pengaruh (spheres of 
infl uence) di Asia Tenggara.
Memelihara Hubungan Baik dengan Indonesia
 Roger Hilsman melukiskan periode setelah diumumkannya 
pendirian Federasi  Malaysia berikut reaksi Indonesia atasnya 
sebagai “periode menyusun kembali keping-keping yang hancur 
berantakan”.104 Mungkin dia benar. Sebelumnya telah ada tanda-
tanda bahwa masalah  Malaysia akan berakhir dengan damai 
dan bahwa usaha pemerintahan Kennedy untuk membangun 
hubungan A.S.-Indonesia melalui program stabilisasi ekonomi 
akan berjalan sesuai rencana. Tetapi, pengumuman bersama 
pemerintah  Malaka- Inggris mengenai pembentukan  Malaysia 
ditambah dengan pengakuan yang segera dari A.S. dan reaksi 
keras Indonesia atasnya telah menghancurkan harapan akan 
membaiknya hubungan antara Jakarta dan Washington menjadi 
pecah berkeping-keping. Namun demikian, berbagai pertimbangan 
Perang Dingin mengharuskan pemerintahan Kennedy untuk 
mencari jalan alternatif guna mengembalikan hubungan A.S.-
Indonesia ke jalur yang diharapkan.
Menanggapi reaksi keras Indonesia, pemerintahan Kennedy 
berusaha menyampaikan kekecewaannya atas kerugian yang 
ditimbulkan oleh reaksi itu. Namun demikian pada saat yang 
sama Washington tidak mau gegabah menghukum Indonesia atas 
apa yang telah dilakukannya. Pemerintahan Kennedy menyatakan 
bahwa A.S. berencana meninjau kembali program bantuan 
stabilisasi ekonominya untuk Indonesia, tetapi menekankan bahwa 
“program bantuan A.S. kepada Indonesia yang sedang berjalan 
tidak akan terpengaruh” oleh rencana tersebut.105 Departemen 
Luar Negeri  Amerika Serikat menginstruksikan para pejabatnya 
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untuk membuat pernyataan publik mengenai reaksi keras Indonesia 
terhadap tanggapan A.S. Pernyataan itu mengatakan bahwa A.S. 
merasa “terkejut dan terganggu” oleh reaksi Indonesia, dan sampai 
sikap Indonesia terhadap  Inggris dan  Malaysia menjadi lebih jelas, 
program stabilisasi ekonomi dari A.S. akan ditangguhkan. Namun 
begitu, sekiranya para pejabat tersebut ditekan untuk mengatakan 
lebih jauh daripada itu, Departemen Luar Negeri meminta mereka 
supaya menyatakan bahwa pemerintah A.S. tidak bermaksud untuk 
menangguhkan program-program bantuan yang sedang berjalan.106 
Pada tanggal 26 September 1963 Presiden Kennedy mengirimkan 
sebuah pesan pribadi yang isinya mendesak Presiden  Sukarno dan 
semua pihak yang berkepentingan supaya “menenangkan diri selama 
beberapa hari hingga komunikasi dapat berjalan kembali dan sikap 
kenegarawanan menjalankan fungsinya dalam menyembuhkan 
luka-luka yang ada.”107  Bung Karno menjawab dengan mengatakan 
bahwa asal Tunku juga bersedia “berhenti sejenak”, dia pun akan 
melakukan hal yang sama. Ia  bahkan bersedia untuk ikut dalam 
suatu pertemuan tingkat tinggi lain yang diadakan di Manila bila 
perlu.  Bung Karno juga memberitahu Presiden Kennedy bahwa dia 
siap untuk “menenangkan diri” tetapi tidak untuk “mundur”.108
Untuk meredakan kemarahan Indonesia, pemerintahan 
Kennedy juga mendorong pemerintah  Malaysia,  Filipina,  Inggris, 
 Australia, Selandia Baru, dan Indonesia untuk menggunakan cara 
“ diplomasi yang damai” guna mencari penyelesaian yang memuaskan 
semua pihak. A.S. berencana mendesak Perdana Menteri  Malaysia 
yang baru “untuk berendah hati” dan mengupayakan rekonsiliasi 
dan hubungan yang normal dengan Indonesia dan  Filipina. 
“Inti persoalannya,” demikian dinyatakan dalam sebuah memo 
Departemen Luar Negeri A.S., adalah menekan Tunku “sedemikian 




Sementara itu gara-gara mempertahankan sikap moderat 
terhadap Indonesia, Washington mendapatkan tekanan dari sekutu-
sekutunya, terutama  Inggris dan dua anggota  ANZUS, yakni 
 Australia dan Selandia Baru. Dalam sebuah telegram tertanggal 
11 Oktober 1963 Dinas Luar Negeri  Inggris menyatakan sikap 
antagonistik London terhadap Indonesia dengan harapan bahwa 
Washington akan mengubah pendiriannya dan mengambil 
langkah-langkah yang tegas terhadap Jakarta. “Politik konfrontasi 
Indonesia terhadap  Malaysia,” demikian bunyi pernyataan telegram 
tersebut, “bukanlah sekedar ledakan amarah yang sifatnya sesaat. 
Politik itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan 
nasional Indonesia.” Dikatakan selanjutnya, politik konfrontasi 
Indonesia adalah bagian dari suatu kebijakan ekspansionis untuk 
menciptakan suatu “Indonesia Raya”, sebuah kebijakan yang 
mendapat dukungan kuat dari kelompok komunis.110 Setelah 
berhasil merebut  Irian Barat, kata  Inggris kepada Washington, 
kini Indonesia sedang berusaha mengambil-alih  Malaysia, untuk 
selanjutnya nanti merebut paro timur Pulau Irian. Pada akhirnya 
nanti Indonesia akan menginvasi seluruh wilayah Melanesia untuk 
menjadikan negeri itu sebagai sebuah kekuatan besar di Pasifi k.111 
Sekretaris Luar Negeri  Inggris, Lord Home, kemudian mendesak 
Presiden Kennedy untuk “menekan”  Bung Karno, termasuk dengan 
memberi tekanan ekonomi yang lebih besar atas Indonesia. Senada 
dengan hal itu,  Australia pun mendesak Kennedy untuk secara 
terbuka mengumumkan bahwa sekiranya Indonesia menyerang 
 Malaysia, A.S. akan menjawabnya dengan kekuatan senjata.112 
 Australia mendesak A.S untuk lebih terlibat dalam masalah 
 Malaysia, terutama dalam hal militer, untuk membantu  Australia 
menghadapi penyusupan angkatan bersenjata Indonesia ke wilayah 
itu. Duta Besar  Australia,  Sir Howard Beale, mengatakan kepada 
Presiden Kennedy bahwa serangan Indonesia atas  Malaysia hanya 
dapat dicegah bila Presiden  Sukarno secara terus terang diberitahu 
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bahwa tindakannya itu akan dihadapi oleh pasukan dari  Inggris, 
 Australia, dan  Amerika Serikat.113
Menariknya, Presiden Kennedy menolak tekanan macam 
itu dan meneruskan sikap moderatnya terhadap Indonesia. Dia 
menampik saran  Inggris untuk memberikan tekanan ekonomi 
lebih besar atas Indonesia, sembari menegaskan bahwa A.S. ingin 
bersikap sangat hati-hati mengenai masalah pemutusan bantuan 
kepada Indonesia. “Kami hanya dapat memainkan kartu macam 
itu satu kali saja,” katanya, “sebab memutuskan bantuan juga akan 
memutuskan kemampuan kami untuk memberikan pengaruh.”114 
Dia menjawab permintaan  Australia supaya Amerika terlibat secara 
militer di dalam masalah  Malaysia dengan mengatakan bahwa 
Amerika tidak akan membuat pernyataan semacam itu. “Kami tidak 
ingin mengatakan, ‘jika kamu melakukan itu, akibatnya adalah 
perang dengan  Amerika Serikat’,” kata sang Presiden. Kennedy 
tetap yakin bahwa persuasi adalah cara terbaik untuk menghadapi 
Presiden  Sukarno.
Senada dengan penolakan Kennedy terhadap tekanan dari 
 Australia, Departemen Luar Negeri A.S. mengatakan kepada 
Presiden bahwa meski ada Perjanjian  ANZUS, A.S. tidak akan 
“membabi buta” memberi dukungan bagi keterlibatan militer 
 Australia di Pasifi k, termasuk di  Malaysia.115 Penolakan Kennedy 
untuk memenuhi tuntutan  Australia segera diikuti dengan 
penyerahan sebuah surat Departemen Luar Negeri A.S. kepada 
Duta Besar  Australia Howard Beale oleh Asisten Khusus Presiden 
Kennedy untuk Urusan Dewan Keamanan Nasional,  McGeorge 
Bundy. Di dalam surat tersebut, pemerintahan Kennedy menyatakan 
kepada pemerintah  Australia bahwa  Amerika Serikat akan berbicara 
dengan  Australia mengenai dukungan politik dan militer yang 
sesuai bila pasukan  Australia di  Malaysia diserang Indonesia. Tetapi, 
surat itu juga menekankan pentingnya cara-cara diplomatis dan 
politis untuk menghindari provokasi yang dapat menyebabkan 
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ketegangan lebih jauh. Dalam kasus konfl ik militer yang tidak 
dapat dihindari, demikian lebih lanjut dinyatakan, A.S. hanya 
akan membantu  Australia dengan kekuatan udara dan laut serta 
dukungan logistik, tetapi tanpa menyebut kekuatan darat. Surat 
itu juga mengingatkan  Australia bahwa setiap bantuan Amerika 
akan terlebih dahulu dibicarakan sesuai proses konstitusional yang 
berlaku di  Amerika Serikat.116
Sikap moderat pemerintahan Kennedy terhadap Indonesia 
juga tecermin di dalam pertemuan  ANZUS yang diadakan pada 
tanggal 16 Oktober 1963. Dalam pertemuan tersebut—yang 
dihadiri oleh tiga negara anggota  ANZUS ditambah  Inggris—Duta 
Besar  Inggris untuk A.S.,  Sir David Ormsby Gore, secara terang-
terangan meminta negara-negara yang hadir untuk mendukung 
Tunku serta mendukung Federasi  Malaysia yang baru saja dibentuk. 
Menurut dia gagalnya  Malaysia akan secara militer dan politis 
menempatkan seluruh kawasan Asia Tenggara dalam bahaya. 
Perwakilan  Inggris itu kemudian mengeluhkan bahwa “Barat 
[baca: A.S.] lebih suka ribut soal bagaimana menyelamatkan leher 
 Sukarno daripada membantu  Malaysia.”  Australia mendukung 
pandangan  Inggris dengan mengatakan bahwa politik konfrontasi 
Indonesia untuk menentang  Malaysia adalah bagian dari ambisi 
dan paranoia pemerintahan  Sukarno, dan bahwa hal itu mesti 
dihentikan. Selandia Baru mendukung pandangan  Inggris maupun 
 Australia.117
Menanggapi berbagai pendapat dan argumen yang dikemukakan 
ketiga negara itu, A.S. menawarkan pandangan dengan “perspektif 
yang lebih jauh” terhadap masalah  Malaysia.  Averell Harriman, 
yang mewakili pemerintahan Kennedy dalam pertemuan itu, 
menyatakan bahwa ancaman langsung terhadap Blok Barat di 
kawasan Timur Jauh tidak berasal dari Indonesia tetapi dari Cina 
Komunis. Ada kemungkinan bahwa kelompok komunis akan 
mengambil alih Indonesia, tetapi A.S. yakin bahwa masih terdapat 
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cara-cara tertentu untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Lebih 
jauh, A.S. percaya bahwa memberi tekanan yang terlalu besar kepada 
Presiden  Sukarno tidak akan menyelesaikan persoalan, sebab “bila 
 Sukarno didesak hingga terpepet, tidak ada jaminan bahwa dia 
tidak akan berpaling kepada  Soviet.” A.S., lanjut Harriman dalam 
pertemuan itu, merasa bahwa cara terbaik untuk menangani situasi 
yang berkembang saat itu bukanlah suatu konfrontasi langsung, 
tetapi tekanan yang akan membuat Indonesia semakin menjauhkan 
diri dari pengaruh komunis.118 Sikap ini konsisten dengan sikap 
yang telah dinyatakan A.S. dalam pertemuan  ANZUS pada bulan 
Februari 1963. Dalam pertemuan empat pihak antara  Inggris, 
 Australia, Selandia Baru, dan  Amerika Serikat itu, pemerintahan 
Kennedy menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan rencana 
pembentukan Federasi  Malaysia, Washington “tidak mau turut 
memikul tanggung jawab”, tetapi berjanji untuk terus meyakinkan 
pemerintah Indonesia dan  Filipina bahwa “ Malaysia adalah solusi 
terbaik, tidak hanya bagi keuntungan kawasan [Asia Tenggara] 
secara umum, tetapi [juga] bagi  Filipina dan Indonesia.” A.S. 
menjanjikan dukungan kepada  Inggris di  PBB bila  Inggris 
menemui kesulitan dalam mempertahankan masalah  Malaysia 
di badan dunia tersebut, tetapi Amerika tidak akan mengulurkan 
bantuan militer apa pun kepada  Malaysia.119
Sembari mengkritik pertemuan itu sendiri, Harriman menyata-
kan bahwa A.S. tetap mendukung pembentukan sebuah negara 
 Malaysia yang pro-Barat dan diperintah oleh orang  Malaka, tetapi 
menolak untuk ikut dalam pertemuan yang tujuan utamanya 
adalah “mendesak seseorang untuk mengalah dalam hal tertentu.” 
Harriman yakin bahwa ada cara-cara yang lebih tidak konfrontatif 
untuk mendesak Presiden  Sukarno guna meninggalkan politik 
konfrontasinya, seperti dengan mengajaknya ikut serta dalam suatu 
pertemuan demi kerja sama regional dalam konteks  Maphilindo.120 
Ketika pada tanggal 17 Oktober Menteri Luar Negeri  Australia, Sir 
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Garfi eld Barwick, secara pribadi bertemu Presiden Kennedy dan 
mendesaknya untuk memberi tekanan yang lebih besar kepada  Bung 
Karno, Kennedy menjawab, “Kebijakan kami terhadap Indonesia 
memang sengaja kami buat bermata dua—tidak menghadapkan 
 Sukarno pada trio orang kulit putih [ Inggris, Selandia Baru, dan 
 Australia] dan sekaligus menghindari polemik antara  Sukarno dan 
 Amerika Serikat.”121
Persekongkolan untuk Melengserkan  Bung Karno?
Meskipun sikap pemerintahan Kennedy relatif moderat, tampak-
nya  Bung Karno tetap saja curiga dan makin antagonistik 
terhadap Barat, terutama  Amerika Serikat. Dia curiga bahwa 
agen-agen intelijen  Inggris dan Amerika tengah bersekongkol 
untuk menumbangkan dia dan pemerintahannya. Dalam sebuah 
pembicaraan dengan Duta Besar Jones, yang saat itu akan kembali 
ke A.S. untuk berlibur dan berkonsultasi,  Bung Karno mengatakan 
bahwa pemerintah Indonesia belum lama berselang berhasil 
mendapatkan salinan sebuah memo yang ditulis oleh Duta Besar 
 Inggris Gilchrist, yang mengindikasikan bahwa dinas intelijen A.S. 
dan  Inggris sedang bekerja sama dalam sebuah persekongkolan 
untuk melengserkannya. Jones menyangkal tuduhan ini dan 
mengungkapkan bahwa hal semacam itu tidak perlu dirisaukan. 
 Bung Karno sependapat bahwa Kedutaan Besar Amerika mungkin 
tidak tahu akan adanya persekongkolan itu, tetapi menambahkan 
bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan,  CIA sering kali 
menjalankan berbagai operasi rahasia tanpa meminta pertimbangan 
terlebih dulu dari Kedubes A.S. atau bahkan dari Gedung Putih.122 
Penyangkalan yang berkali-kali dikatakan Jones atas keberadaan 
persengkongkolan semacam itu kemudian didukung oleh Direktur 
 CIA, John A. McCone. Namun demikian,  Bung Karno tetap 
tidak yakin. Setelah Jones berangkat ke A.S.,  Subandrio kembali 
mengungkapkan kecurigaan Presiden  Sukarno mengenai rencana 
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 CIA itu pada Pejabat Sementara Duta Besar Amerika, Frank 
Galbraith. Sembari mengulangi perkataan Presiden Indonesia, 
 Subandrio menyatakan kepada Galbraith bahwa pemerintah 
Indonesia telah mendapatkan memo  Inggris yang isinya rencana 
untuk menumbangkan pemerintah Indonesia, dengan pertama-
tama melengserkan Presiden  Sukarno, Jenderal  Nasution, dan 
 Subandrio dari kekuasaan. Galbraith dan para pejabat kedutaan 
A.S. yang lain berusaha meyakinkan  Bung Karno bahwa rencana 
semacam itu tidak pernah ada, namun  Subandrio tetap tidak 
dapat diyakinkan. Seperti halnya  Bung Karno, dia kemudian 
menyebut beragam contoh yang menunjukkan bahwa  CIA sering 
kali menjalankan misi rahasia tanpa berkonsultasi terlebih dahulu 
dengan kedutaan besar Amerika, seperti yang dilakukan dinas 
intelijen itu ketika membantu pemberontakan 1957-1958 yang 
menentang pemerintah Indonesia.123 Galbraith tetap menyangkal 
tuduhan tersebut.124
Tampaknya tuduhan  Bung Karno dan  Subandrio itu bukannya 
sama sekali tanpa alasan. Meski pemerintah  Inggris menyangkalnya, 
temuan-temuan Poulgrain menunjukkan hal yang sebaliknya. 
Poulgrain mengatakan bahwa Ralf Selby, mantan orang nomor dua 
di kedutaan besar  Inggris di Jakarta, pernah mengakui kepadanya 
bahwa ketika Gilchrist dikirim ke Indonesia sebagai Duta Besar, 
dia dikirim untuk “menunjukkan sikap bermusuhan”. Gilchrist 
membenarkan tuduhan  Subandrio di dalam korespondensi 
pribadinya dengan Poulgrain. “Adalah pandangan saya yang 
sudah diketahui secara luas,” tulis Gilchrist, “bahwa mangkatnya 
‘S’ [maksudnya  Sukarno: pen.] adalah sebuah awal penting 
bagi penyelesaian” persoalan  Malaysia. Pandangan Gilchrist itu 
mencerminkan rencana yang telah dipersiapkan oleh pendahulunya, 
Duta Besar Fry, yang pada 1960 telah mendiskusikan dengan “orang 
kepercayaan”-nya, yakni  Roeslan Abdulgani, tentang kemungkinan 
menggunakan militer dan musuh politik  Bung Karno di Indonesia 
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untuk melancarkan kudeta terhadap Presiden Indonesia tersebut. 
 Inggris sangat yakin bahwa  Bung Karno dan politik konfrontasinya 
benar-benar merupakan ancaman bagi rencana pembentukan 
Federasi  Malaysia dan kontrol  Inggris atasnya.125
Poulgrain menunjukkan bukti lebih jauh bahwa upaya dinas 
intelijen  Inggris untuk menumbangkan pemerintahan  Bung 
Karno didukung oleh sementara pejabat  CIA yang berpikiran 
serupa, yang tetap melakukan niatnya meskipun hal itu sebenarnya 
berlawanan dengan arahan yang diberikan pemerintahan 
Kennedy.126 Dia mengutip sebuah contoh keterlibatan  CIA di mana 
sebelum pemberontakan  Brunei agen William Andreas Brown 
mempersenjatai orang Cina sayap kiri asal  Sarawak yang melarikan 
diri ke Kalimantan Barat (wilayah Indonesia) dan memprovokasi 
sentimen anti- Inggris di sana.127 Kehadiran kekuatan bersenjata 
yang anti- Inggris di wilayah Indonesia, demikian diharapkan Brown 
dan para sejawatnya dari  Inggris, akan memaksa Indonesia untuk 
membantu mereka dan dengan begitu mereka akan terlibat dalam 
kampanye anti- Malaysia. Konfl ik melawan  Inggris di  Malaysia pada 
gilirannya akan menguras sumber daya Indonesia, melemahkan 
posisi  Bung Karno, dan akhirnya akan memudahkan maksud 
 Inggris untuk menggeser Presiden  RI itu dari kekuasaannya.128
Keyakinan  Bung Karno bahwa Washington secara diam-diam 
berusaha menjatuhkan dia dan pemerintahannya memperkeruh 
hubungan Indonesia dengan  Amerika Serikat. Pidato-pidatonya 
semakin bersifat memusuhi Amerika, dan hal itu didukung oleh 
 PKI.129 Sebagai antisipasi bahwa pidato-pidato macam itu akan 
mendorong A.S. untuk menangguhkan bantuannya kepada 
Indonesia, pada tanggal 14 November Menteri Luar Negeri 
 Subandrio bertanya kepada Pejabat Duta Besar Galbraith apakah 
A.S. sedang berencana untuk memutuskan bantuannya kepada 
Indonesia. Jika demikian keadaannya, kata  Subandrio kepada 
Galbraith, hal itu “tidak masalah” dan tidak akan membuatnya 
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marah. Dia hanya ingin tahu mengenai keputusan semacam itu 
sebelumnya, sehingga dia dapat membuat persiapan yang perlu. 
Melu  Subandrio sadar bahwa “banyak kebijakan Indonesia tidak 
disukai oleh A.S.” Namun demikian, lanjutnya, “Indonesia ingin 
berdiri di atas kakinya sendiri.”130 Galbraith berusaha meyakinkan 
 Subandrio bahwa A.S. akan melanjutkan program bantuannya 
yang telah berjalan di Indonesia tetapi tidak bisa mengajak negara-
negara Barat lain untuk bergabung dengan negaranya dalam 
program stabilisasi itu karena politik konfrontasi yang Indonesia 
lancarkan terhadap  Malaysia. Terkait dengan masalah  Malaysia, 
Galbraith mengatakan kepada  Subandrio bahwa penolakan 
Indonesia terhadap hasil jajak-pendapat  PBB berikut politik 
konfrontasinya menciptakan kesan di Amerika bahwa Indonesia 
adalah “sebuah negeri agresif yang suka bikin masalah”. Menanggapi 
pernyataan Pejabat Duta Besar tersebut,  Subandrio mengatakan 
bahwa Indonesia tidak menginginkan perang. Yang diinginkan 
adalah hubungan damai dengan negara-negara tetangganya, 
seperti tersirat dalam pembentukan  Maphilindo. Pada saat yang 
sama dia mengkritik Tunku  Abdul Rahman yang lebih suka 
menggantungkan diri pada  Inggris dan A.S., yang jaraknya ribuan 
kilometer dari  Malaysia, daripada kepada negara-negara tetangga 
terdekatnya.131
Galbraith lalu memperingatkan dengan keras Menteri Luar 
Negeri Indonesia itu bahwa A.S. telah menandatangani sebuah pakta 
militer dengan dua anggota  ANZUS lain,  Australia dan Selandia 
Baru. Bila terjadi konfl ik bersenjata antara pasukan Indonesia dan 
pasukan  Australia serta Selandia Baru yang ditempatkan di  Malaysia, 
lanjutnya, A.S. kemungkinan besar akan menerjunkan diri ke 
dalamnya.  Subandrio tidak menanggapi peringatan ini. Sebaliknya, 
berulang kali dia menanyakan kepada Pejabat Duta Besar itu apakah 
Washington akan membantu Indonesia atau, seperti  Inggris, lebih 
tertarik untuk menumbangkan pemerintahan Indonesia. Karena 
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tetap yakin bahwa A.S. sedang ingin menyingkirkan  Bung Karno, 
 Subandrio lantas memperingatkan Galbraith: “ Sukarno tidak akan 
pernah menjadi Komunis.” “Tetapi,” lanjutnya, “bila  Sukarno 
sampai terbunuh, kekacauan besar pasti akan terjadi.” Galbraith 
tampak tidak senang dengan pernyataan tajam  Subandrio ini, 
meskipun dalam laporan percakapannya dia mengungkapkan 
keyakinannya bahwa terlepas dari sikap  Subandrio yang keras 
kepala itu Indonesia sedang berusaha mencari jalan untuk 
menghindari solusi militer bagi masalah  Malaysia.132 Namun 
demikian, pemerintahan Kennedy membaca pernyataan  Subandrio 
tersebut berikut retorika  Bung Karno yang penuh amarah sebagai 
tanda meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan A.S. Banyak 
kalangan dalam pemerintahan Kennedy yang masih ingat betul 
bagaimana dalam persoalan sengketa  Irian Barat strategi  diplomasi 
Indonesia sering kali disusul dengan strategi  perjuangan.
Usaha Terakhir “Menyelamatkan”  Bung Karno
Meningkatnya ketegangan itu mengkhawatirkan para pejabat 
pemerintahan Kennedy, sebab saat itu A.S. juga sedang dihadapkan 
pada suatu persoalan yang jauh lebih pelik di bagian lain dari Asia 
Tenggara. Protes terhadap pemerintah yang didukung Amerika 
makin kuat di Vietnam Selatan, dan kemudian pada tanggal 
1 November 1963 Presiden Vietnam Selatan  Ngo Dinh Diem 
dibunuh bersama adiknya, yang juga kepala Pasukan Khusus 
negara itu, yakni Ngo Dinh Nhu—kemungkinan besar dengan 
sepengetahuan sebelumnya dari pemerintahan Kennedy. Di 
Vietnam Selatan kekuatan komunis yang didukung oleh Vietnam 
Utara tampak semakin kuat dan berpengaruh dari hari ke hari, 
meskipun jumlah “penasihat militer” Amerika yang ditempatkan 
di wilayah tersebut terus ditambah. Dengan menghebatnya 
aktivitas  gerilya komunis di Vietnam Selatan, banyak pejabat 
dalam pemerintahan Kennedy takut bahwa kesalahan sedikit saja 
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dalam menangani persoalan Indonesia terkait masalah  Malaysia 
akan mendorong Jakarta untuk berpaling kepada Blok Komunis 
dan memaksa Washington untuk sekaligus menghadapi dua front 
komunis besar di Asia Tenggara.133
Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh 
 Roger Hilsman percaya bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan 
pemerintahan Kennedy guna “menyelamatkan” Indonesia sehingga 
tidak bergabung dengan kelompok komunis adalah mendesak 
Presiden Kennedy agar secara pribadi mendekati Presiden  Sukarno 
dengan cara mengunjungi Indonesia. Ia berharap bahwa sebuah 
pertemuan empat mata dan bersahabat antara keduanya sebagai 
pemenuhan atas undangan yang telah lama disampaikan  Bung 
Karno kepada Kennedy untuk berkunjung ke Indonesia akan 
membantu menetralisir retorika  Bung Karno yang keras terhadap 
 Malaysia dan  Amerika Serikat.134 Dia percaya bahwa sekarang 
Indonesia sedang mendekat ke A.S. dan bahwa Presiden Kennedy 
mesti memanfaatkannya dengan mengunjungi Indonesia. Sementara 
situasi di Indonesia dan Asia Tenggara secara umum semakin 
genting pada awal bulan November 1963, Hilsman—dengan 
dukungan dari Forrestal dan Harriman—ingin menghidupkan 
kembali gagasan untuk mendesak Presiden Kennedy supaya mau 
berkunjung ke Indonesia.
Gagasan Hilsman itu juga mendapat dukungan dari Duta 
Besar Jones, yang pada waktu itu sedang berada di Washington. 
Jones sebenarnya sudah mengusulkan supaya Presiden Kennedy 
berkunjung ke Indonesia lama sebelum Hilsman melakukannya. 
Ketika menyampaikan undangan  Bung Karno kepada Presiden 
Kennedy pada bulan Oktober 1962 Jones menekankan pentingnya 
kunjungan Presiden Amerika itu ke Indonesia, yang adalah negara 
terbesar kelima di dunia.135 Pada bulan Januari 1963 dia menulis 
kepada Departemen Luar Negeri, merekomendasikan supaya 
Presiden Kennedy menerima undangan Presiden  Sukarno guna 
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menghapus sikap bermusuhan  Bung Karno terhadap  Malaysia. 
Bagi Jones, penerimaan atas undangan tersebut akan mencegah 
 Bung Karno untuk memberi peran lebih besar kepada kelompok 
komunis di dalam pemerintahannya, dan pada waktu yang 
sama akan membuatnya berpikir ulang bila ingin “meneruskan 
petualangannya di Kalimantan”, sebab pemimpin Indonesia itu 
“akan berpikir keras sebelum mengambil tindakan yang mungkin 
bisa merusak rencana kunjungan tersebut”.136 Jones yakin bahwa 
situasi yang terus berkembang dengan cepat di Asia Tenggara 
meningkatkan pentingnya kunjungan Kennedy ke Indonesia. 
Pada musim gugur 1963 Jones bahkan sampai pada kesimpulan 
bahwa hubungan antara A.S. dan Indonesia “bergantung pada 
relasi pribadi antara Presiden Kennedy dan Presiden  Sukarno”. Dia 
menegaskan bahwa di atas relasi pribadi itulah kedua negara mesti 
membangun jejaring yang dapat mengikat mereka bersama.137 Jones 
menyadari bahwa dengan semakin banyaknya energi Amerika yang 
tercurah untuk masalah Vietnam Selatan, Indonesia tidak menjadi 
prioritas teratas dalam kebijakan A.S. terhadap Asia Tenggara. 
Namun demikian, dia percaya bahwa “jika bukan karena Vietnam, 
Indonesia, negara terbesar di Asia Timur di luar Cina Komunis, 
akan mendapatkan perhatian terbesar dari Amerika.”138
Kesempatan untuk secara langsung mengulangi urgensi 
kunjungan ke Indonesia kepada Presiden Kennedy muncul ketika 
Hilsman, Jones, Forrestal, dan Harriman diundang untuk bertemu 
Presiden pada tanggal 19 November 1963. Sejak awal pertemuan, 
baik Hilsman maupun Jones telah menekankan bahwa Presiden 
 Sukarno telah berkali-kali menanyakan kapan Presiden Kennedy 
akan berkunjung ke Indonesia. Keduanya juga mengingatkan 
Kennedy bahwa  Bung Karno sangat tersinggung oleh keputusan 
yang dilakukan dengan sengaja oleh Presiden Eisenhower untuk 
melewatkan Indonesia ketika mengadakan lawatan ke Asia Timur. 
Kunjungan Presiden Kennedy akan membantu menghapus 
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kejengkelan  Bung Karno kepada A.S. menyangkut masalah 
itu.139 Kunjungan Presiden Kennedy, tambah Hilsman, juga akan 
“memuaskan rasa lapar  Sukarno akan prestise dan pengakuan dari 
luar negaranya,” terutama dari antara bangsa-bangsa Asia.
Jones mengusulkan supaya kunjungan tersebut dilakukan atas 
dasar prasyarat bahwa Presiden  Sukarno bersedia untuk membantu 
meredakan ketegangan di Asia Tenggara. Dia juga mengusulkan 
supaya A.S. meminta jaminan dari  Bung Karno bahwa dia: “(a) 
bersedia menyelesaikan perselisihan  Malaysia dengan damai dan 
terlibat dalam pembicaraan tiga pihak demi tujuan itu; (b) setuju 
untuk menarik kekuatan militernya dari perbatasan Kalimantan 
(kecuali yang secara masuk akal dapat dimengerti demi tujuan 
pertahanan) dan menghentikan dukungan aktifnya kepada gerakan 
 gerilya di wilayah  Malaysia.” Sebagai balasannya, lanjut Jones, 
pemerintahan Kennedy mesti menerima undangan  Bung Karno 
untuk berkunjung ke Indonesia, membantu mencari penyelesaian 
damai bagi masalah  Malaysia, dan membuka kembali bantuan A.S. 
untuk program stabilisasi ekonomi. 
Presiden Kennedy menanggapi positif usul tersebut, asalkan 
prasyarat-prasyarat itu terpenuhi dan asal penyelesaian politis atas 
masalah  Malaysia tercapai. Diperkirakan dia dapat mengadakan 
perlawatan pada bulan April atau Mei 1964 selama 16 hari, 
termasuk kemungkinan kunjungan ke Jepang dan Korea. Dia 
kemudian memerintahkan Jones untuk memberitahu  Bung Karno 
mengenai rencana itu. Presiden Kennedy juga bersedia menerima 
Jenderal  Nasution ketika nanti dia berkunjung ke Washington 
pada hari Kamis, 26 November 1963.140 Jenderal  Maxwell D. 
Taylor, Kepala Staf Gabungan, telah mengundang  Nasution untuk 
berkunjung ke A.S.
Sayang sekali, Presiden Kennedy tidak jadi menerima kunjung-
an Jenderal  Nasution. Ia juga tak jadi berkunjung ke Indonesia. 
Hanya selang tiga hari setelah pembicaraannya dengan Duta Besar 
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Howard Jones dan  Roger Hilsman, pada hari Jumat tanggal 22 
November, dia dibunuh di Dallas, di negara-bagian Texas. Pada 
hari itu sebenarnya Jones dan Hilsman tengah bertemu untuk 
menggarap rincian rencana kunjungan Kennedy dan penyelesaian 
masalah  Malaysia. Hari itu juga sebenarnya Jones sendiri sedang 
bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana 
kunjungan Presiden Kennedy tersebut ke  Bung Karno.141 Apa 
boleh buat, rencana tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. 
“Peluru si pembunuh telah mengakhiri rencana kami,” tulis Jones 
mengenang tragedi pembunuhan Presiden Kennedy. Sekaligus 
berakhir pula harapan untuk menyelesaikan masalah  Malaysia 
secara damai.142 Dengan demikian berakhir pulalah pemerintahan 
Presiden Kennedy, yang selama masa baktinya telah berusaha keras 
untuk coba memahami dinamika sosial, politik dan ekonomi 
Indonesia. 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Selama duapuluh lima tahun terakhir,  Amerika Serikat ... 
telah menyelimuti Asia dengan suatu bayangan raksasa 
melalui tiga perang.
Keyes Beech1
KEMATIAN Presiden Kennedy yang begitu mendadak dan penuh 
kekerasan benar-benar merupakan tragedi. Selanjutnya tragedi 
itu terasa menyedihkan bukan hanya karena ia menyudahi hidup 
seseorang secara mendadak, melainkan juga karena ia mengakhiri 
suatu harapan akan membaiknya hubungan antara  Amerika Serikat 
dan Indonesia yang coba dirintis oleh mendiang. Hubungan baik 
yang coba dirintis oleh Presiden Kennedy dan pemerintahannya 
dengan Indonesia tidak hanya penting, tetapi juga merupakan 
sesuatu yang baru, mengingat bahwa selama ini hubungan antara 
kedua negara selalu berlangsung secara tidak seimbang, di mana 
Indonesia selalu dijadikan objek untuk tujuan-tujuan lain tanpa 
kehendak untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia. Kennedy 
dan pemerintahannya ingin tampil beda.






Sebagaimana kita tahu, kontak pertama yang secara berkesinam-
bung an dilakukan oleh penduduk Nusantara dengan Barat pada 
awal Abad 17 sebenarnya bukanlah dengan  Amerika Serikat. 
Kontak itu adalah kontak dengan penguasa kolonial Belanda. 
Namun demikian, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, 
A.S. berada dalam posisi yang menentukan boleh atau tidaknya 
Belanda menegakkan kembali kekuasaan kolonial atas bekas negeri 
jajahannya. Tanpa menghiraukan aspirasi rakyat Indonesia akan 
kemerdekaan yang penuh, Amerika memilih untuk mendukung 
rencana Belanda menancapkan kembali kuku-kuku kekuasaan 
kolonialnya atas Indonesia.
Pada titik ini sebuah paradoks telah mulai kelihatan. Pada 
satu sisi, sebagai negara bekas koloni ( Inggris) yang pernah 
mengalami pahit-getirnya hidup sebagai bangsa terjajah, Amerika 
menjadi salah satu kampiun anti-kolonialisme dunia. Deklarasi 
Kemerdekaan Amerika (1776), pembentukan Liga Bangsa-bangsa 
(1920), penandatanganan Piagam Atlantik atau Atlantic Charter 
(1941), pembentukan Perserikatan Bangsa-bangsa (1945) adalah 
beberapa contoh bagaimana Amerika berada di garis depan dalam 
hal  perjuangan anti-kolonialisme demi kemerdekaan kaum terjajah. 
Namun pada sisi lain, Amerika juga menjadi salah satu pendukung, 
bahkan pelaku dari sistem kolonial itu sendiri. Kolonisasi Amerika 
atas  Filipina (sejak 1899)2 dan dukungannya terhadap upaya 
penjajahan kembali Belanda atas Indonesia adalah contohnya.
Telah kita telusuri bersama, paradoks itu terus berlanjut 
selama Perang Dingin. Di bawah pemerintahan Presiden Harry S 
Truman politik luar negeri Amerika diwarnai hasrat kuat untuk 
membebaskan negara-negara yang kebebasannya dipandang 
terancam kekuatan asing (seperti Turki dan Yunani), namun 
pada saat yang sama Amerika berusaha menanamkan kuasa dan 
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pengaruhnya sendiri semaksimal mungkin atas negara-negara itu. 
Meningkatnya ketegangan internasional antara “Blok Timur” yang 
Komunis dan dipimpin oleh  Uni  Soviet dan “Blok Barat” yang 
berhaluan kapitalis yang dipimpinnya menjadi alasan bagi  Amerika 
Serikat untuk “membendung” pengaruh Komunisme di manapun 
juga. Paradoksnya, bersamaan dengan upaya pembendungan 
itu  Amerika Serikat terus berusaha “membanjiri” negara-negara 
lain dengan pengaruh politik dan kepentingan-kepentingannya 
sendiri.
Hal serupa terjadi pula dengan politik luar negeri Amerika 
terhadap Indonesia. Pada satu sisi Amerika memandang para 
pemimpin nasional Indonesia sebagai orang-orang pro-komunis 
yang harus dibendung pengaruhnya melalui dukungan terhadap 
usaha Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Pada sisi lain 
Amerika juga berusaha menanamkan pengaruhnya di Indonesia 
melalui berbagai cara. Upaya Washington untuk menyalurkan 
bantuan militer rahasia melalui Kabinet Sukiman adalah salah 
satu contohnya.
Melibatkan Diri
Selama masa pemerintahan Truman, Amerika makin menyadari 
bahwa Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan yang 
penting yang diperlukan untuk membangun kembali perekonomian 
Belanda yang hancur-lebur akibat Perang Dunia Kedua. Aliran 
bahan mentah yang tak terputus dari Indonesia ke negeri Kincir 
Angin itu—yang adalah salah satu anggota penting  NATO—
diharapkan akan mengurangi beban A.S. dalam membantu 
 Eropa Barat di tengah upaya memulihkan ekonomi pasca-perang 
melalui Rencana Marshall ( Marshall Plan). Aliran bahan mentah 
seperti itu hanya mungkin apabila Belanda dapat melanjutkan 
kekuasaannya atas Indonesia. Lebih dari itu, kekuasaan Belanda 
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atas Indonesia akan membuka pintu bagi bangsa-bangsa Barat lain 
untuk memiliki akses ke posisi strategis dan kekayaan alam yang 
dimiliki Indonesia. Oleh karena itu tidak mengejutkan bahwa, 
meskipun resminya mengambil sikap netral dalam perselisihan 
Indonesia-Belanda selama Perang Kemerdekaan, pemerintah 
Amerika diam-diam memihak Belanda. Sebagaimana telah kita 
cermati, posisi pro-Belanda itu tampak jelas dalam sikap Amerika 
ketika harus berurusan dengan soal Perjanjian Linggajati, Perjanjian 
Renville, Peristiwa Madiun, serta Agresi Militer Belanda pertama 
dan kedua terhadap Republik Indonesia. Dalam peristiwa-peristiwa 
itu Amerika cenderung mendukung posisi Belanda, tanpa terlalu 
peduli pada kepentingan rakyat Indonesia.
Sikap tak peduli Amerika terhadap kepentingan rakyat 
Indonesia tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden  Dwight 
D. Eisenhower. Dengan politik luar negeri yang kuat didasari 
oleh keinginan untuk menghindari kekeliruan politik luar negeri 
yang mengakibatkan “hilang”-nya Cina ke tangan Komunis pada 
tahun 1949, Amerika bertekad untuk menyusun ulang strateginya 
dalam upaya membendung penyebaran Komunisme Asia, termasuk 
di Indonesia. Dalam kaitan dengan upaya ini, Amerika ingin 
mencegah terjalinnya hubungan yang erat antara Indonesia dengan 
musuh-musuh Perang Dingin-nya, yakni  Uni  Soviet dan Cina.
Sebagai bagian dari implementasi strategi Perang Dingin 
di Indonesia, Amerika berusaha membendung pengaruh Partai 
Komunis Indonesia ( PKI) yang terus meningkat, ditandai dengan 
tampilnya partai tersebut sebagai salah satu partai terbesar dalam 
Pemilu tahun 1955. Pada saat yang sama, Amerika juga merasa 
khawatir akan posisi netral dan sepak terjang Indonesia dalam 
politik luar negerinya. Ketika pemerintah Indonesia mempersiapkan 
diri sebagai penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, 
misalnya, Amerika berusaha menggagalkan konferensi tersebut. 
Ketika usaha itu tidak berhasil Amerika lantas menyusun langkah 
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rahasia supaya hasil konferensi tersebut akan bersifat kontra-
produktif terhadap Blok Komunis, atau sedapat mungkin tidak 
akan menghasilkan pernyataan yang dapat merugikan kepentingan 
Blok Barat. 
Dengan semakin kuatnya kelompok Komunis di Indonesia, 
Amerika memutuskan untuk melibatkan diri secara langsung guna 
mencegah pengambilalihan Indonesia oleh kubu Komunis. Telah 
kita lihat, melalui  CIA dan para agennya Washington membantu 
para komandan militer daerah yang menentang pemerintah 
dan komando militer pusat Indonesia yang mereka anggap pro-
komunis. Waktu itu Amerika percaya bahwa  Bung Karno bukan 
hanya pro-komunis tetapi juga bersedia mempersilakan Indonesia 
diperintah di bawah sistem Komunis  Soviet atau Cina. Bagi 
Amerika, supaya Indonesia tidak jatuh ke dalam sistem Komunis, 
Washington perlu mendukung para pemberontak daerah dalam 
upaya menciptakan suatu pemerintahan alternatif yang anti-
komunis. Jika perlu, Amerika akan membantu memisahkan  Luar 
 Jawa yang non-komunis dari Pemerintah  RI yang berpusat di  Jawa 
dan pro-komunis.
Pertimbangan Perang Dingin 
Lalu datanglah pemerintahan Presiden  John F. Kennedy. Dengan 
kebijakan yang sedikit berbeda dengan masa pemerintahan 
Eisenhower, Amerika di bawah pemerintahan Kennedy mencoba 
membuka diri lebih lebar bagi aspirasi rakyat Indonesia. Pada 
periode ini Amerika tidak ingin lagi melihat permasalahan di 
Indonesia secara hitam-putih. Sikap Washington terhadap masalah 
 Irian Barat dan  Konfrontasi  Malaysia adalah contohnya. Dalam 
masalah  Irian Barat, Washington bersedia menjadi penengah 
antara Indonesia dan Belanda. Dalam soal  Malaysia, Amerika tak 
keberatan untuk turut terlibat dan mencegah politik  Konfrontasi 
yang dilancarkan oleh Indonesia berkembang menjadi suatu 
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konfl ik militer besar-besaran. Paradoksnya, di balik upaya-upaya 
itu Amerika tetap saja mengikuti garis tradisi yang cenderung 
memahami Indonesia dari kacamata Perang Dingin.  Apapun yang 
dilakukan, politik Amerika terhadap Indonesia pada periode ini 
tetap saja digerakkan oleh kekhawatiran akan jatuhnya negeri ini 
ke tangan Komunis.
Kembali ke soal  Irian Barat, kita bisa melihat bahwa inisiatif-
inisiatif Amerika untuk membantu Indonesia dalam masalah itu 
kuat didorong oleh ketakutan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian 
atas persoalan tersebut hanya akan memperbesar kemungkinan 
Indonesia dikuasai oleh kelompok Komunis. Para pejabat di 
Washington khawatir bahwa semakin lama Indonesia menunggu 
munculnya solusi bagi perselisihan tersebut, akan semakin besar 
kesempatan bagi  PKI untuk menyebarkan pengaruh politiknya. 
Pada saat yang sama, tak terselesaikannya masalah  Irian Barat 
akan semakin memaksa Presiden  Sukarno dan pemerintahannya 
mencari bantuan dari  Uni  Soviet, yang memang sangat ingin 
membantu dan mempengaruhi Indonesia dalam permasalahan 
itu. Meningkatnya bantuan keuangan, ekonomi, dan militer 
 Soviet kepada Indonesia waktu itu mengharuskan Amerika untuk 
meninggalkan tradisi pro-Belandanya dan mencari solusi yang 
dapat diterima oleh Indonesia. Dan memang, terlepas dari motivasi 
apapun yang menggerakkannya, berkat intervensi Amerika jugalah 
akhirnya Belanda melunak dan  Irian Barat menjadi bagian wilayah 
kedaulatan  RI.
Dalam menghadapi masalah perlawanan Indonesia terhadap 
gagasan pembentukan Federasi  Malaysia, Amerika  juga secara 
paradoksal digerakkan oleh pertimbangan-pertimbangan Perang 
Dingin. Pada satu sisi, Amerika mendukung rencana pemerintah 
 Inggris dan Malaya untuk membentuk Federasi  Malaysia yang 
pro-Barat. Disadari, federasi semacam itu penting bagi A.S. 
dan sekutu-sekutunya dalam upaya membendung penyebaran 
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Komunisme di Asia Tenggara. Pada  sisi lain, Amerika takut bahwa 
pengabaian terhadap keinginan Indonesia menyangkut masalah 
 Malaysia ini hanya akan memperkuat posisi  PKI dan mendorong 
Indonesia makin dekat pada kubu  Soviet. Karena pertimbangan 
tersebut Amerika ingin mendukung upaya  Inggris, tetapi sekaligus 
semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan Indonesia. 
Sayang sekali, sebelum keinginan itu terwujud, Presiden Kennedy 
terbunuh.
Dengan demikian jelas sekali bahwa politik luar negeri A.S. 
terhadap Indonesia selama kurun waktu yang kita bahas ini amat 
dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan Perang Dingin. Posisi 
geografi s Indonesia yang strategis, sumber daya alamnya yang 
melimpah, kecenderungan “kiri” para pemimpin politiknya, dan 
terus meningkatnya pengaruh  PKI mendorong para pembuat 
kebijakan di Washington untuk beranggapan bahwa bila dibiarkan 
saja Indonesia akan jatuh ke Blok Komunis dan akan membuat 
Blok Barat kehilangan akses ke dalam potensi ekonomi Indonesia. 
Paradoksal atau tidak, Indonesia tetap harus terus dipengaruhi 
supaya makin jauh dari Blok  Soviet dan makin dekat dengan Blok 
Barat pimpinan Amerika.
Sampai Hari ini
Berbagai pertimbangan dan kebijakan Perang Dingin itu—entah 
yang dilakukan Amerika dan para sekutunya, entah  Uni  Soviet 
dengan para pendukung komunisnya—pada gilirannya memiliki 
pengaruh yang begitu besar terhadap dinamika sosial, politik 
dan ekonomi Indonesia pada waktu itu. Amerika sendiri begitu 
besar pengaruhnya pada Asia selama Perang Dingin. Begitu besar 
pengaruh itu, sehingga Keyes Beech, seorang wartawan Amerika, 
mengingatkan: “Selama duapuluh lima tahun terakhir,  Amerika 




Sekarang ini  nyaris tidak mungkin mempelajari sejarah 
Indonesia pasca-Perang Dunia Kedua tanpa melihatnya dalam 
konteks Peran Dingin. Hanya dengan meletakkannya dalam 
bingkai “gambar besar” Perang Dingin dinamika sejarah Indonesia 
selama periode itu bisa terlihat lebih jelas dan lebih jernih.
Dalam kaitannya dengan konteks Perang Dingin ini perlu 
diingat bahwa bagi Indonesia—dan kiranya bagi banyak negara 
bekas jajahan yang lain—istilah “perang dingin” adalah sebuah 
istilah yang paradoksal. Bagi dua negara adidaya yang mempelopori 
konfl ik Perang Dingin, yakni  Amerika Serikat dan  Uni  Soviet, 
ketegangan internasional yang panjang itu bisa saja dikatakan 
“dingin” karena tidak pernah membuat keduanya terlibat dalam 
sebuah konfl ik langsung dan terbuka di salah satu negara itu. 
Akan tetapi bagi banyak negara di luar Amerika dan  Uni  Soviet, 
sebagaimana yang terjadi di Indonesia, ketegangan itu benar-benar 
berwujud pertempuran fi sik langsung, dan pertempuran itu benar-
benar “panas”. Artinya, di Indonesia Perang Dingin tidak “dingin”, 
melainkan benar-benar mendorong konfl ik militer penuh kekerasan 
yang mengakibatkan kematian, penderitaan dan kehancuran yang 
luar biasa tak terperikan. Kematian, penderitaan dan kehancuran 
akibat pemberontakan  PRRI dan  Permesta yang didukung oleh 
Amerika itu, misalnya, adalah salah satu contohnya. Contoh lain 
adalah pembantaian dan pemenjaraan massal terhadap orang-
orang Indonesia yang dituduh Komunis pada paro kedua tahun 
1960-an. Bagi para korban itu, Perang Dingin benar-benar terasa 
panas dan membakar hidup maupun harta milik mereka. Begitu 
dahsyat kebakaran itu, sehingga dampaknya tetap terasa sampai 
hari ini. 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Hingga sekarang sangat sulit untuk menaksir jumlah rakyat 
Indonesia yang terbunuh setelah peristiwa  GESTAPU yang 
mengerikan itu. Perkiraannya berkisar antara 400.000 
hingga satu juta jiwa.
Duta Besar A.S. untuk Indonesia,
Marshall Green1
TERLEPAS dari tidak-pastinya hubungan  Amerika Serikat-
Indonesia menyusul berakhirnya pemerintahan Kennedy secara 
mendadak, satu hal tampak jelas, dan itu adalah tekad bulat 
Washington untuk mendukung unsur-unsur anti-komunis 
Indonesia, terutama  Angkatan Darat. Dengan ijin Presiden Ken-
nedy, Kementerian Luar Negeri A.S. telah mengundang Panglima 
Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal A.H.  Nasution, untuk 
berkunjung ke  Amerika Serikat dan bertemu dengannya. Pada akhir 
November 1963  Nasution benar-benar datang ke Washington. 
Akan tetapi ia datang bukan untuk berbicara dengan Presiden 





Presiden  Lyndon B. Johnson, pengganti Kennedy, dengan 
senang hati menemui  Nasution di tengah kesibukannya pada 
hari-hari pertama menjabat Presiden. Johnson berdiskusi dengan 
sang Jenderal mengenai pentingnya upaya untuk mencegah agar 
perselisihan  Malaysia tidak meluas menjadi konfl ik bersenjata 
terbuka yang dapat mengancam kedamaian dan keamanan Asia 
Tenggara. Pada saat yang sama, dia berjanji bahwa “kebijakan-
kebijakan Pemerintah  Amerika Serikat terhadap Indonesia tidak 
akan berubah.”2 Namun demikian, segera menjadi jelas bahwa 
Presiden A.S. yang baru tersebut tidak terlalu menaruh perhatian 
pada masalah  Malaysia. Pergolakan sosial dan politik dalam negeri 
yang terjadi tidak lama setelah dia menjadi Presiden—terutama 
berbagai gerakan  perjuangan hak-hak sipil—ditambah dengan 
keterlibatan Amerika yang semakin mendalam di Vietnam Selatan 
menyita perhatian Johnson dari soal perselisihan Indonesia-
 Malaysia. Meskipun demikian, pemerintahannya terus memberikan 
bantuan militer kepada  Angkatan Darat Indonesia. Bantuan ini 
secara perlahan tetapi pasti memperkuat kedudukan para pemimpin 
 Angkatan Darat ketika harus berhadapan dengan dua kekuatan 
besar lain dalam politik Indonesia waktu itu, yakni Partai Komunis 
Indonesia ( PKI) dan Presiden  Sukarno.
 Bung Karno sendiri secara pribadi merasa semakin dikucilkan 
oleh A.S. dan negara-negara Blok Barat lain. Iapun menjadi 
semakin sengit dalam kecamannya terhadap Federasi  Malaysia 
yang didukung Barat. Niatnya untuk menyelesaikan persoalan 
 Malaysia secara  damai melalui strategi  diplomasi terus melemah, 
sementara tekad untuk menyelesaikannya dengan strategi 
 perjuangan bersenjata makin bertambah kuat. Dia menyerukan 
kepada rakyat Indonesia supaya rela bergabung dengannya untuk 
“mengganyang”  Malaysia, untuk membongkar sebuah federasi yang 
dia pandang sebagai negara boneka buatan neo-kolonialis Barat 
yang dimaksudkan untuk “mengepung” Indonesia. Banyak orang 
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menjawab panggilan Presiden dan secara sukarela menggabungkan 
diri sebagai sukarelawan dan sukarelawati untuk bertempur di 
 Malaysia. Bersamaan dengan itu, harapan akan penyelesaian yang 
damai atas masalah  Malaysia menjadi semakin kecil. Karena merasa 
gusar terhadap sikap Amerika,  Bung Karno sempat berseru lantang 
kepada negara itu: “Go to hell with your aid [Persetan dengan 
bantuanmu!]”3 Ketika pada akhir 1964  Malaysia terpilih menjadi 
anggota Dewan Keamanan  PBB, dia membalas dengan menyatakan 
Indonesia keluar dari badan dunia tersebut.
Sementara itu, menyusul kembalinya Ketua  PKI  Dipa 
Nusantara Aidit dari perjalanan ke  Uni  Soviet dan Cina pada bulan 
Desember 1963, partai komunis tersebut mulai melaksanakan 
program land-reform sebagaimana telah ditetapkan pemerintah 
melalui undang-undang tentang reformasi agraria tahun 1960. 
 PKI mulai mempelopori tindakan penyitaan tanah dari para tuan 
tanah di daerah-daerah, dengan akibat munculnya berbagai bentuk 
perlawanan, antara lain dari sejumlah organisasi keagamaan.
Sebagai tanggapan atas berbagai perkembangan itu pemerintah 
Amerika menghentikan bantuan ekonominya kepada Indonesia, 
tetapi secara diam-diam tetap melanjutkan bantuan militernya 
kepada  Angkatan Darat.  Roger Hilsman, yang menjabat sebagai 
Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh semasa 
pemerintahan Kennedy, menjelaskan bahwa Washington 
memutus kan “untuk melanjutkan berbagai program bantuan 
yang memperkuat unsur-unsur nasionalis, seperti  Angkatan 
Darat.” Menurut dia, dilanjutkannya bantuan ini penting, “sebab 
perbenturan pasti akan terjadi antara unsur-unsur nasionalis dan 
unsur-unsur Komunis.”4 
Program bantuan itu memang benar-benar memperkuat 
 Angkatan Darat dalam persaingannya melawan  PKI. Ketika 
persaingan kedua kelompok itu meruncing, Presiden  Sukarno 
berusaha menjadi kekuatan penyeimbang untuk menghindarkan 
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keduanya dari konfl ik terbuka. Dia gagal. Sebagaimana telah 
diramalkan Washington, persaingan tersebut berubah menjadi 
perbenturan sengit dan berujung pada peristiwa putsch berdarah 
tanggal 30 September-1 Oktober 1965. Dalam putsch itu enam 
orang Jenderal militer Indonesia dibunuh, termasuk Jenderal 
 Achmad Yani, Menteri Panglima  Angkatan Darat  RI. Jenderal 
 Nasution lolos dari maut, tetapi putrinya tewas. Sekelompok 
perwira  Angkatan Darat yang menyebut diri “Gerakan 30 
September” berada di balik putsch itu. Mereka antara lain adalah 
Letnan Kolonel Untung Samsuri, Kolonel Abdul Latief dan 
Brigadir Jenderal Soepardjo. Kelompok itu segera diketahui dan 
para pelakunya segera ditangkap atau melarikan diri. Dalam 
hitungan jam, Gerakan 30 September dibubarkan.
Namun demikian, di tengah ketidakpastian situasi menyusul 
peristiwa tersebut (ketidak pastian yang tampaknya sengaja 
dibuat), sekelompok oknum pimpinan militer menuduh bahwa 
 PKI-lah “dalang” di balik peristiwa berdarah itu, suatu tuduhan 
yang tampaknya juga didukung oleh Duta Besar A.S. untuk 
Indonesia waktu itu,  Marshall Green. Padahal sementara kalangan 
berpendapat bahwa peristiwa itu adalah akibat dari persaingan 
internal dalam tubuh  Angkatan Darat.5 
Pada pekan ketiga bulan Oktober 1965, bersama warga 
masyarakat di  Jawa Tengah,  Angkatan Darat mulai menjalankan 
operasi pembantaian massal terhadap mereka yang dikatakan 
sebagai anggota  PKI dan dituduh ikut berperan serta dalam operasi 
militer Gerakan 30 September. Keterlibatan para petani kecil di 
 Jawa Tengah dalam sebuah putsch yang dilancarkan oleh para 
perwira anggota Gerakan 30 September di Jakarta boleh saja sulit 
diterima akal sehat, namun pembantaian terhadap mereka tetap 
saja dilakukan. Pembantaian itu berlanjut pada bulan November 
di  Jawa Timur dan pada bulan Desember di Bali.6 
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Tentang jumlah total mereka yang terbunuh masih simpang-
siur sifatnya. Duta Besar Green mengatakan bahwa “hingga 
sekarang, sangat sulit untuk menaksir jumlah rakyat Indonesia 
yang terbunuh setelah peristiwa  GESTAPU yang mengerikan itu.”7 
Dia memperkirakan jumlahnya antara 400.000 hingga satu juta. 
Banyak peneliti menyebut angka 500.000 jiwa.8 Sekitar 1,4 juta 
orang lain yang dituduh sebagai komunis dipenjarakan selama 
bertahun-tahun tanpa diadili sebagaimana mestinya. Berapapun 
jumlahnya, jelas sekali bahwa di negeri ini darah rakyat Indonesia 
pernah tertumpah dalam jumlah besar karena dibantai oleh rekan-
rekan sebangsanya. Solidaritas sosial-politik sebagai sesama warga 
negara yang selama bertahun-tahun coba digalang oleh  Bung Karno 
dan kawan-kawan kini telah runtuh.
Dari puing-puing reruntuhan solidaritas sosial-politik yang 
penuh bercak darah itu, muncullah sesuatu yang “baru” dan 
memprihatinkan dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1965 ratusan 
ribu rakyat dan gerakan kerakyatan di Indonesia dihabisi. Pada 
tahun 1966 pemerintahan  Sukarno yang berorientasi kerakyatan 
dan bersikap kritis terhadap modal asing disingkirkan, diganti 
oleh sebuah pemerintahan baru yang militeristik, berorientasi elit 
dan pro-modal asing.9 Pada tahun 1967 modal asing mulai leluasa 
masuk ke Indonesia, khususnya dari Jepang dan Amerika. Secara 
bertahap kemerdekaan dan kedaulatan ekonomi Indonesia makin 
jauh terlepas dari tangan rakyatnya...
Sampai di sini ada sesuatu yang perlu direnungkan bersama. 
Selama ratusan tahun Indonesia berada di bawah cengkeraman 
kolonialisme Belanda. Pada tahun 1945 Indonesia menyatakan 
 merdeka, tetapi Belanda ingin berkuasa kembali. Antara lain karena 
bantuan Amerika, Indonesia menjadi negara yang benar-benar 
 merdeka, namun karena Amerika pula Indonesia menjadi sempit 
ruang geraknya untuk bisa mengisi kemerdekaan itu. Tahun 1965 
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Amerika mendukung prahara besar yang terjadi di negeri ini, dan 
tak lama kemudian Amerika bersama Jepang menjadi kekuatan 
ekonomi dan politik yang dominan di sini. Kolonialisme lama 
model Belanda telah hilang, tetapi kolonialisme baru model 
Amerika telah datang. Ah, betapa paradoksal.  
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1.  Istilah-istilah yang Sering Muncul dalam 
Sumber-sumber Amerika
 AID :  Agency for International Development  
 (Dinas Pembangunan Internasional)
 ANZUS :   Australia,  New Zealand, United States 
ARMA :  U.S. Army Attaché (Atase Angkatan   
 Darat A.S.)
 CALTEX :  Perusahaan Minyak California-Texas 
 CAT : Civil Air Transport (Maskapai Pener-  
 bangan Sipil milik  CIA)
CFM : Council of Foreign Ministers (Dewan  
 Menteri-menteri Luar Negeri)
 CGO : Committee of Good Offi ces (Komisi  
 Jasa Baik)






ChiNats :  China Nationalists (Golongan   
 Nasionalis Cina)
CHICOM : China Committee (Komisi Cina)
CI : Counter Intelligence (Kontra Intelijen)
 CIA : Central Intelligence Agency
 CIA-DPP :  Central Intelligence Agency, Deputy   
 Directorate of Plans (Deputi Direktorat  
 Perencanaan  CIA)
CINPAC :  Commander in Chief, Pacifi c (Kepala  
 Komando Militer A.S. di Pasifi k)
CINCPACFLT :  Commander in Chief, U.S. Pacifi c Fleet 
 (Kepala Komando Armada A.S. di   
 Pasifi k)
 CP :  Communist Party (Partai Komunis)
 CPR :  China People’s Republic (RRC,   
  Republik Rakyat Cina)
CT :  Country Team (Tim Negara)
Deptel :  Department Telegram
DAC : Development Assistance Committee   
 (Komite Bantuan Pembangunan)
DCI :  Director of the Central Intelligence   
 Agency (Direktur  CIA)
DCM : Deputy Chief Mission (Deputi Kepala  
 Misi)
 DIA : Defense Intelligence Agency (Agen   
 Intelijen Pertahanan)
 ECA : Economic Cooperation Administration  
 (Kantor Kerjasama Ekonomi)
 ECAFE : Economic Commission for Asia and the 
 Far East (Komisi Ekonomi untuk Asia  
 dan Timur Jauh)
EcoFinCom :  Economic-fi nance Committee, (bagian  
 dari Komisi Jasa Baik  PBB)
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EDC : European Defense Community   
 (Perserikatan Pertahanan  Eropa)
Embtel : Embassy Telegram (Telegram dari Duta  
 Besar)
Embdes :  Embassy Dispatch (Berita dari Duta   
 Besar)
 ERP : European Recovery Program (Program  
 Pemulihan  Eropa), juga dikenal sebagai  
 Rencana Marshall atau  Marshall Plan
EUR : Bureau of European Affairs (Biro   
 Urusan  Eropa Departemen Luar Negeri  
 A.S.)
Exim : Bank Ekspor-Impor Washington
 FBI : Federal Bureau of Investigation (Biro  
 Penyelidikan Federal A.S.)
FE : Bureau of Far Eastern Affairs  (Biro  
  Urusan Timur Jauh Departemen   
 Luar Negeri A.S.)
FEC :  Far Eastern Commission (Komisi   
 Timur  Jauh)
FE/P : Offi cers in Charge of  Public Affairs,   
 Bureau of Far Eastern Affairs,   
 Department of State (Pejabat yang   
 Bertanggung Jawab pada Masalah 
  Umum di Biro Urusan Timur Jauh   
 Departemen Luar Negeri A.S.)
FonAff :  Foreign Affairs (Masalah Luar Negeri)
FonOff : Foreign Offi ce (Kantor Urusan Luar   
 Negeri)
FonMin :  Foreign Minister (Menteri Luar Negeri)
FY :  Fiscal Year (Tahun Fiskal)
GA :  General Assembly of the United   
 Nations (Majelis Umum  PBB)
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 GATT :  General Agreement on Tariffs and Trade 
 (Kesepakatan Umum tentang Tarif dan  
 Perdagangan)
GOC :  United Nations Good Offi ces   
 Committee on Indonesia (Komisi Jasa  
 Baik  PBB untuk Indonesia)
Gocus : Rangkaian indikator telegram untuk   
 Departemen Luar Negeri dari anggota  
 Komisi Jasa Baik  PBB asal A.S. untuk  
 Indonesia
GOI : Government of Indonesia (Pemerintah  
 Indonesia)
GON : Government of the Netherlands   
 (Pemerintah Belanda)
HICOM :  High Commissioner (Komisi Tinggi)
Hicomer :  High Commissioner (Komisi Tinggi)
Hicus : Rangkaian indikator telegram untuk   
 Departemen Luar Negeri dari anggota  
 Komisi Jasa Baik  PBB asal A.S. dalam  
 Konferensi Den Haag.
HMG : Her Majesty Government (Pemerintah  
 Kerajaan Belanda)
HRC : High Representative of the Crown   
 (Perwakilan Tinggi Kerajaan Belanda di  
 Indonesia)
ICA :  International Cooperation   
  Administration (Pengatur Kerjasama   
 Internasional)
 IMF : International Monetary Fund (Dana   
 Moneter Internasional)
Indo :  Indonesia
Indodel :  Delegasi Republik Indonesia
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 ISA :  International Security Affairs (sebuah  
 kantor di Departemen Pertahanan 
  A.S. yang mengurusi masalah 
  keamanan internasional)
ISP : International Security Plan (Rencana  
 Keamanan Internasional)
JCS : Joint Chiefs of Staf (Kepala Staf   
 Gabungan)
JFK :  John F. Kennedy
KMT  :   Kuomintang (Partai Nasionalis),   
 Republik Cina
L/FE : Offi ce of Assistant Legal Adviser for Far  
 Eastern Affairs (Kantor Asisten 
  Penasihat Hukum untuk Urusan 
  Timur Jauh di Departemen Luar Negeri 
  A.S.)
LST : Landing Ship Transport (Kapal Angkut  
 Landas)
 MAP : Military Assistance Program (Program  
 Bantuan Militer)
MDAP : Mutual Defense Assistance Program   
 (Program Bantuan Pertahanan 
  Bersama)
MOBRIG :  Mobile Brigade (Brimob, Brigade   
 Mobil)
MS :  Mutual Security Agency (Dinas   
 Keamanan Bersama)
MSA :  Mutual Security Act (Peraturan   
 Pertahanan Bersama tahun 1951)
MTB : Motor Torpedo Boat (Perahu Bermotor  
 Torpedo)
MTTS :  Marine Terminal Tankage System    
 (Sistem  Bahan Bakar di Laut)
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Mytel :  My telegram (Telegram yang  saya 
  kirim)
 NATO : North Atlantic Treaty Organization   
 (Organisasi Pertahanan Atlantik Utara)
NEI :  Netherlands East-Indies (Hindia   
 Belanda)
NIE :   National Intelligence Estimate   
 (Perkiraan Intelijen Nasional)
NNG :  Netherlands New Guena (Nugini   
 Belanda,  Irian Barat)
Nofon :  No foreign dissemination (Informasi 
  yang tidak boleh bocor pada asing)
NSA : National Security Agency (Agensi   
 Keamanan Nasional)
NSAM :  National Security Action Memorandum 
  (Memo untuk Aksi Keamanan 
  Nasional)
NSC :  National Security Council (Dewan   
 Keamanan Nasional A.S.)
OCB : Operations Coordinating Boards   
 (Dewan pengoordinasi operasi)
PriMin :  Prime Minister (Perdana Menteri)
OECD :  Organization for Economic 
  Cooperation and Development  
  (Organisasi untuk Kerja Sama dan 
  Pembangunan Ekonomi)
PSA :  Offi ce of the Philippine and Southeast  
 Asia Affairs, Department of State 
  (Kantor  Urusan  Filipina dan Asia  
  Tenggara di Departemen Luar Negeri  
 A.S.)




PL :  Public Law (Hukum Publik)
PM :  Prime Minister (Perdana Menteri)
RAF :  Royal Air Force (Angkatan Udara   
  Inggris)
RFK :   Robert F. Kennedy
RepubDel  :  Delegasi (Republik) Indonesia
ROC :  Republic of China (Republik Cina)
ROK :  Republic of Korea ( Republik Korea)
RUSI :  Republic of the United States of  
Indonesia   ( RIS, Republik Indonesia Serikat)
SC :  Security Council of the United Nations  
 (Dewan Keamanan  PBB)
SEA :  Southeast Asia (Asia Tenggara)
SEAP : Kependekan dari “Southeast Asia Pact” 
  (Pakta Asia Tenggara), dipakai sebagai 
  indikator untuk dokumen-dokumen 
  yang beredar dalam masa persiapan 
  Konferensi Manila
 SEATO : Southeast Asia Treaty Organization   
 (Organisasi Pertahanan Asia Tenggara)
SPA : Offi ce of Special Political Affairs,   
 Department of State (Kantor Urusan  
 Politik Khusus di Departemen Luar   
 Negeri A.S.)
S/P :  Policy Planning Staff, Department 
  of  State (Staf Perencana Kebijakan, 
  Departemen Luar Negeri A.S.)
S/S : The Executive Secretariat of 
  the Department of State (Sekretariat 
  Eksekutif  Departemen Luar Negeri   
 A.S.)
 STANVAC :  Perusahaan minyak Standard Vacuum
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SYG :  Secretary-General of the United 
  Nations (Sekretaris Jenderal  PBB)
UK :  United Kingdom (Kerajaan  Inggris)
U/MSA :  Offi ce of the Special Assistant for 
  Mutual Security Affairs in the Offi ce of 
  the Under  Secretary, Department of 
  State (Kantor Asisten Khusus 
  untuk Urusan Keamanan Bersama di  
 bawah Pembantu Khusus Menteri Luar 
  Negeri A.S.)
UN : United Nations ( PBB, Perserikatan   
 Bangsa-bangsa)
UNCFIN :  United Nations Committee for 
  Indonesia (Komite  PBB untuk   
 Indonesia)
 UNESCO : United Nations Educational,   
 Scientifi c,  and Cultural Organization  
 (Organisasi  Pendidikan, Keilmuan, 
  dan Kebudayaan  PBB)
UNGA :  United Nations General Assembly   
 (Majelis Umum  PBB)
UNSYG : United Nations Secretary General   
 (Sekretaris Jenderal  PBB)
 UNTEA :  United Nations Temporary Executive  
 Authority (Pemerintahan Sementara 
   PBB di  Irian Barat)
Urinfo :  Your Information (Untuk Anda 
  ketahui)
US :  The United States of America (Amerika  
 Serikat)
USA : United States Army ( Angkatan Darat  
  Amerika Serikat)
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USAOGJA :  United States Army Observer Group, 
  Java (Kelompok Pengamat Angkatan  
 Darat A.S. di  Jawa)
USI : United States of Indonesia (Indonesia  
 Serikat)
USIA :  United States Information Agency 
  (Agensi “Penerangan” A.S.)
USAF :  United States Air Force (Angkatan 
  Udara A.S.)
US Del :  United States Delegation (Delegasi 
  A.S.)
USIS :  United States Information Service 
  (Kantor Layanan Informasi A.S.)
USMC : United States Marine Corps (Korps   
 Marinir A.S.)
USN : United States Navy (Angkatan Laut   
 A.S.)
USRO : United States Mission to the North   
 Atlantic Treaty Organization and   
 European Regional Organization (Misi  
 A.S. untuk  NATO dan Organisasi   
 Regional  Eropa)
USS :  United States Ships (Kapal Perang A.S.)
USSR :  Union of  Soviet Socialist Republics   
 (Republic Sosialis  Uni  Soviet)
USUN : U.S. Mission at the United States (Misi  
 A.S. di  PBB)
WE :  Western European Affairs, Department 
  of  State (Kantor Urusan  Eropa Barat di  
 Departemen Luar Negeri A.S.)
WG :  Working Group (Kelompok Kerja)
WNG :  West New Guinea ( Irian Barat)
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2.  Istilah-istilah yang Sering Muncul dalam 
Sumber-sumber Indonesia
AD :  Angkatan Darat
 ALRI : Angkatan Laut Republik Indonesia
Antara : Kantor Berita Indonesia
 ASEAN : Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia   
 Tenggara (Association of Southeast Asia  
 Nations)
 AUREV :  Angkatan Udara Revolusioner
 AURI :  Angkatan Udara Republik Indonesia
BU :  Budi Utomo
 BFO : Beijeenkomst voor Federaal Overleg   
 (Pertemuan untuk Konsultasi Serikat)
 BTI : Barisan Tani Indonesia
 CONEFO : Konferensi Negara-negara Kekuatan 
  Baru (Conference of the New Emerging  
 Forces)
DI :   Darul Islam
 Diplomasi :  Negoisasi diplomatik
FDR :   Front Demokrasi Rakyat
G-30-S :   Gerakan Tiga Puluh September
 GERWANI :  Gerakan Wanita Indonesia
Gerilya :  Strategi perang  gerilya
 GESTAPU :   Gerakan Tiga Puluh September
Heiho :  Unit paramiliter masa pendudukan   
 Jepang
 ISDV : Indische Sociaal-Demokratische 
  Vereeniging (Perhimpunan Sosial 
  Demokratik Hindia)
 Jawa Hokokai :  Perhimpunan Pelayanan  Jawa masa   
 pendudukan Jepang
Keibodan :  Pengawal Sipil
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Kenpetai :  Polisi Militer Jepang
KNIL : Koninklijk Nederlands-Indisch Leger/  
  Angkatan Darat Kerajaan Belanda
KNIP : Komite Nasional Indonesia Pusat
KOGAM : Komando Ganyang  Malaysia
 Konfrontasi : Kebijakan konfrontatif terhadap 
  pendirian  Malaysia
 Konstituante : Majelis yang tugasnya adalah menyusun 
 konstitusi baru
 KOTI : Komando Operasi Tertinggi
KTN : Komisi Tiga Negara 
 LEKRA : Lembaga Kebudayaan Rakyat
 MANIKEBU : Manifesto Kebudayaan
 MANIPOL : Manifesto Politik
 MAPHILINDO :   Malaka,  Filipina, Indonesia
 MASYUMI :  Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Merdeka :  Istilah dalam bahasa Indonesia yang   
 berarti “Bebas” 
 NASAKOM :  Nasionalisme, Agama, Komunisme
NEFO : Negara-negara Kekuatan Baru (New   
 Emerging Forces)
 NEKOLIM :  Neo-Kolonialis, Kolonialis, dan   
 Imperialis
 NICA : Pemerintahan Sipil  Hindia Belanda   
 (Netherlands Indies Civil Administration)
 NU :  Nahdlatul Ulama
OLDEFO : Negara-negara Kekuatan Lama yang   
 Mapan (Old Established Forces)
ORBA :   Orde Baru
 Luar  Jawa :  Pulau-pulau di Indonesia selain  Jawa 
  dan Madura
 Pancasila :  Lima prinsip yang menjadi ideologi 
  negara Indonesia
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Perjuangan :  Taktik bersenjata
PERMESTA :  Piagam Perjuangan Semesta Alam
PETA :  Pembela Tanah Air
PI :  Perhimpunan Indonesia
PID :  Politiek Inlichtingen Dienst (Layanan  
 Intelijen Politik)
 PKI :  Partai Komunis Indonesia
PNG :   Papua Nugini
 PNI :  Partai Nasional Indonesia
PPKI :  Panitia Persiapan Kemerdekaan   
 Indonesia
 PRRI : Pemerintah Revolusioner Republik   
 Indonesia
PSI :   Partai Sosialis Indonesia
PUTERA :  Pusat Tenaga Rakyat
 RI :  Republik Indonesia
 RIS :  Republik Indonesia Serikat
 Romusha :  Kerja paksa
RTC :  Konferensi Meja Bundar (KMB, Round 
  Table Conference)
Seinendan :  Kelompok pemuda semi-militer
SI :   Sarekat Islam
 SOBSI : Sentral Organisasi Buruh Seluruh   
 Indonesia
 STOVIA : School tot Opleiding van Inlandsche  
 Artsen (Sekolah Pendidikan Dokter   
 Pribumi)
 Tanam Paksa :  Juga disebut Cultuurstelsel, Sistem 
  Tanam Wajib yang diberlakukan oleh 
  pemerintah kolonial Belanda
 TNI :  Tentara Nasional Indonesia
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 TRI :  Tentara Republik Indonesia
 UNCI : Komisi  PBB untuk Indonesia (United  
 Nations Commission on Indonesia)
UUD :  Undang-undang Dasar/ Konstitusi
 VOC :  Vereenigde Oost-Indische Compagnie  
 (Perusahaan Dagang Hindia Timur)
Volksraad :  Dewan Rakyat
Catatan Akhir:
1  Cribb, Robert, Historical Dictionary of Indonesia (Metuchen, N.J. dan London: The 
Scarecrow Press, Inc., 1992); Pemerintah A.S. Foreign Relations of the United States 
(FRUS), The Conference at Quebec, 1944 (Washington, D.C.: Government Printing 
Offi ce, 1972); FRUS, Vol. VI, 1945, The British Commonwealth and the Far East 
(Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1969); FRUS, Vol. VIII, 1946, The 
Far East (Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1971); FRUS, Vol. VI, 
1947, The Far East (Washington D.C.: Government Printing Offi ce, 1972); FRUS, 
Vol. VI, 1948, The Far East and Australasia (Washington, D.C.: Government Printing 
Offi ce, 1974); FRUS, Vol. VII, 1949, The Far East and Australasia (Washington, 
D.C.: Government Printing Offi ce, 1975); FRUS, Vol. VII, 1951, Asia and the Pacifi c 
(Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1977); FRUS, Vol. XII, Part 1, 
1952-1954 (Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1984); FRUS, Vol. 
XII, Part 2, 1952-1954 (Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1987); 
FRUS, Vol. XXII, 1955-1957, Southeast Asia (Washington, D.C.: Government 
Printing Offi ce, 1989); FRUS, Vol. XVII, 1958-1960, Indonesia (Washington, D.C.: 
Government Printing Offi ce, 1994); FRUS, Vol. XXIII, 1961-1963, Southeast Asia 




1.  Nama-nama yang Sering Muncul dalam 
Sumber-sumber Amerika
 Abdul Rahman, Tunku : Perdana Menteri  Malaka; 
  setelah 16 September 1963, 
  Perdana Menteri  Malaysia
 Acheson, Dean G. :  Asisten Khusus Menteri Luar  
 Negeri A.S., 1945-1947;   
 Menteri Luar Negeri, 1949-  
 1953
Alexander,  Clifford L., Jr. : Anggota Staf Dewan 
  Keamanan Nasional A.S. 
  (NSC), 1963
Allison, John M. : Duta Besar A.S. untuk Jepang  
 1957; Duta Besar untuk   
 Indonesia dari Februari 1957  





Baldwin, Charles F. :  Duta Besar A.S. untuk 
   Malaka,  dan  Malaysia setelah 
  16 September 1963
Ball, George W. :  Asisten Khusus Menteri Luar  
 Negeri A.S. untuk masalah   
 Ekonomi, 1 Februari - 
  3 Desember 1961; setelahnya  
 Asisten Khusus Menteri   
 Luar Negeri
Beale, Sir Howard :  Duta Besar  Australia untuk   
  Amerika Serikat
Benson, George : Atase  Angkatan Darat A.S. di  
 Kedutaan Besar Amerika di   
 Jakarta, 1957-1958
Bissel, Richard M., Jr. :  Deputi Direktur (Perencanaan)  
  CIA, 1958-1962
Bowles, Chester B. :  Asisten Khusus Menteri Luar  
 Negeri, 25 Januari - 3 Desember
  1961; setelah itu, Perwakilan   
 Khusus dan Penasihat Presiden  
 untuk Afrika, Asia, dan Amerika 
  Latin hingga 19 Juni 1963;  
  kemudian menjadi Duta Besar  
 A.S. untuk India
Bundy, McGeorge : Asisten Khusus Presiden 
  untuk Masalah Keamanan 
  Nasional sejak  1961-1966
Bundy,  William H. : Deputi Asisten Menteri   
 Pertahanan untuk Masalah   
 Keamanan Internasional hingga   
 29 November 1963; setelahnya, 
  Asisten Menteri Pertahanan 
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  untuk Masalah Keamanan   
 Internasional
Bunker, Ellsworth : Mediator A.S. dalam negosiasi  
 Indonesia-Belanda, Maret-  
 Agustus 1962
Burke, Laksamana  Arleigh A. :  Angkatan Laut  Amerika Serikat, 
  Komandan, Kekuatan  
  Penghancur, Armada Atlantik,  
 Januari-Agustus 1955; Kepala  
 Operasi Angkatan Laut sampai  
 1 Agustus 1961
 Chiang Kai-shek :  Jenderal Tinggi Cina; Presiden  
 Republik Cina, 1928-1948; 
  terusir dari Cina daratan dan 
  melarikan diri ke Taiwan dalam  
 perang saudara melawan kaum  
 Komunis (di bawah kepemim- 
 pinan Mao Zedong    
 pada tahun 1949)
Choe En-lai :  Perdana Menteri dan Menteri  
 Luar Negeri Republik Rakyat  
 Cina, 1949-1976
Cleveland, Robert G. :  Kantor Urusan Asia Tenggara,  
 Biro Urusan Timur Jauh,   
 Departemen Luar Negeri A.S., 
  hingga Mei 1962; setelahnya, 
  Deputi Direktur, Kantor   
 Urusan Asia Tenggara, Biro  
  Urusan Timur Jauh,    
 Departemen Luar    
 Negeri, 1961-1963




Cumming, Hugh S., Jr. : Kepala Divisi Urusan  Eropa 
  Utara; Duta Besar A.S. untuk  
 Indonesia, 1953-1957; Asisten  
 Khusus untuk Intelijen, 
  Departemen Luar Negeri,  
  Mei-Oktober 1957; kemudian  
 Direktur Biro Intelijen 
  dan Penelitian, Departemen 
  Luar  Negeri, dan Penghubung 
  Departemen tersebut dengan 
   CIA; Kepala Gugus Tugas 
  Antar-Departemen untuk 
  Indonesia, 1957-1958
Cutler, Robert : Asisten Khusus Presiden   
 Eisenhower untuk Masalah   
 Keamanan Nasional 
 Dillon, Douglas : Deputi Asisten Menteri 
  Luar Negeri untuk Urusan 
  Ekonomi hingga Juni 1958; 
  setelahnya, Asisten Menteri   
 Luar Negeri
Dulles, Allen W.  :  Direktur  CIA, dari Januari 
  1953 sampai 29 November 
  1961
Dulles, John Foster :  Menteri Luar Negeri, dari
  Januari 1953 sampai April  
  1959; meninggal dunia Mei 
  1959
 Eden, Sir Anthony :  Sekretaris untuk Urusan Luar  
 Negeri  Inggris dan Deputi  
  Perdana menteri hingga 
  April 1955; Perdana Menteri 
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  dan First Lord of the Treasury, 
  1955-1957
Eisenhower, Dwight D. : Presiden  Amerika Serikat, 
  1953- 1961
Felt, Laksamana Harry D. : Komandan Tertinggi pasukan  
 A.S. di Pasifi k (CINCPAC), 
  dari  Juli 1958
Foresstal, Michael V. :  Anggota Staf Dewan 
  Keamanan Nasional (NSC) 
  A.S. mulai Januari 1962
Graham, Dr. Frank Porter : Perwakilan Amerika untuk   
 Komisi Jasa Baik  PBB untuk  
  Indonesia, 1947-1948
Green, Marshall : Pejabat Deputi Asisten 
  Menteri Luar Negeri untuk 
  Urusan Timur Jauh, 
  Departemen Luar Negeri, 
  Juli-Oktober 1959; Duta   
 Besar A.S. untuk Indonesia, 
  dari 1965-1969
 Gromyko, Andrei A. :  Deputi Perdana Menteri   
 Pertama  Soviet untuk Urusan  
 Luar Negeri sampai Februari  
  1957; setelah itu, Menteri 
  Luar  Negeri; Perwakilan 
  untuk Subkomisi  PBB tentang  
 pelucutan senjata, 1956;   
 Perwakilan untuk Komisi   
 Pelucutan Senjata, 1956;   
 Perwakilan dalam Sidang 
  Tetap ke-12 Majelis Umum 
   PBB
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Harriman, W. Averell : Duta Besar Keliling, Februari- 
 November 1961; Asisten   
 Menteri Luar Negeri untuk   
 Urusan Timur Jauh, 29   
 November 1961-4 April 1963;  
 setelah itu, Asisten Khusus   
 Menteri Luar Negeri untuk   
 Urusan Politik
Henderson, John W. :  Penasihat di Kedutaan Besar 
  A.S. di Jakarta mulai Juni 
  1958
 Herter,  Christian A. :  Gubernur Massachusetts 
  hingga  1956; Konsultan 
  untuk Menteri Luar Neger,   
 Januari - Februari 1957;  
  kemudian Asisten Khusus  
  Menteri Luar  Negeri hingga   
 April 1959; dan, Menteri Luar  
 Negeri, menggantikan John   
 Foster Dulles
Hilsman, Roger Jr. : Direktur Biro Intelijen dan   
 Penelitian, Departemen Luar  
 Negeri A.S., 1961-1963;   
 setelahnya, Asisten Menteri 
  Luar Negeri untuk Urusan 
  Timur  Jauh
 Humphrey, Donald D. :  Kepala Tim Ekonomi A.S.  
  untuk  Indonesia, Agustus -  
 September 1961
Johnson, Lyndon B. :  Wakil Presiden Amerika 
  Serikat, Januari 1961-22 
  November 1963; setelahnya, 
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  Presiden  Amerika Serikat   
 sampai 1969
Johnson, Robert H. : Anggota Staf Dewan 
  Keamanan Nasional A.S. 
  (NSC) sampai  Februari 1962; 
  anggota Dewan Perencanaan   
 Kebijakan Departemen Luar   
 Negeri sejak Agustus 1963
Jones, Howard D. : Kantor Urusan Asia Timur, 
  Biro Urusan Asia Timur 
  Departemen Luar Negeri A.S.
Jones, Howard P. : Kepala Misi Administrasi   
 Operasi Luar Negeri dan   
 Penasihat di Kedutaan Besar di 
  Indonesia, 1954-1955; Deputi  
 Asisten Menteri Luar Negeri   
 untuk Urusan Timur Jauh,   
 1956-1957; Deputi Asisten   
 Menteri Luar Negeri untuk  
  Urusan Timur Jauh, 1957-
  1958;  Duta Besar A.S. untuk 
  Indonesia dari Maret 1958 
  hingga April 1965
Juliana :  Ratu Kerajaan Belanda, 1948- 
 1980
Kennedy, John F. : Presiden  Amerika Serikat dari  
 1961 hingga terbunuhnya pada  
 tanggal 22 November 1963
 Robert F. Kennedy : Adik dan penasihat politik   
 Presiden Kennedy, Jaksa 




Khrushchev, Nikita : Perdana Menteri  Uni  Soviet,   
 1958-1964
Komer, Robert W. : Anggota Staf Dewan 
  Keamanan Nasional A.S. 
  (NSC) sejak Januari 1961
Luns, Joseph : Menteri Luar Negeri Belanda
 McIntyre, Sir Laurence R. : Duta Besar  Australia untuk   
 Indonesia
Macmillan, Harold : Menteri Pertahanan  Inggris   
 hingga April 1955; Menteri 
  Luar Negeri, April-Desember 
  1955; Ketua Perwakilan 
  Bendahara, 1955-1957; \
  setelah itu, Perdana  Menteri 
  dan Lord Bendahara Pertama 
Marshall, George Catlett : Kepala Staf  Angkatan Darat,   
 1939-1945; Menteri Luar   
 Negeri, 1947-1949; penggagas  
 Program Pemulihan  Eropa 
  atau  Marshall Plan, 1947
 McNamara Robert Strange : Menteri Pertahanan A.S., 
  1961-1968
Matthews, Freeman :  Duta Besar A.S. untuk 
  Belanda hingga Juni 1957;   
 Duta Besar A.S. untuk Austria 
  dari  September 1957
 Mein,  John Gordon :  Sekretaris Pertama di Kedutaan  
 Besar A.S. di Indonesia sampai  
 Mei 1955; Penasihat Kedutaan,  
 Mei 1955-Juli 1956; Deputi   
 Direktur Kantor Urusan Pasifi k  
 Baratdaya, Departemen Luar  
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 Negeri, Juli 1956-Mei 1957;   
 setelah itu, direktur kantor   
 tersebut hingga Mei 1960
Menzies, Robert Gordon :  Perdana Menteri  Australia,   
 1939-1941; 1949-1966
Nehru, Jawaharlal : Negarawan India; Perdana   
 Menteri India, 1947-1964
 Ngo Dinh Diem :  Presiden Republik Vietnam   
 hingga terbunuhnya pada 
  1 November 1963
 Ngo Dinh Du : Saudara dan penasihat politik  
 Presiden  Ngo Dinh Diem   
 hingga terbunuhnya pada 
  1 November 1963
Nixon, Richard M. : Wakil Presiden Amerika 
  Serikat, 1953-1961; Presiden 
   Amerika Serikat, 1969-1974
Ormsby Gore, Sir David : Duta Besar  Inggris 
  untuk   Amerika Serikat dari   
 26 Oktober 1961
Parsons, J. Graham :  Deputi Asisten Menteri Luar   
 Negeri untuk Urusan Timur   
 Jauh hingga Juni 1959;   
 kemudian Asisten Menteri 
  Luar Negeri untuk Urusan 
  Timur Jauh hingga 30 Maret 
  1961
de Quay,  Jan E. :  Perdana Menteri dan 
  Menteri Urusan Umum 
  Belanda, 1959-1961




 Rice, Edward E. : Anggota Dewan Perencanaan  
 Kebijakan, Kementerian Luar  
 Negeri hingga 1 Januari 1962;  
 setelah itu, Deputi Asisten   
 Menteri Luar Negeri untuk   
 Urusan Timur Jauh
Robertson, Walter S. : Asisten Menteri Luar Negeri   
 untuk Urusan Timur Jauh,   
 1953-1959
 Roijen, Jan H. van : Duta Besar Belanda untuk   
  Amerika Serikat
 Romulo,  Jend. Carlos P. : Duta Besar  Filipina untuk   
  Amerika Serikat dari November  
 1955
 Roosevelt, Franklin Delano :  Presiden  Amerika Serikat, 
  1933-1945
Rostow, Walt W. :  Deputi Asisten Khusus Presiden  
 untuk Masalah Keamanan   
 Nasional hingga 14 Desember  
 1961; setelahnya, Penasihat di  
 Departemen Luar Negeri dan  
 Kepala Dewan Perencanaan   
 Kebijakan; dia menulis The 
  Stages of  Economic Growth, A  
 Non-Communist Manifesto   
 (Cambridge [Ing.] University  
 Press, 1960)
Rusk Dean : Direktur Kantor Urusan  PBB  
 A.S.; Menteri Luar Negeri 
  A.S.,  1961-1969
Smith, Josep Burkholder : Mantan ketua cabang   
 Psychological and Political 
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  (PP) FE/5 Divisi Timur Jauh 
   CIA;  penulis Portrait of a Cold 
  Warrior (New York: G.P. 
  Putnam’s Sons, 1976)
 Stevenson, Adlai E. : Perwakilan tetap A.S. untuk   
  PBB, 1961-1965
 Stump, Laks. Felix B. :  Komandan tertinggi, 
  Komando Pasifi k; Komandan 
  tertinggi, Armada Pasifi k 
  hingga Februari 1958;   
 kemudian Komandan tertinggi,  
 Pasifi k, hingga Agustus 1958
Taylor, Jenderal Maxwell D. : Kepala Staf  Angkatan Darat   
  Amerika Serikat, sampai Juni  
 1959; Perwakilan militer  
  Presiden A.S. 1 Juli 1961   
 -1Oktober 1962; setelah itu,   
  Ketua Kepala Staf Gabungan
Thant, U :  Sekretaris Jenderal Perserikatan  
 Bangsa-Bangsa, 1961-1972
Truman, Harry S. :  Wakil Presiden A.S., 1944-
  1945; Presiden A.S., 1945-
  1953
Twining, Jenderal  Nathan F. : Ketua Kepala Staf Gabungan,  
 1957-1960
 Underhill, Francis T., Jr. : Penanggung jawab Urusan   
 Indonesia-Kepulauan Pasifi k,  
 Kantor Urusan Pasifi k   
 Barat daya, Biro Urusan 
  Timur  Jauh, Departemen 
  Luar Negeri A.S., hingga 
  Februari 1959
420
INDONESIA MELAWAN AMERIKA
 Wisner, Frank :  Kepala Operasi (Bawah 
  Tanah)  CIA; Deputi Direktur  
 Perencanaan  CIA dari 1953
Wyatt,  Wilson B. :  Utusan pribadi Presiden untuk  
 Indonesia guna bernegosiasi 
  soal minyak, Mei-Juni 1963
Young,  Kenneth T. :  Direktur Kantor Urusan 
   Filipina dan Asia Tenggara 
  sampai Maret 1956; kemudian,  
 Direktur Kantor Urusan Asia  
 Tenggara sampai Mei 1957
Young,  Philip :  Duta Besar A.S. untuk 
  Belanda dari Juni 1957
 Ulmer, Alfred C., Jr. :  Kepala Divisi Timur Jauh  CIA
2.  Nama-nama yang Sering Muncul dalam 
Sumber-sumber Indonesia
Abdulgani, Ruslan :  Sekretaris Jenderal Kantor 
  Luar Negeri Indonesia hingga 
  Maret 1956; Menteri Luar 
  Negeri, 1956-1957
Agung, Anak Agung Gde : Menteri Dalam Negeri   
 Indonesia, 1949-1950; 
  Menteri Luar Negeri, 1955-
  1956
Aidit, Dipa Nusantara :  Ketua Partai Komunis 
  Indonesia ( PKI) 1951-1965
 Daendels, Herman Willem : Gubernur Jenderal Hindia   
 Belanda, 1808-1811
 Hamengku Buwono IX : Sultan Yogyakarta; Gubernur  
 Distrik Militer Yogyakarta,   
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 1946-1949; Menteri Luar  
  Negeri, 1946-1948; 
  Menteri  Pertahanan, 1949-
  1950, 1952-1953; Deputi 
  Perdana Menteri, 1950-1951
Harahap, Burhanuddin :  Perdana Menteri Indonesia,   
 1955-1956
Hatta, Mohammad :  Pemimpin nasionalis 
  Indonesia; Wakil Presiden 
  Indonesia, 1945-1956; 
  Perdana Menteri Indonesia, 
  1948-1949; Menteri Luar 
  Negeri, 1949-1950
Houtman, Cornelis de : Pemimpin ekspedisi dagang   
 Belanda yang pertama datang 
  ke Indonesia, 1595-1597
 Juanda Kartawijaya : Direktur Jenderal Biro   
 Perencanaan Nasional   
 Indonesia, 1952-1956; 
  Menteri Negara Perencanaan 
  1956-1957; Perdana Menteri, 
  1957-1958; Menteri Pertama 
  (Kabinet  Sukarno), 1959-
  1962; dia masih menjabat 
  ketika meninggal dunia pada 
  November 1963
Joyohadikusumo,  Sumitro :  Anggota PSI; Menteri 
  Keuangan Indonesia, 1952-
  1953 dan 1955-1956; 
  bergabung dengan kaum 




Kahin, George McT. :  Sarjana Amerika yang 
  menjadi saksi dan menuliskan 
   perjuangan kemerdekaan 
  Indonesia; menulis   
  Nationalism and Revolution 
  in Indonesia (Ithaca, N.Y.: 
  Cornell University Press, 
  1952)
 Kawilarang,  Alex E. :  Komandan daerah militer   
 Indonesia Timur 1950-
  1951; Komandan daerah 
  militer  Jawa Barat (Siliwangi) 
  1951-1956; atase pertahanan 
  Indonesia di Washington, 
  D.C. 1956-1958;   
  bergabung dengan kaum   
 pemberontak  Permesta   
 menentang pemerintah   
 Indonesia pada 1958
Kusumasumantri, Iwa :  Menteri Pertahanan Indonesia,  
 1953-1955
 Leimena, Johannes : Deputi Perdana Menteri   
 Indonesia, 1957-1958; Deputi  
 Dua Perdana Menteri, 1963-  
 1966
 Limburg Stirum, Graaf van :  Gubernur Jenderal Belanda di  
 Indonesia, 1916-1921; terkait  
 erat dengan Politik Etis
Lubis, Zulkifl i : Deputi Kepala Staf Angkatan  
 Darat Indonesia 1953-1957;   
 anggota pasukan pemberontak  




 Mangunkusumo, Cipto :  Pemimpin nasionalis Indonesia;  
 salah seorang pendiri Budi   
 Utomo (1908); diasingkan   
 pemerintah kolonial Belanda,  
 1913-1914 dan 1927-1941
 Moekarto Notowidagdo : Duta Besar Indonesia untuk   
  Amerika Serikat; Menteri Luar  
 Negeri Indonesia, 1952-1953
 Nasution, Jend. Abdul Haris : Kepala Staf  Angkatan Darat   
 Indonesia dari Oktober 1955;  
 Kepala Staf Angkatan Bersenjata 
 Indonesia dari 1963; Menteri  
 Pertahanan dan Keamanan   
 Nasional hingga Maret 1962;   
 setelahnya, Deputi Perdana   
 Menteri dan Koordinator 
  Pertahanan
Natsir, Mohammad :  Deputi Satu Perdana Menteri  
 Indonesia, September 1950-  
 Maret 1951; kemudian, Ketua  
 Dewan Eksekutif Partai   
  Masyumi
Prawiranegara, Syafruddin :  Kepala Pemerintahan  Darurat  
 Indonesia, 1948-1949; Menteri  
 Keuangan Indonesia, 1950-  
 1951; Gubernur Bank 
  Indonesia, sampai 1957;   
 Perdana Menteri Pemerintah   
 Revolusioner Republik
  Indonesia, 1958-1961
 Rafl es, Thomas Stamford :  Gubernur Letnan  Inggris 
  di  Jawa, 1811-1816;    
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 mendirikan Singapura pada 
  tahun 1819
 Roem, Mohammad : Menteri Dalam Negeri   
 Indonesia, 1946-1947, 1947-  
 1948; Tanpa Portofolio, 1949- 
 1950; Komisi Tinggi untuk 
  Den Hag, 1950; Menteri 
  Luar Negeri, 1950-1951; 
  Menteri Dalam Negeri, 1952-
  1953; Deputi Satu Perdana 
  Menteri, 1956-1957
Sastroamijoyo, Ali : Menteri Pendidikan dan  
  Kebudayaan Indonesia, 
  1947- 1949; Duta Besar
  Indonesia yang pertama untuk  
  Amerika Serikat, 1950-1953;
  Perdana Menteri Republik
  Indonesia, 953-1955, 1956-
  1957; perwakilan Indonesia  
  untuk Perserikatan Bangsa-
  Bangsa, 1957-1960; Ketua   
 Umum  PNI, 1960-1966
Simbolon, Maludin :  Mantan komandan teritorial
  Indonesia di Sumatra  Utara;   
 pemimpin kaum pemberontak   
 Sumatra menentang pemerintah
  Indonesia, 1957-1961
 Subandrio :  Sekretaris Jenderal Departemen  
 Luar Negeri Indonesia, 1956- 
 1957; Menteri Luar Negeri,   
 1957-1965; Deputi Satu   
 Perdana Menteri, 1964-1965
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 Sukarno : Pemimpin nasionalis Indonesia,  
 Presiden pertama Indonesia,   
 1945-1967
 Sumual, Let. Kol. H.N.V. :  Kepala Staf Komando Indonesia 
  Timur, 1956-1957; memimpin 
  pemberontak  Permesta melawan 
  pemerintah Indonesia, 1957-1961
 Sunario :  Menteri Luar Negeri Indonesia
  hingga Agustus 1955
 Syahrir, Sutan :  Politikus nasionalis Indonesia;   
 Perdana Menteri Indonesia,   
 1945-1947; Menteri Luar   
  Negeri, 1945-1947
 Syarifuddin, Amir : Politikus nasionalis Indonesia;   
 Perdana Menteri Indonesia,   
 1947-1948; bergabung dengan  
 kaum pemberontak  PKI Madiun  
 pada 1948 dan tertembak mati  
 oleh pasukan pemerintah
 Wilopo : Perdana Menteri Indonesia,   
 1952-1953; pemimpin  PNI
 Wiryosanjoyo, Sukiman : Perdana Menteri Indonesia,   
 1951-1952
 Yani, Jenderal Achmad : Deputi Kepala Staf Operasi,  
   Angkatan Darat Indonesia;   
 komandan pasukan pemerintah
  Indonesia ketika menumpas 
  pemberontakan  PRRI pada 
  1958; Kepala Staf Angkatan 
  Darat Indonesia, 1963; 




1  Cribb, Robert. Historical Dictionary of Indonesia. (Metuchen, N.J. dan London: 
The Scarecrow Press, Inc., 1992); Kenneth Conboy dan James Morrison, Feet to the 
Fire:  CIA Covert Operations in Indonesia, 1957-1958 (Annapolis, Maryland: Naval 
Institute Press, 1999); Thomas Parrish, The Cold War Encyclopedia (New York: Henry 
Holt and Company, 1996); U.S. Government. Foreign Relations of the United States 
(FRUS), The Conference at Quebec, 1944 (Washington, D.C.: Government Printing 
Offi ce, 1972); FRUS, Vol. VI, 1945, The British Commonwealth and the Far East 
(Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1969); FRUS, Vol. VIII, 1946, The 
Far East (Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1971); FRUS, Vol. VI, 
1947, The Far East (Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1972); FRUS, 
Vol. VI, 1948, The Far East and Australasia (Washington, D.C.: Government Printing 
Offi ce, 1974); FRUS, Vol. VII, 1949, The Far East and Australasia (Washington, 
D.C.: Government Printing Offi ce, 1975); FRUS, Vol. VII, 1951, Asia and the Pacifi c 
(Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1977); FRUS, Vol. XII, Part 1, 
1952-1954 (Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1984); FRUS, Vol. 
XII, Part 2, 1952-1954 (Washington, D.C.: Government Printing Offi ce, 1987); 
FRUS, Vol. XXII, 1955-1957, Southeast Asia (Washington, D.C.: Government 
Printing Offi ce, 1989); FRUS, Vol. XVII, 1958-1960, Indonesia (Washington, D.C.: 
Government Printing Offi ce, 1994); FRUS, Vol. XXIII, 1961-1963, Southeast Asia 
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